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Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, 
hasil operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, 
serta tujuan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) 
yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam 
pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali 
hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan 
tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta 
dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara 
material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan 
ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi 
terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis 
di mana LMAN menjalankan kegiatan usaha. LMAN 
tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah 
dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil 
tertentu sesuai harapan. 

Laporan Tahunan ini memuat kata “LMAN” dan "Lembaga" 
yang didefinisikan sebagai Lembaga Manajemen Aset 
Negara (LMAN) yang menjalankan kegiatan usaha utama 
dalam bidang pelaksanakan optimalisasi aset negara serta 
pendanaan lahan infrastruktur Proyek Strategis Nasional. 
Adakalanya kata “kami” digunakan atas dasar kemudahan 
untuk menyebut Lembaga Manajemen Aset Negara 
(LMAN).

This annual report contains financial condition, operation 
results, projections, plans, strategies, policies, as well as 
the Company’s objectives, which are classified as forward-
looking statements in the implementation of the applicable 
laws, excluding historical matters. Such forward-looking 
statements are subject to known and unknown risks 
(prospective), uncertainties, and other factors that could 
cause material difference from expected results.

Prospective statements in this annual report are prepared 
based on numerous assumptions concerning current 
conditions and future events of the Company, and the 
business environment where the Company conducts 
business. The Company shall have no obligation to 
guarantee that all the valid documents presented will bring 
specific results as expected.

This Annual Report contains the word “LMAN” and "The 
Agency" hereinafter referred to as State Asset Management 
Agancy (LMAN) that engages in conducting optimization of 
State’s Assets and infrastructure land funding for National 
Strategic Projects. The word “we” is at times used to refer to  
State Asset Management Agancy (LMAN).
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NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN  
VALUES OF THE MINISTRY OF FINANCE

integrity

Profesionalisme 

SinergY

services 

EXCELLENCE 
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Integritas

Profesionalisme 

Sinergi 

Pelayanan 

Kesempurnaan 

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak 

dengan baik dan benar serta memegang teguh 

kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi 

terbaik dengan penuh tanggung jawab dan 

komitmen yang tinggi. 

Membangun dan memastikan hubungan kerja 

sama internal yang produktif serta kemitraan 

yang harmonis dengan para pemangku 

kepentingan, untuk menghasilkan karya yang 

bermanfaat dan berkualitas. 

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan 

pemangku kepentingan yang dilakukan dengan 

sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan 

aman. 

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala 

bidang untuk menjadi dan memberikan yang 

terbaik. 

Think, speak, behave and act properly, and to 

uphold the code of conduct and moral principles.

Work properly and accurately based on the core 

competencies with full responsibility and high 

commitment.

Establish and ensure productive internal 

cooperation and harmonious partnership with 

stakeholders towards achieving fruitful and 

quality work.

Provide services in a wholehearted, transparent, 

speedy, accurate, and safe manner that satisfies 

stakeholders.

Consistently make improvements in all areas in 

order to become and give the best.
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Ikhtisar Keuangan
FINANCIAL HIGHLIGHTS

Realisasi Anggaran

Budget Realization

Keterangan / Description

2017 2018 2019

Anggaran /  
Budget

Realisasi /  
Realization

Realisasi /  
Realization (%)

Anggaran / 
Budget

Realisasi / 
Realization

Realisasi / 
Realization (%)

Anggaran / 
Budget

Realisasi / 
Realization

Realisasi / 
Realization (%)

Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada 
Pengelola Barang / Income from BMN 
Management with Asset Manager

65.083.000.000 250.157.756.163 384,37% 355.101.750.000 944.213.288.248 265,90% 646.068.000.000 770.883.894.730 119,32%

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 
/ Income from BLU Banking Service

198.462.330.000 936.922.896.617 472,09% 195.504.270.000 1.823.173.142.137 932,55% 365.127.000.000 3.450.741.356.838 945,08%

Pendapatan dari Pemindahtanganan 
BMN Lainnya / Income from Transfer of 
Other BMN

- - - - 13.350.000 - - 17.000.000 -

Pendapatan BLU Penyedia Barang dan 
Jasa Lainnya / Income from BLU Provider 
of Goods and Services

- - - - 195.650.000 - - 186.000.000 -

Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain 
Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/
Jasa oleh BLU / Commission, Deduction, 
and/or Other Forms of Results of Goods/
Services Procurement by BLU

- - - - - - - 98.493.172 -

Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus 
Lainnya / Income from Management of 
Other Special Funds

- - - - 21.457.776.670 - - - -

Penerimaan Kembali Belanja Tahun 
Anggaran Yang Lalu / Refund of 
Expenditure of Previous Fiscal Year

- - - - 47.509.371 - - - -

TOTAL PNBP 263.545.330.000 1.187.080.652.780 450,43% 550.606.020.000 2.789.100.716.426 506,55% 1.011.195.000.000 4.221.926.744.740 417,52%

Belanja / Goods Expenditure

Belanja Barang / Capital Expenditure 89.237.580.000 32.664.616.271 36,60% 79.730.228.000 66.473.483.002 83,37% 102.394.747.000 98.256.029.589 95,96%

Belanja Modal / Belanja Modal 3.004.420.000 2.774.243.443 92,34% 23.822.772.000 1.949.803.540 8,18% 24.177.617.000 23.976.265.612 99,17%

TOTAL BELANJA /  
TOTAL EXPENDITURE

92.242.000.000 35.438.859.714 38,42% 103.553.000.000 68.423.286.542 66,08% 126.572.364.000 122.232.295.201 96,57%

SURPLUS/(DEFISIT) LRA /  
SURPLUS/(DEFICIT) LRA

171.303.330.000 1.151.641.793.066 672,28% 447.053.020.000 2.720.677.429.884 608,58% 884.622.636.000 4.099.694.449.539 463,44%
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Keterangan / Description

2017 2018 2019

Anggaran /  
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Realisasi /  
Realization

Realisasi /  
Realization (%)

Anggaran / 
Budget

Realisasi / 
Realization
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Posisi Keuangan

Financial Position

Uraian / Description 2017 2018 2019

ASET / ASSETS

Aset Lancar / Current Assets

Kas Lainnya dan Setara Kas / Other Cash 
and Cash Equivalent

                       925.871.416                    2.823.898.638                    3.616.617.649 

Kas pada Badan Layanan Umum / Cash in 
Public Service Agency (BLU)

           1.151.641.793.066            1.345.865.104.170            1.945.772.531.573 

Investasi Jangka Pendek BLU / Short-Term 
Investment - BLU

                 87.490.347.155            2.592.473.339.265            6.092.243.361.401 

Pendapatan yang Masih Harus Diterima / 
Accrued Revenue

                 27.037.467.616                135.741.644.404                  97.991.362.857 

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU / 
Receivables from Operational BLU Activities

                 48.542.565.452                  91.722.807.562                  68.484.492.437 

(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih) / 
(Allowance for Doubtful Accounts)

                     (242.712.828)                      (458.614.038)                      (341.231.830)

Persediaan / Inventory                        178.062.448                        266.833.340                        215.869.065 

Belanja Barang Dibayar di Muka / Prepaid 
Expenditure

-                        778.279.333 - 

Total Aset Lancar / Total Current Assets            1.315.573.394.325            4.169.213.292.674            8.207.983.003.152 

Aset Tetap / Fixed Assets

Tanah / Land                  69.636.640.000                  69.636.640.000                  62.331.370.000 

Peralatan dan Mesin / Equipment and 
Machinery

                   4.846.204.813                    6.256.344.853                    7.063.271.053 

Gedung dan Bangunan / Building and 
Properties

                 13.307.734.000                  13.307.734.000                  36.752.369.412 

Aset Tetap Renovasi / Fixed Assets 
Renovation

                         65.025.600 - - 

Konstruksi dalam Pengerjaan / Construction 
in Progress

-                        433.082.500 - 

Akumulasi Penyusutan / Accumulated 
Depreciation

                  (1.457.448.328)                   (3.006.357.428)                   (4.824.766.711)

Total Aset Tetap / Total Fixed Assets                  86.398.156.085                  86.627.443.925                101.322.243.754 

Aset Lainnya / Other Assets

Aset Tak Berwujud / Intangible Assets                        192.170.000                        388.641.000                        562.787.500 

Dana Perhitungan Pihak Ketiga / Calculated 
Funds Third Party

- -                        533.545.393 

Dana Kelolaan Badan Layanan Umum / 
Managed Funds BLU

         37.746.815.725.695          47.635.938.848.318          45.742.228.294.523 

	 - penugasan pendanaan tanah PSN / 
assignment of PSN land funding

        36.328.328.003.821         46.229.359.404.205         44.352.257.170.072 

	 - manajemen aset / asset management            1.418.487.721.874            1.406.579.444.113            1.389.971.124.451 

Aset Lain-lain / Other Assets          54.169.397.629.004          69.922.759.529.291          41.006.891.837.994 

Aset eks kelolaan PT PPA / Managed assets 
ex-PT PPA

                96.259.270.000               113.776.576.669               191.885.476.870 

Aset kelolaan eks Pertamina / Managed 
assets ex-Pertamina 

        28.361.658.924.923         28.510.627.218.923         28.511.710.609.563 
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Uraian / Description 2017 2018 2019

Aset kelolaan eks HTBI / Managed assets 
ex-HTBI

              199.972.776.126               548.367.392.127               556.202.513.383 

Total Aset Kelolaan / Total Managed Assets         28.657.890.971.049         29.172.771.187.719         29.259.798.599.816 

Aset tanah PSN / Land assets PSN         25.511.506.657.955         40.749.988.341.572         11.747.093.238.178 

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi / 
Accumulated Depreciation/Amortization

       (11.268.427.083.520)        (12.731.840.359.712)        (14.193.001.238.211)

	 - aset kelolaan eks PPA / managed 
assets ex-PT PPA

               (17.380.145.972)                (20.551.087.855)                (26.548.479.457)

	 - aset kelolaan eks Pertamina / 
managed assets ex-Pertamina

       (11.250.051.815.081)        (12.707.702.891.510)        (14.160.182.434.781)

	 - aset kelolaan eks HTBI / managed 
assets ex-HTBI

                    (995.122.467)                  (3.586.380.347)                  (6.248.555.660)

	 - software - -                        (21.768.313)

Total Aset Lainnya / Total Other Assets          80.647.978.441.179        104.827.246.658.897          72.557.215.227.199 

Aset Kelolaan Setelah Penyusutan / 
Managed Assets Net of Depreciation

         17.389.463.887.529          16.440.930.828.007          15.066.797.361.605 

Akumulasi depresiasi |abs| / Accumulated 
depreciation|abs|

         11.268.427.083.520          12.731.840.359.712          14.193.001.238.211 

Aset kelolaan kilang (gross value) / 
Managed asset refineries (gross value)

         27.122.755.843.923          27.122.989.986.923          27.123.973.598.763 

Aset kelolaan non kilang (gross value) / 
Managed asset non-refineries (gross value)

           1.535.135.127.126            2.049.781.200.796            2.135.825.001.053 

Akumulasi surplus / Accumulated surplus            1.239.132.140.221            3.938.338.443.435            8.038.015.892.974 

TOTAL ASET / TOTAL ASSETS          82.049.949.991.589        109.083.087.395.496          80.866.520.474.105 

KEWAJIBAN DAN EKUITAS / LIABILITIES AND EQUITY

Kewajiban Jangka Pendek / Short-Term Liabilities  

Utang kepada Pihak Ketiga / Debt to Third 
Parties 

         13.790.269.895.560            7.779.196.224.613            5.650.241.137.250 

Pendapatan Diterima di Muka / Unearned 
Revenue

                 45.473.512.727                  40.238.797.732                  31.663.586.801 

Total Kewajiban Jangka Pendek / Total 
Short-Term Liabilities

         13.835.743.408.287            7.819.435.022.345            5.681.904.724.051 

Kewajiban Jangka Panjang / Long-Term 
Liabilities

  

Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN / 
Long-Term BLU Debt to BUN

         49.550.560.000.000          80.703.290.000.000          59.729.359.535.205 

Total Kewajiban Jangka Panjang / Total 
Long-Term Liabilities

         49.550.560.000.000          80.703.290.000.000          59.729.359.535.205 

TOTAL KEWAJIBAN / TOTAL LIABILITIES 88,522,725,022,345 65,411,264,259,256

Ekuitas / Equity   

Ekuitas / Equity          18.663.646.583.302          20.560.362.373.151          15.455.256.214.849 

Total Ekuitas / Total Equity          18.663.646.583.302          20.560.362.373.151          15.455.256.214.849 

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS / 
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

         82.049.949.991.589        109.083.087.395.496          80.866.520.474.105
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2017

2017 2017 2017

2017

2017

82,050

26,658

199,97 96,26

28,361,66

1,535,14

109,083

29,173

548,37

113,78

28,510,63

2,049,78

80,866

29,260

556,20

191,89

28,511,71

2,135,83

2018

2018 2018 2018

2018

2018

2019

2019 2019 2019

2019

2019

Total Aset

Total Assets

Common Size Analysis

Pertumbuhan Aset Kelolaan

Growth of Managed Assets

Posisi Aset Kelolaan

Position of Managed Assets

•	 Eks HTBI / Ex-HTBI •	 Eks PPA / Ex-PPA

•	 Eks HTBIPertumbuhan Aset Kelolaan Non Kilang

Growth of Managed Asset Non-

Refineries

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

(total aset %)

Dana Kelolaan Badan Layanan Umum / 
Managed Funds BLU 

56,57%

35,26%

14,53%

10,15%

0,24%

0,69%

0,13%

Aset Tanah / Land Assets

Aset Eks Kelolaan PT PPA / 
Managed Assets ex-PT PPA

Total Aset Tetap / Total Fixed Assets

Aset Kelolaan Eks Pertamina / 
Managed Assets ex-Pertamina 

Total Aset Lancar / Total Current Assets

Aset Kelolaan Eks HTBI / 
Managed Assets ex-HTBI

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah) (dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

  Sumber / Source: LMAN)

  Sumber / Source: LMAN)
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2017

2017

2017 2017

2017

37,747

1,418,49

340,49 1,291,00

36,328,33

47,636

1,406,58

1,061,53

2,920,85

46,229,3645,742

1,389,97

715,73

4,172,40

44,352,26

2018

2018

2018 2018

20182019

2019

2019 2019

2019

Posisi Dana Kelolaan

Position of Managed Funds

Manajemen Aset

Assets Management

Total Pendapatan 

Total Revenues

Pendanaan Tanah Proyek Strategis Nasional

Land Funding for National Strategic Projects

•	 Pendapatan Operasi Utama /  
Revenues from Main Operations

•	 Total Pendapatan /  
Total Revenues

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)

Proyek Strategis 
Nasional / National 
Strategic Projects

Unit Nominal

Jalur Tol / Toll Road 38 Ruas Jalan Tol / Toll Roads 41,000

Jalur Kerata Kereta / 
Railroad

5 Proyek Jalur Kereta / Railroad 
Projects

1,130

Bendungan / Dam
28 Bendungan dan 3 Irigasi /  
28 Dams and 3 Irrigation Channels

3,360 

Pelabuhan / Port 1 Pelabuhan / Port 485,45

  Sumber / Source: LMAN)
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Penghargaan dan Sertifikasi 
Awards and Certifications

Nama Penghargaan /  
Name of Award

Lembaga yang Memberikan / 
Awarded by

Waktu Penyerahan /  
Date

Gold Winner PR Indonesia Award 2019 kategori Government 
PR / Gold Winner PR Indonesia Award 2019 for the category of 
Government PR

PR Indonesia
28 Maret 2019 /  
March 28, 2019

Gold Winner PR Indonesia Award 2019 Best Presenter kategori 
Kementerian / Gold Winner PR Indonesia Award 2019 Best 
Presenter for the category of Ministry

PR Indonesia
28 Maret 2019 /  
March 28, 2019

Gold Winner Insan PR Indonesia 2019 PR Indonesia
31 Oktober 2019 /  
October 31, 2019

PR Indonesia Award 2019 Sumber / Source: 
Koleksi LMAN / LMAN Collection
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Peristiwa Penting
Significant Events

Acara Property Class: Workshop dan Experience Sharing Optimalisasi 
Aset Negara oleh LMAN kepada pengelola Barang Milik Negara di 
Kementerian/Lembaga
Property Class Event: Workshop and Experience Sharing on State’s 
Asset Optimization by LMAN to State-Owned Assets Managers at 
Ministries/Institutions

The Assets Manager: Kompetisi Optimalisasi Aset Negara yang 
diselenggarakan oleh LMAN untuk Kementerian/Lembaga serta 
Perusahaan dan atau bisnis unit pengelolaan property BUMN
The Assets Manager: A State Asset Optimization Competition held 
by LMAN for Ministries/Institutions and Companies and/or SOEs’ 
property management business units

Seminar Hukum terkait urgensi kebijakan pemanfaatan  
atas Barang Milik Negara berupa Infrastruktur Energi
Law Seminar related to the urgency of the policy on the use of State 
Property in the form of Energy Infrastructure

Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembalian Dana 
Talangan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Jalan Tol 
bersama Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) 
Signing of Memorandum of Understanding for Return of Land 
Procurement Funds for National Strategic Projects of Toll Road with 
Toll Road Manager (BPJT) of the Ministry of Public Works and Public 
Housing and BUJT

Property Outlook 2020 : Seminar Nasional yang rutin diselenggarakan 
oleh LMAN setiap tahun, dalam rangka meningkatkan dan 
memperoleh wawasan, pandangan dan referensi dari pakar 
property dan pembuat kebijakan mengenai prospek dana rah 
optimalisasi  aset property
Property Outlook 2020: A National Seminar that is regularly held by 
LMAN every year to improve and gain insights, views, and references 
from property experts and policy makers on the outlook of fund and 
optimization of property assets

Malam Apresiasi dan Sinergi Pengadaan dan Pendanaan Lahan 
Proyek Strategis Nasional
Appreciation and Synergy Night for Procurement and Funding of 
Land for National Strategic Projects 



Kilas Kinerja
Performance Highlights

12 Laporan Tahunan 2019



laporan 
manajemen 
Management Reports

02

Sumber / Source: Koleksi LMAN / LMAN Collection



Laporan Manajemen 
Management Report

14 Laporan Tahunan 2019

LAPORAN Dewan Pengawas
Report from the Supervisory Board

Para Pemangku Kepentingan yang 

Terhormat, 

Kami selaku Dewan Pengawas patut bersyukur 

LMAN sebagai Badan Layanan Umum (BLU), 

berhasil melalui tahun 2019 dengan pencapaian 

kinerja yang cukup positif dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya utama yakni melakukan 

optimalisasi aset negara. 

Tentunya pencapaian ini tidak lepas dari 

peran serta sinergi seluruh pihak termasuk 

para pemangku kepentingan yang memiliki 

tujuan bersama untuk membantu pemerintah 

Distinguished Stakeholders,

We, the Supervisory Board of Public Service 

Agency (BLU) of LMAN, are grateful that LMAN 

managed to pass the year of 2019 with a 

relatively positive performance and was able to 

carry out its main duties and functions, namely 

to optimize the state’s assets.

This achievement is undoubtedly inseparable 

from the participation and synergy of all parties, 

including the stakeholders, with a common goal 

to support the government in national economic 

Isa Rachmatarwata

Ketua Merangkap Anggota

Chairman and Member of 

Supervisory Board

Sumber / Source: Koleksi LMAN / LMAN Collection
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mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dalam 

rangka mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi 

masyarakat Indonesia. 

Pada kesempatan ini, Kami selaku Dewan Pengawas akan 

menyampaikan laporan mengenai kinerja LMAN sepanjang 

tahun buku 2019 sebagai salah satu bentuk fungsi 

pengawasan yang Kami lakukan. 

Peran Dewan Pengawas
Dewan Pengawas LMAN dibentuk dengan mengacu pada 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

tentang perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan 

Umum, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 660/

KMK.01/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas 

Pada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset 

Negara (BLU LMAN).

Sejak Agustus 2018, Dewan Pengawas LMAN bertugas 

melakukan pengawasan dan memberikan arah kebijakan 

kepada pejabat pengelola BLU LMAN baik dari aspek bisnis 

maupun non bisnis. Semoga Laporan Pengawasan ini 

bisa menjadi rujukan bersama sebagai upaya untuk terus 

meningkatkan peran dan fungsi LMAN yang diberi amanat 

oleh negara dalam melakukan optimalisasi aset serta 

mendukung program pemerintah untuk merampungkan 

berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi 
LMAN
Dewan Pengawas berpandangan, secara umum kinerja 

pengelolaan aset dan keuangan yang dilakukan oleh 

LMAN tercapai secara realistis dengan mempertimbangkan 

kekuatan LMAN dalam mencapai target-target yang telah 

ditentukan. 

Penilaian pada aspek pengelolaan aset mencakup pada 

kuantitas dan kualitas aset yang dapat diperbaiki atau 

direnovasi dapat berdampak pada status aset kelolaan 

LMAN. 

development, in order to realize welfare equity for all people 

of Indonesia.

On this occasion, we would like to deliver our account on 

LMAN’s performance over the course of 2019 fiscal year, as 

a form of supervisory function we carried out.

Role of Supervisory Board
The Supervisory Board of LMAN was established by referring 

to the Law of Republic of Indonesia No. 1 of 2004 regarding 

State Treasury, Government Regulation No. 74 of 2012 

regarding Financial Management of Public Service Agency, 

Regulation of Minister of Finance No. 95/PMK.05/2016 

regarding Supervisory Board of Public Service Agency, 

and Decree of Minister of Finance No. 660/KMK.01/2018 

regarding Appointment of Supervisory Board at the Public 

Service Agency of State Asset Management Agency (BLU 

LMAN).

Since August 2018, the Supervisory Board of LMAN has 

been tasked to conduct supervision and provide policy 

direction to the management officer of BLU LMAN, both in 

the aspects of business and non- business. We hope that this 

Supervisory Report can serve as a reference for the efforts 

to continuously improve the roles and functions of LMAN, 

which is mandated by the country to optimize state’s assets 

and support government’s programs in completing the 

National Strategic Projects (PSN).

Assessment on Board of Directors 
Performance
The Supervisory Board is of the view that, in general, the 

performance of financial and asset management carried out 

by LMAN has been achieved realistically by considering the 

strength of LMAN in achieving predetermined targets.

Assessment on the aspect of asset management includes 

the quantity and quality of assets that can be repaired or 

renovated, had an impact on the status of managed assets 

of LMAN.



Laporan Manajemen 
Management Report

16 Laporan Tahunan 2019

Selain itu, jumlah aset yang dapat dioptimalkan untuk 

dipasarkan juga menjadi nilai tambah dalam aspek 

pengawasan Dewan Pengawas, hal ini merupakan cerminan 

keberhasilan Direksi dan Manajemen dalam menjalankan 

amanat yang diberikan oleh Menteri Keuangan. 

Penilaian pada aspek keuangan meliputi rasio – rasio 

keuangan, seperti BOPO serta persentase peningkatan 

pendapatan operasional Lembaga.

Lebih lanjut, penilaian Dewan Pengawas atas kinerja 

pengelolaan aset dan keuangan sebagai berikut:

•	 Optimalisasi pengelolaan aset BUN

	 Keberhasilan LMAN terhadap optimalisasi aset Bendahara 

Umum Negara (BUN) memiliki definisi yang beragam. 

Apabila di tahun 2018, kami menilai bahwa optimalisasi 

atas aset BUN tidak dinilai melalui jumlah aset yang 

telah dioptimalkan, namun terhadap proses-proses yang 

sudah dilalui oleh Lembaga dalam mengoptimalkan 

aset-aset BUN. Di tahun 2019, kami menilai bahwa 

optimalisasi aset kiranya dinilai dengan aset yang sudah 

disewakan atau dikerjasamakan. Namun, kami melihat 

bahwa LMAN perlu melakukan inovasi dalam menyusun 

skema kerjasama bisnis guna memperluas pangsa pasar 

terhadap aset kelolaan. Dewan Pengawas juga berharap 

agar LMAN mendokumentasikan leveraging aset 

kelolaan, khususnya renovasi yang akan dilaksanakan 

(dokumentasi berupa foto dan/atau video sebelum 

dan sesudah renovasi atas kondisi aset). Sehingga 

kelolaan aset yang dimiliki menjadi lebih tertata dan bisa 

dipertanggungjawabkan. 

•	 Pengelolaan dana

	 Dewan Pengawas melihat LMAN sudah sangat berhati-

hati dalam melaksanakan penempatan dana, serta 

memberikan komunikasi terkait hal ini kepada eksternal 

stakeholders, seperti auditor. Aspek kepatuhan terhadap 

tata kelola merupakan aspek yang dinilai perlu terus 

ditingkatkan sebagaimana masukan auditor. 

	 Adapun, LMAN telah bergerak cepat dalam menanggapi 

isu terkait penempatan dana tersebut dengan menyusun 

tata kelola pengelolaan dana yang lebih rigid namun 

fleksibel guna menangkap peluang imbal hasil yang 

optimal. 

In addition, the number of assets that can be optimized for 

marketing also adds value in the supervisory aspect of the 

Supervisory Board. This is a reflection of the success of the 

Board of Directors and Management in carrying out the 

mandate given by the Minister of Finance.

Assessment on the financial aspect include financial ratios, 

such as BOPO, and the percentage increase in operating 

income of the Agency.

Furthermore, the Supervisory Board’s assessment on the 

performance of asset and financial management is as 

follows:

•	 Optimization of BUN asset management

	 LMAN’s success in optimizing the assets of the State 

General Treasurer (BUN) has various definitions. In 2018, 

we considered that the optimization of BUN assets was 

not assessed through the number of assets that had 

been optimized, but rather on the processes that had 

been passed by the Agency in optimizing BUN assets. In 

2019, we considered that asset optimization would be 

valued with assets that had been leased or cooperated. 

However, we saw that LMAN needed to innovate in 

developing business cooperation schemes to expand 

market share of managed assets. The Supervisory Board 

also hopes that LMAN will document the leveraging of 

the managed assets, especially the renovations that will 

be carried out (documentation in the form of photos and/

or videos before and after renovation of the condition 

of the assets). Hence, the managed assets will be more 

organized and can be accounted for.

•	 Fund management

	 The Supervisory Board sees LMAN as being very careful in 

carrying out the placement of funds, as well as providing 

communication regarding this matter to external 

stakeholders, such as auditors. The aspect of compliance 

with governance is an aspect that is considered to need 

to be continuously improved as auditor’s input.

	 Meanwhile, LMAN has moved swiftly in responding 

to issues related to the placement of these funds by 

arranging a more rigid but flexible fund management 

system in order to capture optimal yield opportunities.
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	 Kendati demikian kami meminta, Direksi perlu mendalami 

dan mempelajari pola investasi di perusahaan sekuritas 

atau investasi, terkait proses perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, dan pengawasannya.

•	 Implementasi Mewujudkan aset yang free and clear

	 Untuk mewujudkan aset yang free and clear, Lembaga 

tidak dapat bergerak secara mandiri, melainkan butuh 

dukungan dari semua pihak, seperti Direktorat Hukum 

dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal 

Keuangan Negara (DJKN) dan Biro Bantuan Hukum,  

Setjen. Sejak tahun 2018, LMAN telah memulai menjajaki 

kemungkinan untuk berperkara dalam mewujudkan aset 

yang free and clear dan proses ini terus berlanjut hingga 

2019. 

•	 Pengembangan Sistem Informasi LMAN

	 LMAN secara berkesinambungan terus melakukan 

pengembangan sistem informasi untuk mendukung 

dan memudahkan proses bisnisnya. Dewan Pengawas 

berpendapat bahwa digitalisasi merupakan salah 

satu aspek penting bagi LMAN dalam memberikan 

kemudahan, fleksibilitas dan meningkatkan kepatuhan 

bagi Lembaga ketika menjalankan tugas dan fungsinya. 

	 Adapun salah satu contoh yang sudah direalisasikan 

adalah penerapan aplikasi office automation yang 

bertujuan untuk mendorong seluruh pegawai menyusun 

naskah nota dinas/surat yang paperless. Tentunya upaya 

untuk terus sistem informasi berbasis digital ini patut 

diapresiasi. Oleh karenanya Dewan Pengawas juga 

meminta agar secara konsisten dilakukan penyempurna 

agar LMAN bisa menjawab berbagai tantangan yang 

dihadapi dalam melakukan optimalisasi aset. 

Pengawasan Terhadap Implemetasi 
Strategi LMAN
Dewan Pengawas melihat adanya komitmen kuat yang 

dilakukan oleh jajaran Direksi dan Manajemen dengan 

terus berusaha untuk membuktikan sebagai organisasi yang 

mampu dan mumpuni dalam mengelola aset Kementerian/

Lembaga yang idle dan/atau under-utilized. Selain itu, 

Lembaga juga diamanatkan untuk berperan dalam 

mendukung pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis 

Nasional (PSN). 

	 Nevertheless, we ask the Board of Directors to explore 

and study investment patterns in securities or investment 

companies, related to the planning, implementation, 

reporting and supervision processes.

•	 Implementation of Realization of free and clear assets

	 To realize free and clear assets, the Agency cannot move 

independently, but it requires support from all parties, 

such as the Directorate of Law and Public Relations, the 

Directorate General of State Finance (DJKN) and the 

Secretariat General of Legal Aid Bureau. Since 2018, 

LMAN has begun exploring the possibility of litigation in 

realizing free and clear assets and this process continues 

until 2019.

•	 Development of LMAN Information System

	 LMAN continually develops information systems to 

support and facilitate its business processes. The 

Supervisory Board believes that digitalization is one of the 

important aspects for LMAN in providing convenience, 

flexibility and increasing compliance for the Agency 

when carrying out the duties and functions.

	 One example that has been realized is the application of 

office automation applications which aims to encourage 

all employees to compile paperless letter of service/

letter. Of course, efforts to continue this digital-based 

information system should be appreciated. Therefore 

the Supervisory Board also requests that improvements 

be made consistently so that LMAN can answer the 

challenges faced in optimizing assets.

Supervision on LMAN’s Strategy 
Implementation
The Supervisory Board sees a strong commitment made 

by the Board of Directors and Management by continuing 

to strive to prove as a capable and capable organization 

in managing the assets of Ministries/Institutions that are 

idle and/or under-utilized. In addition, the Agency is also 

mandated to play a role in supporting funding for the 

National Strategic Project (PSN) land acquisition.
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Untuk memenuhi amanat tersebut, tentunya LMAN 

dihadapkan pada beragam tantangan dan kendala yang 

memerlukan upaya-upaya penyelesaian yang membutuhkan 

waktu dan tidak mudah untuk diterapkan. Namun 

demikian, dalam kurun waktu yang relatif singkat, Lembaga 

telah memiliki capaian dalam pengelolaan aset properti, 

jasa advisory kepada instansi Pemerintah lainnya, serta 

percepatan pendanaan pengadaan tanah PSN.

Sesuai dengan konsep pengembangan LMAN periode 

2019 hingga 2029, maka kurun waktu 2019 hingga 2020 

adalah tahapan ketiga yaitu accelerate sehingga diharapkan 

Lembaga dapat mempercepat atau memperlancar 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

Momentum lesson learn pada periode sebelumnya yang 

dialami oleh Lembaga diharapkan dapat memetakan 

keseluruhan permasalahan dan alternatif solusinya, 

sehingga di tahun berikutnya Lembaga dapat lebih dewasa 

dan mampu mengatasi tantangan yang lebih kompleks.

Secara umum, rencana strategis Lembaga disusun secara 

realistis dengan mempertimbangkan kekuatan Lembaga 

dalam mencapai target-target yang telah ditentukan. Adapun, 

rencana strategis Lembaga disusun dengan memperhatikan 

kebijakan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan 

dan DJKN sebagai stakeholder utama Lembaga.

Adapun, elemen–elemen penting rencana strategis 

Lembaga dalam mengembangkan tugas dan fungsinya, 

seperti kebijakan pengelolaan aset, kebijakan pendanaan 

pengadaan tanah PSN dan kebijakan pengelolaan keuangan 

yang profesional disuguhkan secara komprehensif dimana 

hal ini juga memudahkan Dewan Pengawas dalam 

melakukan penilaian. 

Dewan Pengawas menilai bahwa penerapan tujuan untuk 

mengaplikasikan misi–misi LMAN telah dijalankan. Berikut 

adalah beberapa tujuan yang sudah dilakukan dengan baik, 

antara lain:

•	 Pendanaan pengadaan lahan untuk PSN.

	 LMAN secara berkelanjutan terus meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap pendanaan pengadaan lahan untuk 

PSN. Perbaikan dan pengembangan terhadap tata kelola 

yang mencakup standard operating procedure (SOP) dan 

manual pekerjaan terus dilakukan untuk mempercepat 

proses pendanaan pengadaan lahan untuk PSN.

To fulfill this mandate, LMAN is faced with various challenges 

and constraints that require resolution efforts that require 

time and are not easy to implement. However, in a relatively 

short period of time, the Agency has had achievements 

in managing property assets, advisory services to other 

Government agencies, as well as accelerating PSN land 

acquisition funding.

In accordance with LMAN’s development concept for the 

period 2019 to 2029, the period 2019 to 2020 is the third 

stage, namely accelerate so that the Agency is expected to 

accelerate or facilitate the implementation of its tasks and 

functions.

Momentum of lesson learn in the previous period 

experienced by the Agency is expected to be able to map 

the entire problem and alternative solutions, so that in the 

following year the Agency can be more mature and able to 

overcome more complex challenges.

In general, the Agency’s strategic plan is prepared realistically 

by considering the strength of the Agency in achieving 

predetermined targets. Meanwhile, the Agency’s strategic 

plan is prepared by taking into account Government policies, 

specifically the Ministry of Finance and DJKN as the Agency’s 

main stakeholders.

Meanwhile, important elements of the Agency’s strategic 

plan in developing its duties and functions, such as asset 

management policies, PSN land acquisition funding 

policies and professional financial management policies are 

presented comprehensively, which also makes it easier for 

the Supervisory Board to conduct an assessment.

The Supervisory Board considers that the implementation 

of the objectives to apply LMAN’s missions has been carried 

out. Several goals that have been properly achieved include:

•	 Funding for land acquisition for PSN.

	 LMAN continues to improve the quality of service for 

land acquisition funding for PSN. Improvements and 

developments in governance that include standard 

operating procedures (SOP) and work manuals are 

continuing to accelerate the process of funding land 

acquisition for PSN.
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•	 Menjaga rasio BOPO pada tingkat yang diinginkan.

	 Walaupun status LMAN sebagai BLU, Rasio BOPO 

merupakan salah satu indikator keberhasilan 

manajemen dalam mengelola keuangan Lembaga yang 

juga merupakan bagian dari indikator kinerja utama 

Lembaga. Hal itu tercermin dari beberapa kebijakan 

bisnis manajemen yang mempertimbangkan rasio BOPO 

Lembaga dalam beberapa keputusan bisnisnya. 

•	 Mengenalkan LMAN kepada stakeholders.

	 Bentuk promosi LMAN terhadap stakeholders dapat 

terlihat beragam media yang digunakan oleh Lembaga, 

juga melalui kegiatan Property Class, Property Outlook, 

dan The Asset Manager. Selain media cetak dalam 

memberitakan peran Lembaga dalam mendukung 

kebijakan-kebijakan Pemerintah, Lembaga juga 

menggunakan media daring/sosial untuk meningkatkan 

promosi fungsi dan keberhasilan Lembaga kepada 

generasi millennial yang dinilai lebih intensif dalam 

mencari berita/informasi di dunia maya. Lembaga juga 

menggunakan media daring/media sosial sebagai upaya 

diversifikasi media untuk meningkatkan kesadaran 

(awareness) masyarakat terhadap eksistensi Lembaga 

Manajemen Aset Negara, tugas dan fungsi, serta 

kinerja Lembaga. Dengan demikian, LMAN juga telah 

menyematkan fungsi strategi komunikasi di salah 

satu divisi dimana tugas dan fungsinya juga telah 

diaplikasikan secara penuh oleh pegawai-pegawai yang 

ditugaskan untuk menjalankan dan mengembangkan 

strategi komunikasi Lembaga.

•	 Penandatanganan perjanjian/kerja sama.

	 LMAN melalui Divisi Hukum dan Perjanjian telah 

menandatangani beberapa perjanjian kerjasama yang 

melibatkan Lembaga selaku pihak pertama dengan 

pihak kedua terhadap aset yang dikelola oleh Lembaga. 

•	 Menyusun business case.

	 Dewan Pengawas sangat apresiasi Direksi dan Manajemen 

yang telah menyelesaikan beberapa business case 

terhadap aset kelolaan LMAN. Business case merupakan 

sebuah rekomendasi terhadap suatu aset kelolaan yang 

akan dipasarkan oleh Lembaga. Lebih lanjut, beberapa 

hasil business case tersebut telah ditindaklanjuti dan 

berhasil dipasarkan sesuai dengan rekomendasi dalam 

business case. Yang tidak kalah penting, LMAN memiliki 

komitmen penuh mengembangkan kompetensi 

•	 Maintaining the BOPO ratio at the desired level.

	 Despite LMAN’s status as BLU, the BOPO Ratio is one 

indicator of management’s success in managing the 

Agency’s finances which is also part of the Agency’s 

main performance indicators. This is reflected in several 

business management policies that consider the Agency’s 

BOPO ratio in several business decisions.

•	 Introducing LMAN to stakeholders.

	 The form of LMAN promotion to stakeholders can be 

seen in various media used by the Agency, also through 

the activities of Property Class, Property Outlook, and the 

Asset Manager. In addition to print media in reporting the 

role of the Agency in supporting Government policies, 

the Agency also uses online/social media to enhance the 

promotion of the functions and success of the Agency 

to the millennial generation which are considered more 

intensive in seeking news/information in cyberspace. 

Thus, The Agency also uses online media/social media 

as a diversification effort to raise public awareness of the 

existence of State Asset Management Agancy, including 

the duties and functions, as well as the performance of 

the Agency. LMAN has also embedded a communication 

strategy function in one of the divisions where its 

duties and functions have also been fully applied by 

employees assigned to carry out and develop Agency’s 

communication strategies.

•	 Signing agreements/cooperation.

	 LMAN through the Legal and Agreement Division has 

signed several cooperation agreements involving the 

Agency as the first party with the second party on assets 

managed by the Agency.

•	 Developing a business case.

	 The Supervisory Board is very appreciative of the Directors 

and Management who have completed several business 

cases on LMAN’s managed assets. Business case is a 

recommendation for a managed asset to be marketed 

by the Agency. Furthermore, some of the results of the 

business case have been followed up and successfully 

marketed in accordance with recommendations in 

the business case. No less important, LMAN has a 

full commitment to develop the competencies of 
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pegawainya. Hal tersebut dapat tercermin dari program-

program pendidikan pegawai, baik yang bersifat 

sertifikasi, training, workshop, dan benchmarking selama 

kurun waktu tahun 2019. Hal tersebut sangat diperlukan 

untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi LMAN 

sebagai pemain utama dalam melakukan optimalisasi 

pengelolaan aset negara. 

•	 Penyempurnaan pengambilan keputusan

	 Dewan Pengawas berpandangan LMAN secara 

berkelanjutan menyempurnakan tata kelola dalam 

mekanisme pengambilan keputusan. Adanya Keputusan 

Direktur Utama terkait tata kelola pengelolaan kas, 

tata kelola manajemen risiko, dan perbaikan yang 

berkelanjutan atas percepatan pendanaan pengadaan 

tanah PSN merupakan contoh dari penyempurnaan 

pengambilan keputusan. 

•	 Tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan 

auditor

	 Pengawasan eksternal tentunya menjadi hal yang sangat 

krusial dalam mendukung terciptanya sistem tata kelola 

pemerintahan yang baik. LMAN memiliki kewajiban 

untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

auditor. Adapun, setiap rekomendasi LHP auditor selalu 

ditindaklanjuti oleh Lembaga dengan berkoordinasi 

dengan stakeholders lain. Di tahun 2019, tindak lanjut 

atas temuan auditor dikoordinasikan oleh Satuan 

Pengawas Internal (SPI).

Sistem Penganggaran yang 
Berkualitas
Disamping pengawasan yang telah dijabar sebelumnya, 

pada poin Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (RBA) LMAN 

telah menyusunya dengan memadukan teori akademis 

dan best practice model yang ditujukan untuk memberikan 

pemahaman secara menyeluruh bagi dewan pengawas dan 

regulator.

Analisis seperti strength, weakness, opportunity, threat 

(SWOT) dan siklus manajemen aset merupakan contoh dari 

penerapan teori akademis, sedangkan penjelasan terhadap 

fase-fase proses bisnis merupakan contoh dari Lembaga 

dalam menjelaskan tata kelola dan mengelola aset kelolaan 

LMAN. Lebih lanjut, penjelasan terkait dengan anggaran dan 

its employees. This can be reflected in employee 

education programs, both in the form of certification, 

training, workshops, and benchmarking during the 

period of 2019. This is very necessary to improve the 

competitiveness and competence of LMAN as a major 

player in optimizing the management of state’s assets.

•	 Improving decision-making process

	 The Supervisory Board is of the view that LMAN is 

continuously perfecting governance in the decision 

making mechanism. The Decree of the President Director 

regarding cash management, risk management, and 

continuous improvement of the acceleration of PSN land 

acquisition funding is an example of improving decision 

making.

•	 Following up on the recommendations of the auditor’s 

Audit Report

	 External supervision is certainly very crucial in supporting 

the creation of a good governance system. LMAN has 

the obligation to follow up on the Auditor Results Report 

(LHP). Meanwhile, every LHP auditor’s recommendation 

is always followed up by the Agency in coordination 

with other stakeholders. In 2019, follow-up on auditor 

findings was coordinated by the Internal Audit Unit (SPI).

Quality Budgeting System

In addition to the supervision previously described, at the 

Agenc’s Business and Budget Plan (RBA) point, LMAN has 

developed it by integrating academic theory and best practice 

models aimed at providing a comprehensive understanding 

for the supervisory board and regulator.

Analysis such as strengths, weaknesses, opportunities, 

threats (SWOT) and asset management cycles are examples 

of the application of academic theory, while explanations 

of business process phases are examples in explaining 

governance and managing LMAN’s managed assets. 

Furthermore, explanations related to the budget and 
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pengelolaan keuangan Lembaga juga disajikan secara rinci, 

seperti belanja dan proyeksi pendapatan Lembaga. Terkait 

dengan kebijakan penganggaran yang efisien, kualitas 

penganggaran LMAN belum mencapai efisien dan efektif. 

Hal itu tercermin pada frekuensi jumlah revisi anggaran yang 

dilakukan. Selain itu, LMAN belum sepenuhnya menerapkan 

risk based budgeting secara optimal, yang merupakan 

sebuah cara dalam memetakan anggaran dengan 

mempertimbangkan risiko dan kendala/tantangan yang 

mungkin akan dihadapi, sehingga dapat diketahui secara 

tepat besaran anggaran yang kiranya akan dialokasikan.

Capaian realisasi penyerapan anggaran 2019 telah 

melalui beberapa fase penambahan ambang batas (top 

up) sebanyak 2 (dua kali sepanjang tahun 2019 untuk 

memenuhi operasional kegiatan Lembaga sesuai dengan 

kebutuhan riil yang diprognosakan pada tahun berjalan. 

Dengan mempertimbangkan fleksibilitas pada BLU, maka 

LMAN diharapkan dapat mengusulkan penyempurnaan 

kebijakan dalam penyusunan perencanaan anggaran 

dimaksud, selama ini dilaksanakan berdasarkan ganjil-ganjil 

dan genap-genap. 

Penyusunan anggaran sebaiknya mencerminkan program 

kerja yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan 

(money follow program, not program follow money).

Pandangan atas Prospek Usaha LMAN 
Dewan Pengawas memandang LMAN telah berupaya 

melakukan beberapa inovasi untuk pengelolaan aset 

BMN baik yang idle maupun yang under-utilized dengan 

mengimplementasikan “asset management cycle”. 

Model ini diharapkan menjadi jawaban bagi pengelolaan 

aset-aset negara yang belum dikelola secara optimal. 

Penerapan siklus ini secara konsisten dan berkelanjutan 

terhadap aset kelolaan merupakan merupakan terobosan 

baru dalam pengelolaan aset negara. 

Lebih lanjut, Lembaga juga perlu memperhatikan 

pengelolaan aset kilang LNG di Badak dan Arun, khususnya 

terkait dengan kebijakan/rencana strategis Lembaga dalam 

mengelola aset tersebut mengingat kedua aset tersebut 

sudah memasuki fase sunset. Adapun, pengelolaan aset 

kilang pasca kegiatan produksi diharapkan dapat menjadi 

contoh dalam pengelolaan aset yang sudah tidak berada di 

usia emas.

financial management of the Agency are also presented in 

detail, such as expenditure and the projected revenue of the 

Agency. Related to efficient budgeting policies, the quality of 

LMAN budgeting has not yet reached efficient and effective.

This is reflected in the frequency of the number of budget 

revisions made. In addition, LMAN has not fully implemented 

risk based budgeting optimally, which is a way to map the 

budget by considering the risks and obstacles/challenges 

that might be faced, so that it can be known precisely the 

amount of the budget that would be allocated.

Achievement of the realization of the absorption of the 2019 

budget has gone through several phases of increasing the 

threshold (top up) by 2 (two) times during 2019 to meet the 

operational activities of the Agency in accordance with the 

real needs that are proposed in the current year. Taking into 

account the flexibility of BLU, LMAN is expected to be able to 

propose improvements to the policies in the preparation of 

the planned budget, so far it has been implemented based 

on odd and even numbers.

The preparation of the budget should reflect the work 

program to be implemented in the year (money follow 

program, not follow money program).

Views on LMAN’s Business Outlook
The Supervisory Board sees LMAN as trying to innovate for 

the management of BMN assets both idle and under-utilized 

by implementing an “asset management cycle”.

This model is expected to be the answer for the management 

of state’s assets that have not been managed optimally. 

The consistent and continuous application of this cycle to 

managed assets is a new breakthrough in the management 

of state’s assets.

Furthermore, the Agency also needs to pay attention to 

the management of LNG refinery assets in Badak and 

Arun, specifically related to the Agency’s policy/strategic 

plan in managing these assets given that both assets have 

entered the sunset phase. Meanwhile, the management of 

refinery assets after production activities is expected to be 

an example in the management of assets that are no longer 

in the golden age.
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Di sektor pendanaan pengadaan tanah PSN, LMAN kerap 

dituntut untuk mempercepat proses pendanaan pengadaan 

tanah PSN dimana hal tersebut memiliki dampak terhadap 

ketahanan badan usaha dalam melanjutkan proses 

pembangunan PSN. 

Percepatan proses pendanaan kiranya dapat disederhanakan 

dan dievaluasi secara berkala, namun tidak melepaskan 

prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2019, LMAN secara 

berkelanjutan mencari inovasi dan solusi yang dapat 

mempercepat proses pendanaan namun tanpa mengabaikan 

prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.

Di sisi lain, perlu secara berkelanjutan menyempurnakan 

proses bisnis yang fleksibel dan tidak birokrasi namun tetap 

mempertimbangkan prinsip-prinsip governance, risk, and 

compliance (GRC). 

Penerapan manajemen risiko di tahun 2019 menunjukkan 

bahwa terdapat 103 jenis risiko yang berada di atas level 

risk tolerance Lembaga. Beberapa risiko tersebut bersifat 

strategis dan merupakan tantangan-tantangan yang harus 

dimitigasi oleh Lembaga. 

Beberapa risiko utama seperti penyerapan anggaran, 

pengamanan aset yang terokupansi secara ilegal, 

keterlambatan kontruksi/renovasi, keterlambatan 

penyusunan draft perjanjian, keterlambatan pembayaran 

langsung, dan birokrasi dalam sertipikasi tanah hasil PSN 

merupakan risiko-risiko selama 2019. Adapun risiko-risiko 

tersebut telah berhasil dimitigasi oleh Lembaga walaupun 

diperkirakan masih dapat terjadi di tahun-tahun berikutnya.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat 
Dewan Pengawas dan Direksi senantiasa membangun pola 

komunikasi yang terbuka satu sama lainya, terutama dalam 

membahas kebijakan mengenai peningkatan daya saing 

bagi LMAN dalam melakukan optimalisasi aset negara. 

Sesuai dengan perannya, tentunnya Dewan Pengawas 

dalam kapasitasnya mengedepankan aspek pengawasan 

terkait hal tersebut.  

Secara khusus, berdasarkan Peraturan Direktur Utama LMAN 

Nomor 92/LMAN/2019 tentang Piagam Pengawasan Intern 

(Internal Audit Charter) BLU LMAN, disebutkan Piagam 

Pengawasan Intern tersebut bahwa SPI melaksanakan 3 (tiga) 

In the PSN land acquisition funding sector, LMAN is often 

demanded to accelerate the PSN land acquisition funding 

process which has an impact on the resilience of business 

entities in continuing the PSN development process.

The acceleration of the funding process might be simplified 

and evaluated periodically, but does not give up the principle 

of caution. During 2019, LMAN will continually look for 

innovations and solutions that can accelerate the funding 

process but without ignoring the principles of prudence and 

compliance with regulations.

On the other hand, it is necessary to continuously refine 

business processes that are flexible and not bureaucratic 

but still consider the principles of governance, risk, and 

compliance (GRC).

The implementation of risk management in 2019 showed 

that there were 103 types of risk that were above the 

Agency’s risk tolerance level. Some of these risks were 

strategic and represent challenges that must be mitigated 

by the Agency.

Several key risks such as budget absorption, securing illegally 

occupied assets, delays in construction/renovations, delays 

in drafting agreements, delays in direct payments, and 

bureaucracy in land certification resulting from PSNs are risks 

during 2019. These risks have been successfully mitigated by 

the Agency although it is estimated that it can still occur in 

the following years.

Frequency and Methods of Advisory
The Supervisory Board and the Board of Directors constantly 

develop communication patterns that are open to each 

other, especially in discussing policies regarding increasing 

competitiveness for LMAN in optimizing state’s assets. In 

accordance with its role, the Supervisory Board in its capacity 

always puts forward aspect of supervision in this regard.

Specifically, based on LMAN’s President Director Regulation 

No. 92/LMAN/2019 regarding the Internal Audit Charter of 

BLU LMAN, the Internal Audit Charter stated that the Internal 

Audit (SPI) carries out 3 (three) categories of internal audit 
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kategori kegiatan pengawasan intern yaitu kegiatan asurans 

(assurance activities), kegiatan konsultansi (consulting 

activities) dan kegiatan pengawasan lainnya. 

Output atas ketiga kegiatan pengawasan intern tersebut 

adalah insight (masukan) berupa rekomendasi, pendapat, 

maupun saran yang dapat membantu Direktur Utama 

maupun anggota Direksi lainnya terkait dengan proses bisnis 

yang ada di LMAN.

Beberapa kegiatan asuransi yang telah dilakukan pada 

tahun 2019 di antaranya adalah Reviu atas Penerapan 

Manajemen Risiko, Pengujian atas Integrasi Data Pendanaan 

Tanah PSN, Reviu Pelaksanaan Disbursement dan Evaluasi 

atas Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku. 

Selama Tahun 2019, sebanyak 23 penyampaian rekomendasi, 

saran, dan masukan kepada Direksi, bahkan kepada Kepala 

Divisi dilakukan oleh SPI dalam bentuk laporan dan nota 

dinas pendapat. Dengan demikian, baik fungsi pengawasan 

serta operasional di lingkungan sudah berjalan dengan baik. 

Pandangan Atas Penerapan Tata 
Kelola Pemerintahan yang Baik
Dewan Pengawas menilai, penyempurnaan tata kelola 

organisasi, penerapan GRC, percepatan proses pembayaran 

dan sertifikasi tanah PSN, serta pengembangan infrastruktur 

teknologi informasi merupakan beberapa aspek yang perlu 

segera dikembangkan lebih lanjut. 

Oleh karena itu, Direksi bersama Dewan Pengawas telah 

menetapkan beberapa solusi dan inovasi yang dituangkan 

dalam kebijakan-kebijakan strategis Lembaga guna 

menyelesaikan dan menyempurnakan pekerjaan rumah bagi 

LMAN. 

Adapun, kebijakan-kebijakan strategis tersebut juga perlu 

mempertimbangkan tugas dan fungsi stakeholders lain, 

fleksibilitas dan kemudahan proses bisnis, prinsip kehati-

hatian, dan karakter SDM Lembaga yang didominasi oleh 

generasi millennials sehingga dapat diaplikasikan segera dan 

memberikan dampak bagi Lembaga.

Penilaian terhadap tata kelola dan akuntabilitas dilakukan 

melalui evaluasi atas kesesuaian antara semua aspek 

penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan proses bisnis 

activities namely assurance activities, consulting activities, 

and other audit activities.

The output of the three internal audit activities is insight 

(input) in the form of recommendations, opinions, and 

suggestions that can help the President Director and other 

members of the Board of Directors related to business 

processes in LMAN.

Several insurance activities that have been carried out in 2019 

include Review of the Implementation of Risk Management, 

Testing of the Integration of Land Funding Data for PSN, 

Review of Disbursement and Evaluation of Monitoring of the 

Code of Ethics and Code of Conduct.

During 2019, as many as 23 submissions of recommendations, 

suggestions, and input to the Directors, even to the Head 

of Division, were conducted by SPI in the form of reports 

and memoranda of opinion. Thus, both the supervisory and 

operational functions in the environment are running well.

Views on Implementation of Good 
Governance
The Supervisory Board assesses that the improvement of 

organizational governance, the application of GRC, the 

acceleration of the payment process and the certification of 

PSN land, and the development of information technology 

infrastructure are some aspects that need to be further 

developed.

Therefore, the Board of Directors together with the 

Supervisory Board has established several solutions and 

innovations as outlined in the Agency’s strategic policies to 

complete and perfect homework for LMAN.

Meanwhile, these strategic policies also need to consider 

the duties and functions of other stakeholders, flexibility and 

ease of business processes, prudential principles, and the 

character of the Agency’s HR that is dominated by millennials 

so that it can be applied immediately and have an impact on 

the Agency.

The assessment of governance and accountability is carried 

out through evaluation of the suitability between all aspects 

of the implementation and technical implementation of the 
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Lembaga dengan regulasi yang berlaku, khususnya terkait 

dengan pengelolaan aset dengan status Barang Milik 

Negara (BMN), pelaksanaan pengadaan dan pendanaan 

tanah proyek strategis nasional, pengelolaan keuangan, 

manajemen risiko, organisasi dan sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana, dan hal-hal lainnya yang menjadi 

tugas dan fungsi Lembaga.

Dewan Pengawas berpandangan, secara umum, tata kelola 

LMAN telah disusun dan dilaksanakan secara realistis dengan 

mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Lembaga 

dalam pencapaian targetnya. 

Beberapa poin yang menjadi fokus perhatian kami selaku 

Dewan Pengawas yakni, mengapresiasi upaya-upaya yang 

telah dilakukan oleh Lembaga dalam penerapan manajemen 

risiko, dengan mempertimbangkan Lembaga sebagai 

Lembaga yang baru, lesson & learn dengan mendalami 

ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan dan 

mengacu pada proses yang dialami.

Selanjutnya, dalam pengelolaan aset yang diserahterimakan 

kepada Lembaga dan penyusunan rencana kerja, khususnya 

dengan adanya initiative strategy berupa proyek baru, agar 

memperhatikan beban kerja saat ini (program kerja rutin 

dan kelanjutan proyek yang merupakan initiative strategy 

pada periode sebelumnya dan menjadi program kerja rutin 

pada tahun 2020, dan jumlah SDM yang tersedia. 

Kemudian dari aspek manajemen risiko, pengelolaan risiko 

yang telah dibangun LMAN agar terus dimonitor secara 

periodik dan dikembangkan secara terus menerus sehingga 

dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. 

Setelah pengelolaan risiko di LMAN mature diharapkan 

dapat dirasakan manfaatnya oleh internal dan mengarah 

pada pengelolaan peluang atau opportunity. Begitu pula 

terkait evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga agar 

dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Evaluasi dapat 

dilaksanakan dengan survei yang terdiri dari dua atau tiga 

pertanyaan, untuk kemudian diolah lebih lanjut.

Sementara itu, dalam rangka mendukung penerapan tata 

kelola pemerintahan yang baik di LMAN, Dewan Pengawas 

meminta agar pengembangan teknologi informasi jangan 

terjebak dengan mengotomasi proses pekerjaan (dari manual 

ke perangkat by system), akan tetapi proses pekerjaan harus 

menjadi efektif dan efisien dengan penyesuaian proses 

Agency’s business processes with applicable regulations, 

specifically related to asset management with State-

Owned Assets (BMN) status, implementation of national 

strategic project land procurement and funding, finance 

management, risk management, organization and human 

resources, facilities and infrastructure, and other matters 

that are the tasks and functions of the Agency.

The Supervisory Board is of the view that, in general, 

LMAN’s governance has been structured and implemented 

realistically by taking into account the power of the Agency 

in achieving its targets.

Some points that are the focus of our attention as the 

Supervisory Board namely, appreciate the efforts made by 

the Agency in the implementation of risk management, by 

considering the Agency as a new Agency, lesson & learn by 

exploring the provisions in force at the Ministry of Finance 

and referring to the process experienced.

Furthermore, in the management of assets handed over to 

the Agency and preparation of work plans, especially with 

the initiative strategy in the form of new projects, to pay 

attention to the current workload (routine work programs 

and project continuation which are initiative strategies in 

the previous period and become routine work programs in 

2020, and the number of available HR.

From the aspect of risk management, risk management that 

has been built by LMAN needs to be continuously monitored 

periodically and continuously developed so that it can support 

the smooth implementation of tasks and functions. After 

the risk management in LMAN matures, it is expected to be 

felt internally and lead to the management of opportunities 

or opportunities. Likewise related to the evaluation of the 

implementation of the tasks and functions of the Agency so 

that it is carried out routinely and continuously. Evaluation 

can be carried out with a survey consisting of two or three 

questions, for later processing.

Meanwhile, in order to support the application of good 

governance in LMAN, the Supervisory Board requested 

that the development of information technology not be 

trapped by automating work processes (from manual to by-

system device), but the work process must be effective and 

efficient by adjusting business processes and SOP. Database 
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bisnis dan SOP. Database aplikasi yang akan dibangun 

agar terintegrasi dan tidak terpisah-pisah. Sehingga dapat 

mempercepat proses bisnis dan organisasi di LMAN. 

Lebih lanjut yang menjadi perhatian Dewan Pengawas yakni 

dalam penyusunan tata kelola pengadaan barang/jasa, agar 

mempertimbangkan conflict of interest, black list terhadap 

perusahaan dan/atau pengurusnya, pengelompokan barang/

jasa pada matriks identifikasi kebutuhan, mekanisme kontrak 

paying, compliance, penggunaan e-katalog, 4 eyes principal 

dalam penandatanganan kontrak. Selain itu, agar Lembaga 

mempersiapkan pembekalan kepada sumber daya manusia 

yang akan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa 

baik teknis proses maupun moral terkait integritas dan lain 

sebagainya.

Selain itu pula, terkait usulan reorganisasi Lembaga, agar 

memperhatikan stakeholder focus, service of excellence, 

cost efficiency, dinamika organisasi, kebijakan delayering 

atau penghilangan atau pengurangan tingkat hierarki 

dalam struktur organisasi, dan penyesuaian fungsi atau 

nomenklatur jabatan dalam reorganisasi tidak berbentuk 

tambahan struktural yang dapat berdampak pada 

bertambahnya tingkat hierarki struktur organisasi.

Oleh karenanya, perlu dikelola knowledge management 

terkait pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan 

tugas dan operasional LMAN, mengingat adanya mutasi 

atau keluar/masuk pegawai dan masalah yang dihadapi 

bersifat berulang. 

Knowledge Management terkait dengan tugas dan 

fungsi mungkin dapat dituangkan dalam suatu SOP atau 

dikumpulkan dalam satu sistem terintegrasi sehingga bisa 

diakses dan dipergunakan oleh Pegawai lainnya.

Selain hal di atas, Dewan Pengawas juga meminta untuk 

menjadi perhatian bersama agar tindak lanjut Pemerintah 

terhadap Temuan Pemeriksa (TP) Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan 

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) perlu 

diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. 

Sebab, setiap Kementerian maupun lembaga pengguna 

anggaran BUN diwajibkan menyampaikan tindak lanjut atas 

rekomendasi terkait TP BPK tersebut akhir bulan Maret, Juli, 

dan November. 

application that will be built needs to be integrated and 

not fragmented so that it can speed up business and 

organizational processes at LMAN.

Furthermore, the Supervisory Board’s concern is in the 

formulation of governance of goods/services procurement, 

in order to consider conflicts of interest, black lists for 

companies and/or their management, grouping of goods/

services in the needs identification matrix, paying contract 

mechanism, compliance, use of e-catalog, 4 eyes principal 

in signing contracts. In addition, the Agency needs to 

prepare supplies for human resources who will carry out 

the procurement process of goods/services both technical 

processes and morals related to integrity and so forth.

In addition, related to the proposed Agency reorganization, 

in order to pay attention to stakeholder focus, service 

of excellence, cost efficiency, organizational dynamics, 

delaying or eliminating or reducing hierarchical levels in 

the organizational structure, and adjusting functions or 

nomenclature positions in reorganization not in the form of 

structural additions that can impact on increasing the level 

of organizational structure hierarchy.

Therefore, it is necessary to conduct knowledge management 

related to knowledge and experience in carrying out LMAN’s 

tasks and operations, bearing in mind the mutation or entry/

exit of employees and the problems faced are repetitive.

Knowledge Management related to tasks and functions may 

be stated in an SOP or collected in an integrated system so 

that it can be accessed and used by other employees.

In addition to the abovementioned matters, the Supervisory 

Board also asked for joint attention so that the Government’s 

follow-up on the Audit Findings (TP) of the State Audit Board 

(BPK) on the Central Government Financial Report (LKPP) and 

the State General Treasurer Financial Report (LK BUN) need 

to be completed as which is recommended by BPK. Because, 

every Ministry and BUN budget user institution is required to 

submit follow-up on the recommendations related to the TP 

BPK at the end of March, July, and November.
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Pengukuran penyelesaian rekomendasi atas hasil pemeriksaan 

BPK adalah progress tindak lanjut yang dilakukan oleh unit 

eselon II atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK 

sesuai dengan action plan dan timeframe yang ditetapkan 

pemerintah dengan menggunakan 2 kriteria, sebagai 

berikut:

a.	 Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan 

rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status 

rekomendasi BPK yang diusulkan selesai ditetapkan di 

forum pembahasan bersama DJPB, Itjen, Unit Eselon I 

terkait dan Auditor BPK.

b.	 Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi 

yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam 

LHP.

	 Pada tahun 2019, LMAN telah menindaklanjuti hasil 

pemeriksaan BPK, dan telah selesai menindaklanjuti 

temuan LHP tahun 2018,  aset yang diserahkan DJKN 

kepada LMAN belum diberdayakan untuk memberi 

kontribusi pendapatan kepada LMAN. Kemudian pada 

LHP tahun 2019, LMAN belum menetapkan status PPh 

Pasal 21 atas remunerasi pejabat pengelola dan pegawai 

yang telah ditanggung dan dibayarkan selama tahun 

2017.

Monitoring dan Evaluasi terhadap 
Mitigasi Risiko
Penerapan Manajemen Risiko merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata kelola LMAN dalam 

melakukan optimalisasi aset negara. Oleh karena secara 

berkesinambungan, Dewan Pengawas selalu melakukan 

kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap profil risiko 

LMAN. 

Dewan Pengawas menilai di tahun 2019 menunjukkan 

bahwa terdapat risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan 

dituliskan ke dalam Daftar Isian Risiko oleh masing masing 

divisi atau unit pemilik risiko. Hasilnya terdapat 206 risiko 

yang teridentifikasi di tahun 2019 yang terdiri atas 103 risiko 

berada di atas batas level toleransi dan 103 risiko berada di 

bawahnya. 

Dari pengawasan kami, sepanjang tahun 2019 tindakan 

mitigasi telah dilaksanakan oleh masing masing unit pemilik 

risiko terhadap 103 risiko yang berada di atas batas toleransi. 

Tindakan mitigasi dilakukan dengan pelaksanaan sistem 

pengendalian internal yang sudah ada seperti pelaksanaan 

prosedur standard operating procedure (SOP), koordinasi 

Measurement of the completion of recommendations on the 

results of the BPK examination is the progress of the follow-

up conducted by echelon II units on the recommendations 

submitted by the BPK in accordance with the action plan 

and timeframe set by the government using 2 criteria, as  

follows:

a.	 The recommendations that are followed up are the 

recommendations that were proposed to the BPK. The 

status of the proposed BPK recommendations has been 

completed in the discussion forum with DJPB, Itjen, the 

related Echelon I Unit, and the BPK Auditor.

b.	 The recommendation that was completed was a 

recommendation that was declared complete by BPK 

and stated in the LHP.

	 In 2019, LMAN followed up on BPK’s audit results, and 

finished following the 2018 LHP findings, assets that 

DJKN handed over to LMAN had not been empowered 

to contribute revenue to LMAN. Then in the 2019 

LHP, LMAN had not determined the status of Article 

21 Income Tax for the remuneration of management 

officials and employees who had been paid during 2017.

Monitoring and Evaluation of Risk 
Mitigation
Implementation of Risk Management is an inseparable part 

of the implementation of LMAN governance in optimizing 

state’s assets. Therefore, on an ongoing basis, the Supervisory 

Board always conducts Monitoring and evaluation activities 

on LMAN’s risk profile.

The Supervisory Board considers that, in 2019, there were 

risks that had been identified and written into the Risk Entry 

List by each division or unit that has the risk. The result was 

206 risks identified in 2019 consisting of 103 risks above the 

tolerance level and 103 risks below the tolerance level.

From our supervision, throughout 2019, mitigation actions 

have been carried out by each risk owner unit against 103 

risks that are above the tolerance limit. Mitigation measures 

are carried out by the implementation of existing internal 

control systems such as the implementation of standard 

operating procedures (SOP), coordination with internal 
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dengan stakeholders internal maupun eksternal, maupun 

pelaksanaan kegiatan proses bisnis mengikuti ketentuan 

dan peraturan yang sudah ada. 

Selain dengan pelaksanaan tindakan pengendalian 

internal, langkah mitigasi risiko juga dilakukan dengan cara 

pelaksanaan tindakan keputusan penanganan terhadap 

risiko yang telah terjadi atau jika dipandang bahwa sistem 

dipandang kurang mencukupi untuk dapat mengurangi 

dampak dari risiko tersebut. 

Dashboard atau aplikasi pendukung pemantauan 

pelaksanaan manajemen risiko di Lembaga juga masih 

menjadi isu utama mengingat sulitnya pemantauan 

pelaksanaan manajemen risiko secara real time tanpa 

adanya aplikasi atau instrumen pendukung. 

Lebih lanjut, penulisan Indikator Risiko Utama (IRU) dalam 

profil risiko juga menjadi catatan penting mengingat dengan 

adanya IRU suatu potensi kejadian risiko dapat dideteksi 

lebih awal dan dapat dilakukan langkah mitigasi dengan 

tepat. 

Berdasarkan pemantauan unit manajemen risiko setiap 

unit pemilik risiko telah berhasil menjalankan tindakan 

mitigasinya baik berupa tindakan pencegahan maupun 

penanganan saat terjadinya suatu risiko. 

Bahkan pada beberapa risiko tindakan mitigasi tersebut 

dapat menurunkan level risiko hingga di bawah risk 

tolerance atau menghilangkan risiko tersebut sama sekali 

sehingga risiko tersebut tidak perlu di carry over ke periode 

berikutnya.

Seluruh divisi telah berhasil menjalankan langkah mitigasinya 

dengan baik. Pada tahun mendatang diharapkan identifikasi 

risiko yang dituangkan dalam profil risiko akan lebih akurat 

dan dilengkapi dengan Indikator Risiko Utama (IRU) yang 

dapat memberikan peringatan dini akan kemungkinan 

timbulnya atau terjadinya suatu risiko.

Penerapan Whistleblowing System 
(WBS) LMAN
Praktik kecurangan (fraud), seperti perilaku korupsi, kolusi, 

dan nepotisme serta gratifikasi menjadi hal paling utama 

yang menjadi perhatian Dewan Pengawas. Tentunya 

diperlukan komitmen yang kuat untuk menanggulangi 

and external stakeholders, as well as the implementation 

of business process activities following existing rules and 

regulations.

In addition to the implementation of internal control 

measures, risk mitigation measures are also carried out by 

means of implementing decision actions on handling risks 

that have already occurred or if it is deemed that the system 

is deemed insufficient to be able to reduce the impact of 

these risks.

Dashboards or supporting applications for monitoring the 

implementation of risk management in the Agency remain 

a major issue considering the difficulty of monitoring the 

implementation of risk management in real time without 

any supporting applications or instruments.

Furthermore, the writing of the Main Risk Indicator (IRU) in 

the risk profile is also an important note considering that 

with an IRU a potential risk event can be detected early and 

mitigation measures can be taken appropriately.

Based on the monitoring of the risk management unit, each 

risk owner unit has succeeded in carrying out mitigation 

actions both in the form of preventive actions and handling 

when a risk occurs.

Even at some risks, such mitigation measures can reduce 

the level of risk to below risk tolerance or eliminate the risk 

altogether so that the risk does not need to be carried over 

to the next period.

All divisions have successfully carried out mitigation measures 

well. In the coming year, it is expected that the identification 

of risks as outlined in the risk profile will be more accurate 

and be equipped with Key Risk Indicators (IRU) that can 

provide early warning of the possibility of a risk occurring 

or occurring.

Implementation of Whistleblowing 
System
Fraud practice, such as corruption, collusion, nepotism, and 

gratification, are the main concerns of the Supervisory Board. 

A strong commitment is undoubtedly needed to overcome 

these as it can have a negative impact on the performance 
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hal-hal tersebut karena bisa memberikan dampak buruk 

terhadap kinerja serta citra LMAN sebagai BLU yang 

diberi kewenangan penuh oleh negara dalam melakukan 

optimalisasi aset negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 

tentang Sistem Pengendalian Intern pada Badan Layanan 

Umum, salah satu dari 5 (lima) unsur dari Sistem Pengendalian 

Intern adalah Sistem Informasi dan Komunikasi. Pemimpin 

BLU diwajibkan menyediakan dan memanfaatkan berbagai 

bentuk dan sarana komunikasi dalam penyelenggaraan 

kegiatan BLU yang dipimpinnya.

Salah satu bentuk pemanfaatan Sistem Informasi dan 

Komunikasi dalam penerapan Sistem Pengendalian 

Intern berupa saluran pengaduan adalah penerapan dan 

pengelolaan Whistleblowing System (WBS). 

LMAN bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal 

Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan Aplikasi 

Whistleblowing System Kementerian Keuangan (WISE) 

sebagai sarana WBS sehingga LMAN dapat mengelola 

pengaduan yang masuk melalui WISE untuk mendeteksi 

dugaan pelanggaran baik berupa fraud (kecurangan), 

disiplin, serta kode etik dan kode perilaku SDM LMAN. 

Dengan didukung adanya kebijakan kerahasiaan atas 

data pelapor baik secara regulasi maupun aplikasi, maka 

penggunaan WISE diharapkan dapat efektif tidak hanya 

sebagai upaya deteksi namun juga upaya pencegahan 

(preventif) terjadinya pelanggaran oleh SDM LMAN.

Pemanfaatan WISE sebagai merupakan langkah yang 

mendapat dukungan penuh dari Dewan Pengawas 

mengingat sebelumnya LMAN baru memanfaatkan media 

berupa surat, SMS, telepon, dan kotak pengaduan sebagai 

saluran bagi pihak internal maupun eksternal LMAN. 

Hal tersebut masih dirasa belum sepenuhnya menjaga 

kerahasiaan atas identitas pelapor sehingga WBS menjadi 

sangat diperlukan. 

Begitu pula dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang 

dibentuk pada pertengahan tahun 2019 diharapkan dapat 

mengelola secara baik WBS yang ada dan bersinergi dengan 

Divisi SDM, Manajemen Kinerja, dan Kepatuhan Internal 

and image of LMAN as a BLU that is given full authority by 

the state in optimizing state’s assets.

Based on the Government Regulation No. 60 of 2008 

regarding Government Internal Control Systems and 

Regulation of Minister of Finance No. 200/PMK.05/2017 

regarding Internal Control Systems at Public Service Agency, 

one of the 5 (five) elements of the Internal Control System 

is the Information and Communication System. The heads 

of BLU are required to provide and utilize various forms and 

means of communication in the conduct of BLU activities 

they lead.

One form of utilizing the Information and Communication 

System in the application of the Internal Control System 

in the form of a complaints channel is the application and 

management of the Whistleblowing System (WBS).

LMAN works with the Ministry of Finance Inspectorate 

General to utilize the Ministry of Finance Whistleblowing 

Application (WISE) as a WBS tool so that LMAN can manage 

complaints that come through WISE to detect suspected 

violations in the form of fraud, discipline, as well as ethical 

codes and behavior codes of LMAN’s HR.

With the support of the confidentiality policy for reporting 

data both in regulation and application, the use of WISE is 

expected to be effective not only as a detection effort but 

also as a preventive measure for violations by LMAN HR.

Utilization of WISE is a step that has the full support of the 

Supervisory Board, considering that previously LMAN only 

used media in the form of letters, SMS, telephone, and 

complaint boxes as channels for internal and external parties 

of LMAN. This is felt to not fully maintain the confidentiality 

of the reporter’s identity so that WBS becomes indispensable.

Likewise, the Internal Audit Unit (SPI) formed in mid-2019 

is expected to be able to manage the existing WBS well 

and synergize with the Human Resources, Performance 

Management, and Internal Compliance Division (SMAKKI) 
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(SMAKKI) untuk pelanggaran-pelanggaran berupa kode etik 

dan kode perilaku. 

Kendati demikian, pada tahun 2019, tidak terdapat kasus 

kecurangan yang dilakukan baik oleh pejabat maupun para 

pegawai di lingkungan kerja LMAN. Hal ini membuktikan 

seluruh insan LMAN telah memiliki kuat untuk menghindari 

praktek kecurangan dan selalu mengedepankan kepatuhan 

terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Komposisi Anggota Dewan Pengawas
Hingga akhir Desember 2019, komposisi pejabat Dewan 

Pengawas LMAN tidak mengalami perubahan. Adapun, 

susunan keanggotaan Dewan Pengawas adalah sebagai 

berikut:

Nama / Name Jabatan / Position

Isa Rachmatarwata Ketua Merangkap Anggota / Chairman and Member

Roberth Gonijaya Anggota / Member

Boy Michael Eko Tjahyono Anggota / Member

Penutup
Akhir kata menutup Laporan Tahunan tahun buku 2019, 

kami selaku Dewan Pengawas menyampaikan rasa 

terima kasih sebesar-besarnya kepada para pemangku 

kepentingan, dalam hal ini Kementerian Keuangan serta 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), atas segala 

masukan dan sarannya, sehingga LMAN bisa mencatatkan 

pencapaian yang positif di tahun ini. Apresiasi juga kami 

haturkan kepada Direksi serta Manajemen yang telah 

menjalankan segala rekomendasi dari Dewan Pengawas. 

Hasilnya, di tahun 2019 yang cukup menantang ini, secara 

umum berbagai kebijakan strategis serta rencana bisnis yang 

telah ditetapkan bersama bisa terealisasi dengan baik. 

Kedepannya, Dewan Pengawas berharap LMAN bisa terus 

meningkatkan kinerja dalam mengoptimalisasikan aset 

negara dan mendukung pelaksanaan proyek strategis 

nasional yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam 

mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di masyarakat. 

for violations in the form of ethical codes and codes of 

conduct.

Nevertheless, in 2019, there were no cases of fraud 

committed by either officials or employees within LMAN’s 

work environment. This proves that all LMAN’s personnel 

have a strong ability to avoid cheating practices and always 

prioritize compliance with applicable laws and regulations.

Composition of Supervisory Board
Until the end of December 2019, there was no change in the 

composition of LMAN’s Supervisory Board. The composition 

of LMAN’s Supervisory Board is as follows:

Closing
To conclude this Annual Report of 2019 fiscal year, the 

Supervisory Board would like to express our utmost gratitude 

to the stakeholders, in this case the Ministry of Finance and 

the Directorate General of State Assets Management (DJKN), 

for all their input and suggestions, so that LMAN managed 

to record positive achievements this year. We also extend 

our appreciation to the Board of Directors and Management 

who have carried out all recommendations from the 

Supervisory Board. As a result, in this relatively challenging 

year of 2019, various strategic policies and business plans 

that have been set together can be realized properly.

Going forward, the Supervisory Board hopes that LMAN 

can continue to improve performance in optimizing state’s 

assets and support the implementation of national strategic 

projects aimed at assisting the government in accelerating 

economic growth in society.

Isa Rachmatarwata

Ketua Merangkap Anggota

Chairman and Member of Supervisory Board
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LAPORAN DIREKTUR UTAMA
Report from the President Director

Para Pemangku Kepentingan yang 

Terhormat,

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang 

Maha Esa, Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga 

Manajemen Aset Negara  (LMAN) berhasil 

mencatatkan kinerja yang baik setiap tahunnya 

dalam menjalankan tugas utamanya untuk 

memberikan nilai tambah pada pengelolaan 

aset negara. Begitu pula dengan capaian di 

tahun 2019, dimana LMAN mencatatkan kinerja 

yang positif sehingga mampu berkontribusi 

mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui 

optimalisasi aset negara. 

Distinguished Stakeholders,

Let us extend our praise and gratitude to God 

Almighty for the Public Service Agency (BLU) of 

State Asset Management (LMAN) was able to 

continuously record positive performance every 

year, especially in conducting its main duty to 

bring added values for state’s asset management. 

In 2019, LMAN managed to record another 

encouraging performance, enabling it to 

contribute to accelerating economic growth 

through the optimization of state’s assets.

Rahayu Puspasari

Direktur Utama

President Director

Sumber / Source: Koleksi LMAN / LMAN Collection
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Pengelolaan dan optimalisasi aset sendiri memiliki peran 

cukup strategis karena membawa manfaat besar bagi 

negara. Apalagi aset negara adalah salah satu instrumen 

penting untuk mempercepat laju perekonomian.

Oleh karenanya, melalui Laporan Tahunan 2019, 

perkenankan saya mewakili keluarga besar LMAN 

menyampaikan laporan terhadap kinerja yang dilakukan 

sepanjang tahun buku. 

Laporan Kinerja (LAKIN) Lembaga Manajemen Aset Negara 

(LMAN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban 

atas pencapaian kinerja LMAN Tahun Anggaran 2019. 

Penyusunan LAKIN LMAN mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, LAKIN 

LMAN Tahun 2019 ini disusun mengacu pada Rencana 

Strategis LMAN Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis LMAN
LMAN telah merancang rencana strategis hingga periode 

2019 yang berorientasi pada Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) dari sektor pengelolaan aset milik negara dan 

dukungan terhadap proyek-proyek strategis nasional. Lebih 

lanjut, rencana strategis LMAN disusun untuk memenuhi 

ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi Pemerintah 

wajib menyusun rencana strategis yag merupakan bentuk 

penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban 

kinerja instansi Pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan dimaksud, maka telah disusun 

Rencana Strategis LMAN yang memuat beberapa hal, 

antara lain visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja 

yang aplikatif dan realistis. Terkait dengan hal tersebut, 

LMAN berusaha memberikan pelayanan pengelolaan aset-

aset negara dengan upaya terbaik dan profesional dengan 

beberapa skema bisnis model. Hal ini tentunya sesuai 

dengan visi LMAN untuk menjadi pengelola dan penggerak 

optimalisasi aset negara untuk kepentingan publik. 

Asset management and optimization hold a relatively 

strategic role in bringing substantial benefit to the state; 

especially with regard to the function of state’s assets as one 

of the vital instruments to accelerate economic growth.

Hence, through this 2019 Annual Report, allow me to 

represent LMAN to deliver report on the performance 

conducted throughout the fiscal year.

The Performance Report (LAKIN) of the State Asset 

Management Agency (LMAN) is the realization of 

responsibility on the performance achievement of 

LMAN in 2019 Budget Year. The preparation of LMAN’s 

LAKIN refers to the Government Regulation No. 8 of 

2006 regarding Financial and Performance Reporting of 

Government Institutions and Regulation of the Minister of 

State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reforms 

No. 53 of 2014 regarding Technical Guidelines on Work 

Agreement, Performance Reporting, and Review Procedure 

for Performance Report of Government Institutions. In 

addition, the 2019 LAKIN of LMAN is prepared in accordance 

with LMAN’s Strategic Plans for 2015-2019.

Strategic Plans of LMAN
LMAN has designed a strategic plan until 2019 which is 

oriented towards Non-Tax State Revenues (PNBP) from the 

management of state-owned assets and support for national 

strategic projects. Furthermore, LMAN’s strategic plan is 

prepared to meet the provisions contained in Presidential 

Regulation No. 29 of 2014 regarding Government Institution 

Performance Accountability System (SAKIP), where every 

government institution is required to prepare a strategic plan 

of SAKIP implementation as a form of accountability for the 

performance of the government institution.

To fulfill the aforementioned provision, LMAN’s Strategic Plan 

has been prepared and contains several subjects, including 

vision, mission, objectives, targets, and work programs that 

are applicable and realistic. In this regard, LMAN strives to 

provide services to the management of state’s assets with the 

best and professional efforts through several business model 

schemes. This is in accordance with the vision of LMAN to 

become a manager and driver of state’s assets optimization 

for public interest.
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Dalam pelaksanaanya, guna mewujudkan rencana strategis 

yang telah ditetapkan, LMAN menerapkan Strategi “3-

P” di lima tahun pertama yang berfokus pada penguatan 

organisasi, pertumbuhan portofolio, dan peningkatan daya 

ungkit. Strategi tersebut diharapkan mampu memberikan 

nilai tambah pada pengelolaan aset negara yang bermuara 

untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

 

Capaian Kinerja LMAN 2019
Sepanjang tahun 2019, LMAN telah merealisasikan sejumlah 

rencana kerja yang telah disusun dan ditetapkan pada awal 

tahun. Secara prinsip, LMAN dibentuk sebagai operator 

Pengelola Barang guna melaksanakan pendayagunaan 

aset-aset negara yang belum diutilisasi secara optimal 

(underutilized) dengan cara meningkatkan status free and 

clear, serta nilai tambah dan daya ungkit atas aset kelolaan 

tersebut. Oleh karenanya, LMAN mendayagunakan seluruh 

sumber daya dan kompetensi, serta mengedepankan sinergi 

dan kolaborasi dalam melakukan optimalisasi aset negara.

Hingga saat ini nilai aset kelolaan LMAN mencapai Rp29,26 

triliun dan mengalami penambahan portfolio sebanyak 

88 unit properti yang diserahkelolakan dari Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Nilai aset kelolaan LMAN 

mengalami peningkatan 0,30% dibanding tahun 2018 yang 

tercatat sebesar Rp29,12 triliun. Pertumbuhan tersebut 

ditopang dengan penyelesaian upgrade aset, transfer aset 

hasil renovasian oleh mitra, serta penyerahkelolaan baru.

Adapun aset yang dikelola adalah properti senilai Rp748 

miliar serta kilang gas alam cair (LNG) di Bontang, Kaltim, 

dan Lhokseumawe, Aceh, senilai Rp28,5 triliun hingga akhir 

Desember 2019. 

Sementara itu, hingga akhir tahun 2019 LMAN turut  

berkontribusi memberikan manfaat finansial atau 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,17 

triliun yang terdiri dari Treasury sebesar Rp3,45 triliun, PNBP 

Aset Properti Rp37,54 miliar, PNBP Aset Kilang sebesar 

Rp733,33 miliar dan cost saving Rp38,79 miliar. Pendapatan 

dari operasi utama mengalami 32,58% yang mayoritas 

diakibatkan oleh pertumbuhan negatif pendapatan toll-fee 

di Kilang LNG Badak sebesar 41,38%.

In its implementation, to realize the established strategic 

plan, LMAN implements the “3-P” Strategy in the first 

five years, which focuses on organizational strengthening, 

portfolio growth, and leverage improvement. The strategy 

is expected to provide added values to the management of 

state’s assets which will lead to the welfare of the Indonesian 

people.

2019 Performance Achievement
Throughout the year, LMAN realized a number of work 

plans prepared and established at the beginning of 2019. 

Essentially, LMAN is established as a Property Management 

operator to carry out the utilization of state’s assets that are 

underutilized by increasing the free and clear status, as well 

as the added value and leverage of the managed assets. 

Therefore, LMAN utilizes all of its resources and competencies, 

as well as promoting synergy and collaboration in optimizing 

state’s assets.

Up to present, the value of LMAN’s managed assets has 

reached Rp29.26 trillion and has increased the portfolio 

of 88 units of property handed over from the Directorate 

General of State Assets Management (DJKN). The value of 

LMAN’s managed assets increased by 0.30% compared to 

2018 which was recorded at Rp29.12 trillion. The growth 

was supported by the completion of asset upgrades, 

transfer of assets of renovations by partners, as well as new 

management transfer. The managed assets are property 

worth Rp748 billion and liquefied natural gas (LNG) 

refineries in Bontang, East Kalimantan, and Lhokseumawe, 

Aceh, worth Rp28.5 trillion until the end of December 2019.

Meanwhile, as of the end of 2019, LMAN also contributed 

to providing financial benefits or Non-Tax State Revenues 

(PNBP) of Rp4.17 trillion, consisting of Rp3.45 trillion of 

Treasury, Property Assets PNBP of Rp37.54 billion, Refinery 

Assets PNBP of Rp733.33 billion, and cost saving of Rp38.79 

billion. Revenue from main operations was recorded at 

32.58% mainly due to the negative growth of toll-fee 

revenue at Badak LNG Refinery by 4138%.
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Pertumbuhan negatif pendapatan toll-fee di Kilang LNG 

Badak merupakan dampak dari beberapa faktor seperti 

penurunan kinerja produksi dan penjualan LNG, penguatan 

kurs Rupiah (IDR) terhadap Dollar (USD), dan isu terkait 

permohonan waiver atas pengenaan tarif toll-fee kepada PT 

Pertamina Hulu Mahakam.

Pada tahun 2019 LMAN juga melaksanakan sebanyak enam 

proyek advisori untuk mendorong peningkatan optimalisasi 

aset negara pada instansi pemerintah lainnya dan badan 

layanan umum dalam bentuk produk jasa feasibility study, 

concept development, hingga sebagai arranger atas aset 

negara yang idle dan underutilized yaitu Plaza Shinta, 

PPKGBK, RSJ Lawang HBU, RSJ Lawang FS, Bawaslu dan 

Kemenlu RI. 

Selanjutnya, selain bertugas melakukan pengelolaan aset 

negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 

2016, LMAN juga memperoleh mandat sebagai wakil 

Bendahara Umum Negara (BUN) dalam eksekusi pendanaan 

tanah proyek-proyek strategis nasional (PSN), diantaranya 

untuk infrastruktur jalan, jalan kereta api, serta bendungan. 

Mulai dari tahun 2016-2019, LMAN memiliki alokasi total 

pendanaan untuk pengadaan lahan PSN sebesar Rp91,203 

triliun.

Berdasarkan Data LMAN, rinciannya yaitu alokasi untuk 

jalan tol Rp71,35 triliun untuk 62 PSN. Kemudian, alokasi 

Rp13,50 triliun untuk bendungan dengan 38 PSN, alokasi 

Rp4,74 triliun untuk 11 PSN Jalur Kereta Api, alokasi Rp900 

miliar untuk 1 PSN pelabuhan, dan alokasi Rp697 miliar 

untuk 4 PSN irigasi. Hingga akhir tahun 2019, LMAN telah 

menyalurkan pendanaan  untuk pengadaan lahan 72 Proyek 

Strategis Nasional dengan nilai total Rp47,9 triliun.

Selain menyalurkan dana pembebasan lahan dengan tata 

kelola yang kuat, LMAN bertanggung jawab pada proses 

pensertifikatan dan peningkatan nilai tambah atas aset 

tersebut. Pada tahun 2019, LMAN berhasil mensertifikatkan 

sebanyak 3.031 bidang tanah PSN untuk mendukung 

percepatan pembangunan infrastruktur mulai dari dana 

yang dikeluarkan hingga penerbitan sertifikasi tanah. Upaya 

sertifikasi dilakukan sebagai bentuk legalitas atas pengadaan 

tanah hasil pembiayaan pemerintah untuk pembangunan 

infrastruktur PSN.

The negative growth in toll-fee revenue at Badak LNG 

Refinery was the impact of several factors such as the decline 

in LNG production and sales performance, the strengthening 

of Rupiah (IDR) against the US Dollar (USD), and issues 

related to requests for waivers for the imposition of toll-fee 

rates on PT Pertamina Hulu Mahakam. 

In 2019, LMAN also carried out six advisory projects to 

increase optimization of state’s assets at other government 

agencies and public service agencies in the form of feasibility 

study, concept development, as well as arranger of idle and 

underutilized state’s assets, namely Plaza Shinta, PPKGBK, 

RSJ Lawang HBU, RSJ Lawang FS, Bawaslu and the Ministry 

of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

Besides being tasked with managing state’s assets, based on 

the Presidential Regulation No. 102 of 2016, LMAN is also 

given a mandate as a representative of the State General 

Treasurer (BUN) in the execution of land funding of national 

strategic projects (PSN), including for road, railroads, and 

dams. During 2016-2019, LMAN has had a total funding 

allocation for the acquisition of PSN land amounting to 

Rp91.203 trillion.

Based on LMAN’s data, the details are as follows: allocation 

for 62 toll road PSN was Rp71.35 trillion, allocation for 38 

dam PSN was Rp13.50 trillion, allocation for 11 railroad PSN 

was Rp4.74 trillion, allocation for 1 port PSN was Rp900 

billion, and allocation for 4 irrigation PSN was Rp697 billion. 

Until the end of 2019, LMAN has distributed funding for 

land acquisition for 72 National Strategic Projects with a 

total value of Rp47.9 trillion.

In addition to distributing land acquisition funds with 

strong governance, LMAN is responsible for the process of 

certifying and increasing the added value of these assets. In 

2019, LMAN succeeded in certifying as many as 3,031 PSN 

areas of land to support the acceleration of infrastructure 

development, starting from the funds disbursed to the 

issuance of land certification. The certification effort was 

carried out as a form of legality for land acquisition from 

government financing for PSN infrastructure development.
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Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019, realisasi Pendapatan LMAN tercatat 

Rp4.22 triliun atau mencapai 417,55% dari target Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Realisasi ini mengalami 

peningkatan 83,65% dibanding tahun 2018 yang tercatat 

sebesar Rp2,79 triliun.

Capaian tersebut ditopang oleh tingginya pendapatan 

dari penempatan dana pada perbankan yang mencapai 

945,16% dari target. Tingginya tingkat pendapatan dari 

jasa perbankan disebabkan oleh adanya penyesuaian jadwal 

realisasi disbursement atas dana investasi untuk pengadaan 

tanah PSN. Sementara itu pendapatan dari pengelolaan aset 

mencatatkan kinerja 119,32% dari target.

Selanjutnya dari sisi belanja, pada tahun 2019 terealisasi 

Belanja sebesar Rp122.76 triliun atau mencapai 96,99% dari 

anggaran yang tersedia. Sebesar 96,48% capaian realisasi 

belanja dikontribusikan oleh belanja barang dan sebesar 

99,17% merupakan realisasi anggaran belanja modal. 

Kinerja Kelolaan Aset

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-

Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran (TA) 2015 terdapat 

kebijakan pengalokasian pembiayaan investasi dalam rangka 

mendukung pembentukan BLU manajemen aset pada 

pos pembiayaan non-utang Pemerintah. Alokasi tersebut 

dimasukkan sebagai komponen Dana Investasi Pemerintah 

dengan nominal alokasi sebesar Rp1,5 triliun. 

Pemberian alokasi tersebut ditujukan untuk mendukung 

pelaksanaan fungsi manajemen aset oleh LMAN dengan cara 

memberikan nilai tambah dalam rangka pendayagunaan 

aset, pengamanan, dan peningkatan status aset menjadi 

free and clear serta untuk mendukung permodalan awal 

pelaksanaan fungsi landbank. Sementara bagi Pemerintah, 

alokasi ini diharapkan dapat mendukung pemisahan 

fungsi regulator dan operator aset sehingga meningkatkan 

optimalisasi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan aset 

negara, meningkatkan PNBP, serta menunjang pemenuhan 

kebutuhan aset di masa datang.

Pada tahun 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 102 

Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasonal, LMAN memperoleh 

Budget Realization

In 2019, the realization of LMAN’s revenues was Rp4.22 

trillion or reaching 417.55% of the target set in the Budget 

Implementation List (DIPA). This realization increased 

by83.65% compared to Rp2.79 trillion realized in 2018.

Such achievement was supported by high income from the 

placement of funds in banks which reached 945.16% of 

the target. The high level of income from banking services is 

due to adjustments to the disbursement realization schedule 

for investment funds for PSN land acquisition. Meanwhile 

revenues from asset management recorded a performance 

of 119.32% of the target.

Furthermore, in terms of expenditure, spending in 2019 

was realized at Rp122.76 trillion or reaching 96.99% of the 

available budget. 96.48% of the expenditure realization was 

contributed by the expenditure for goods and 99.17% was 

the realization of the capital expenditure budget.

Asset Management Performance

In the Revised State Budget of 2015 Budget Year, there 

was a policy for allocating investment financing in order to 

support the establishment of asset management BLUs on 

government’s non-debt financing posts. The allocation was 

included as a component of the Government Investment 

Fund with a nominal allocation of Rp1.5 trillion.

The allocation was intended to support the implementation 

of asset management functions by LMAN by providing 

added value in the context of utilizing assets, securing, and 

enhancing the status of assets to be free and clear, and to 

support the initial capital implementation of the landbank 

function. As for the government, this allocation is expected 

to support the separation of the functions of regulators and 

asset operators so as to increase optimization, effectiveness, 

and accountability in managing state’s assets, increase PNBP, 

and support the fulfillment of asset needs in the future.

In 2016, through Presidential Regulation No. 102 of 2016 

regarding Funding of Land Procurement for Development in 

the Public Interest in the context of the Implementation of 

National Strategic Projects, LMAN was assigned to become 
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penugasan untuk menjadi satuan kerja pada lingkungan 

Bendahara Umum Negara yang melakukan pendanaan atas 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam rangka pelaksanaan penugasan tersebut, pada 

APBNP TA 2016, LMAN mendapatkan alokasi anggaran 

pembiayaan investasi sebesar Rp16 triliun. Pada APBN-P 

TA 2017, alokasi yang diperoleh adalah sebesar Rp32,05 

triliun. Pada APBN TA 2018, LMAN kembali memperoleh 

alokasi untuk pendanaan pengadaan tanah PSN sebesar 

Rp35,40 triliun dengan pencairan dari Rekening Kas Umum 

Negara sebesar Rp31,15 triliun. Pada tahun 2019, LMAN 

memperoleh alokasi pembiayaan investasi untuk pengadaan 

tanah PSN sebesar Rp22 triliun. Adapun nominal yang 

dicairkan sebesar Rp12 triliun.

Good Governance LMAN 
Sebagai institusi publik yang menjadi bagian dari 

Kementerian Keuangan, LMAN berkomitmen untuk selalu 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good 

governance dalam melakukan pengelolaan aset negara. 

Tata kelola aset yang akuntabel  dalam mengelola aset 

diyakini dapat memberikan manfaat yang optimal dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Oleh karenanya LMAN senantiasa melakukan pengelolaan 

Barang Milik Negara (BMN) yang tertib administrasi, tertib 

hukum dan tertib fisik, baik dalam menjalankan roda 

organisasi maupun proses bisnis. 

Implementasi good governance juga diterapkan dalam 

pendanaan pengadaan tanah untuk proyek berstatus 

nasional. Sebagai informasi, pada dasarnya terdapat dua 

mekanisme pendanaan pengadaan lahan Proyek Strategis 

Nasional (PSN) yaitu melalui skema dana talangan badan 

usaha dan skema pembayaran langsung. 

Dalam skema dana talangan oleh badan usaha, terdapat 

beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pengadaan 

tanah meliputi identifikasi objek, pengumuman daftar 

nominatif, penilaian, musyawarah, validasi BPN, dan 

pembayaran oleh Badan Usaha. Setelah itu, dilakukan tahap 

selanjutnya yaitu pengawasan BPKP yang meliputi verifikasi 

dan exit meeting. 

a work unit within the State General Treasurer to fund land 

acquisition for the public interest.

In the framework of this assignment, in the Revised State 

Budget of 2016 Budget Year, LMAN received an investment 

budget allocation of Rp16 trillion. In the Revised State 

Budget of 2017 Budget Year, the allocation obtained was 

Rp32.05 trillion. In the State Budget of 2018 Budget Year, 

LMAN received an allocation to fund PSN land acquisition 

amounting to Rp35.40 trillion with disbursements from the 

State General Treasury Account of Rp31.15 trillion. In 2019, 

LMAN obtained an investment financing allocation for the 

acquisition of PSN land amounting to Rp22 trillion. The 

nominal disbursed amounted to Rp12 trillion.

Good Governance of LMAN
As a public institution that is part of the Ministry of Finance, 

LMAN is committed to always realizing good governance in 

managing state’s assets. Accountable asset governance in 

managing assets is believed to be able to provide optimal 

benefits and can be accounted for pursuant to the prevailing 

laws and regulations.

Therefore, LMAN always manages State-Owned Assets 

(BMN) in an orderly manner in terms of administration, 

legality, and physical, both in carrying out the wheels of 

organization and business processes.

The implementation of good governance is also applied 

in funding land acquisition for projects of national status. 

For information, there are essentially two mechanisms for 

funding land acquisition for the National Strategic Project 

(PSN), namely through a business bailout scheme and direct 

payment scheme.

In a bailout scheme by a business entity, there are several 

stages. The first stage is land acquisition, including object 

identification, announcement of nominative list, valuation, 

deliberation, BPN validation, and payment by the business 

entity. The next stage is BPKP supervision which includes 

verification and exit meetings.
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Selanjutnya, tahap terakhir adalah pembayaran yang 

meliputi pengajuan pembayaran dan pembayaran oleh 

LMAN. Adapun, dalam skema pembayaran langsung, 

tahapan yang dilakukan antara lain adalah pengadaan tanah 

meliputi identifikasi objek, pengumuman daftar nominatif, 

dan penilaian. 

Kemudian, tahap pengawasan BPKP dan musyawarah. 

Selanjutnya, tahap terakhir pembayaran LMAN meliputi 

validasi BPN dan pembayaran LMAN. Seluruh rangkaian 

dan proses tersebut guna memastikan tidak ada satu pun 

peraturan maupun perundangan-undangan yang dilanggar.

Guna memastikan implementasi good governance sudah 

berjalan dengan baik, LMAN juga menerapkan sistem 

pengawasan serta pengendalian yang efektif. Pengawasan 

merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk 

memastikan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah 

dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti 

prosedur atau ketentuan yang berlaku dan Pengendalian 

merupakan tindakan korektif yang dilaksanakan apabila dari 

hasil pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau 

kendala. 

Indeks implementasi sistem pengendalian internal pada 

tahun 2019 tercapai sebesar 70 dari target sebesar 60 

dengan dapat disusunnya buku manual pengendalian 

internal, buku tata kelola pengendalian internal dan buku 

mekanisme kerja dalam rangka memastikan pelaksanaan 

proses bisnis dilakukan secara tepat sesuai ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah 

diajukannya usulan permintaan auditor dari Inspektorat 

Jenderal untuk pengisian tenaga Satuan Pengawas Internal 

(SPI). 

LMAN juga sudah menjalankan rekomendasi dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), guna meningkatkan kualitas 

sistem pelaporan keuangan agar lebih akuntabel pada laporan 

audit untuk Tahun Anggaran 2018/2019 dengan tujuan 

tidak hanya memperbaiki namun juga menyempurnakan 

tata kelola LMAN untuk menjadi lebih baik. 

The last stage is payment which includes submission of 

payment and payment by LMAN. Meanwhile, in the direct 

payment scheme, the steps undertaken include land 

acquisition including object identification, announcement of 

a nominative list, and valuation.

The next stage is BPKP supervision and deliberation. The final 

stage of LMAN payments includes validation of BPN and 

LMAN payments. The entire series and process is conducted 

to ensure that none of the rules and regulations are violated. 

To ensure that the implementation of good governance is 

running well, LMAN also implements an effective monitoring 

and control system. Supervision is an activity carried out 

by internal or external parties which aims to ensure the 

implementation of work or activities have been carried out 

in accordance with the plan and follow the procedures 

or applicable provisions and Control is a corrective action 

that is carried out if from the results of supervision found a 

deviation or obstacle.

The index of the implementation of the internal control 

system in 2019 reached 70, exceeding the target of 60 with 

the preparation of an internal control manual, an internal 

control governance book, and a work mechanism book 

in order to ensure that the implementation of business 

processes is carried out appropriately in accordance with the 

prevailing laws and regulations. It had also been proposed 

by the auditor from the Inspectorate General to fulfill the 

vacancies in Internal Audit Unit (SPI).

LMAN has also carried out the recommendations from the 

Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) to improve 

the quality of the financial reporting system to be more 

accountable on audit reports for 2018/2019 Fiscal Year 

with the aim of not only improving but also refining LMAN’s 

governance to be better.
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Selama tahun 2019, LMAN juga telah melaksanakan 

berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang 

dalam kontrak kinerja LMAN Tahun 2019 yang terdiri dari 

11 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (Specific, 

Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan 

Continuously Improved). Hasilnya, mengacu pada baseline 

pencapaian keseluruhan IKU diperoleh bahwa Nilai Kinerja 

Organisasi (NKO) sebesar 115,99%. 

Pencapaian ini merupakan keberhasilan LMAN dalam 

mengelola keseluruhan perspektif baik stakeholders, 

customers, internal process, dan learning and growth 

serta dedikasi para pegawai LMAN dalam mencapai IKU. 

Hal tersebut tentunya tidak lepas dari komitmen seluruh 

insan LMAN dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip 

good governance yang sudah menjadi bagian dari budaya 

organisasi. 

Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang 

dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian 

besar indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik namun 

terdapat 1 (satu) IKU yang masih berada di bawah target 

sehingga hasil dari laporan kinerja organisasi dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi 

pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja LMAN 

tahun yang akan datang.

Langkah-langkah berupa strategi yang akan dilakukan oleh 

LMAN dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi 

tantangan selanjutnya, antara lain:

•	 LMAN akan melakukan penyempurnaan tata kelola dan 

penguatan organisasi sehingga visi, misi, tujuan, dan 

manfaat dari pelaksanaan visi dan misi dapat tercapai 

(strengthening the organization).

•	 LMAN akan mengupayakan pertumbuhan portofolio, 

baik dari sisi aset kelolaan, aset infrastruktur PSN, 

dan layanan advisory untuk memperkuat positioning 

(portfolio growth).

•	 LMAN akan mengupayakan diperolehnya nilai tambah 

serta penguatan daya ungkit sehingga kemandirian 

LMAN dapat dicapai (leverage).

•	 LMAN telah menyusun roadmap Tahun 2020-2029 dan 

saat ini sedang disusun Rencana Strategis LMAN Tahun 

2020-2024.

During 2019, LMAN also carried out various programs and 

activities as stipulated in the 2019 LMAN performance 

contract which consisted of 11 Strategic Targets and 19 Key 

Performance Indicators (KPIs). KPI quality is based on the 

SMART-C (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-

bounded, and Continuously Improved) criteria. Referring to 

the baseline of overall achievement KPI, the result obtained 

stated that the Organizational Performance Value (NKO) was 

at 115.99%.

This achievement was LMAN’s success in managing the 

overall perspectives of stakeholders, customers, internal 

processes, and learning and growth as well as the dedication 

of LMAN’s employees in achieving their KPIs. This certainly 

was also inseparable from the commitment of all LMAN’s 

personnel in implementing the principles of good governance 

that have become part of the organizational culture.

However, there will always be obstacles encountered 

in relation to the implementation of work. Most of the 

performance indicators can be fulfilled well,; however, there 

was 1 (one) KPI that remained below the target. Hence, the 

results of the organization’s performance report can be used 

as a study material for making policies for stakeholders to 

improve LMAN’s performance in the following year.

The strategies that will be carried out by LMAN in an effort to 

improve performance and face further challenges, include:

•	 Conducting governance improvement and strengthening 

the organization so that the vision, mission, objectives, 

and benefits of implementing the vision and mission can 

be achieved (organization strengthening).

•	 Striving to realize portfolio growth, both in terms of 

managed assets, PSN infrastructure assets, and advisory 

services to strengthen positioning (portfolio growth).

•	 Striving to generate added value and improve leverage in 

order to achieve its independence.

•	 Preparing a roadmap for 2020-2029, with LMAN’s 

Strategic Plan for 2020-2024 is currently in preparation 

stage.



Laporan Manajemen 
Management Report

38 Laporan Tahunan 2019

Pengelolaan Manajemen Risiko
Secara berkesinambungan LMAN telah membangun sistem 

manajemen risiko secara terukur dan akuntabel. Keberadaan 

sistem manajemen risiko ini sendiri merupakan hal yang 

penting bagi LMAN dalam menjaga kelangsungannya 

sebagai Badan Layanan Umum yang menjalankan tugas 

utama dalam melakukan aset negara. Pasalnya, hal tersebut 

berperan strategis mengantisipasi berbagai risiko yang 

dihadapi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya LMAN sendiri 

dihadapkan dengan berbagai risiko yang dihadapi. Dari hasil 

rumusan dan kajian yang telah dilakukan, potensi risiko 

tersebut yakni risiko keuangan, kebijakan, hukum, reputasi, 

operasional dan kepatuhan. Mengacu pada ke enam risiko 

yang sudah diidentifikasi, LMAN pun memiliki upaya mitigasi 

guna menghidari ataupun mengurangi dampak dari risiko 

tersebut yang bisa mengganggu kinerja LMAN. 

Atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, LMAN kemudian 

melakukan analisa dengan mempertimbangkan level 

kemungkinan dan level dampak. Level kemungkinan 

dan level dampak masing-masing terdiri atas 5 kategori, 

sehingga terdapat 25 jenis kombinasi. Setelah dilakukan 

assessment atas risiko yang teridentifikasi dan menetapkan 

risk tolerance maka terdapat 103 risiko yang berada di atas 

toleransi risiko. 

Di tahun 2019, LMAN telah melakukan mitigasi terhadap 

103 risiko melebihi dari target yang sudah ditetapkan 

sebanyak 72 mitigasi. Secara keseluruhan manajemen risiko 

yang telah dibangun oleh LMAN sudah sangat efektif dalam 

melakukan mitigasi terhadap risiko yang terjadi. Kendati 

demikian, LMAN akan terus memperkuat sistem manajemen 

risiko terutama pada hal-hal yang masih perlu disesuaikan 

dan diperbaiki berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Risk Management
On an ongoing basis, LMAN has built a measurable and 

accountable risk management system. The existence of 

this risk management system itself is scrucial for LMAN in 

maintaining its continuity as a Public Service Agency that 

carries out the main duty of managing state’s assets since it 

plays a strategic role in anticipating various potential risks.

In carrying out its business activities, LMAN is faced with a 

number of risks. From the results of formulations and studies 

that have been carried out, the potential risks are financial, 

policy, legal, reputation, operational, and compliance risks. 

Referring to the six risks that have been identified, LMAN 

also has mitigation efforts to avoid or reduce the impact of 

those risks which can interfere with LMAN’s performance.

For the identified risks, LMAN then conducts an analysis 

by considering the level of likelihood and level of impact. 

The level of likelihood and level of impact each consists of 

5 categories; hence, there are 25 types of combinations. 

After conducting an assessment of the identified risks and 

establishing risk tolerance, there are 103 risks that are above 

risk tolerance.

In 2019, LMAN mitigated 103 risks, exceeding the 72 

mitigation targets. Overall, risk management that has been 

established by LMAN has been very effective in mitigating 

the risks that arise. Nevertheless, LMAN will continue to 

strengthen its risk management system, especially on 

matters that still need to be adjusted and improved based 

on applicable regulations.



392019 Annual Report

Komposisi Direktur LMAN
Pada tahun 2019, komposisi Direktur LMAN tidak mengalami 

perubahan. Berikut adalah komposisi Direktur LMAN: 

Nama / Name Jabatan / Position Periode Jabatan / Term of Office

Rahayu Puspasari Direktur Utama / President Director 11 April 2018 s.d. 31 Desember 2019 /  
April 11, 2018 to December 31, 2019

Anton Listyanto Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi / 
Finance and Organization Support Director

11 April 2018 s.d. 31 Desember 2019 /  
April 11, 2018 to December 31, 2019

Candra Giri Artanto Direktur Operasional dan Manajemen Risiko / 
Operations and Risk Management Director

12 Maret 2019 s.d. 31 Desember 2019 / 
March 12, 2019 to December 31, 2019

Qoswara Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan / 
Procurement and Land Funding Director

11 April 2018 s.d. 31 Desember 2019 /  
April 11, 2018 to December 31, 2019

Bimo Prihantoro Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan / 
Development and Utilization Director

12 Maret 2019 s.d. 31 Desember 2019 / 
March 12, 2019 to December 31, 2019

Penutup
Menutup Laporan Tahunan LMAN tahun 2019, kami 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada Kementerian Keuangan serta Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara atas segala arahan dan masukannya 

sehingga LMAN bisa mencatatkan kinerja positif pada tahun 

ini. 

Apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya juga kami 

sampaikan kepada keluarga besar LMAN yang sudah bekerja 

keras dan memberikan dedikasi terbaiknya dalam bekerja. 

Tentunya capaian positif ini menjadi modal berharga 

bagi LMAN untuk lebih meningkatkan kinerja, baik dari 

sisi organisasi maupun dalam menjalankan tugas utama 

mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar kehadiran 

LMAN yang membawa nilai-nilai Kementerian Keuangan 

dapat dirasakan oleh publik.   

Composition of Board of Directors
In 2019, there was no change in the composition of LMAN’s 

Board of Directors. The composition of LMAN’s Board of 

Directors is as follows:

Closing
To close this 2019 Annual Report, we would like to 

express my utmost gratitude to the Ministry of Finance 

and the Director General of State Assets Management for 

all directions and input so that LMAN can record positive 

performance this year.

We would also like to extend my deepest appreciation and 

gratitude to all LMAN’s personnel who have worked hard 

and given their best dedication. 

We believe that the positive achievement posted this year 

will be a valuable capital for LMAN to further improve 

performance, both in terms of organization and in carrying 

out the main duty of optimizing the management of state’s 

assets so that LMAN’s presence that carries the values of the 

Ministry of Finance can be felt by the public.

Rahayu Puspasari

Direktur Utama

President Director
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Nama Perusahaan / 
Company Name

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) State Asset Management Agency (LMAN)

Status Badan Layanan Umum Public Service Agency

Bidang Usaha /  
Line of Business 

Melaksanakan Optimalisasi Aset Negara serta 
pendanaan lahan infrastruktur Proyek Strategis 
Nasional

Conducting optimization of State’s Assets and 
infrastructure land funding for National Strategic 
Projects 

Layanan /  
Service

•	 Layanan Manajemen Properti 
•	 Jasa layanan konsultansi (advisory)
•	 Layanan Pendanaan Lahan

•	 Property Management Service 
•	 Advisory Service
•	 Land Funding Service

Produk/Jasa /  
Product/Service

Manajemen Properti
•	 Apartemen
•	 Ruko
•	 Gedung

Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional
•	 Jalan
•	 Jalur Kereta Api
•	 Bendungan LRT

Property Management
•	 Apartments
•	 Shop-houses
•	 Buildings

Funding of Land for National Strategic Projects 
•	 Roads
•	 Railroads 
•	 LRT Dams

Tanggal Pendirian / 
Date of Establishment

16 Desember 2015  December 16, 2015

Dasar Hukum 
Pendirian / Legal Basis 
of Establishment

PMK No. 219/PMK.01/2015 tanggal 07 Desember 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Manajemen Aset Negara

Regulation of Minister of Finance No. 219/
PMK.01/2015 dated December 7, 2015 regarding 
Organization and Governance of State Asset 
Management Agency

Kantor Pusat /  
Head Office

Kantor LMAN
Gedung Dhanadyaksa Hutama
Jl. Pangeran Diponegoro No 62A
Pegangsaan, Menteng
Jakarta Pusat, 10320 
Telp 	 : 021-21392822
Email 	 : info.lman@kemenkeu.go.id
Website 	 : www.lman.kemenkeu.go.id

LMAN OFFICE
Gedung Dhanadyaksa Hutama
Jl. Pangeran Diponegoro No 62A
Pegangsaan, Menteng
Jakarta Pusat, 10320 
Phone 	 : 021-21392822
Email 	 : info.lman@kemenkeu.go.id
Website 	 : www.lman.kemenkeu.go.id

Media Sosial /  
Social Media

Facebook	 : Lembaga Manajemen Aset Negara
Instagram	: @blu.lman
Twitter	 : @BLU_LMAN
Youtube 	 : Lembaga Manajemen Aset Negara

Facebook	 : Lembaga Manajemen Aset Negara
Instagram	: @blu.lman
Twitter	 : @BLU_LMAN
Youtube 	 : Lembaga Manajemen Aset Negara

Profil Perusahaan
Company Profile

Sumber / Source: LMAN 
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Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merupakan 

Badan Layanan Umum (BLU) yang secara kelembagaan 

didirikan pada tanggal 16 Desember 2015 dengan legalitas 

antara lain melalui PMK No. 219/PMK.01/2015 tanggal 

07 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Manajemen Aset Negara, setelah sebelumnya 

diajukan pendiriannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara (DJKN) dan kemudian mendapatkan persetujuan 

dari Menteri Keuangan sesuai dengan tata cara pendirian 

BLU yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. 

Tugas dan fungsi utama LMAN selaku task force DJKN secara 

umum adalah mendongkrak kinerja instansi induknya yaitu 

DJKN dalam menjalankan tugas mengelola kekayaan negara 

dan tentu saja mendongkrak kinerja instansi atasannya lagi 

yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Di awal pembentukan Lembaga Manajemen Aset Negara 

(LMAN), mandat utama yang diberikan adalah sebagai 

operator Pengelola Barang dalam mengoptimalkan aset 

negara yang dianggap belum terutilisasi secara optimal 

(underutilized) dan yang tidak digunakan/dimanfaatkan atau 

mangkrak (idle). Aset yang belum teroptimalkan tersebut di 

antaranya adalah:

1.	 Aset idle pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah 

dan/atau akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang.

2.	 Aset yang akan dipertukarkan akan tetapi masih 

menunggu persetujuan Menteri Keuangan, eks aset PT 

Pertamina.

3.	 Sebagian eks aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama 

(KKKS).

4.	 Eks aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

5.	 Eks aset Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

6.	 Aset Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI).

Dalam melaksanakan optimalisasi aset, terdapat dua 

jenis tantangan utama yaitu regulatory constraint dan 

institutional constraint. Dari sisi regulatory constraint, 

koridor hukum pengelolaan kekayaan negara didesain agar 

sistem pengendalian internal pengelolaan barang milik 

negara menjadi perisai yang kuat untuk menjaga negara 

dari kehilangan aset-asetnya. Hal ini menjadi rintangan 

dalam upaya mengoptimalisasikan aset secara efektif karena 

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) or State Asset 

Management Agency is a Public Service Agency (BLU) 

institutionally established on December 16, 2015 under the 

Regulation of Minister of Finance (PMK) No. 219/PMK.01/2015 

dated December 7, 2015 regarding Organization and 

Wok Procedure of State Asset Management Agency. This 

establishment was proposed by the Directorate General of 

State Assets Management (DJKN) which was then approved 

by the Minister of Finance pursuant to the BLU establishment 

procedure stipulated in the laws and regulations in force. In 

general, the main duties and functions of LMAN as the task 

force of DJKN are to elevate the performance of DJKN as its 

parent institution in managing state’s assets and, ultimately, 

to improve the performance of the Ministry of Finance.

In its early stage, the chief mandate given to the State Asset 

Management Agency (LMAN) is to serve as a Goods Manager 

operator in order to optimize state’s assets considered to be 

underutilized and idle. These assets are, among others:

1.	 Idle assets at the Ministry/Agency (K/L) which have been 

and/or will be delivered to the Directorate General of 

State Assets Management (DJKN) as a Goods Manager.

2.	 Assets to be exchanged but are still waiting for the 

approval of the Minister of Finance, the ex-assets of PT 

Pertamina.

3.	 A portion of the ex-assets of the Production Sharing 

Contract (PSC) Contractor.

4.	 Ex-assets of the Indonesian Bank Restructuring Agency 

(IBRA).

5.	 Ex-assets of the State-owned Asset Management 

Company (Perusahaan Pengelola Aset – PPA).

6.	 Bank Indonesia Mortgage Rights (HTBI) Assets.

In conducting asset optimization, there are two main 

challenges namely regulatory constraint and institutional 

constraint. In terms of regulatory constraint, the legal 

corridor for managing state’s assets is designed so that 

the internal control system of the management of state’s 

property becomes a strong shield to protect the state from 

losing its assets. This becomes an obstacle in the efforts 

to optimize assets effectively since property management 

Sekilas LMAN
LMAN at a Glance
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manajemen properti memerlukan ruang gerak yang lebih luas 

untuk berbagai terobosan dan fleksibilitas, sementara tata 

kelola instansi pemerintah didesain untuk mengedepankan 

prudensialitas dan mekanisme birokrasi. Sedangkan dari sisi 

institutional constraint, terjadi karena karakteristik, budaya 

birokrasi, serta kompetensi SDM yang bersifat generalis dan 

tidak didesain untuk menjadi unit yang responsif, fleksibel, 

otonom dalam mengelola aset, serta memiliki tenaga ahli 

spesialis yang bernaluri bisnis. Selain itu, sampai dengan saat 

ini belum ada unit yang ditugaskan secara khusus untuk 

mengelola aset idle layaknya sebuah Lembaga property 

management.

Tugas dan fungsi utama LMAN dapat dikatakan sebagai 

suatu “mission impossible” yang diberikan oleh DJKN 

dan harus dicapai dengan sempurna yaitu berupa tugas 

mengelola aset negara (BMN idle) dengan parameter kinerja 

yang jelas antara lain parameter tingkat ROA (Return on 

Assets) yang sehat yang selama ini belum dijalankan secara 

maksimum karena berbagai alasan dan hambatan. 

Sejak tahun 2016 sesuai Perpres No. 102 Tahun 2016 

tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional, LMAN memperoleh tugas 

tambahan (additional special task) yaitu tugas merencanakan 

pendanaan dan pendayagunaan lahan landbank serta 

melakukan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk 

proyek-proyek dalam program-program prioritas/strategis 

nasional.

requires wider space for various breakthroughs and flexibility, 

while the governance of government agencies is designed to 

prioritize bureaucracy and prudential principle. Meanwhile, 

institutional constraint occurs because of the characteristics, 

bureaucratic culture, and generalist HR competencies that 

are not designed to be responsive, flexible, autonomous 

units in managing assets, and have specialist business-

oriented professionals. In addition, up to present, there has 

been no unit assigned specifically to manage idle assets like 

a property management Agency.

The main tasks and functions of LMAN can be deemed as an 

“impossible mission” given by DJKN and must be achieved 

perfectly, namely the task of managing state-owned assets 

(BMN idle) with clear performance parameters, including 

healthy ROA (Return on Assets) parameter, which, so far, has 

not been run optimally due to various reasons and obstacles.

Since 2016, LMAN has obtained an additional special 

task pursuant to the Presidential Regulation (Perpres) No. 

102 of 2016 regarding Funding of Land Procurement 

for Development in the Public Interest in the Context of 

National Strategic Project Implementation, namely the task 

of planning the funding and utilization of landbank area 

and making compensation payments for land acquisition for 

projects in the national priority/strategic programs.
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Jejak Langkah LMAN

2015

2019

2018

2016

2017

Milestones of LMAN

Pembentukan LMAN (PMK 219/PMK.01/2015 dan 
KMK 1319/KMK.05/2015)

LMAN sebagai operator pengelola barang mendapatkan 
mandat pendanaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) 
(Perpres 102 Tahun 2016)

•	 LMAN selaku operator pengelola barang dan 
pendanaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN)

•	 Reorganisasi LMAN (PMK54/PMK.01/2017)
•	 Tata cara pendanaan tanah PSN (PMK 21/

PMK.06/2017)

•	 LMAN as goods manager and land funding operator for National 
Strategic Projects (PSN)

•	 Reorganization of LMAN (PMK 54/PMK.01/2017)
•	 Work procedures of land funding for PSN (MK 21/PMK.06/2017)

Establishment of LMAN (PMK 219/PMK.01/2015 
and KMK 1319/KMK.05/2015)

LMAN as goods manager operator was given the mandate 
of land funding for National Strategic Projects (PSN) 
(Perpres 102 of 2016)

Terbentuk: 
•	 Dewan Pengawas 
•	 Komite Manjemen Risiko (MR)
•	 Komite SDM 
•	 Dewan Kode Etik
•	 Komite IT
•	 Tim PBJ

Establishment of:
•	 Supervisory Board
•	 Risk Management Committee
•	 HR Committee
•	 Board of Code of Conduct
•	 IT Committee
•	 PBJ Team

Terbentuk Satuan Pengawas Internal (SPI)

Establishment of the Internal Audit Unit
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Rencana Strategis

Visi dan Misi 

Visi 

Vision mission

Misi

Strategic Plans

Vision and Mission

LMAN telah merancang rencana strategis hingga periode 

2019 yang berorientasi pada Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) dari sektor pengelolaan aset milik negara dan 

dukungan terhadap proyek-proyek strategis nasional. 

Rencana Strategis LMAN memuat beberapa hal, antara lain 

visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja yang aplikatif 

dan realistis. Terkait dengan hal tersebut, LMAN berusaha 

memberikan pelayanan pengelolaan aset-aset negara 

dengan upaya terbaik dan profesional dengan beberapa 

skema bisnis model.

LMAN has designed a strategic plan until 2019 which is 

oriented towards Non-Tax State Revenues (PNBP) from the 

management of state-owned assets and support for national 

strategic projects.

LMAN’s Strategic Plan contains several subjects, including 

vision, mission, objectives, targets, and work programs that 

are applicable and realistic. In this regard, LMAN seeks to 

provide the best and professional efforts in managing state’s 

assets with various business model schemes.

Menjadi Pengelola dan Penggerak 

Optimalisasi Aset Negara Untuk 

Kepentingan Publik.

To Become a Manager and Driver of 

State Assets Optimization for Public 

Interest.

•	 Mengelola aset kelolaan untuk menghasilkan manfaat 

finansial dan non-finansial bagi Negara.

•	 Menggerakkan optimalisasi aset Negara untuk 

meningkatkan nilai tambah aset (added value).

•	 Mendanai pengadaan tanah untuk pembangunan 

infrastruktur strategis nasional.

•	 Menciptakan daya ungkit (leverage) atas aset kelolaan.

•	 Melaksanakan penugasan khusus pemerintah (fungsi 

sovereign).

•	 Manage assets to produce financial and non-financial 

benefits for the Country.

•	 Drive state’s assets optimization to increase the added value 

of assets.

•	 Fund land procurement for national strategic infrastructure 

development.

•	 Create leverage on managed assets.

•	 Carry out special government assignments (sovereign 

function).
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Untuk menerapkan kelima misi yang akan dicapai dalam 

kurun waktu yang telah ditetapkan dan mencerminkan arah 

strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka 

perlu ditetapkan tujuan yang kiranya dapat dicapai. 

Terkait dengan hal tersebut, terdapat 15 (lima belas) tujuan 

yang akan dicapai Oleh LMAN, yakni:

1.	 Pendanaan pengadaan lahan untuk Proyek Strategis 

Nasional (PSN).

2.	 Optimalisasi pengelolaan aset Bendahara Umum Negara 

(BUN).

3.	 Pengelolaan dana.

4.	 Menjaga rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO) pada tingkat yang diinginkan.

5.	 Pelaksanaan penganggaran yang efektif dan efisien.

6.	 Mengenalkan LMAN kepada pemangku kepentingan.

7.	 Mendapatkan feedback yang positif atas layanan yang 

diberikan.

8.	 Strategi Komunikasi.

9.	 Penyelesaian perjanjian/kerja sama.

10.	Menyusun business case.

11.	Mewujudkan aset yang free and clear.

12.	Meningkatkan kompetensi pegawai secara 

berkelanjutan.

13.	Penyusunan/ penyempurnaan keputusan.

14.	Tindak lanjut rekomendasi LLHP auditor.

15.	Pengembangan Sistem Informasi LMAN.

To implement these missions to be achieved within the 

established timeframe and reflect the strategic direction 

of the organization in accordance with the duties and 

functions, it is necessary to set achievable objectives.

In this regard, there are 15 (fifteen) objectives to be achieved 

by LMAN, namely:

1.	 Funding for land acquisition for the National Strategic 

Projects (PSN).

2.	 Optimizing the management of assets of the State 

General Treasurer (BUN).

3.	 Fund management.

4.	 Maintaining the Operational Income Operational Cost 

(BOPO) ratio at the desired level.

5.	 Implementing effective and efficient budgeting.

6.	 Introducing LMAN to stakeholders.

7.	 Obtaining positive feedback on the services provided.

8.	 Preparing Communication Strategies.

9.	 Settling agreements/cooperation.

10.	Developing business cases.

11.	Realizing free and clear assets.

12.	Improving employee’s competency on an ongoing basis.

13.	Compiling/refining decisions.

14.	Following up on LLHP auditor’s recommendations.

15.	Developing LMAN’s Information System.
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nilai-nilai lman 

LMAN values 

LMAN menerapkan nilai-nilai organisasi dimana nilai-nilai 

tersebut menentukan cara seluruh organisasi dan pegawai 

berinteraksi dengan sesama di lingkungan Lembaga, dengan 

mitra, dan seluruh pemangku kepentingan Lembaga. Nilai-

nilai LMAN terdiri dari holistik (holistic), integritas (integrity), 

sinergi mencapai kontribusi (synergy for contribution), 

profesionalitas (professionalism), prudence (kehati-

hatian), layanan prima (excellent service), dan determinasi 

(determination) atau disingkat HI-SPEED. Masing-masing 

nilai tersebut memiliki makna sebagai berikut.

Holistic LMAN melakukan pendekatan yang menyeluruh, 
mengupayakan yang terbaik, mencari ide yang inovatif 
untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan 
tantangan.

LMAN takes a holistic approach, strives for the best, 
and seeks innovative ideas to solve various problems 
and challenges.

Integrity Kami berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak 
dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode 
etik dan prinsip-prinsip moral, bahkan pada saat tidak 
ada orang yang melihat.

We think, say, behave, and act properly and correctly, 
and uphold the code of conduct and moral principles, 
even when no one is watching.

Synergy for 
contribution

Kami membangun dan memastikan kerja tim internal 
yang produktif serta hubungan kemitraan/sinergi 
yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, 
untuk menghasilkan kontribusi kepada negara yang 
bermanfaat dan berkualitas. Dalam menjaga semangat 
bersinergi, setiap individu menghormati adanya 
perbedaan dan memperlakukan setiap orang dengan 
penuh hormat dan dengan cara yang elegan dan penuh 
etika dalam mengupayakan mencapai tujuan bersama.

We build and ensure productive internal teamwork 
and harmonious partnership/synergistic relations with 
stakeholders, in order to produce useful and quality 
contributions to the country. In maintaining the spirit of 
synergy, each individual respects differences and treats 
everyone with respect and in an elegant and ethical 
manner in seeking to achieve common goals.

Professionalism Kami bekerja secara akuntabel dan penuh tanggung 
jawab atas dasar komitmen dan kompetensi terbaik, 
berupaya menjaga tingkat kualitas, kecepatan, dan 
akurasi terbaik dalam menyelesaikan berbagai tugas 
secara tuntas.

We work accountably and responsibly on the basis 
of the best commitments and competencies, while 
striving to maintain the best level of quality, speed, and 
accuracy in finishing various tasks completely.

Prudence Kami mengawal setiap inisiatif dan keputusan yang 
akan diambil dengan pertimbangan kehati-hatian 
dengan mengutamakan yang terbaik bagi keuangan 
negara, menghindari peluang manfaat yang hilang 
(opportunity loss), serta menjunjung tinggi kepatuhan 
dan ketaatan terhadap hukum.

We oversee every initiative and decision that will 
be taken with due consideration and precaution by 
prioritizing the best for state’s finances, avoiding 
opportunity loss, and upholding compliance with the 
law.

Excellent service Kami memberikan layanan yang memenuhi kepuasan 
pemangku kepentingan yang dilakukan dengan 
sepenuh hati, ikhlas/tulus, transparan, cepat, akurat, 
dan aman.

We provide services that meet stakeholder’s satisfaction 
which is done wholeheartedly, sincerely, transparently, 
quickly, accurately, and safely.

Determination Setiap ide harus mampu diterjemahkan dalam 
langkah-langkah nyata (ideas into actions), dikawal 
pelaksanaannya, hingga dapat diwujudkan dengan 
hasil nyata. Setiap individu harus memiliki keteguhan, 
semangat kerja, dan daya juang/kebertahanan 
(resilience) untuk mencapai hasil terbaik dalam 
menjalankan mandat.

Each idea must be able to be translated into concrete 
steps (ideas into actions) and its implementation must 
be guarded so that it can be realized into tangible 
results. Every individual must have the determination, 
work spirit, and resilience to achieve the best results in 
carrying out the mandate.

LMAN applies organizational values which determine the way 

the entire organization and employees interact with each 

other within the Agency and with partners and all Agency’s 

stakeholders. LMAN values consist of holistic, integrity, 

synergy for contribution, professionalism, prudence, 

excellent service, and determination, or abbreviated into HI-

SPEED. Each of these values has the following meanings:
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Strategi 3-P LMAN
3-P Strategy of LMAN

In an effort to realize the determined vision and mission, 

LMAN implements a strategy under the theme ‘3-P Strategy’ 

for the first five years.

Penguatan 
Organisasi 
(Strengthing 

Organization)

Pertumbuhan 
portofolio

(Growing Portfolio)

Peningkatan 
daya ungkit aset 

(Leveraging Asset)

Sebagai upaya merealisasikan berbagai visi dan misi yang 

telah ditetapkan Bersama, LMAN menerapkan strategi 

dengan mengusung tema ‘Strategi 3-P’ di lima tahun 

pertama.

Penguatan Organisasi 
(Strengthening  
Organization)

Strategi pertama untuk memastikan organisasi 
memiliki perangkat yang dibutuhkan secara 
memadai. Penguatan organisasi diutamakan 
pada investasi sumber daya manusia yang 
kredibel dan profesional (human capital) dan 
pembangunan tata kelola, manajemen risiko, 
dan pengendalian internal yang kuat. Strategi ini 
memerlukan beberapa tahun implementasi yang 
dilakukan secara paralel dengan tugas fungsi 
Lembaga.

The first strategy is to ensure that the organization 
has the adequate tools needed. Strengthening 
organization prioritizes investment in credible 
and professional human capital and development 
of strong governance, risk management, and 
internal control. This strategy requires several 
years of implementation carried out in parallel 
with the duties and functions of the Agency.

Pertumbuhan portofolio 
(Growing Portfolio)

Strategi dalam menjalankan mandat manajemen 
properti dan jasa konsultasi aset solution. 
Untuk dapat menumbuhkan portofolio aset 
kelolaan, perlu dilakukan tiga hal utama, yaitu 
peningkatan status aset menjadi free and clear, 
peningkatan nilai tambah aset, dan optimalisasi 
aset.

This strategy is implemented in carrying out 
property management mandate and asset 
solution consulting services. To be able to grow 
the portfolio of managed assets, three main 
targets need to be done, namely improving the 
asset’s status to be free and clear, increasing the 
asset’s added value, and optimizing assets.

Peningkatan daya ungkit 
aset (Leveraging Asset)

Strategi untuk melakukan investasi berupa 
akuisisi aset, recycling asset, upaya lain untuk 
menjaga kesinambungan nilai dan jumlah aset 
kelolaan, agar mandat yang dijalankan LMAN 
tidak hanya menerima dana dan/atau aset 
kelolaan, namun menghasilkan dana dan/atau 
aset kelolaan sendiri yang akan memberikan 
manfaat kesinambungan organisasi dan manfaat 
bagi negara.

This strategy is implemented in conducting 
investment the form of asset acquisition, asset 
recycling, and other efforts to maintain the 
value and amount of managed assets so that 
the mandate carried out by LMAN does not 
only receive funds and/or managed assets, but 
also generate funds and/or managed assets to 
provide sustainable benefits for organization and 
the country.
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In 2019, LMAN determined a number of strategic targets as 

a follow-up effort from the period of 2017-2018 to support 

its managed asset cycle to obtain an optimum form of asset 

management as illustrated in the following strategy map:

LMAN’s strategy map has 4 (four) perspectives, namely: 

(1) Stakeholder, (2) Customer, (3) Internal Process, and (4) 

Learning and growth. The description of each perspective 

is as follows:

1.	 Stakeholder Perspective includes SS that the organization 

wants to realize to meet expectations so that they are 

considered successful from the stakeholder’s point of 

view. Stakeholders are internal or external parties who 

directly or indirectly have an interest in the output 

or outcome of an organization, but do not use the 

organization’s services directly.

Peta Strategi LMAN
Strategy Map of LMAN

Di  2019, LMAN telah menetapkan beberapa sasaran 

strategis yang merupakan upaya lanjutan dari tahun 2017-

2018 untuk mendukung siklus aset kelolaan LMAN untuk 

mendapatkan bentuk pengelolaan aset yang optimal 

sebagaimana digambarkan pada peta strategi map sebagai 

berikut:

Visi Lembaga Manajemen Aset Negara
Menjadi Pengelola dan Penggerak Optimalisasi Aset Negara Untuk Kepentingan Publik 

Vision of State Asset Management Agency
To Become a Manager and Driver of State Assets Optimization for Public Interest

Pengelolaan / Management Pengendalian Mutu / Quality Control

Pengelolaan Kekayaan Negara 
yang Optimal / Optimum 

Management of State’s Assets

Tata Kelola Aset yang 
Optimal / Optimum Assets 

Governance

SDM / Human Capital

SDM yang 
Kompetitif / 

 Competitive Human Capital

Organisasi / Organization

Organisasi yang 
fit-for-purpose /  

Fit-for-purpose Organization

TIK / Information and 
Community Technology

Sistem Manajemen Informasi 
yang Andal / Reliable Information 

Management System

Anggaran / Budget

Pengelolaan Anggaran  
yang Berkualitas / Quality 

Budget Management

Layanan Publik 
yang Prima /  

Excellent Public Service

Pendanaan Lahan yang 
Akuntabel /  

Accountable Land Funding

St
ak

eh
o

ld
er

s
Pr

es
p

ec
ti

ve
C

u
st

o
m

er
s

Pr
es

p
ec

ti
ve

In
te

rn
al

 P
ro

ce
ss

Pr
es

p
ec

ti
ve

Le
ra

rn
in

g
 &

 G
ro

w
th

 
Pr

es
p

ec
ti

ve

Manajemen Pelayanan 
yang Berkualitas / Quality 

Service Management

Pengawasan dan  
Pengendalian yang Efektif /  

Effective Supervision and Control

Dirjen 
Kekayaan 
Negara
Directorate 
General of 
State Assets 
Management

•	 Masyarakat / Community
•	 Instansi Pemerintah/ Government 

Institutions
•	 Badan Usaha / Business Entities

1.

7. 9.8. 10.

3.

5.

2.

4. 6.

Peta strategi LMAN memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu: (1) 

Stakeholder, (2) Customer, (3) Internal Process, (4) Learning 

and growth. Adapun penjelasan masing-masing perspektif 

sebagai berikut:

1.	 Perspektif Stakeholder mencakup SS yang ingin 

diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan 

sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. 

Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah pihak 

internal maupun eksternal yang secara langsung atau 

tidak langsung memiliki kepentingan atas output 

atau outcome dari suatu organisasi, namun tidak 

menggunakan layanan organisasi secara langsung.

Sumber / Source: LMAN 
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2.	 Perspektif Customer mencakup SS yang ingin diwujudkan 

organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/

atau harapan organisasi terhadap customer. Customer 

(pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait 

langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3.	 Perspektif Internal Process mencakup SS yang ingin 

diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola 

organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan 

nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).

4.	 Perspektif Learning and Growth mencakup SS yang 

ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola 

organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan 

nilai bagi stakeholder dan customer (value chain).

Berdasarkan peta strategi yang telah disusun tersebut 

selanjutnya ditetapkan 10 sasaran strategis LMAN dan 19 

Indikator Kinerja Utama (IKU)  yang susun untuk menopang 

10 sasaran strategis dimaksud. Adapun keterkaitan antara 

sasaran strategis dan IKU dapat dilihat dalam tabel-tabel 

dibawah ini: 

No
Sasaran Program/Kegiatan / 

Objectives of Programs/Activities
Indikator Kinerja /  

Performance Indicators
Target

1 Pengelolaan kekayaan Negara yang 
optimal / Optimum management of 
state’s assets

1a-N
Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi / 
Percentage of state’s assets that are utilized

100%

1b-CP

Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi (pengelolaan 
aset, cost saving, dan pengelolaan treasury) / 
Percentage of realization of the value of economic 
benefits (asset management, cost saving, and treasury 
management)

100%                                        
(1,5 triliun /  
1.5 trillion)

1c-N

Persentase penyelesaian kajian manfaat sosial/ekonomi 
pengelolaan aset (social benefit) / Percentage of 
completion of social/economic benefit review of asset 
management

100%                                    
(3 kajian / 
reviews)

2 Pendanaan lahan yang Akuntabel / 
Accountable land funding

2a-N
Indeks kualitas pendanaan lahan yang akuntabel / 
Accountable index of land funding quality

70

2b-CP
Persentase bidang lahan yang disertifikatkan / 
Percentage of land plots that are certified

100%                                               
(1.800 bidang / 

1,800 fields)

3 Layanan publik yang prima / Excellent 
public service 3a-N

Indeks kepuasan pengguna layanan / Service user 
satisfaction index

4                                  
(skala 5 / 
scale of 5)

4 Manajemen pelayanan yang berkualitas 
/ Quality service management 4a-N

Persentase pelaksanaan project advisory pengelolaan 
aset / Percentage of implementation of the asset 
management project advisory

100%                                        
(5 project)

2.	 Customer Perspective includes SS that the organization 

wants to realize to meet customer expectations and/or 

organizational expectations of customers. Customers 

(service users) are external parties who are directly 

related to the services of an organization.

3.	 Internal Process perspective includes SS to be realized 

through a series of processes managed by the 

organization in providing services and creating value for 

stakeholders and customers (value chain).

4.	 Learning and Growth perspective includes SS to be 

realized through a series of processes managed by the 

organization in providing services and creating value for 

stakeholders and customers (value chain).

Based on the prepared strategy map, LMAN then determines 

10 strategic targets and 19 Key Performance Indicators (KPI) 

to support the 10 strategic targets. The relationship between 

the strategic objectives and KPIs can be seen in the following 

table:
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No
Sasaran Program/Kegiatan / 

Objectives of Programs/Activities
Indikator Kinerja /  

Performance Indicators
Target

5 Tata kelola aset yang akuntabel / 
Accountable assets governance

5a-N
Indeks aset kelolaan yang di-upgrade / Upgraded assets 
index

75                                        
(18 aset / assets)

5b-N
Persentase aset kelolaan baru / Percentage of new 
managed assets

100%                                        
(50 aset / assets)

5c-N
Indeks aset kelolaan yang dilakukan leveraging / Index 
of leveraged managed assets

80                                       
(1 skematik 

desain / design 
scheme)

6 Pengawasan dan pengendalian mutu 
yang efektif / Effective supervision and 
quality control

6a-N

Persentase rekomendasi temuan BPK atas LK BUN yang 
tuntas ditindaklanjuti / Percentage of recommendations 
of BPK’s findings on LK BUN that has been followed 
up on

89%

6b-N

Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas 
Laporan Keuangan BA 15 / Percentage of settlement of 
follow-up on BPK’s findings on the Financial Statements 
BA 15

90%

7 SDM yang kompeten / Competent 
Human Capital 7a-N

Persentase pelaksanaan pengembangan SDM / 
Percentage of implementation of Human Capital 
development

87%

8 Organisasi fit-for-purpose / Fit-for-
purpose organization

8a-N
Persentase implementasi manajemen risiko / Percentage 
of risk management implementation

70%

8b-N
Indeks implementasi sistem pengendalian internal / 
Index of internal control system implementation

60

9
Sistem manajemen informasi 
yang andal / Reliable information 
management system

9a-N
Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan 
/ Percentage of completion of management 
modernization

100%

10 Pengelolaan anggaran yang berkualitas 
/ Quality budget management

10a-CP
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran / Percentage 
of quality of budget execution

95%

10b-N
Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan / 
Level of quality of BMN management and procurement

100%

10c-N
Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan 
keuangan / Index of timeliness of financial statement 
submission

70
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Kegiatan Layanan LMAN 
Services and Activities of LMAN

LMAN adalah Badan Layanan Umum di bawah Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu), yang telah berdiri sejak 16 Desember 2015. 

Kini, selain menjadi pengelola aset negara, LMAN juga 

melakukan perencanaan pendanaan dan pendayagunaan 

lahan landbank serta pembayaran ganti rugi pengadaan 

tanah. 

LAYANAN LMAN

•	 Layanan Manajemen Properti 

	 LMAN mengelola aset negara yang potensial agar 

menghasilkan manfaat finansial (penerimaan negara), 

dan manfaat non finansial (cost saving). Beberapa 

aktivitas pemanfaatan aset yang dilakukan, meliputi 

sewa dan kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah 

/ bangun serah guna, maupun kerja sama pemerintah - 

swasta.

•	 Solusi Optimalisasi Aset Properti (Advisory)

	 LMAN memberikan jasa konsultasi terkait manajemen 

properti negara, guna mengoptimalkan pemanfaatan 

dan pengembangan properti tersebut. Aktivitas advisori, 

meliputi feasibility study, Analisis Peruntukan Tertinggi 

dan Terbaik (Highest and Best Use Analysis), konsep 

pengembangan properti.

•	 Layanan Pendanaan Lahan 

	 LMAN melaksanakan fungsi special landbank, yaitu 

pendanaan pengadaan tanah untuk pembangunan 

infrastruktur dalam skema Proyek Strategis Nasional. 

Aktivitas special landbank meliputi pendanaan 

pengadaan tanah, pengamanan dan pemanfaatan aset, 

serta pelepasan aset.

Pendanaan Lahan 

Selain melakukan pengelolaan aset, LMAN juga diamanatkan 

melaksanakan pengelolaan dana investasi pemerintah yang 

dialokasikan pada LMAN termasuk pendanaan pengadaan 

tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi 

pembangunan:

1.	 Jalan  

2.	 Jalur Kereta Api 

3.	 Bendungan

4.	 LRT

LMAN is a Public Service Agency under the jurisdiction of the 

Directorate General of State Assets Management (DJKN) of 

the Ministry of Finance, and was established on December 

16, 2015. At present, other that managing the state’s 

assets, LMAN conducts planning of funding and utilization 

of landbank area as well as payment of compensation for 

land procurement.

LMAN’s Services

•	 Property Management Services

	 LMAN manages potential state assets in order to generate 

financial benefits (state revenue), and non-financial 

benefits (cost saving). Several asset utilization activities 

carried out include leasing and utilization cooperation, 

build-operate-transfer/ build-transfer-operate, as well as 

public-private partnership.

•	 Property Optimization Solution (Advisory)

	 LMAN provides advisory services related to state property 

management in order to optimize the utilization and 

development of the property. Advisory activities carried 

out include feasibility study, Highest and Best Use 

Analysis, and property development concept.

•	 Land Funding Services

	 LMAN carries out a special landbank function, 

namely funding for land acquisition for infrastructure 

development under the National Strategic Project 

scheme. Special landbank activities include funding for 

land acquisition, and efforts for asset utilization, and 

asset disposal.

Land Funding

In addition to managing assets, LMAN is given the mandate 

to carry out management of government investment funds 

allocated to LMAN, including land acquisition funding for 

the National Strategic Project, as stipulated in the laws and 

regulations, covering the development of:

1.	 Roads

2.	 Railroads

3.	 Dams

4.	 LRTs
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Profil Dewan Pengawas
Profile of Supervisory Board

Beliau menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi 

Bandung pada tahun 1990 serta di University of Waterloo, 

Kanada pada tahun 1994. Sebelum menjabat sebagai Ketua 

Dewan Pengawas LMAN, beliau pernah menjabat sebagai 

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi 

Jasa Keuangan dan Pasar Modal pada tahun 2013-2017, 

Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan pada 

tahun 2006-2012, Kepala Subdirektorat Pengembangan dan 

Pelayanan Informasi, Direktorat Dana Pensiun, Direktorat 

Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan pada 

tahun 2002-2006 serta Ketua Unit Pelaksana Penjaminan 

Pemerintah, Departemen Keuangan pada tahun 2004-2005. 

Saat ini beliau juga tercatat menjabat sebagai Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara sejak Juni 2017. 

He graduated from Bandung Institute of Technology in 1990 

and the University of Waterloo, Canada in 1994. Before 

serving as the Chairman of Supervisory Board of LMAN, 

he served as an Expert Staff to the Minister of Finance for 

Policies and Regulations in Financial Services and Capital 

Market (2013-2017), Head of Insurance Bureau at the 

Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution, 

Ministry of Finance (2006-2012), Head of Development 

and Information Services Sub-Directorate of the Pension 

Fund Directorate, Directorate General of Financial 

Institution, Department of Finance (2002-2006), and Head 

of Government Guarantee Executor Unit, Department of 

Finance (2004-2005).

Since June 2017, he has been concurrently serving as the 

Director General of State Assets.

Nama / Name : Isa Rachmatarwata

Jabatan / Position : Ketua Dewan Pengawas / Chairman of Supervisory 
Board

Usia / Age : 54 tahun / years old

Kewarganegaraan / 
Nationality

: Indonesia / Indonesian

Domisili / Domicile : Jakarta Selatan / South Jakarta

Dasar Hukum 
Penunjukan / Legal 
Basis of Appointment

: KMK Nomor 669/KMK.01/2018 tentang Pengangkatan 
Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Lembaga 
Manajemen Aset Negara / KMK No. 669/KMK.01/2018 
regarding Appointment of Supervisory Board of the 
State Asset Management Agency

Sumber / Source: Koleksi LMAN / LMAN Collection
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Beliau menyelesaikan Pendidikannya di DIV di Sekolah Tinggi 

Akuntansi Negara pada tahun 2015 dan mendapatkan gelar 

Magister dari University of Illinois pada tahun 2000. Sebelum 

menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas LMAN, beliau 

juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan 

Tatalaksana, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 

pada tahun 2010, serta menjadi Inspektur VIII, Inspektorat 

Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 2014. 

Saat ini beliau juga tercatat menjabat sebagai Inspektur III, 

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sejak tahun 

Januari 2020.

He graduated with a Diploma IV degree from the State 

College of Accountancy (STAN) in 2015 and a Master’s 

degree from the University of Illinois in 2000. Before serving 

as a member of Supervisory Board of LMAN, he served as 

the Head of Organization and Procedure Department at the 

Inspectorate General of the Ministry of Finance in 2010, and 

Inspector VIII for the Inspectorate General of the Ministry of 

Finance in 2014.

Since January 2020, he has been concurrently serving as the 

Inspector III for the Inspectorate General of the Ministry of 

Finance.

Nama / Name : Roberth Gonijaya

Jabatan / Position : Anggota Dewan Pengawas / Member of Supervisory 
Board

Usia / Age : 53 tahun / years old

Kewarganegaraan / 
Nationality

: Indonesia / Indonesian

Domisili / Domicile : Bekasi, Jawa Barat / Bekasi, West Java

Dasar Hukum 
Penunjukan / Legal 
Basis of Appointment

: KMK Nomor 669/KMK.01/2018 tentang Pengangkatan 
Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Lembaga 
Manajemen Aset Negara / KMK No. 669/KMK.01/2018 
regarding Appointment of Supervisory Board of the 
State Asset Management Agency

Sumber / Source: Koleksi LMAN / LMAN Collection
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Beliau meraih gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor 

pada tahun 1992 dan gelar S2 dari Universitas Bina 

Nusantara  pada tahun 2003. Sebelumnya beliau pernah 

menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Sarana Multi 

Infrastruktur pada tahun 2016-2017, Risk Services Indonesia 

Lead – Senior Manager di PT Accenture Indonesia pada tahun 

2011-2015, AVP/Team Leader PT. Bank Mandiri (Persero) 

pada tahun 1998-2011, Manajer di PT. Bank Pembangunan 

Indonesia pada tahun 1996-1998. 

Selain di LMAN, saat ini beliau juga menjabat sebagai 

Associate Director di PT PricewaterhouseCoopers Consulting 

Indonesia sejak tahun 2015.

He graduated with a Bachelor’s degree from IPB University 

in 1992 and a Master’s degree from Bina Nusantara 

University in 2003. Previously, he served as a member of 

Audit Committee of PT Sarana Multi Infrastruktur (2016-

2017), Risk Services Indonesia Lead – Senior Manager at 

PT Accenture Indonesia (2011-2015), AVP/Team Leader at 

PT Bank Mandiri (Persero) (1998-2011), and Manager at  

PT Bank Pembangunan Indonesia (1996-1998).

Since 2015, he has been concurrently serving as an 

Associate Director at PT PricewaterhouseCoopers Consulting 

Indonesia.

Nama / Name : Boy Michael Eko Tjahyono

Jabatan / Position : Anggota Dewan Pengawas / Member of Supervisory 
Board

Usia / Age : 52 tahun / years old

Kewarganegaraan / 
Nationality

: Indonesia / Indonesian

Domisili / Domicile : Jakarta 

Dasar Hukum 
Penunjukan / Legal 
Basis of Appointment

: KMK Nomor 669/KMK.01/2018 tentang Pengangkatan 
Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Lembaga 
Manajemen Aset Negara / KMK No. 669/KMK.01/2018 
regarding Appointment of Supervisory Board of the 
State Asset Management Agency

Sumber / Source: Koleksi LMAN / LMAN Collection
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Profil direksi
Profile of Board of Directors

Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari STIE Perbanas 

pada tahun 1998, Master of Business Adminstration dari 

Monash University pada tahun 2002 serta gelar Doctor of 

Business Administration dari Graduate School of Business, 

Curtin University pada tahun 2015.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama LMAN, beliau 

pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Manajemen 

Aset Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 

pada tahun 2017-2018, Plt Direktur LMAN pada tahun 

2015-2017, Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, 

dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN pada 

tahun 2014-2015, Kepala Subdirektorat KND I, Direktorat 

KND, DJKN pada tahun 2013-2014, Pj. Kepala Subdirektorat 

Barang Milik Negara II-D Direktorat BMN II DJKN pada tahun 

2009, Kepala Seksi Subdirektorat Barang Milik Negara II-D 

4 DJKN tahun 2007-2009 dan Kepala Seksi Pembinaan 

Jabatan Fungsional Perbendaharaan, Direktorat Akuntansi & 

Pelaporan, DJPBN tahun 2004-2007.

She graduated with a Bachelor of Accounting degree from 

STIE Perbanas in 1998, a Master of Business Administration 

degree from Monash University in 2002, and a Doctor of 

Business Administration degree from Graduate School of 

Business, Curtin University in 2015.

Before serving as the President Director of LMAN, she 

served as a Director at the State Asset Management 

Agency, Directorate General of State Assets Management 

(DJKN) (2017-2018), Act. Director at LMAN (2015-2017), 

Member of Reviewer Team for Restructuring, Privatization, 

and Effectiveness of Separated State Assets of DJKN 

(2014-2015), Head of KND Sub-Directorate I of the KND 

Directorate, DJKN (2013-2014), Act. Head of State-Owned 

Assets Sub-Directorate II-D of the BMN Directorate, DJKN 

(2009), Section Head of State-Owned Assets Sub-Directorate 

II-D 4 of DJKN (2007-2009), and Head of Development 

Section of Treasury Functional Position of the Directorate of 

Accounting and Reporting, DJPBN (2004-2007).

Nama / Name : Rahayu Puspasari

Jabatan / Position : Direktur Utama LMAN / President Director of LMAN

Usia / Age : 48 tahun / years old

Kewarganegaraan / 
Nationality

: Indonesia / Indonesian

Domisili / Domicile : Tangerang

Dasar Hukum 
Penunjukan / Legal 
Basis of Appointment

: Surat Keputusan KMK Nomor 310/KMK.01/2018 tentang 
Pengukuhan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di 
Lingkungan Lembaga Manajemen Aset Negara / Decree 
of KMK No. 310/KMK.01/2018 regarding Validation and 
Appointment of Position within State Asset Management 
Agency

Sumber / Source: Koleksi LMAN / LMAN Collection
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Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas 

Trisakti Jakarta pada tahun 1997, Magister Manajemen 

dari STIE IPWI Jakarta pada tahun 2002 serta gelar Doktor 

Ekonomi dari Universitas Pancasila Jakarta pada tahun 2013. 

Sebelum menjabat sebagai Direktur LMAN, beliau pernah 

menjabat sebagai Kepala Seksi Kekayaan Negara Lain-

lain IIIA, Sub Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain III, 

Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain (2008-2011), Kepala 

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IB, Sub Direktorat 

Pengelolaan Kekayaan Negara I, Direktorat Pengelolaan 

Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (2011-2013), Kepala 

Bagian Umum, Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara (2013-

2016), Kepala Sub Direktorat Bina Lelang II, Direktorat Lelang 

(2016-2017), dan Kepala Divisi Keuangan dan Dukungan 

Organsiasi, Lembaga Manajemen Aset Negara (2017-2018).

He graduated with a Bachelor of Civil Engineering degree 

from Trisakti University, Jakarta, in 1997, a Master of 

Management degree from STIE IPWI, Jakarta, in 2002, and 

a Doctor of Economics degree from Universitas Pancasila, 

Jakarta in 2013. 

Before serving as a Director at LMAN, he served as the Head 

of Other State’s Assets Section IIIA of the Sub-Directorate of 

Other State’s Assets III, Directorate of Other State’s Assets 

(2008-2011), Head of State’s Assets Management Section IB, 

Sub-Directorate of State’s Assets Management I, Directorate 

of State’s Assets Management and Information System 

(2011-2013), Head of General Affairs Department at North 

Sumatera Regional Office of DJKN (2013-2016), Head of 

Tender Development Sub-Directorate II of the Directorate of 

Tender (2016-2017), and Head of Finance and Organization 

Support Division, State Asset Management Agency (2017-

2018).

Nama / Name : Anton Listyanto

Jabatan / Position : Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi LMAN / 
Finance and Organization Support Director of LMAN

Usia / Age : 48 tahun / years old

Kewarganegaraan / 
Nationality

: Indonesia / Indonesian

Domisili / Domicile : Tangerang

Dasar Hukum 
Penunjukan / Legal 
Basis of Appointment

: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 310/KMK.01/2018 
tanggal 11 April 2018 / Decree of the Minister of Finance 
No. 310/KMK.01/2018 dated April 11, 2018

Sumber / Source: Koleksi LMAN / LMAN Collection
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Beliau meraih gelar Magister Ekonomika Pembangunan, 

Manajemen Aset dan Penilaian Properti dari Universitas 

Gadjah Mada pada tahun 2008. Sebelum menjabat sebagai 

Direktur LMAN, beliau pernah menjabat sebagai Kepala 

Subdirektorat Barang Milik Negara I, Direktorat Barang Milik 

Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2016-2018) 

dan Kepala Bidang Penilaian, Kantor Wilayah Bali dan Nusa 

Tenggara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2014-

2016).

He graduated with a Master of Development Economics, 

Asset Management, and Property Assessment degree 

from Gadjah Mada University in 2008. Before serving as a 

Director at LMAN, he served as the Head of State-Owned 

Assets Sub-Directorate I of the Directorate of State-Owned 

Assets, Directorate General of State Assets Management 

(2016-2018) and Head of Assessment at Bali and Nusa 

Tenggara Regional Office, Directorate General of State 

Assets Management (2014-2016).

Nama / Name : Qoswara

Jabatan / Position : Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN / 
Procurement and Land Funding Director of LMAN

Usia / Age : 45 tahun / years old

Kewarganegaraan / 
Nationality

: Indonesia / Indonesian

Domisili / Domicile : Banten

Dasar Hukum 
Penunjukan / Legal 
Basis of Appointment

: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 310/
KMK.01/2018 tanggal 11 April 2018 / Decree of the 
Minister of Finance No. 310/KMK.01/2018 dated April 
11, 2018

Sumber / Source: Koleksi LMAN / LMAN Collection
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Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas 

Atmajaya, Yogyakarta tahun 2000 dan Master Teknik, 

Manajemen Konstruksi dari Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta tahun 2002. Sebelum menjabat sebagai Kepala 

Divisi Konstruksi dan Pemeliharaan, Direktorat Operasional 

dan Manajemen Risiko, Lembaga Manajemen Aset Negara 

(2018-2019 Kepala Sub Divisi Konsultasi, Pengembangan, 

dan Pengamanan Aset, Divisi Operasional, Lembaga 

Manajemen Aset Negara (2017-2018), General Manager, 

PT Grha Adya Nusantara (Casagoya Group) (2014-2017), 

Manajer Proyek, PT Puri Arta Prima (Orang Tua Group) 

(2013-2014), Manajer Properti, Mekanis and Pemeliharaan, 

Prasetya Mulya Business School (2011-2012), dan Manajer 

Proyek Senior Teknik Sipil/Infrastruktur, PT Thiess Contractor 

Indonesia (2010-2011).

He graduated with a Bachelor of Civil Engineering degree 

from Atma Jaya University, Yogyakarta, in 2000 and a 

Master of Engineering, Construction Management degree 

from Atma Jaya University, Yogyakarta in 2002. Before 

serving as a Director at LMAN, he served as the Head of 

Construction and Maintenance Division of the Directorate of 

Operations and Risk Management, State Asset Management 

Agency (2018-2019), Head of Asset Advisory, Development, 

and Security Sub-Division of the Operations Division, State 

Asset Management Agency (2017-2018), General Manager 

at PT Grha Adya Nusantara (Casagoya Group) (2014-2017), 

Project Manager at PT Puri Arta Prima (Orang Tua Group) 

(2013-2014), Property, Mechanics, and Maintenance 

Manager at Prasetya Mulya Business School (2011-2012), 

and Civil Engineering/Infrastructure Senior Project Manager 

at PT Thiess Contractor Indonesia (2010-2011).

Nama / Name : Candra Giri Artanto

Jabatan / Position : Direktur Operasional dan Manajemen Risiko LMAN / 
Operations and Risk Management Director of LMAN

Usia / Age : 41 tahun / years old

Kewarganegaraan / 
Nationality

: Indonesia / Indonesian

Domisili / Domicile : Tangerang Selatan / South Tangerang

Dasar Hukum 
Penunjukan / Legal 
Basis of Appointment

: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.01/2019 
tanggal 12 Maret 2019 / Decree of the Minister of 
Finance No. 235/KMK.01/2019 dated March 12, 2019

Sumber / Source: Koleksi LMAN / LMAN Collection
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Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta pada tahun 1997. 

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Senior Property 

Specialist di Australia-Indonesia Partnership for Economic 

Governance (AIPEG) pada tahun 2016-2017, Deputy GM di  

PT Summarecon Agung, Tbk pada tahun 2011-2016, General 

Manager di PT Jakarta Setiabudi Internasional, Tbk pada 

tahun 2006-2010, Regional Sales Manager di PT Tigaraksa 

Satria, Tbk pada tahun 2003-2006, Operations Manager di 

PT Mitra Adiperkasa pada tahun 2000-2003, dan Officer di 

PT Toyota-Astra Motor pada tahun 1997-2000.

He graduated with a Bachelor of Economics degree from 

Atma Jaya University, Yogyakarta, in 1997. Before serving as 

a Director at LMAN, he served as Senior Property Specialist 

at Australia-Indonesia Partnership for Economic (AIPEC) 

(2016-2017), Deputy GM at PT Summarecon Agung, Tbk 

(2011-2016), General Manager at PT Jakarta Setia Budi 

Internasional Tbk (2006-2010), Regional Sales Manager at 

PT Tigaraksa Satria Tbk (2003-2006), Operations Manager at 

PT Mitra Adiperkasa (2000-2003), and Officer at PT Toyota 

Astra Motor (1997-2000). 

Nama / Name : Bimo Prihantoro

Jabatan / Position : Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN / 
Development and Utilization Director of LMAN

Usia / Age : 48 tahun / years old

Kewarganegaraan / 
Nationality

: Indonesia / Indonesian

Domisili / Domicile : Jakarta

Dasar Hukum 
Penunjukan / Legal 
Basis of Appointment

: Surat Keputusan KMK Nomor 310/KMK.01/2018 
tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Dalam Jabatan 
Di Lingkungan Lembaga Manajemen Aset Negara 
/ Decree of KMK No. 310/KMK.01/2018 regarding 
Validation and Appointment of Position within State 
Asset Management Agency Sumber / Source: Koleksi LMAN / LMAN Collection
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Struktur Organisasi
Organization Structure

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 54 / Pmk.01 / 2017 Tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara, struktur 

organisasi BLU LMAN adalah sebagai berikut:

Based on the Regulation of Minister of Finance of the Republic 

of Indonesia No. 54/Pmk.01/2017 regarding Organization 

and Work Procedure of State Asset Management Agency, 

the organization structure of BLU LMAN is as follows:

Direktorat
Keuangan dan Dukungan 
Organisasi / Finance and 

Organization Support 
Director

Divisi 
Anggaran dan  

Akuntansi / Budget and 
Accounting Division

Divisi 
Riset, Konsultasi & 

Manajemen Risiko / 
Research, Advisory, and Risk 

Management Division

Divisi 
Perencanaan Lahan /  

Land Planning  
Division

Divisi Pengembangan 
Usaha, Komunikasi & 
Hubungan Kemitraan 
/ Business Development, 

Communication, and 
Partnership Division

Divisi 
Dukungan Organisasi 

& Teknologi Informasi / 
Organization Support and 
Information Technology 

Division

Divisi 
Konstruksi dan 
Pemeliharaan / 
Construction and 

Maintenance Division

Divisi 
Administrasi Tanah & 

Litigasi /  
Land Administration and 

Litigation Division

Divisi 
Pendayagunaan  

Properti II /  
Optimalization Property II  

Division

Divisi 
Perbendaharaan /  

Treasury Division

Divisi 
Pengamanan dan 

Pengendalian Aset / Asset 
Security and Control Division

Divisi 
Pendanaan  

Lahan /  
Land Funding  

Division

Divisi 
Pendayagunaan  

Properti I /  
Optimalization Property I  

Division

Divisi 
SDM, Manajemen 

Kinerja & Kepatuhan 
Internal / HR, Performance 
Management, and Internal 

Compliance Division

Divisi 
Hukum dan 

Perjanjian / Legal and 
Agreement Division

Direktorat
Pengadaan dan  

Pendanaan Lahan / Land 
Procurement and Funding 

Directorate

Direktorat
Operasional dan 

Manajemen Risiko 
/ Operations and Risk 

Management Directorate

Direktorat
Pengembangan dan 

Pendayagunaan / 
Development and Utilization 

Director

Direktur Utama /  
President Director

Satuan Pengawas  
Internal / Internal Audit  

Unit

Dewan Pengawas / 
Supervisory Board

Sumber / Source: LMAN 
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Pejabat Utama LMAN
Key Officers of LMAN

Muhammad Ikhwan Hadi Prasodjo Andhy Hermawan Luhur Nugroho Joko Hartanto TB Abdurahman

Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi 
/ Deputy Director of Budget and 
Accounting Division

Kepala Divisi Perbendaharaan /  
Deputy Director of Treasury Division

Kepala Divisi Dukungan Organisasi 
dan Teknologi Informasi / Deputy 
Director of Organization Support and 
Information Technology Division

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, 
Manajemen Kinerja dan Kepatuhan 
Internal / Deputy Director of Human 
Resources, Performance Management, 
and Internal Compliance Division

Y. Bramantya Harimurti Goklas Tunggul Partoho Yitzak Alfredo Widyaningrum

Kepala Divisi Riset, Konsultasi dan 
Manajemen Risiko / Deputy Director 
of Research, Advisory, and Risk 
Management Division

Kepala Divisi Pengendalian dan 
Pengamanan Aset / Deputy Director 
of Asset Control and Security 
Division

Kepala Divisi Konstruksi dan 
Pemeliharaan / Deputy Director 
of Construction and Maintenance 
Division

Kepala Divisi Hukum dan Perjanjian 
/ Deputy Director of Legal and 
Agreement Division

Sutanto Basuki Rini Rismayanti Mahyarina Kusumawati Yanuar Utomo

Kepala Divisi Perencanaan Lahan / 
Deputy Director of Land Planning 
Division

Kepala Divisi Pendanaan Lahan / 
Deputy Director of  Land Funding 
Division

Kepala Administrasi Tanah dan 
Ligitasi / Deputy Director of Land 
Administration and Litigation 
Division

Kepala Divisi Pengembangan Usaha, 
Komunikasi dan Hubungan Kemitraan 
/ Deputy Director of Business 
Development, Communication, and 
Partnership Division

Dewi Sophiyani Kurniawati Yekti Pratiwi Angga Junaimi

Kepala Divisi Pendayagunaan Properti 
1 / Deputy Director of Optimalization 
Property I Division

Kepala Divisi Pendayagunaan 
Properti II / Deputy Director of 
Optimalization Property II Division

Kepala Satuan Pengawas Intern / 
Deputy Director of Internal Audit 
Unit

Sumber / Source: 
Koleksi LMAN / LMAN Collection
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Proyek Strategis Nasional 
National Strategic Projects

Jalan Tol /  Toll Road

Pejagan – Pemalang Manado – Bitung

Pemalang – Batang Balikpapan – Samarinda

Batang – Semarang Gempol – Pasuruan

Semarang – Solo Pasuruan – Probolinggo

Solo – Ngawi Krian – Legundi – Bunder – Manyar

Ngawi – Kertosono Cileunyi – Sumedang – Dawuan

Kertosono – Mojokerto Pandaan – Malang

Mojokerto – Surabaya Soreang – Pasirkoja

Probolinggo – Banyuwangi Semarang – Demak

Medan – Kualanamu – Lubuk Pakam – Tebing Tinggi Serang – Panimbang

Palembang – Simpang Indralaya (bagian dari 8 ruas Trans Sumatera 
/ part of 8 lanes of Trans Sumatera)

Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang

Medan – Binjai (bagian dari 8 ruas Trans Sumatera / part of 8 lanes 
of Trans Sumatera)

Cibitung – Cilincing

Bakauheni – Terbanggi Besar (bagian dari 8 ruas Trans Sumatera / 
part of 8 lanes of Trans Sumatera)

Depok – Antasari

Pematang Panggang – Kayu Agung (bagian dari 8 ruas Trans 
Sumatera / part of 8 lanes of Trans Sumatera)

Bekasi – Cawang – Kampung Melayu

Terbanggi Besar – Pematang Panggang (bagian dari 8 ruas Trans 
Sumatera / part of 8 lanes of Trans Sumatera)

Cinere – Jagorawi

Pekanbaru – Kandis – Dumai (bagian dari 8 ruas Trans Sumatera / 
part of 8 lanes of Trans Sumatera)

Bogor Ring Road

Kisaran – Tebing Tinggi (bagian dari 8 ruas Trans Sumatera / part of 
8 lanes of Trans Sumatera)

Kunciran – Serpong

Sigli – Banda Aceh (bagian dari Trans Sumatera / part of Trans 
Sumatera)

Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran

Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat – Tarutung – Sibolga 
(bagian dari Trans Sumatera / part of Trans Sumatera)

Serpong – Cinere

Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang (bagian dari 
Trans Sumatera / part of Trans Sumatera)

Cimanggis – Cibitung

Manado – Bitung
Sunter – Pulo Gebang (bagian dari 6 ruas Tol DKI Jakarta / part of 6 
lanes of DKI Jakarta Toll Road)

Balikpapan – Samarinda
Semanan – Sunter (bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta / part of 6 
lanes of DKI Jakarta Toll Road)

Jakarta Cikampek II Sisi Selatan / Jakarta Cikampek II South Section

Cakupan Wilayah Kerja
Scope of Operational Areas

64 Laporan Tahunan 2019



Jalur Kereta Api / Railroads

KA Makassar – Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas 
Barat Sulawesi Bagian Selatan / Phase I of the development of West 
Lane of Southern Sulawesi)

Double Track Jawa Selatan KA Jombang – Wonokromo / Double 
Track South Java KA Jombang – Wonokromo

LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek (Tahap I) / Integrated LRT in 
Jabodebek Region (Phase I)

Double Track Jawa Selatan KA Bogor – Sukabumi / Double Track 
South Java KA Bogor – Sukabumi

Double Track Jawa Selatan KA Solo Balapan – Kedungbanteng / 
Double Track South Java KA Solo Balapan – Kedungbanteng

KA Akses Bandara Baru Yogyakarta, Kulon Progo / Access Train to 
New Yogyakarta Airport, Kulon Progo

Double Track KA Purwokerto – Kroya KA Rantau Prapat – Duri – Pekanbaru

KA Akses Bandara Adi Soemarmo / Access Train to Adi Soemarmo 
Airport

KA Tebing Tinggi – Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, 
bagian dari Jaringan KA Trans Sumatera / supporting SEZ Sei 
Mangkei, part of Trans Sumatera Train Network)

Bendungan / Dams

 Marangkayu  Way Apu 

 Kuningan  Lausimeme 

 Gongseng  Ladongi 

 Pidekso  Sidan 

 Tugu  Pamukkulu 

 Karalloe  Tiga Dihaji 

 Keureuto  Bener 

 Karian  Temef 

 Lolak  Marga Tiga 

 Passelloreng  Randugunting 

 Tapin  Semantok 

 Ciawi  Sadawarna 

 Sukamahi  Tiro 

 Kuwil Kawangkoan  Bulango Ulu 

 Way Sekampung  Meninting 

 Cipanas  Bagong 

 Leuwikeris  Jenelata 

 Napun Gete  Matenggeng 

 Rukoh 

Irigrasi / Irrigation Channels

D.I. LHOK GUCI

D.I. JAMBO AYE KANAN

D.I. LEMATANG

D.I. BALIASE

Proyek Strategis Nasional 
National Strategic Projects
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ASET YANG DISERAH KELOLAKAN KE LMAN 
Assets Transferred To Lman

2018 - 2016
No Nama Aset / Name of Assets Alamat Aset / Address

Kepdirjen KN 114 Thn 2016 Eks Pertamina Tahap 1

1 JIS Terogong Jakarta Selatan / South Jakarta

2 Aktiva LNG Arun Lhokseumawe, Aceh Utara

3 Aktiva LNG Badak Bontang, Kaltim

Kepdirjen KN 204 Thn 2016 HTBI Tahap 1

1 Permata Semeru Semarang

2 Gereja Ayam Jakarta Pusat / Central Jakarta

3 Cikini Raya Jakarta Pusat / Central Jakarta

4 Majapahit Dalam blok B no 4 Jakarta Pusat / Central Jakarta

5 Caringin Jakarta Pusat / Central Jakarta

6 Majapahit Luar blok B no 105 Jakarta Pusat / Central Jakarta

7 Pinangsia Glodok Jakarta Barat / West Jakarta

8 Kedoya Permai Jakarta Barat / West Jakarta

9 Pondok Indah 1 Jakarta Selatan / South Jakarta

10 Pondok Indah 2 Jakarta Selatan / South Jakarta

11 Panglima Polim 20 Jakarta Selatan / South Jakarta

12 Bintaro Tangerang

13 Ruko THD A Semarang

14 Ruko THD B Semarang

15 Palang Merah Medan

16 Sugiono Medan

17 Gatot Subroto Medan

Kepdirjen KN 410 Thn 2016 Puri Casablanca

1 106 Unit Puri Casablanca Jakarta Selatan / South Jakarta

Kepdirjen KN 212 Thn 2017 Eks Pertamina Tahap 2

1 Dipati Ukur Bandung

Kepdirjen KN 178 Thn 2017 HTBI Tahap 2

1 Slamet Riyadi No. 1 Jakarta Timur / East Jakarta

2 Matraman 134 Jakarta Timur / East Jakarta

3 Slamet Riyadi No. 7 Jakarta Timur / East Jakarta

4 Rasuna Said Jakarta Selatan / South Jakarta

Kepdirjen KN 164 Thn 2018 Eks Pertamina Tahap 3

1 Jl Agus Salim Jakarta Pusat / Central Jakarta

2 Jl Surabaya Jakarta Pusat / Central Jakarta

3 Jl Kapten Tendean Jakarta Selatan / South Jakarta
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No Nama Aset / Name of Assets Alamat Aset / Address

Kepdirjen KN 342 Thn 2018 12 unit Apartement

1 2 Apt Taman Anggrek Jakarta Barat / West Jakarta

2 2 Apt Tropik Jakarta Barat / West Jakarta 

3 6 Kondomunium Kelapa Gading Jakarta Utara / North Jakarta 

4 Ruko Gading Indah A2 Jakarta Utara / North Jakarta 

5 Ruko Gading Indah A3 Jakarta Utara / North Jakarta 

2019
No Nama Aset / Name of Assets Jenis Aset / Type Alamat Aset / Address

KEPDIRJEN 276/KN/2019

1 Lapangan Golf Ciperna Kawasan Cirebon

KEPDIRJEN 394/KN/2019

1 Apartemen Taman Kemang Jaya Apartemen Jakarta Selatan / South Jakarta

2 Apartemen Mitra Sunter Apartemen Jakarta Utara / North Jakarta

3 Apartemen Purcas Tahap 2 Apartemen Jakarta Selatan / South Jakarta

4 Apartemen Hayam Wuruk Apartemen Jakarta Barat / West Jakarta

5 Apartemen Puri Kemayoran Apartemen Jakarta Pusat / Central Jakarta

6 Apartemen Mitra Bahari Apartemen Jakarta Utara / North Jakarta

7 Apartemen Taman Anggrek Tahap 2 Apartemen Jakarta Barat / West Jakarta

8 Apartemen Taman Rasuna Apartemen Jakarta Selatan / South Jakarta

9 Aset Kali Besar Timur 27 Gedung Jakarta Barat / West Jakarta

10 Aset Kebayoran Lama 174 Gedung Jakarta Selatan / South Jakarta

11 Aset Kebayoran Lama 47 Gedung Jakarta Selatan / South Jakarta

12 Aset Kalideres Tanah Jakarta Barat / West Jakarta

13 Aset Cilandak Tanah Jakarta Selatan / South Jakarta

14 Aset Panglima Polim 55 Gedung Jakarta Selatan / South Jakarta

15 Aset Kebayoran Lama 16B Gedung Jakarta Selatan / South Jakarta

16 Aset Mangga Besar Tangki Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

17 Aset Mangga Besar Raya 1 Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

18 Aset Mangga Besar Raya 2 Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

19 Aset Green Garden Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

21 Aset Pasar Glodok Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

22 Aset Kali Besar Timur 27K Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

23 Aset Pasar Cengkareng 1 Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

24 Aset Pasar Cengkareng 2 Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

25 Aset Sawah Besar Ruko Jakarta Pusat / Central Jakarta

26 Aset Lautze Ruko Jakarta Pusat / Central Jakarta

27 Aset Tanah Kusir Ruko Jakarta Selatan / South Jakarta

28 Aset Bintaro 2 Ruko Jakarta Selatan / South Jakarta

29 Aset Fatmawati 40X Ruko Jakarta Selatan / South Jakarta

30 Aset Klender Ruko Jakarta Timur / East Jakarta

31 Aset Kali Besar Timur 23-25 Gedung Jakarta Barat / West Jakarta

32 Aset Kebayoran Lama 37 Gedung Jakarta Selatan / South Jakarta
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No Nama Aset / Name of Assets Jenis Aset / Type Alamat Aset / Address

33 Aset Glodok Plaza Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

34 Aset Tanah Abang Blok F 1/2 Ruko Jakarta Pusat / Central Jakarta

35 Aset Panglima Polim 57 Ruko Jakarta Selatan / South Jakarta

36 Aset Rawabuaya Tanah Jakarta Barat / West Jakarta

37 Aset Tomang Tol Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

38 Aset Jelambar Baru Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

39 Aset Latumenten Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

40 Aset Cengkareng Utama Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

41 Aset Pinangsia 105 Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

42 Aset Tambora Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

43 Aset Daan Mogot Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

44 Aset Duri Kosambi Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

45 Aset Grogol Permai Ruko Jakarta Barat / West Jakarta

46 Aset Galur Ruko Jakarta Pusat / Central Jakarta

47 Aset Roxy Ruko Jakarta Pusat / Central Jakarta

48 Aset Tanah Abang Blok F 115 Ruko Jakarta Pusat / Central Jakarta

49 Aset Tanah Abang Blok F 111A Ruko Jakarta Pusat / Central Jakarta

50 Aset Tanah Abang Blok F 111B Ruko Jakarta Pusat / Central Jakarta

51 Aset Warung Buncit Ruko Jakarta Selatan / South Jakarta

52 Aset Blok M Ruko Jakarta Selatan / South Jakarta

53 Aset Fatmawati 26A Ruko Jakarta Selatan / South Jakarta

54 Aset Fatmawati 26H Ruko Jakarta Selatan / South Jakarta

55 Aset Kampung Melayu Ruko Jakarta Timur / East Jakarta

56 Aset Kali Malang Ruko Jakarta Timur / East Jakarta

57 Aset Grand Boutique Ruko Jakarta Utara / North Jakarta

58 Aset Pluit Ruko Jakarta Utara / North Jakarta

2020
No Nama Aset / Name of Assets Jenis Aset / Type Alamat Aset / Address

KEPDIRJEN 224/KN/2020

1 Gedung Suryopranoto Gedung Kantor 4 lantai Jakarta Pusat / Central Jakarta

2 Ruko Tanah Abang Ruko 4 lantai Jakarta Pusat / Central Jakarta

3 Gedung Wahid Hasyim Gedung Kantor 4 lantai Jakarta Pusat / Central Jakarta

4 Kios JITC Mangga dua Kios Jakarta Pusat / Central Jakarta

5 Ruko Kelapa Gading TB2 Ruko 3 lantai Jakarta Utara / North Jakarta

6 Ruko Kelapa Gading TN2 Ruko 3 lantai Jakarta Utara / North Jakarta

7 Duta Harapan Indah B Ruko 4 lantai Jakarta Utara / North Jakarta

8 Duta Harapan Indah C Ruko 4 lantai Jakarta Utara / North Jakarta

9 Muara Karang Ruko 2 lantai Jakarta Utara / North Jakarta

10 Kampung Gusti Ruko 2 lantai Jakarta Utara / North Jakarta

11 Komplek Plaza Pasifik Ruko 4 lantai Jakarta Utara / North Jakarta

12 Jl Pintu Besar 82E Ruko 3 lantai Jakarta Barat / West Jakarta

13 Jl Pintu Besar 32 Ruko 2 lantai Jakarta Barat / West Jakarta

14 Jl Pintu Besar 86 Ruko 3 lantai Jakarta Barat / West Jakarta
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No Nama Aset / Name of Assets Jenis Aset / Type Alamat Aset / Address

15 Roa Malaka Gedung Kantor 2 lantai Jakarta Barat / West Jakarta

16 Gajah mada Rukan 4 lantai Jakarta Barat / West Jakarta

17 Panglima Polim 55 Rukan 4 lantai Jakarta Selatan / South Jakarta

18 Ciledug Raya Ruko Jakarta Selatan / South Jakarta

19 Sirna Galih mega mendung Villa Bogor

20 Bantaro Jaya Ruko Tangerang

21 Blok Pematang Namgka Kebun dan sawah Pandeglang

22 Beteng Plaza Kantor Ruko Surakarta

23 Pemuda 46 Gedung Kantor Semarang

24 Progo Rumah Tinggal Pekalongan

25 Kol Sugiono Rumah Tinggal Probolinggo

26 Jembatan Merah Plaza Unit Stand Toko 1 Surabaya

27 Raya Gubeng Rumah Tinggal Surabaya

28 Soekarno Hatta Tanah Pertanian Bandar Lampung

29 Pagar Alam Rumah Tinggal Bandar Lampung

30 Ikan Bawal Ruko Bandar Lampung

31 Ds Serdang Tanah Pertanian Lampung Selatan / South Lampung

32 Pasar 16 Ruko Palembang

33 Sudirman Ruko Kantor Binjai

34 Merdeka unit Villa Gundaling 3 Karo

35 Brig Katamso Tanah Kosong Medan

36 Pemuda 46 Gedung Kantor Medan

37 Yos Sudarso Gedung Kantor Medan

38 Jl Gatot Subroto Medan Ruko Medan

39 Jl Sultan A Rahman Gedung Kantor Pontianak

40 Kompleks Pertokoan Ampenan Ruko Lombok Barat / West Lombok

41 TGH Faizal Toko Lombok Barat / West Lombok

42 Pangayaman 30 Ruko Makassar

43 A Yani Ruko Makassar

44 Nusantara Ruko Makassar

45 Perum Duta Parigi Rumah Tinggal Sukabumi
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Informasi Website Perusahaan
Information on Website

Untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam 

mendapatkan akses informasi mengenai BLU LMAN melalui 

situs web resmi www.lman.kemenkeu.go.id diantaranya 

memuat informasi mengenai

•	 Profil

•	 Sejarah

•	 Visi dan Misi 

•	 Tugas dan Fungsi

•	 Struktur Organisasi

•	 Nilai-Nilai LMAN 

•	 Layanan LMAN 

•	 Aset LMAN

Stakeholders are given access to information about BLU 

LMAN through the official website www.lman.kemenkeu.

go.id, which include the following information:

•	 Profile

•	 History

•	 Vision and mission

•	 Duties and functions

•	 Organizational structure

•	 LMAN Values

•	 LMAN Services

•	 LMAN Assets

SCAN    HERE
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TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS 
OVERVIEW ON BUSINESS SUPPORT
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LMAN didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

unggul dibidang pengelolaan aset negara. Hal tersebut 

didasari  untuk mendukung optimalisasi manajemen aset 

negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial, 

sekaligus menggali potensi return on assets dan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Barang Milik 

Negara. Saat ini, SDM LMAN merupakan kombinasi antara 

pegawai negeri sipil (PNS) dan non-PNS. 

Kolaborasi ini tentunya membawa dampak positif terhadap 

pengelolaan BLU LMAN sebagai Badan Layanan karena 

memiliki keberagaman latar belakang pendidikan, pola pikir 

dan budaya yang diharapkan mampu melakukan transfer of 

knowledge antar masing-masing pegawai sehingga dapat 

membentuk semangat, paradigma baru dan kemampuan 

eksekusi yang tinggi dibidang manajemen serta kompetensi 

pengelolaan aset negara terutama dalam merespons industri 

properti.

Guna memastikan pengelolaan SDM berjalan dengan baik, 

BLU LMAN menerapkan Manajamen kinerja yang berperan 

dalam merencanakan dan memonitoring kinerja individu 

yang dapat berdampak pada kinerja organisasi. 

Selain itu, manajemen kinerja dilakukan sebagai salah 

satu bentuk upaya organisasi dalam memotivasi pegawai 

dimana kinerja mereka akan diukur dan dievaluasi untuk 

selanjutnya diberikan reward sebagaimana capaian 

kinerja yang diperoleh. Pengelolaan sumber daya manusia 

dan manajemen kinerja yang baik dan profesional akan 

membantu BLU LMAN mencapai tujuan dan target organisasi 

sebagaimana yang telah ditetapkan.

Manajemen Kinerja LMAN
Manajemen kinerja baik pegawai LMAN  yang berasal 

dari PNS maupun non PNS disusun berdasarkan spesifikasi 

jabatan dan uraian jabatan yang merupakan tanggung 

jawab pegawai yang bersangkutan.

Manajemen kinerja baik pegawai yang berasal dari PNS 

maupun dari non PNS terdiri dari tahapan:

a.	 Penyusunan dan penandatanganan kontrak kinerja. 

Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan 

antara pimpinan BLU dengan pegawai BLU yang memuat 

LMAN is supported by Human Resources (HR) that excel in the 

field of state’s asset management. This is based on the spirit 

to support the optimization of state’s asset management in 

order to leverage economic and social benefits, as well as 

exploring the potential return on assets and Non-Tax State 

Revenue (PNBP) from State-Owned Assets. At present, LMAN 

is composed of employees from Civil Servant and non-Civil 

Servant groups.

This collaboration undoubtedly brings positive impact on 

the management of BLU LMAN as a Service Agency since 

they will have similarity in background; namely education, 

mindset, and culture, which is expected to be able to carry 

out transfer of knowledge among all employees. This aims 

to create new spirit and paradigm, and bring high execution 

ability and competence in managing state’s assets and, 

specifically, in responding to the property industry.

To ensure the proper management of HR, BLU LMAN 

implements a performance management system which can 

plan and monitor individual performance that may have an 

impact on organizational performance.

In addition, performance management is carry out as an 

organization effort to motivate employee’s performance, 

which will then be measured and evaluated for reward in 

accordance with their achievement. Proper and professional 

human resources and performance management will support 

BLU LMAN in reaching its objectives and organizational 

targets that have been determined.

Performance Management of LMAN
Performance management for LMAN’s employees, both 

from Civil Servant and non-Civil Servant groups, is prepared 

based on the specification and description of each position 

and responsibility of the relevant employee. 

Performance management for employees from Civil Servant 

and non-Civil Servant groups consists of the following 

stages:

a.	 Drafting and signing a performance contract.

	 The performance contract is a document of agreement 

between the leaders of BLU and BLU employees 

Sumber Daya Manusia LMAN
Human Resources of LMAN
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target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu 

dan umumnya berlaku untuk satu tahun. Kontrak 

kinerja yang disusun tersebut terinformasikan indikator 

kinerja yang merupakan serangkaian kriteria yang 

menjadi batasan suatu indikator kinerja. Baik pegawai 

yang berasal dari PNS maupun pegawai yang Non PNS 

memiliki kewajiban yang sama untuk membuat kontrak 

kinerja dengan atasan langsungnya dan disesuaikan 

dengan tanggung jawab profesionalnya.

b.	 Monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

	 Proses ini merupakan kegiatan dalam rangka 

memverifikasi data realisasi capaian kinerja.

1.	 Formula penghitungan capaian kinerja merupakan 

rumus penghitungan capaian kinerja yang 

mengkombinasi porsi pembobotan target terhadap 

nilai standar dengan porsi pembobotan realisasi 

capaian kinerja terhadap target kinerja yang telah 

ditetapkan.

2.	 Capaian kinerja merupakan sekumpulan data 

realisasi kinerja yang dicapai oleh pegawai dalam 

suatu periode pengukuran.

c.	 Tindak lanjut dari evaluasi capaian kinerja. 

	 Pada proses ini diputuskan mengenai pemberian 

penghargaan (reward) dan konsekuensi/hukuman atas 

capaian kinerja yang telah dicapai. Termasuk dalam 

tahapan ini adalah mengajukan usulan pembayaran 

insentif kinerja atas kelebihan capaian kinerja.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia 
BLU LMAN
Kementerian Keuangan telah menjalankan pengelolaan 

manajemen kinerja yang efektif berbasis balanced score 

card sejak tahun 2007. Sistem ini menjadi rujukan bagi BLU 

LMAN dalam melakukan pengelolaan SDM yakni melakukan:

a.	 Proses analisis dan perancangan pekerjaan (tata kerja 

dan organisasi) yang terdiri dari analisis  jabatan/

spesifikasi jabatan (job spesification) dan uraian jabatan 

(job description). Spesifikasi jabatan merupakan daftar 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, karakteristik 

lainnya. Uraian jabatan merupakan daftar tugas, 

pekerjaan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam 

pekerjaan. Hal ini telah tertuang secara garis besar pada 

PMK Nomor 54/PMK.01/2017.

that contains the performance target to be achieved 

within a certain period and is generally valid for one 

year. The performance contract drawn up contains 

the performance indicators, a set of criteria that are 

boundaries of a performance indicator. Both employees 

from Civil Servant and non-Civil Servant groups have the 

same obligation to make a performance contract with 

their direct supervisor, adjusted to their professional 

responsibilities.

b.	 Monitoring and evaluating performance achievements.

	 This process is an activity aimed at verifying the 

performance realization data.

1.	 The formula for calculating performance achievements 

combines the portion of the target weighting against 

the standard value with the weighting portion of the 

realization of the performance achievement against 

the specified performance targets.

2.	 Performance achievement is a collection of 

performance realization data achieved by employees 

in a measurement period.

c.	 Following up on the evaluation of performance 

achievements.

	 This process determines the reward and the consequences/

penalties for the performance achievements. Included 

in this stage is proposing payment of performance 

incentives for excess performance achievements.

Human Resources Management at BLU 
LMAN
Since 2007, the Ministry of Finance has conducted an 

effective performance management system based on 

balanced score cards. This system is a reference for BLU 

LMAN in conducting HR management, as follows:

a.	 Analysis and design of work (work procedures and 

organization) process which consists of job analysis/job 

specification and job description. Job specification is a list 

of knowledge, skills, abilities, and other characteristics 

while job description is a list of tasks, works, and 

responsibilities needed in the job. This has been outlined 

broadly in PMK No. 54/PMK.01/2017.
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b.	 Proses perencanaan sumber daya manusia/pegawai. 

	 Proses ini terdiri dari dari tahapan peramalan 

(forecasting) yang merupakan upaya untuk menetapkan 

penawaran dan permintaan untuk berbagai jenis SDM 

agar dapat memperkirakan bidang-bidang didalam BLU 

LMAN dimana akan terjadi adanya kekurangan atau 

kelebihan pegawai di masa mendatang.  

c.	 Proses rekrutmen SDM. 

	 Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat 

pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga 

profesional berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang 

ditetapkan oleh pimpinan BLU.

d.	 Seleksi dan penempatan karyawan. 

	 Pegawai baik PNS maupun non PNS yang telah diterima 

dalam proses seleksi akan ditempatkan dan ditugaskan 

sesuai dengan kebutuhan pegawai sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam perencanaan pegawai.

Profil SDM BLU LMAN
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum mengatur bahwa pejabat pengelola BLU dan 

pegawai BLU dapat terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) 

dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil (PNS) 

sesuai dengan kebutuhan BLU. 

Terkait dengan pengangkatan pejabat pengelola dan 

pegawai BLU yang berasal dari PNS dilakukan sesuai dengan 

ketentuan/peraturan dibidang aparatur sipil negara (ASN). 

Sedangkan pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU yang 

berasal dari tenaga profesional non PNS dapat dipekerjakan 

secara tetap atau berdasarkan kontrak sesuai keputusan 

pimpinan BLU dan undang-undang ketenagakerjaan. Pada 

tahun 2019, LMAN memiliki total pegawai sebanyak 81 

pegawai yang terdiri dari 43 pegawai berstatus PNS dan 38 

pegawai berstatus non PNS. 

b.	 Human resources/employee planning process.

	 This process consists of forecasting, i.e. the attempt 

to determine supply and demand for various types of 

human resources in order to estimate areas in BLU LMAN 

where there will be a shortage or excess of staff in the 

future.

c.	 HR recruitment process.

	 The requirements for the appointment and dismissal 

of BLU management officers and employees who 

come from professional staff are based on policies and 

conditions set by BLU’s leaders.

d.	 Employee selection and placement.

	 Employees from Civil Servant and non-Civil Servant 

groups who have been accepted in the selection process 

will be placed and assigned according to the needs of 

employees as specified in employee planning.

HR Profile
Referring to the Government Regulation No. 74 of 2012 

regarding Amendment to the Government Regulation No. 

23 of 2005 regarding Financial Management of Public 

Service Agency, the management officers and employees of 

BLU may consist of Civil Servants and/or professional of non-

Civil Servants in accordance with the needs of BLU.

The appointment of BLU management officers and 

employees who come from Civil Servants is in accordance 

with the provisions/regulations in the field of the state civil 

apparatus (ASN), whereas BLU management officers and 

employees who come from non-Civil Servants professional 

staff can be employed permanently or on a contract basis 

in accordance with the decisions of BLU’s leaders and 

prevailing manpower laws. In 2019, LMAN had a total of 81 

employees, consisting of 43 Civil Servant employees and 38 

non-Civil Servant employees.
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Demograsi Pegawai BLU LMAN

Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Pegawai /  
Employment Status

2018 2019

PNS / Civil Servant 37 43

Non-PNS / Non-Civil Servant 35 38

Jumlah / Total 72 81

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan / Education Level

2018 2019

PNS / Civil 
Servant

Non-PNS / Non-
Civil Servant

PNS / Civil 
Servant

Non-PNS / Non-
Civil Servant

DIPLOMA 9 3 9 1

S1 / Bachelor’s Degree 10 27 16 27

S2 / Master’s Degree 13 7 13 9

S3 / Doctorate Degree 3 - 2 0

Jumlah / Total 35 37 43 38

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Usia / Age

2018 2019

PNS / Civil 
Servant

Non-PNS / Non-
Civil Servant

PNS / Civil 
Servant

Non-PNS / Non-
Civil Servant

18-30 tahun / years old 5 21 6 17

31-40 tahun / years old 20 14 29 17

41-50 tahun / years old 10 1 7 3

>50 tahun / years old - 1 1 1

Jumlah / Total 35 37 43 38

Komposisi Pegawai Berdasarkan Direktorat

Direktorat / Directorate

2018 2019

PNS / Civil 
Servant

Non-PNS / Non-
Civil Servant

PNS / Civil 
Servant

Non-PNS / Non-
Civil Servant

Keuangan dan Dukungan Organisasi / Finance and 
Organization Support

14 10 16 10

Operasional dan Manajemen Risiko / Operations and 
Risk Management

8 14 8 13

Pengadaan dan Pendanaan Lahan / Procurement and 
Land Funding

6 8 8 7

Pengembangan dan Pendayagunaan / Development 
and Utilization

6 5 8 8

Satuan Pengawas Internal / Internal Audit Unit 1 - 2 0

Jumlah / Total 35 37 42 *) 38

Employee Demographics of BLU LMAN

Based on Employment Status

Employee Composition Based on Education Level

Employee Composition Based on Age

Employee Composition Based on Directorate
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Rekrutmen Pegawai dan Tingkat Turn 
Over
Pada tahun 2019 terdapat proses rekrutmen baik untuk 

pegawai yang berasal dari PNS maupun Non PNS. Untuk 

Pejabat dan Pegawai (Kepala Divisi) yang berasal dari Non 

PNS merupakan proses rekrutmen yang telah dimulai 

pada tahun 2018. Adapun berdasarkan hasil rekrutmen 

dimaksud, maka jabatan yang  diisi dari tenaga profesional 

non PNS adalah satu Direktur dan 4 Kepala Divisi terhitung 

mulai tanggal 1 Maret 2019, antara lain:

•	 Direktur Operasional dan Manajemen Risiko

•	 Kepala Divisi Konstruksi dan Pemeliharaan

•	 Kepala Divisi Pengembangan Usaha, Komunikasi, dan 

Hubungan Kemitraan

•	 Kepala Divisi Pendayagunaan Properti I

•	 Kepala Divisi Riset, Konsultasi, dan Manajemen Risiko

Pada bulan Maret dan April 2019 terdapat dua orang 

pegawai yang berasal dari Non PNS dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu mengundurkan diri dari LMAN karena 

diterima menjadi PNS.

Pada tahun 2019, juga dilakukan rekrutmen untuk jabatan 

Kepala SPI dan Anggota SPI bekerja sama dengan Inspektorat 

Jenderal Kementerian Keuangan. Selain rekrutmen untuk 

jabatan di atas, pada tahun 2019 juga dilakukan rekrutmen 

internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk pegawai 

yang berasal dari PNS. 

Adapun berdasarkan hasil rekrutmen tersebut, maka telah 

diperoleh tambahan 7 (tujuh) pegawai yang berasal dari PNS, 

untuk mengisi posisi Pelaksana yang ditempatkan pada Divisi 

Dukungan Organisasi dan Teknologi Informasi (1 orang), 

Divisi Riset, Konsultasi, dan Manajemen Risiko (1 orang), 

Divisi Pendanaan Lahan (3 orang), Divisi Pengembangan 

Usaha, Komunikasi, dan Hubungan Kemitraan (1 orang), 

dan Divisi Pendayagunaan Properti I (1 orang). 7 (tujuh) 

orang dan 2 (orang) SPI dimaksud aktif mulai di LMAN 

terhitung mulai tanggal 10 Juni 2019. 

Pada bulan Agustus 2019, LMAN menerima mutasi pegawai 

dari DJKN untuk jabatan pelaksana yang ditempatkan pada 

Divisi SDM, Manajemen Kinerja, dan Kepatuhan Internal.

Employee Recruitment and Turnover 
Rate
In 2019 was a recruitment process for both employees from 

Civil Servant and non-Civil Servant groups. Recruitment 

process for officers and employees (Head of Divisions) 

from non-Civil Servant group is began in 2018. As for the 

results of the recruitment referred to, the positions filled 

by professionals of non-Civil Servant are one Director and 

4 Division Heads starting from March 1, 2019, as detailed 

below:

•	 Operations and Risk Management Director

•	 Head of Construction and Maintenance Division

•	 Head of Business Development, Communication and 

Partnership Division

•	 Head of Property Utilization I Division

•	 Head of Research, Advisory, and Risk Management 

Division

In March and April 2019, two employees of non-Civil 

Servants with a Specific Time Work Agreement resigned 

from LMAN because they were accepted as Civil Servants.

In 2019, LMAN also conducted recruitment for the position 

of Head of and Members of Internal Audit in collaboration 

with the Inspectorate General of the Ministry of Finance. In 

addition to recruitment for the above positions, an internal 

recruitment was also carried out in 2019 by the Directorate 

General of State Assets Management for employees from 

Civil Servant group.

Based on the results of the recruitment, 7 (seven) additional 

employees from Civil Servants have been recruited to fill 

the executive positions placed in the Organization Support 

and Information Technology Division (1 person), Research, 

Advisory, and Risk Management Division (1 person), 

Land Funding Division (3 people), Business Development, 

Communication, and Partnership Division (1 person), and 

Property Utilization I Division (1 person). 7 (seven) people 

and 2 (two) people of Internal Audit members referred to 

above began working effectively at LMAN from June 10, 

2019.

In August 2019, LMAN received a transfer of employees from 

DJKN for an executive position placed in the HR, Performance 

Management, and Internal Compliance Division.
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Efektif terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019, dua orang 

Pegawai yang berasal dari PNS dan menduduki jabatan 

Kepala Divisi di LMAN mengalami mutasi dari LMAN ke 

Kantor Wilayah DJKN lainnya, yaitu Kepala Divisi Hukum 

dan Perjanjian, dan Kepala Divisi Pendayagunaan Properti II. 

Kemudian pada bulan September 2019, dua orang 

Pegawai yang berasal dari PNS juga mengalami mutasi dari 

LMAN ke Kantor Wilayah DJKN lainnya yaitu Kepala Divisi 

Perbendaharaan sekaligus Plt. Kepala Divisi Anggaran dan 

Akuntansi, serta 1 orang Pelaksana di Divisi Pendayagunaan 

Properti I.

Untuk menggantikan posisi Kepala Divisi yang mengalami 

mutasi lintas Kantor Wilayah DJKN dimaksud, telah 

dilakukan proses promosi internal terhadap 4 (empat) 

pegawai LMAN yang berasal dari PNS untuk mengisi jabatan 

Kepala Divisi Anggaran dan Akuntansi, Kepala Divisi Hukum 

dan Perjanjian, Kepala Divisi Administrasi Tanah dan Litigasi, 

serta Kepala Divisi Pendayagunaan Properti II.

Pada bulan September 2019, LMAN juga menerima mutasi 

dari Kantor Wilayah DJKN untuk jabatan Kepala Divisi 

Perbendaharaan yang aktif di LMAN terhitung mulai tanggal 

2 September 2019.

Tingkat Turn Over

Pada tahun 2019, tingkat turn over LMAN tercatat sebesar 

sebesar ±11.76%. Tingkat turn over terjadi karena  adanya 

pegawai yang masuk ke LMAN adalah untuk mengisi 

jabatan yang kosong secara bertahap untuk implementasi 

struktur organisasi berdasarkan PMK No. 54/PMK.01/2017p 

yang diimplementasikan mulai April 2018, dan juga untuk 

memenuhi kekurangan berdasarkan analisa beban kerja di 

LMAN. 

Selain itu, LMAN yang merupakan unit organisasi non eselon 

di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan 

pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan 

melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sehingga LMAN 

menjadi salah satu unit perputaran pegawai, khususnya 

pegawai yang berasal dari PNS, di lingkungan Kementerian 

Keuangan. 

Effective as of July 1, 2019, two employees from Civil 

Servants occupying the position of Head of Division in 

LMAN were transferred from LMAN to other DJKN Regional 

Offices, namely the Head of Legal and Agreement Division, 

and the Head of Property Utilization II Division.

Then in September 2019, two employees from Civil Servants 

were also transferred from LMAN to another DJKN Regional 

Office namely the Head of Treasury Division as well as the 

Act. Head of Budget and Accounting Division, and 1 staff in 

Property Utilization I Division.

To replace the position of Head of Divisions who were 

transferred across the DJKN Regional Office, an internal 

promotion process was carried out for 4 (four) LMAN 

employees from Civil Servants to fill the positions of Head 

of Budget and Accounting Division, Head of Legal and 

Agreement Division, Head of Land Administration and 

Litigation Division, and Head of Property Utilization II 

Division.

In September 2019, LMAN also received a transfer from the 

DJKN Regional Office for the position of Head of Treasury 

Division who began working effectively in LMAN from 

September 2, 2019.

Turnover Rate

In 2019, LMAN’s turnover rate reached ±11.76%. This rate 

occurs because there were employees joining LMAN to fill 

vacant positions gradually to implement the organizational 

structure based on PMK No. 54/PMK.01/2017p which 

has been effective since April 2018, as well as to meet 

shortcomings based on workload analysis at LMAN.

In addition, as a non-echelon organizational unit within 

the Ministry of Finance, LMAN implements financial 

management of public service agency that are under and 

accountable to the Minister of Finance through the Director 

General of State Assets Management. Thus, LMAN became 

one of the units for employee turnover, especially those 

from Civil Servants of the Ministry of Finance.
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Of the 6 people leaving LMAN in 2019, 4 (four) of whom 

were transferred to the DJKN Regional Offices in several 

regions in Indonesia. Hence, the turnover of the 4 people 

referred to did not include turnover who resigned at their 

own request/voluntary. Whereas 2 (two) of whome were 

included in voluntary turnover or at their own request since 

they were accepted as Civil Servants in other agencies.

Taking into account the dynamics of LMAN’s organization 

and environment, controlling turnover is a challenge for 

the Agency. A number of programs had been implemented 

in 2019 including the preparation of Integrated Human 

Resources Management review, opportunities for self-

development in enhancing the competencies of officials 

and employees, specifically to support the implementation 

of LMAN’s duties and functions, strategies in recruitment 

and selection, socialization of HR programs, regulation 

of employment duties, policies and realization related 

to remuneration and welfare of HR, leadership of both 

managing officials and heads of divisions, formation of work 

teams, and communication and appreciation for tenure.

Roadmap of Competency Development 
at LMAN

Dari 6 orang yang keluar LMAN pada tahun 2019, 4 

(empat) orang di antaranya adalah dimutasi ke Kantor 

Wilayah DJKN di beberapa wilayah di Indonesia. Sehingga 

turnover atas 4 orang dimaksud bukan termasuk turnover 

yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri/sukarela. 

Sedangkan 2 (dua) orang di antaranya termasuk turnover 

sukarela atau atas permintaan sendiri karena diterima 

menjadi PNS di instansi lainnya.

Dengan memperhatikan dinamika organisasi dan 

lingkungan LMAN, maka mengendalikan tingkat turnover 

adalah sebuah tantangan tersendiri untuk dilaksanakan. 

Sejumlah program yang telah dilaksanakan pada tahun 

2019 antara lain penyusunan kajian Integrated Human 

Resources Management, kesempatan untuk pengembangan 

diri dalam meningkatkan kompetensi para pejabat dan 

pegawai, khususnya untuk menunjang pelaksanaan tugas 

dan fungsi LMAN, strategi dalam perekrutan dan seleksi, 

sosialisasi program SDM, pengaturan bobot pekerjaan, 

kebijakan dan realisasi terkait remunerasi dan kesejahteraan 

SDM, kepemimpinan baik pejabat pengelola dan kepala 

divisi, pembentukan tim kerja, komunikasi dan penghargaan 

masa kerja.

Roadmap pengembangan kompetensi 
LMAN

35 kompetensi 
dengan peyesuaian 
level kedalaman 
per jabatan / 35 
competencies with 
adjustment of 
position levels

2018 20202019 2021 2022
•	 35 kompetensi 

(SKJ 2018) / 35 
competencies (SKJ 
2018)

•	 Re-assessment 
(Non PNS 
Angkatan 2017) 
/ Re-assessment 
(non-Civil Servants 
of 2017 Batch)

•	 Kajian IHRM, 
salah satunya 
Model Kompetensi 
(perilaku 20 & 
teknis 113) /
IHRM review, 
one of which is 
the Competency 
Model (behavior 
20 and technical 
113)

•	 Re-assessment 
secara bertahap 
/ Gradual re-
assessment

•	 Pengembangan 
kompetensi / 
Competency 
development

•	 Penetapan 
IHRM, termasuk 
kompetensi 
perilaku & 
kompetensi teknis 
/ Determination of 
IHRM, including 
behavioral 
and technical 
competencies

•	 Re-assessment 
secara bertahap 
(prioritas Non 
PNS Angkatan 
2018) / Gradual 
re-assessment 
(priority for non-
Civil Servants of 
2018 Batch)

•	 Pengembangan 
kompetensi /
Competency 
development

•	 Money

  Sumber / Source: LMAN)
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Tahun 2019 adalah periode LMAN lebih fokus pada 

penyusunan Integrated human Resources Management 

(IHRM), salah satu outputnya adalah model kompetensi. 

Model kompetensi disusun oleh Konsultan dengan 

mempertimbangkan arahan pimpinan LMAN dan hasil 

masukan dari masing-masing unit kerja melalui focus group 

discussion sesuai keluarga jabatannya.

Secara total, jumlah kompetensi perilaku mengalami 

pengurangan termasuk jumlah kompetensi yang harus 

dimiliki oleh pejabat dan pegawai sesuai jabatannya masing-

masing.

  Sumber / Source: LMAN)

Jabatan / Position Grade
Jumlah Komp pada 
SKJ yang lalu / Total 

Comp in previous SKJ
Inti / Core

Profesional / 
Professional

Khusus/
Spesifik / 
Specific

Jumlah 
Kompetensi /  

Total 
Competencies

Direktur Utama / President 
Director

17 22 5 4 4 13

Direktur / Directors 15-16 20 5 4 3 12

Kepala Divisi / Division Heads 13-14 18 5 4 3 12

Analis / Analysts 12 16 5 3 3 11

Analis / Analysts 11 16 5 - 3 8

Pengelola/ Pengolah Data/ 
Bendahara / Manager/ Data 
Processing/ Treasurer

8-10 14 5 - 3 8

Penyaji Data / Data Provider 5-7 12 5 - 3 8

Penata Usaha / Administrator 3-4 10 5 - 1 6

Pranata / Staff 1-2 - 5 - - 5

•	 Thinking
•	 Working
•	 Relating

Harus dimiliki 
setiap SDM 

LMAN / Must 
be possessed by 

every Human 
Resource of 

LMAN

Harus dimiliki 
setiap 

Pemimpin Unit 
Kerja / Must 

be possessed by 
every Work Unit 

Head

Harus dimiliki 
sesuai 

bidangnya 
/ Must be 
possessed 

according to 
their fields

Kompetensi Perilaku / Behavioral Competence

Kebijakan Pengembangan Kompetensi 
LMAN
Standar kompetensi jabatan yang ada di LMAN mengacu pada 

kompetensi di Kementerian Keuangan, yang secara umum 

mengatur terkait soft competency, dengan penyesuaian 

kedalaman level kompetensi di LMAN. Sedangkan untuk 

hard competency menyesuaikan dengan keahlian teknis dan/

atau praktis yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia di 

LMAN untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

In 2019, LMAN was focusing more on the preparation of 

Integrated Human Resources Management (IHRM), with 

competency model as one of the outputs. The competency 

model was prepared by a consultant by considering the 

directions from LMAN’s leaders and the results of input from 

each work unit through focus group discussions conducted 

according to their position.

Overall, the number of behavioral competencies 

demonstrated a decrease, including the number of 

competencies that must be owned by officials and employees 

according to their respective positions.

Competency Development Policy

Position competency standards in LMAN refer to 

competencies in the Ministry of Finance, which generally 

regulate soft competencies, by adjusting the depth of 

competency levels in LMAN. Meanwhile, hard competency 

adjusts to the technical and/or practical expertise needed by 

human resources at LMAN to support the implementation of 

its tasks and functions.
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Empat tahun sejak didirikan, Lembaga Manajemen Aset 

Negara (LMAN) berusaha untuk membuktikan sebagai 

Lembaga yang mampu dan mumpuni dalam mengelola aset 

Kementerian/Lembaga yang idle dan/atau under-utilized. 

Menyadari keunikan yang dimiliki oleh organisasinya, baik 

dari sisi proses bisnis dan sumber daya manusia yang hybrid 

terdiri dari PNS dan Non PNS, kemudian pada tahun 2018 

dimulai penyusunan Manajemen Sumber Daya Manusia 

yang Terintegrasi Integrated human Resources Management 

(IHRM). 

Adapun framework IHRM yang disampaikan oleh PT Fed 

Insight Indonesia memuat seluruh proses bisnis yang harus 

dilakukan dalam pengelolaan SDM di sebuah Organisasi, 

yang dikelompokkan dengan menggunakan pendekatan 

yang praktis dan logis, sesuai dengan peran fungsi SDM 

untuk:

•	 Merencanakan, menseleksi, dan merekrut karyawan 

(acquisition),

•	 Mengembangkan potensi dan kompetensi karyawan 

(development),

•	 Meningkatkan komitmen, motivasi, dan kinerja 

karyawan (engagement),

•	 Mengelola pengakhiran hubungan kerja dengan 

terstruktur, dan dalam situasi yang kondusif (separation), 

dan

•	 Menyediakan data dan informasi yang terkait dengan 

kepegawaian sebagai dasar pengambilan keputusan 

strategis (HR enabling systems).

Untuk dapat melakukan hal-hal tersebut di atas, manajemen 

memerlukan perangkat organisasi dan struktur fondasi 

sistem manajemen SDM (foundation).

Four years since it was founded, the State Asset Management 

Agency (LMAN) has tried to prove that it is a capable 

and capable Agency in managing the assets of ministry/

institution that are idle and/or under-utilized. Recognizing 

the uniqueness of the organization, both in terms of 

business processes and hybrid human resources consisting 

of civil servants and non-civil servants, then in 2018 the 

preparation of Integrated Human Resources Management 

(IHRM) Integrated Human Resources Management began.

The IHRM framework presented by PT Fed Insight Indonesia 

contains all business processes that must be carried out in 

the management of HR in an Organization, which is grouped 

using a practical and logical approach, in accordance with 

the role of the HR function to:

•	 Plan, select, and recruit employees (acquisition),

•	 Develop the potential and competence of employees 

(development),

•	 Increase employee commitment, motivation, and 

performance (engagement),

•	 Manage the termination of employment relations 

in a structured manner and in a conducive situation 

(separation), and

•	 Provide data and information related to employment 

as a basis for making strategic decisions (HR enabling 

systems).

To be able to do the abovementioned tasks, the management 

requires organizational tools and structure of the foundation 

of the HR management system (foundation).
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  Sumber / Source: LMAN)
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HR Enabling System

Pada tahun 2018 telah disusun Modul Proses Bisnis, dan di 

tahun 2019 disusun modul selanjutnya yang terkait dengan 

perangkat organisasi dan struktur fondasi sistem manajemen 

SDM yaitu struktur organisasi (organization structure), 

pemetaan tanggung jawab (accountability map), uraian 

jabatan (job description), model kompetensi (competency 

model), keluarga jabatan (job family), peringkat jabatan (job 

grade), peringkat orang (person grade), dan modul yang 

terkait dengan engagement yaitu manajemen penghargaan 

(reward management), manajemen kinerja (performance 

management), dan manajemen karir (career management). 

Sedangkan modul lainnya disusun oleh LMAN secara 

mandiri dengan mengacu pada kebutuhan organisasi dan 

acuan ketentuan hukum yang berlaku bagi LMAN.

In 2018, a Business Process Module was compiled, and 

in 2019 a further module was developed related to 

organizational tools and the foundation structure of the HR 

management system, namely the organizational structure, 

accountability map, job description, competency model, 

job family, job grade, person grade, and modules related 

to engagement, namely reward management, performance 

management, and career management.

While the other modules are prepared by LMAN 

independently by referring to the needs of the organization 

and reference to the legal provisions that apply to LMAN.
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Proses Bisnis

Proses bisnis menjadi dasar dalam penyusunan berbagai 

modul dalam struktur fondasi SDM, mengingat bahwa seluruh 

proses pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia 

harus sesuai dengan proses bisnis di setiap organisasi. Bisnis 

proses secara umum merupakan sekumpulan aktivitas yang 

membutuhkan satu atau beberapa input yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan output yang bernilai bagi penerima 

manfaat layanan.

  Sumber / Source: LMAN)

VALUE CHAIN
LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

Proses bisnis di LMAN mengacu pada Value Chain di atas. 

Pada value chain terdapat tiga kelompok besar proses bisnis, 

yaitu:

Core process 

merupakan kegiatan utama dari proses bisnis organisasi yang 

langsung berhubungan dengan penciptaan produk atau 

hasil akhir dan hasilnya dirasakan langsung oleh customer 

(end user) serta berpengaruh terhadap revenue organisasi. 

Business process

Business process is the basis in the preparation of various 

modules in the foundation structure of HR, bearing in mind 

that the entire process of managing the organization and 

human resources must be in accordance with the business 

processes in each organization. Business processes in general 

are a set of activities that require one or several inputs needed 

to produce outputs that are of value to service beneficiaries.

The business process at LMAN refers to the Value Chain 

above. In the value chain there are three major groups of 

business processes, namely:

Core process

namely the main activity of the organization’s business 

processes that are directly related to the creation of products 

or end results, and the results are felt directly by the customer 

(end user) and affect the organization’s revenue.
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Enabler process

merupakan kegiatan penunjang dari proses bisnis utama 

organisasi dan memberikan nilai utama bagi stakeholders. 

Supporting process

merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung seluruh 

proses bisnis organisasi.

Berdasarkan value chain dan proses bisnis LMAN dimaksud, 

selanjutnya disusun modul IHRM lainnya, salah satunya 

adalah model kompetensi yang terdiri dari soft competency 

dan hard competency. Model kompetensi dimaksud 

akan ditetapkan pada tahun 2020 untuk ditindaklanjuti 

implementasinya.

Oleh sebab itu, model kompetensi di LMAN disusun dengan 

mengaitkan pada tanggung jawab utama suatu pekerjaan, 

tanggung jawab umum sekelompok pekerjaan, dan visi, 

misi, budaya, dan nilai-nilai LMAN.

Soft competency atau kompetensi perilaku di LMAN telah 

mengalami penyesuaian sejak didirikannya LMAN. Sampai 

dengan tahun 2019 standar kompetensi jabatan untuk 

kompetensi perilaku di LMAN terdiri dari 35 kompetensi, 

sedangkan di Kementerian Keuangan telah mengalami 

penyesuaian menjadi 23 kompetensi. 

Dalam penyusunan kajian IHRM, kompetensi perilaku LMAN 

menjadi 20 kompetensi, yang terdiri dari kompetensi inti 

(kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap SDM di LMAN), 

kompetensi profesional (kompetensi yang harus dimiliki 

setiap Pemimpin Unit Kerja), dan kompetensi khusus atau 

spesifik (kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan 

bidangnya). 

Pada kompetensi perilaku, masing-masing kompetensi 

memiliki level kedalaman yang bervariasi sesuai dengan 

kamus kompetensi perilakunya. Sebagai jembatan dengan 

kompetensi yang berlaku di Kementerian Keuangan 

telah disusun pula jembatan hakikat kompetensi antara 

kompetensi perilaku yang berlaku di Kementerian Keuangan 

dan kompetensi perilaku yang akan diberlakukan di LMAN.

Enabler process

namely a supporting activity of the organization’s main 

business processes and provides key values for stakeholders.

Supporting process

namely a supporting activity to support the entire business 

process of the organization.

Based on the LMAN value chain and business processes, 

other IHRM modules are then prepared, one of which is 

a competency model consisting of soft competencies and 

hard competencies. The intended competency model will be 

established in 2020 for the implementation to follow up.

Therefore, the competency model in LMAN is structured 

by linking to the main responsibilities of a job, the general 

responsibilities of a group of work, and the vision, mission, 

culture, and values of LMAN.

Soft competency or behavioral competence in LMAN 

has been adjusted since the establishment of LMAN. Up 

to 2019, the position competency standard for behavioral 

competencies in LMAN consists of 35 competencies, while 

the Ministry of Finance has adjusted to 23 competencies.

In the preparation of the IHRM study, LMAN’s behavioral 

competencies became 20 competencies, consisting of core 

competencies (competencies that must be possessed by every 

HR of LMAN), professional competencies (competencies that 

must be possessed by every Work Unit Head), and specific 

competencies (competencies that must be possessed in 

accordance with their fields).

In behavioral competencies, each competency has a depth 

level that varies according to the behavior competency 

dictionary. As a bridge with competencies in force at 

the Ministry of Finance a competency bridge has been 

established between the behavioral competencies prevailing 

at the Ministry of Finance and the behavioral competencies 

that will be enforced at LMAN.
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Kompetensi perilaku disusun: 

  Sumber / Source: LMAN)

INTI / CORE
PROFESIONAL / 

PROFESSIONAL

KHUSUS/SPESIFIK /  

SPECIFIC

Harus dimiliki setiap SDM  
LMAN / Must be possessed by  

every HR of LMAN

Harus dimiliki setiap Pemimpin 
Unit Kerja / Must be possessed by 

every Work Unit Head

Harus dimiliki sesuai  
bidangnya / Must be possessed 

according to their fields

Kompetensi Perilaku di LMAN   20 Kompetensi 
Behavioral Competencies at LMAN   20 Competencies

•	 Achievement Orientation 
(AOR) -6

•	 Customer Service 
Orientation (CSO) -6

•	 Integrity (INT) -4
•	 Resilience (RES) -4
•	 Team Work (TEA) -5

•	 Developing Others (DOT) -5
•	 Directiveness (DIR) -5
•	 Strategic Orientation (SOR) 

-4
•	 Team Leadership (TLE) -6

•	 Analytical Thinking (ATH) -4
•	 Business Savvy (BSA) -5
•	 Concern for Cost & 

Efficiency (CCE) -5
•	 Conceptual Thinking (CTH) 

-5
•	 Concern for Order & 

Accuracy (COA) -4
•	 Flexibility (FLE) 4
•	 Impact and Influence (IIN) -6
•	 Information Seeking (ISE) -5
•	 Initiative (INI) -5
•	 Organization Awareness 

(OAW) -5
•	 Relationship Building (RBU) 

-5

Hard competency atau kompetensi teknis di LMAN sampai 

dengan tahun 2019 belum dituangkan dalam suatu standar 

kompetensi jabatan tertentu. Pelaksanaan pengembangan 

kompetensi teknis dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan 

dalam menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas 

dan fungsi di masing-masing Unit Kerja. Walaupun demikian, 

dalam penyusunan kajian IHRM telah disusun kompetensi 

teknis untuk diberlakukan di LMAN. 

Kompetensi di LMAN terdiri dari 113 kompetensi teknis yang 

terbagi sesuai dengan keluarga jabatan (job family) yang ada 

di LMAN. Dengan level keberagaman yang mengacu pada 

Peraturan Menteri PAN & RB No. 38 Tahun 2017, yang terdiri 

dari 1 – paham atau dalam pengembangan (awareness/being 

developed), 2 – dasar (basic), 3 – menengah (intermediate), 

4 – mumpuni (advance), dan 5 – ahli (expert).

Behavioral competencies are arranged as follows:

 

Hard competency or technical competency in LMAN 

until 2019 has not been set forth in a certain position 

competency standard. The implementation of technical 

competency development is carried out to meet the needs in 

supporting the implementation of tasks in accordance with 

the duties and functions in each Work Unit. However, in the 

preparation of the IHRM study technical competencies have 

been prepared to be applied at LMAN.

Competencies at LMAN consist of 113 technical 

competencies that are divided according to job families 

in LMAN. With a diversity level that refers to the Minister 

of PAN & RB Regulation No. 38 of 2017, consisting of 1 – 

understand or in development (awareness/being developed), 

2 – basic, 3 – intermediate, 4 – advanced, and 5 – expert.



852019 Annual Report

Perangkat Organisasi dan Struktur Fondasi

Hard 
competency

Strategic Management

•	 Strategic Planning (STP)
•	 Organization Capability 

Analysis (ORC)
•	 Business Process Analysis 

(BPA)
•	 Organization Performance 

Management (ORP)
•	 Knowledge Managament 

(KNM)
•	 Management Reporting 

(MRE)
•	 Quality Management 

(QUM)
•	 Change Management 

(CHM

Legal

•	 Legal Opinion (LEO)
•	 Regulation Drafting 

(RED)
•	 Contract Management 

(CTR)
•	 Legal Asset Clearing 

(LEA)
•	 Contract Negotiation 

(CON)
•	 Regulation Advocation 

(REG)
•	 Non Court 

Commercial Litigation 
(NOC)

•	 Court Commercial 
Litigation (COC)

Finance  
Management

•	 Land Acquisition 
Planning (LAA)

•	 Land Funding (LAF)
•	 Document Verification 

(DOV)
•	 Settlement (SET)
•	 Budgeting (BUD)
•	 Financial Forecasting 

(FIF)
•	 Cash Management 

(CAM)
•	 Data Reconciliation 

(DAR)
•	 Insurance 

Management (INS)
•	 Fundamental Analysis 

(FUA)
•	 Portfolio Management 

(POM)
•	 Tax Planning (TAP)
•	 Tax Compliance (TAC)
•	 Tax Litigation (TAL)
•	 Financial Reporting 

(FIR)
•	 Asset Accounting 

(ASA)
•	 Revenue Accounting 

(REA)
•	 Expenxe Accounting 

(EXA)
•	 Portfolio Management 

(POM)
•	 Tax Planning (TAP)
•	 Tax Compliance (TAC)
•	 Tax Litigation (TAL)
•	 Financial Reporting 

(FIR)
•	 Asset Accounting 

(ASA)
•	 Revenue Accounting 

(REA)
•	 Expenxe Accounting 

(EXA)

Government, Risk  
& Compliance

•	 Risk Management 
Framework & 
Principles (RMF)

•	 Risk Management 
Implementation (RMI)

•	 Risk Maturity (RIM)
•	 Internal Control (INS)
•	 Audit Implementation 

(AUI)
•	 Audit Reporting & 

Communication (AUR)
•	 Good Governance 

(GOG)
•	 Fraud Prevention (FRP)

Human Capital 
Management 

•	 Organizational 
Structure Design (ORS)

•	 Culture Management 
CUM)

•	 Manpower Plannning 
(MAN)

•	 Remuneration 
Management (REM)

•	 Job Analysis (JOA)
•	 Competency 

Management (COP)
•	 Job Evaluation (JOE)
•	 Performance 

Management (PEM)
•	 Learning Management 

(LEM)
•	 Talant Management 

(TAM)
•	 Employee Relation 

Management (EMR)

Information & 
Communication 

Technology

•	 Enterprise ICT 
Architecture (ENI)

•	 ICT Business Need 
Analysis (ICB)

•	 Data Management 
(DAM)

•	 Software Development 
(SOD)

•	 ICT Application 
Quality Management 
(ICA)

•	 Operational & 
Infrastructure (OPI)

•	 Information Security 
(INF)

•	 Database 
Management (DTB)

General Affair  
(GA)

•	 Administration 
Management (ADM)

•	 Correspondence 
(COR)

•	 Record Management 
(REC)

•	 Procurement 
Management (PRC)

•	 Vendor Management 
(VEM)

•	 BMN Management 
(BMM)

•	 Building & Facilities 
Management (BFM)

Engineering

•	 Quantity Surveying (QUS)
•	 Mechanical System Design 

(MES)
•	 Electrical & Electronic 

System Design (ELS)
•	 Instrument & Control 

System Design (ELS)
•	 Instrumen & Control System 

Design (ICS)
•	 Civil Infrastructure 

Engineering (CII)
•	 Piping System Design (PIS)
•	 Architecture Design (ARD)
•	 Project Planning & 

Schedulling (PRP)
•	 Project Control & 

Performance (PCP)
•	 Mechanical Reliability & 

Maintenance (MRM)
•	 Electrical & Electronic 

System Reliability & 
Maintenance (ELR)

•	 Instrument & Control 
System Reliability & 
Maintenance (ICR)

•	 Civil Reliability & 
Maintenance (CIR)

•	 Piping Reliability & 
Maintenance (PIR)

•	 Architecture Reliability & 
Maintenance (ARR)

Commertialization

•	 Modelling (BUM)
•	 Business Outlook (BUO)
•	 Product Management 

(PRD)
•	 Asset Performance (ASP)
•	 Asset Database (ASD)
•	 Research Planning (REP)
•	 Asset Intelligence (ASI)
•	 Feasibility Study (FES)
•	 Marketing (MRK)
•	 Marketing Planning (MAP)
•	 Pricing Management (PRI)
•	 Promotion Management 

(PRO)
•	 Sales Plan (SAP)
•	 Sales & Account 

Management (SAA) 
Business 

Relation & 
Communication

•	 Stakeholder 
Mapping (STM)

•	 Stakeholder Relation 
Management (STR)

•	 Government 
Relation (GOR)

•	 Media Relation 
Management (MER)

•	 Partnership 
Management (PAM)

•	 Customer Relation 
Management (CUR)

•	 Institutional 
Reputation (INR)

•	 Communication 
Management (COM)

•	 Event Management 
(EVM)

•	 Procoler (PRT)
•	 (SAA) Business 

Security & Safety

•	 Safety Risk Management 
(SAR)

•	 Safe Work Practice (SAW)
•	 Environment Risk 

Management (ENR
•	 Security Management 

System (SEM)
•	 Physical Secutiry (PHS)
•	 Non Physical Security (NPS)

Kompetensi Teknis di LMAN  113 kompetensi
Technical Competencies at LMAN   113 Competencies

Level Kedalaman 
(Permenpanrb No. 38 Thn 2017) / 

Depth Level
(Permenpanrb No. 38 Year 2017)

1 – 	 paham/dalam pengembangan 
(awareness/being developed)

2 – 	 dasar (basic)
3 – 	menengah (intermediate)
4 – 	mumpuni (advance)
5 – 	 ahli (expert)

  Sumber / Source: LMAN)
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Kompetensi di LMAN merupakan salah satu indikator 

untuk mendapatkan pegawai yang mampu bekerja dengan 

efektif dan kualitas pencapaian kinerja yang memuaskan 

serta selaras dengan nilai dan budaya LMAN. Selain itu, 

kompetensi adalah salah satu program dalam manajemen 

talenta yang bertujuan untuk:

•	 menemukan dan mempersiapkan pegawai terbaik untuk 

menduduki jabatan target setingkat lebih tinggi dan 

memimpin organisasi guna mengoptimalkan capaian 

strategi, tujuan organisasi, dan mendukung pencapaian 

visi LMAN;

•	 mewujudkan succession planning yang objektif, 

terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel, 

sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi 

penerapan system merit (berdasarkan kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja) di lingkungan LMAN;

•	 membangun iklim kompetisi positif dan transparan di 

antara pegawai untuk memberikan prestasi terbaik bagi 

LMAN; dan

•	 membangun kepercayaan dan meningkatkan 

engagement pegawai kepada LMAN. 

Pejabat Pengelola (yang terdiri dari Direktur Utama dan 

Direktur Teknis), Kepala Divisi/SPI, dan setiap Pegawai di 

LMAN bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan 

kompetensi di LMAN. Direktur Utama, Direktur teknis yang 

menangani fungsi SDM, dan Kepala Divisi yang menangani 

fungsi SDM memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

mengembangkan dan menetapkan pengelolaan kompetensi 

di LMAN, melaksanakan pengelolaan dan monitoring serta 

evaluasi pengelolaan kompetensi di LMAN.

Selain itu, Pejabat Pengelola (yang terdiri dari Direktur 

Utama dan Direktur Teknis), Kepala Divisi/SPI selaku atasan 

langsung memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk 

melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi 

pejabat atau pegawai di unit kerjanya. 

Di sisi lain, masing-masing Pejabat dan Pegawai memiliki hak 

untuk memperoleh pembinaan untuk mengembangkan diri 

sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, sebagai upaya 

melaksanakan kewajibannya dalam mencapai sasaran kerja 

yang telah ditetapkan.

Competency at LMAN is one indicator to obtain employees 

who are able to work effectively and ensure the quality of 

achieving satisfactory performance in line with the values 

and culture of LMAN. In addition, competency is one of the 

programs in talent management that aims to:

•	 seek and prepare the best employees to occupy higher 

level target positions and lead the organization to 

optimize the achievement of strategies, organizational 

goals, and support the achievement of LMAN’s vision;

•	 realize objective, planned, open, timely and accountable 

succession planning, so as to strengthen and accelerate 

the application of merit systems (based on qualifications, 

competencies, and performance) within LMAN;

•	 build a positive and transparent competition climate 

among employees to provide the best performance for 

LMAN; and

•	 build trust and increase employee engagement with 

LMAN.

The Managing Officer (consisting of the President Director 

and Technical Director), Division Head/Head of Internal 

Audit, and every Employee at LMAN is responsible for 

implementing competency development. The President 

Director and Technical Director who handle the HR function 

and the Division Head who handles the HR function have 

the task and responsibility to develop and determine the 

management of competencies at LMAN as well as carrying 

out the management, monitoring, and evaluation of 

competency management.

In addition, the Managing Officer (which consists of the 

President Director and Technical Director) and Division 

Head/Head of Internal Audit as the direct supervisor has the 

authority and responsibility to provide guidance and develop 

the competence of officials or employees in their work unit.

On the other hand, every Officer and employee has the right 

to obtain guidance to develop themselves in accordance with 

their competencies, in an effort to carry out their obligations 

in achieving the set work targets.
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Berdasarkan hal di atas, maka model kompetensi secara 

khusus, maupun IHRM secara komprehensif adalah milik 

bersama yang harus dikelola secara bersama.

Pengembangan Kompetensi Pegawai 
BLU LMAN
Program pengembangan di LMAN terdiri dari 

pengembangan oleh atasan, pelatihan, manajemen karir, 

dan melanjutkan pendidikan formal. Pada prinsipnya, 

program pengembangan dimaksud bertujuan untuk 

mempersiapkan pegawai menduduki jabatan setingkat lebih 

tinggi, memperbaiki kualitas dan kompetensi pegawai, serta 

mendapatkan dan mempertahankan pegawai. 

LMAN memiliki misi untuk memiliki pegawai-pegawai yang 

ahli di beberapa bidang, seperti manajemen risiko, keuangan, 

pemasaran, strategi komunikasi, dan manajemen properti. 

Terkait dengan hal tersebut, LMAN telah mengirimkan 

beberapa pegawainya untuk mendapatkan sertifikasi di 

bidang-bidang dimaksud dan pegawai ditugaskan untuk 

mengikuti pelatihan berupa workshop atau training guna 

menambah kualitas pegawai dalam menunjang tugas dan 

fungsinya, serta dalam upaya mempertahankan pegawai 

dimaksud.

Secara rinci pada tahun 2019, 81 sumber daya manusia 

di LMAN yang terdiri dari Pejabat Pengelola dan Pegawai 

dari total 81 orang telah diikutkan pada program pelatihan. 

Sepanjang tahun 2019, tercatat 40 jenis pelatihan yang 

terkait dengan kompetensi perilaku maupun kompetensi 

teknis yang diikuti oleh pejabat dan pegawai LMAN. 

Adapun pelatihan yang terkait kompetensi perilaku 

antara lain terkait kepemimpinan bagi para pimpinan unit 

kerja meliputi coaching & counselling, leadership, serta 

character building ESQ bagi pada pejabat pengelola dan 

sejumlah Kepala Divisi; pelatihan terkait soft competency 

yang menunjang pelaksanaan tugas adalah practical 

problem solving, dan communication & human relation. 

Sedangkan pelatihan yang terkait kompetensi teknis terbagi 

pada fungsi keuangan, layanan umum & kesekretariatan, 

legal, manajemen aset, organisasi & SDM, pemasaran & 

pengelolaan pelanggan, relasi & komunikasi lembaga, sistem 

pengendalian internal, teknologi informasi & komunikasi.

Based on the above, the specific competency model as well 

as the comprehensive IHRM are shared property which must 

be managed together.

Employee Competency Development

The development program at LMAN consists of development 

by superiors, training, career management, and continuing 

formal education. In essence, the intended development 

program aims to prepare employees to occupy higher 

positions, improve the quality and competence of employees, 

and obtain and retain employees.

LMAN has a mission to have employees who are experts in 

several fields, such as risk management, finance, marketing, 

communication strategies, and property management. 

Related to this, LMAN has sent some of its employees to 

get certification in these fields and employees are assigned 

to attend training in the form of workshops or training to 

increase the quality of employees in supporting their duties 

and functions, as well as in efforts to retain the employees 

concerned.

In 2019, 81 human resources in LMAN consisting of 

Management Officers and Employees participated in several 

training programs. During 2019, there were 40 types of 

training related to behavioral and technical competencies 

attended by LMAN officials and employees.

The training related to behavioral competencies includes 

leadership for work unit leaders including coaching & 

counseling, leadership, and character building ESQ for 

management officials and a number of Division Heads; 

soft competency related training that supports the 

implementation of tasks is practical problem solving, and 

communication and human relations. While training related 

to technical competence is divided into financial functions, 

general and secretarial services, legal, asset management, 

organization and HR, marketing and customer management, 

agency relations and communication, internal control 

systems, and information and communication technology.
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34 pelatihan dari 40 pelatihan bersifat peningkatan wawasan 

dan pengetahuan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan 

fungsi di LMAN. Dan 6 (enam) pelatihan dari 40 pelatihan 

dimaksud, berupa pelatihan sekaligus sertifikasi (dengan 

standarisasi ujian untuk pengakuan kompetensinya) antara 

lain Professional Financial Modeler (PFM) sampai dengan 

proses penyusunan Annual Report ini telah dinyatakan lulus 

sebanyak 1 orang dari 4 orang yang mengikuti program, 

Certified Management Accountant (CPMA) telah dinyatakan 

lulus sebanyak 2 orang dari 2 orang yang mengikuti 

program, sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah 

telah dinyatakan lulus sejumlah 5 orang dari 5 orang yang 

diikutkan dalam program, pendidikan Sertifikasi Auditor 

Lingkungan Hidup diikuti oleh 4 orang,Certified Digital 

Marketing Professional (CDMP) telah dinyatakan lulus 1 

orang dari 1 orang yang diikutkan dalam program, Certified 

Risk Professional (CRP) telah dinyatakan lulus 1 orang dari 

1 orang yang diikutkan dalam program, dan Sertifikasi 

Pendidikan Auditor Hukum telah dinyatakan lulus sebanyak 

3 orang dari 3 orang yang mengikuti program dimaksud.

Biaya Pengembangan Kompetensi LMAN

Sesuai dengan data realisasi anggaran dari Divisi 

Perbendaharaan, maka realisasi akun Belanja Jasa atas 

kegiatan pelatihan yang telah dijelaskan pada sub bab 

sebelumnya adalah sebesar ±Rp1.351.695.140,- (unaudited) 

sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, 

dan akun Belanja Perjalanan sebesar ±Rp2.776.139.041,- 

(unaudited).

Kegiatan perjalanan dimaksud untuk membiayai kegiatan 

perjalanan atas pelaksanaan kegiatan pelatihan yang telah 

dibahas pada sub bab sebelumnya baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri, studi banding atau benchmarking, 

serta kegiatan terkait tugas dan fungsi SDM, Manajemen 

Kinerja, dan Kepatuhan Internal.

Kegiatan studi banding atau benchmarking yang telah 

dilaksanakan pada tahun 2019 antara lain pengelolaan Aset 

Pemerintah di Jepang, Belanda dan Prancis, dan berpartisipasi 

dalam LNG Producer-Consumer event conference di Jepang, 

pengelolaan asset di Barangaroo Authority & Queensland 

University of Technology (QUT) di Australia (kegiatan ini 

sekaligus sebagai pemberian reward kepada Pemenang 

1 The Asset Manager, selain itu LMAN juga mengirimkan 

delegasinya pada kegiatan berupa summit antara lain 

Gastech Event di Amerika, dan Emerging Market Summit di 

London.

34 trainings from 40 trainings are in the form of increasing 

insight and knowledge to support the implementation of 

tasks and functions in LMAN, while 6 (six) trainings from 

the 40 intended training are in the form of training as 

well as certification (with standardization of examinations 

for recognition of competencies) including Professional 

Financial Modeler (PFM). Up to the process of preparing 

this Annual Report, as many as 1 person out of 4 people 

who participated in the program has passed, Certified 

Management Accountant (CPMA) has passed 2 people out 

of 2 people who participated in the program, government 

procurement of goods/services certification has passed 5 

people out of 5 people who were included in the program, 

Environmental Auditor Certification education was attended 

by 4 people, Certified Digital Marketing Professional (CDMP) 

has passed 1 person out of 1 person who was included in 

the program, Certified Risk Professional (CRP) has passed 1 

person out of 1 person who was included in the program, 

and Law Auditor Education Certification has passed 3 people 

from 3 people who participated in the program.

Cost of Competency Development

In accordance with the budget realization data from the 

Treasury Division, the realization of the Shopping Services 

account for the training activities described in the previous 

sub-section is ±Rp1,351,695,140 (unaudited) including tax 

according to applicable regulations, and a Travel Expenditure 

account of ±Rp2,776,139,041 (unaudited).

Travel activities are intended to finance travel activities for 

the implementation of training activities that have been 

discussed in the previous sub-chapter both domestically 

and abroad, comparative studies or benchmarking, as 

well as activities related to the duties and functions of HR, 

Performance Management, and Internal Compliance.

Comparative study or benchmarking activities that were 

carried out in 2019 include the management of Government 

Assets in Japan, the Netherlands, and France, and participating 

in the LNG Producer-Consumer event conference in Japan, 

asset management at Barangaroo Authority & Queensland 

University of Technology (QUT) in Australia (this activity also 

served as a reward for Winner 1 of The Asset Manager.) In 

addition, LMAN also sent delegations to summit activities 

including Gastech Events in America, and Emerging Market 

Summit in London.
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Keberagaman Kesetaraan Gender
Dalam menjalankan roda organisasi LMAN mengedepankan 

prinsip kesetaraan gender, dimana kompetensi dan 

kapabilitas dalam bekerja menjadi yang utama.

Penerapan kesetaraan gender di LMAN sudah dimulai pada 

tahap rekrutmen untuk pejabat pengelola dan pegawai di 

LMAN, pada prinsipnya membuka peluang bagi kandidat 

yang memiliki skill dan kompetensi yang dibutuhkan oleh 

LMAN. 

Dalam uraian jabatan, pengumuman rekrutmen, maupun 

pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara mengutamakan 

pada pelaksanaan tugas dan fungsi, tidak mengarah pada 

bias gender.

•	 Kesetaraan Gaji

	 Pemberian gaji adalah berdasarkan job grade atau 

jabatan yang diamanatkan kepada pejabat pengelola 

dan pegawai di LMAN, dalam hal ini tidak membedakan 

antara laki-laki dan perempuan.

•	 Mendukung Work-Life Balance, dan Fleksibilitas 

Kerja 

	 Melalui kebijakan ijin atau cuti (termasuk cuti setengah 

hari). Salah satu alasan yang membuat perempuan 

mendapatkan gaji lebih sedikit dari laki-laki adalah 

karyawan perempuan kerap kali harus mengorbankan 

gaji demi pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas kerja. 

Dalam hal ini karena mereka memiliki tuntutan pekerjaan 

dan mengasuh anak sebagai seorang ibu. 

	 Di LMAN, salah satu cara membangun kesetaraan 

gender dalam pekerjaan adalah mendukung fleksibilitas 

kerja melalui pemberian ijin/cuti dan work-life balance 

bagi pegawai. Fleksibilitas kerja dimaksud tidak hanya 

untuk pegawai perempuan saja, sebab pegawai laki-laki 

terkadang juga membutuhkannya ketika harus berbagi 

peran dan tanggung jawab dalam mengasuh anak.

•	 Kebijakan Tegas Terhadap Pelecehan Di Tempat 

Kerja

	 LMAN secara tegas menerapkan sanksi terhadap 

pelaku kejahatan pelecehan dilingkungan kerja dengan 

menerapkan Kode Etik dan Kode Perilaku, antara lain 

terkait integritas dan saling menghormati. Apabila 

ada peristiwa tersebut maka akan dilakukan proses 

Gender Equality
In running the organization, LMAN puts forward the principle 

of gender equality, where competence and capability in 

working are the main ones.

The application of gender equality in LMAN has begun at the 

recruitment stage for managing officials and employees in 

LMAN. In essence, this will open opportunities for candidates 

who have the skills and competencies needed by LMAN.

Job descriptions, recruitment announcements, and interview 

questions shall prioritize the implementation of tasks and 

functions and do not lead to gender bias.

•	 Salary equality

	 Salaries are based on job grades or positions mandated 

to management officials and employees at LMAN. In this 

regard, it shall not distinguish between male and female.

•	 Supports Work-Life Balance and Work Flexibility

	

	 Through a permit or leave policy (including half-day 

leave). One of the reasons that make female employees 

obtain less salary than male employees is that female 

employees often have to sacrifice salary for jobs that 

offer work flexibility. This is because they have job 

demands to take care of their children as a mother.

	 At LMAN, one way to build gender equality in work is to 

support work flexibility through granting permits/leave 

and work-life balance for employees. Work flexibility 

is not only for female employees but also for male 

employees as occasionally they also need it when they 

have to share roles and responsibilities in parenting.

•	 Decisive Policies Against Harassment at Work

	 LMAN expressly applies sanctions to perpetrators of 

harassment crimes in the work environment by applying 

the Code of Ethics and the Code of Conduct, among 

others related to integrity and mutual respect. If there is 

such an incident, a further process of examination and 
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pemeriksaan dan penegakan kode etik dan kode perilaku 

oleh Majelis lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di LMAN.

•	 Kesempatan Yang Sama Untuk Pemimpin 

Perempuan

	 Di LMAN, terbuka kesempatan yang sama bagi setiap 

pegawai untuk menjadi pimpinan unit kerja. Kesempatan 

atas suatu jabatan adalah berdasarkan kelayakan 

kandidat, bukan dari gendernya.

Kebijakan Remunerasi 
Kebijakan remunerasi BLU LMAN didasarkan pada Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang 

Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum diatur bahwa 

remunerasi yang diberikan kepada pegawai BLU diberikan 

sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan 

profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip 

proporsionalitas (aset, pendapatan, SDM dan layanan BLU), 

kesetaraan (remunerasi pada penyedia layanan sejenis), 

kepatutan (nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis 

dan evaluasi jabatan) dan prinsip kinerja (kinerja layanan dan 

kinerja keuangan).

Pengelolaan kinerja BLU LMAN mengacu pada pengelolaan 

kinerja pada Kementerian Keuangan (e-performance) 

yang disesuaikan dengan karakteristik BLU karena dalam 

hal BLU LMAN melebihi target yang ditetapkan dalam 

kontrak kinerja, pemimpin BLU dapat mengusulkan untuk 

mendapatkan persetujuan pemberian insentif kinerja atas 

kelebihan capaian dimaksud. 

Berdasarkan surat Direktur Pembinaan Pengelolaan 

Keuangan BLU atas nama Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara Nomor S-707/PB/2017 tanggal 18 Januari 2017 

telah diatur bahwa pembayaran remunerasi BLU (insentif 

kinerja) harus didasarkan pada perhitungan capaian kinerja 

sebagaimana tertuang dalam kontrak kinerja.

Pada tahun 2019, usulan penyesuaian remunerasi LMAN 

telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan 

telah diimplementasikan, antara lain penyesuaian nominal 

remunerasi secara proporsional sesuai dengan peringkat 

jabatan, tambahan benefit kepada Pejabat Pengelola dan 

enforcement of the code of conduct and code of conduct 

will be carried out by the Assembly in accordance with 

the provisions in force at LMAN.

•	 Equal Opportunities for Women Leaders

	 At LMAN, there are equal opportunities for every 

employee to become a leader of a work unit. 

Opportunities for positions are based on the eligibility of 

candidates, not their gender.

Remuneration Policy
The remuneration policy at BLU LMAN is based on the 

Regulation of Minister of Finance No. 176/PMK.05/2017 

regarding Remuneration Guidelines for Public Service 

Agencies. This regulation stipulates that remuneration 

given to BLU employees is in accordance with the level of 

responsibility and professionalism demands by considering 

the principle of proportionality (assets, income, HR, and BLU 

services), equality (remuneration for similar service providers), 

propriety (position value resulting from the process of 

analysis and evaluation of positions), and performance 

principles (service performance and financial performance).

Performance management of BLU LMAN refers to 

performance management at the Ministry of Finance 

(e-performance) which is adjusted to the characteristics of 

BLU because in the event that BLU LMAN exceeds the targets 

set in the performance contract, the BLU leader can propose 

to obtain approval to provide performance incentives for the 

excess.

Based on the letter of the Director of BLU Financial 

Management Development on behalf of the Director General 

of State Assets Management No. S-707/PB/2017 dated 

January 18, 2017, it has been stipulated that the payment of 

BLU remuneration (performance incentives) must be based 

on the calculation of performance achievements as stated in 

the performance contract.

In 2019, the proposed LMAN remuneration adjustment 

had been approved by the Directorate General of Treasury 

and implemented, among others, proportional nominal 

remuneration adjustments according to rank position and 

additional benefits to Management Officers and Employees 
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Pegawai sebagai bentuk penghargaan terhadap loyalitas 

dan kinerja. Benefit tambahan dimaksud terkait program 

pensiun dan kesehatan.

Program Pensiun

Dalam rangka memberikan perlindungan kesejahteraan 

setelah purna bakti dari LMAN. Penyediaan program 

dimaksud diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban 

atas pemberian pesangon bagi pejabat dan pegawai yang 

berasal dari PNS, serta pengurang kewajiban atas pemberian 

pesangon dan penghargaan masa kerja bagi pejabat dan 

pegawai yang berasal dari Non PNS. 

Iuran program pensiun ditetapkan sebesar 5% dari gaji 

sesuai dengan peringkat jabatan. Penyediaan program 

pensiun dimaksud bekerja sama dengan Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan terpilih, yaitu BNI Life.

Asuransi Kesehatan Tambahan

Pejabat Pengelola dan Pegawai LMAN diikutkan dalam 

asuransi kesehatan tambahan (top up benefit). Manfaat 

asuransi dimaksud berlaku bagi pejabat pengelola/pegawai, 

seorang suami/istri sah, dan maksimal tiga orang anak.

 

Sedangkan manfaat asuransi kesehatan tambahan minimal 

terdiri dari fasilitas rawat jalan, fasilitas rawat inap, dan 

layanan obat, serta layanan persalinan, layanan kacamata, 

dan layanan prosthesa gigi. Penyediaan program asuransi 

kesehatan tambahan dimaksud bekerja sama dengan 

Perusahaan Asuransi terpilih, yaitu Mandiri Inhealth.

Asuransi Purna Jabatan 

Manfaat asuransi purna jabatan diperoleh pada saat program 

berakhir dan diberikan secara sekaligus oleh Perusahaan 

Asuransi melalui LMAN. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan No. 523/KMK.05/2018tentang Penetapan 

Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan 

Pegawai BLU LMAN, pihak yang menerima asuransi purna 

jabatan adalah, pejabat pengelola dan anggota Dewan 

Pengawas LMAN.

as a form of appreciation for loyalty and performance. The 

additional benefits are related to the pension and health 

program.

Pension Program

This program aims to provide welfare protection after 

retirement from LMAN. Provision of the program referred 

to is calculated as a reduction in the obligation for severance 

pay for officials and employees who come from Civil 

Servants, as well as a reduction in obligations for severance 

pay and long service awards for officials and employees from 

non-Civil Servants.

Pension plan contributions are set at 5% of salary according 

to rank. Provision of the pension program is carried out 

in cooperation with selected Financial Institution Pension 

Funds, namely BNI Life.

Additional Health Insurance

LMAN’s management officers and employees are included in 

additional health insurance (top-up benefit). The insurance 

benefits referred to apply to management officials/

employees, a legal husband/wife, and a maximum of three 

children.

While the additional health insurance benefits consist of, 

at minimum, outpatient facilities, inpatient facilities, and 

medication services, as well as childbirth services, eyewear 

services, and dental prostheses services. The provision 

of additional health insurance programs is carried out in 

cooperation with a selected insurance company, namely 

Mandiri Inhealth.

Post-Employment Insurance

Post-employment insurance benefits are obtained when 

the program ends and are given at once by the Insurance 

Company through LMAN. Based on the Decree of Minister of 

Finance No. 523/KMK.05/2018 regarding Determination of 

Remuneration for Managing Officers, Supervisory Board, and 

BLU LMAN Employees, those who receive post-employment 

insurance are management officers and members of the 

LMAN Supervisory Board.
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Rencana Pengembangan SDM LMAN 
2020
Rencana pengembangan SDM pada tahun 2020, mengacu 

Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Terintegrasi 

pada BLU LMAN, sebagai dasar hukum implementasi hasil 

kajian Integrated Human Resources Management yang telah 

dilaksanakan pada tahun 2019.

Implementasi pengembangan kompetensi dimaksud akan 

dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan dengan re-

assessment pegawai untuk memperoleh hasil pemetaan 

pegawai dan sebagai dasar pengembangan lebih lanjut.

Terlepas dari hal tersebut, pada prinsipnya program 

pengembangan di LMAN secara konsisten bertujuan untuk 

mempersiapkan pegawai menduduki jabatan setingkat lebih 

tinggi, memperbaiki kualitas dan kompetensi pegawai, serta 

mendapatkan dan mempertahankan pegawai. Adapun 

program pengembangan terdiri dari pengembangan oleh 

atasan, pelatihan, manajemen karir, dan melanjutkan 

pendidikan formal. 

Pada tahun 2020, Pejabat Pengelola dan Pegawai akan 

diikutkan dalam pelatihan yang terkait dengan kompetensi 

perilaku maupun kompetensi teknis baik yang merupakan 

program lanjutan atau program baru yang disesuaikan 

dengan inisiatif strategis LMAN. 

Program lanjutan misalnya untuk kompetensi perilaku 

terkait kepemimpinan bagi para pimpinan unit kerja meliputi 

coaching & counselling, dan leadership khususnya bagi 

pejabat pengelola dan sejumlah Kepala Divisi yang belum 

pada periode sebelumnya. 

Sedangkan pelatihan yang terkait kompetensi teknis yang 

menunjang implementasi inisiatif strategis LMAN terkait 

property technology, smart building, digitalisasi, artificial 

intelligence serta peningkatan kompetensi yang terbagi 

pada fungsi keuangan, layanan umum & kesekretariatan, 

legal, manajemen aset, organisasi & SDM, pemasaran & 

pengelolaan pelanggan, relasi & komunikasi lembaga, sistem 

pengendalian internal, teknologi informasi & komunikasi. 

HR Development Plan for 2020

The HR development plan for 2020 refers to the Integrated 

Human Resources Management in LMAN BLU, which is 

the legal basis for the implementation of the results of the 

Integrated Human Resources Management study carried out 

in 2019.

The implementation of competency development will be 

carried out in stages starting with employee reassessment to 

obtain employee mapping results and as a basis for further 

development.

Apart from this, the development program at LMAN 

consistently aims to prepare employees to occupy higher 

levels of office, improve employee quality and competence, 

and obtain and retain employees. The development program 

consists of development by superiors, training, career 

management, and continuing formal education.

In 2020, Managing Officers and Employees will be included 

in training related to behavioral and technical competencies 

both as follow-up programs or new programs tailored to 

LMAN’s strategic initiatives.

Advanced programs, for example, for leadership-related 

behavioral competencies for work unit leaders include 

coaching and counseling as well as leadership, especially 

for managing officials and a number of Division Heads who 

have not been in the previous period.

Whereas training related to technical competencies that 

support the implementation of LMAN’s strategic initiatives 

related to property technology, smart building, digitalization, 

artificial intelligence and competency enhancement divided 

into financial, public & secretarial services, legal, asset 

management, organization and HR, marketing and customer 

management, relations and communication institutions, 

internal control systems, information and communication 

technology.
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Selain mengikuti pelatihan dalam bentuk seminar atau 

workshop, Pejabat dan Pegawai LMAN juga akan diikutkan 

dalam bentuk pelatihan sekaligus sertifikasi (dengan 

standarisasi ujian untuk pengakuan kompetensinya) 

antara lain sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah, 

Certified Digital Marketing Professional (CDMP), Certified 

Risk Professional (CRP), dan Sertifikasi Pendidikan Auditor 

Hukum, dan seterusnya.

 

In addition to attending training in the form of seminars 

or workshops, LMAN’s Officers and Employees will also 

participate in training as well as certification programs 

(with standardization of examinations for recognition of 

competencies) including government procurement of goods/

services certification, Certified Digital Marketing Professional 

(CDMP), Certified Risk Professional ( CRP), Legal Auditor 

Education Certification, and so on.

LMAN secara berkesinambungan mengimplementasikan 

modernisasi Sistem Informasi Manajemen untuk 

mengoptimalkan pelayanan dalam melakukan pengelolaan 

aset negara. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 

dilakukan dengan berbasis digital sehingga LMAN mampu 

melakukan perencanaan aset, optimalisasi aset, optimalisasi 

penerimaan, efisiensi pengeluaran dan optimalisasi 

pengelolaan kekayaan negara menjadi lebih baik di masa-

masa mendatang.

Modernisasi Sistem Informasi 
Manajemen yang Handal
Sistem Informasi Manajemen LMAN merupakan aplikasi 

yang digunakan untuk membantu seluruh proses bisnis 

yang terdapat pada LMAN meliputi perencanaan dan 

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, 

pengawasan/pengendalian.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dipecah 

menjadi tahapan-tahapan:

1.	 Initiation

2.	 System concept development

3.	 Planning

4.	 Requirement analysis

5.	 Design

6.	 Development

7.	 Integration test

8.	 Implementation

In a continuous manner, LMAN implements modernization 

of Management Information System to optimize service in 

state’s asset management. Information System Management 

development is carried out on a digital basis so that LMAN 

is able to plan assets, optimize assets, optimize revenue, 

streamline expenditure, and optimize the management of 

state assets for the better future.

Modernization of Reliable 
Management Information System
LMAN’s Management Information System is an application 

used to assist all business processes in LMAN including 

planning and budgeting, procurement, utilization, security 

and maintenance, administration, and supervision/control.

Management Information System development is broken 

down into the following stages:

1.	 Initiation

2.	 System concept development

3.	 Planning

4.	 Requirement analysis

5.	 Design

6.	 Development

7.	 Integration test

8.	 Implementation

Pengembangan 
Teknologi Informasi LMAN
Information Technology Development of LMAN
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Implementasi Modernisasi Sistem 
Informasi Manajemen 2019

Modernisasi Sistem Informasi di LMAN sudah berdasarkan 

pada Rencana Induk TI LMAN dimana Visi dari IT di LMAN 

adalah “menerapkan TI yang mampu mendukung dinamika 

kegiatan dalam pengelolaan aset negara”. 

Modernisasi Sistem Informasi Manajemen di LMAN pada 

tahun 2019 sudah mulai berkembang kearah persiapan 

ERP dimana dari awal sampai 2019 sudah terbangun 

beberapa aplikasi yang stand-alone namun sudah siap untuk 

diintegrasikan dalam satu sistem enterprise besar. Beberapa 

aplikasi yang sudah berjalan dan mendukung proses kerja di 

LMAN diantaranya sebagai berikut.

1.	 Aplikasi Ruby yang merupakan aplikasi untuk melakukan 

manajemen ruang rapat dan driver di LMAN

2.	 Aplikasi Berlian untuk melakukan pemilihan Best 

Employee di LMAN

3.	 Aplikasi Perjadin terkait dengan proses pembuatan Surat 

tugas dan perjadin

4.	 Aplikasi E-Kin untuk melakukan proses penilaian 

pegawai di LMAN

5.	 Aplikasi RENATA erat kaitannya dengan proses 

penjadwalan pemeriksaan berkas dari proses 

Landfunding di LMAN

6.	 Aplikasi PBJ yang mengatur terkait dengan proses 

internal Pengadaan barang dan jasa di LMAN

7.	 Aplikasi Keuangan Terintegrasi untuk mendukung 

proses keuangan di LMAN

8.	 Aplikasi korespondensi bernama Office Automation 

yang merupakan aplikasi opensource

9.	 Aplikasi Asset Profiling Dashboard terkait dengan 

database dari profil aset-aset yang dimiliki oleh LMAN.

10.	Aplikasi Helpdesk untuk proses ticketing dari kendala-

kendala yang terjadi terutama menyangkut kegiatan 

Dukungan Organisasi dan Teknologi Informasi

11.	Reenginering Website LMAN menjadi website yang  

lebih fleksibel terutama dalam proses manajemen 

kontennya.

Implementation of Management 
Information System Modernization in 
2019
Modernization of Information System in LMAN is already 

based on the LMAN IT Master Plan where the vision of IT 

at LMAN is “implementing IT that is able to support the 

dynamics of activities in the management of state’s assets”.

Modernization of Management Information System at 

LMAN in 2019 was geared towards the development of 

ERP preparation in which, since its initiation until 2019, 

several stand-alone applications have been built ready to 

be integrated in one large enterprise system. Some of the 

applications that are already running and support work 

processes in LMAN include:

1.	 Ruby Application, which is an application for managing 

meeting rooms and drivers in LMAN

2.	 Diamond Application, which is an application for 

selecting the Best Employee in LMAN

3.	 Perjadin Application, which is an application related to 

the process of making assignments and perjadin

4.	 E-Kin Application, which is an application for carrying 

out employee appraisal process in LMAN

5.	 RENATA Application, which is an application closely 

related to the file inspection scheduling process of the 

landfunding procedure in LMAN

6.	 PBJ Application, which is an application for regulating 

the internal process of the procurement of goods and 

services in LMAN

7.	 Integrated Financial Application, which is an application 

for supporting financial processes in LMAN

8.	 Correspondence application, called Office Automation, 

which is an open-source application

9.	 Asset Profiling Dashboard, which is an application related 

to the database of profile of LMAN’s assets

10.	Helpdesk Application, which is an application for the 

ticketing process of the obstacles that occur mainly 

related to Organizational Support and Information 

Technology activities

11.	Re-engineering of LMAN’s website to become a more 

flexible website, especially in its content management 

process.
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Selain pengembangan Aplikasi, secara bertahap dilakukan 

juga proses pengembangan infrastruktur IT dimana karena 

menyokong proses perpindahan ke gedung baru LMAN di 

Dhanadyaksa maka tentunya diperlukan infrastruktur yang 

lebih mumpuni untuk mendukung proses kerja di LMAN. 

Adapun pengembangan infrastruktur dimaksud meliputi 

pengadaan perangkat jaringan yang lebih kuat, penambahan 

jumlah server untuk proses development dan production 

serta peningkatan kapasitas internet untuk menunjang 

proses kerja di gedung Dhanadyaksa Hutama pada tahun 

berikutnya.

Capaian Indikator Kinerja Utama 
Modernisasi Sistem Informasi 
Manajemen 2019

Modernisasi pengelolaan dihitung dari persentase 

penyelesaian pengembangan sistem informasi pada tahun 

2019 berdasarkan variabel Information Technology dan 

kecepatan penerapan OA.          

                                                                                       

Indikator Kinerja Utama / 
 Key Performance Indicator

Target
Realisasi /  
Realization

Kinerja /  
Performance

Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan 
/ Percentage of completion of management 
modernization

100% 145% 120%

Berikut Capaian Kinerja Modernisasi Sistem Informasi 

Manajemen 3 tahun terakhir 

Indikator Kinerja Utama / 
 Key Performance Indicator

2017 2018 2019

Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan 
/ Percentage of completion of management 
modernization

107% 146% 145%

Anggaran Modernisasi Sistem 
Informasi Manajemen 2019
Pada tahun 2019, total biaya yang digunakan untuk 

modernisasi Sistem Informasi Manajemen sebesar 

Rp904.226.300, dimana anggaran tersebut mencakup 

terkait pengadaan infrastruktur IT, perangkat multimedia 

dan juga jasa pembuatan aplikasi.

In addition to application development, the IT infrastructure 

development process is also carried out gradually as it 

supports the process of moving to the new LMAN building 

in Dhanadyaksa,which needs more capable infrastructure to 

support the work process at LMAN.

The infrastructure development includes procurement of 

stronger network equipment, increasing the number of 

servers for development and production processes, and 

increasing the Internet capacity to support work processes 

at Dhanadyaksa Hutama building in the following year.

Achievements of Key Performance 
Indicators for Management 
Information System Modernization in 
2019
Modernization of management is calculated from 

the percentage of completion of information system 

development in 2019 based on the Information Technology 

variable and the speed of OA implementation.

The following table describes the achievements of the 

Management Information System Modernization in the last 

3 years:

Budget for Management Information 
System Modernization in 2019
In 2019, the total costs incurred for the modernization 

of Management Information System amounted to 

Rp904,226,300, covering the costs for procurement of 

IT infrastructure, multimedia devices, and application 

development.
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Rencana Modernisasi Sistem 
Informasi Manajemen 2020
Pada Tahun 2020, rencana modernisasi Sistem Informasi 

di LMAN mulai ke tahap integrasi ERP dari modul yang 

sudah ada ditambah dengan persiapan pembuatan aplikasi 

penunjang proses bisnis di LMAN yang terbagi menjadi:

1.	 Aplikasi D7C (Digital 7 Cycle) dimana pengembangan 

aplikasi ini diharapkan dapat menjadi tools untuk proses 

digitalisasi dari 7 cycle optimalisasi asset di LMAN.

2.	 Aplikasi Landfunding Management yaitu aplikasi terkait 

dengan kegiatan secara menyeluruh dari prosedur 

pembayaran lahan yang dilakukan oleh LMAN kepada 

stakeholder terkait.

3.	 Aplikasi Integrated Human Resource Management 

(IHRM) untuk mengakomodir human resource yang ada 

di LMAN dalam satu aplikasi terintegrasi.

4.	 Selain itu akan dilakukan pengembangan aplikasi Vendor 

Management System (VMS) di LMAN untuk mendukung 

sistem pengadaan barang dan jasa terbaru yang akan 

diterapkan di LMAN. Dimana tujuan Aplikasi VMS ini 

adalah untuk melakukan efisiensi proses pemilihan 

penyedia dengan melakukan proses verifikasi penyedia 

di awal sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan 

pengadaan barang dan jasa yang sudah terencana dalam 

kurun waktu yang ditentukan.

5.	 Adapun rencana selanjutnya terkait dengan website 

LMAN yang akan diperbaharui menjadi lebih user 

friendly dengan proses akses yang lebih mudah.

Management Information System 
Modernization Plan for 2020
In 2020, the Information System modernization plan at 

LMAN will begin the ERP integration stage from the existing 

modules, coupled with the preparation of the development 

of LMAN’s business process support application, which are 

divided into:

1.	 D7C (Digital 7 Cycle) Application; the development of 

this application is expected to be a tool for the digitization 

process of the 7 cycle optimization of assets in LMAN.

2.	 Landfunding Management Application; an application 

related to the overall activities of the land payment 

procedure carried out by LMAN to related stakeholders.

3.	 Integrated Human Resource Management (IHRM) 

Application; an application to accommodate human 

resources in LMAN in one integrated system.

4.	 Vendor Management System (VMS) Application; 

this application will be developed to support the 

latest procurement of goods and services that will 

be implemented at LMAN. The purpose of this VMS 

Application is to make the supplier selection process 

efficient by carrying out the provider verification process 

at the beginning so that it can become a reference in 

procuring goods and services that have been planned in 

the specified time.

5.	 The next plan is related to the LMAN website, which 

will be updated to be more user friendly with an easier 

access process.
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Tinjauan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi Global sampai dengan 2019 

diproyeksi hanya mencapai 2,9%. Angka tersebut relatif 

lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 

Global periode sebelumnya yang mencapai persentase 

3,6%. Adapun perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut 

secara relatif menurun sejak tahun 2018, dibandingkan 

dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2014-2017 yang 

relatif lebih tinggi. Adanya perang dagang antara Amerika 

Serikat dan Tiongkok masih terus berlanjut dan pelemahan 

harga komoditas menyebabkan dampak ekonomi negatif 

bagi negara lainnya. 

Adapun dampak dari Perang Dagang US-China telah 

menyebabkan pelemahan tren perdagangan internasional 

dan investasi akibat menurunnya demand secara global 

sebagai respon atas tingginya ketidakpastian kebijakan 

dan peningkatan level tarif. Perang dagang yang terjadi 

antara China dan Amerika menimbulkan ketidakpastian 

kebijakan perdagangan dan adanya pengenaan tarif dagang 

yang tinggi sehingga berdampak pada pelemahan sektor 

manufaktur di kedua negara tersebut serta turut membebani 

sentimen pasar dan optimisme investor selama tahun 2019.

Kenaikan tarif dagang berimbas pada kenaikan trade costs. 

Sektor manufaktur di Amerika mengalami pelemahan dan 

untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Amerika membuat 

kebijakan tax cuts, mengubah pola government spending, 

dan lebih lanjut The Fed memangkas suku bunga 75 basis 

poin sejak pertengahan 2019.

Sejalan dengan Amerika, kinerja ekonomi kawasan Eropa 

teridentifikasi relatif menurun, hal tersebut disebabkan 

rendahnya sentimen ekonomi dan bisnis serta menurunnya 

kinerja ekspor. Penurunan ekspor dimaksud akibat faktor 

ketidakpastian brexit dan eskalasi tensi perdagangan dunia. 

Lebih jauh aktivitas konsumsi di Jepang melambat seiring 

melemahnya kepercayaan konsumen dan penurunan 

daya beli. Penurunan daya beli tersebut menyebabkan 

turun/melambatnya aktivitas produksi yang diikuti dengan 

penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi.

OVERVIEW ON ECONOMIC CONDITION 
Up to the end of 2019, global economic growth was 

projected to only reach 2.9%, relatively lower than the 

previous year’s global economic growth which reached 

the level of 3.6%. The slowdown in economic growth had 

been relatively declining since 2018, compared to economic 

growth in 2014-2017 which was relatively higher. The 

ongoing trade war between the United States and China and 

the weakening commodity prices were some of the factors 

causing negative economic impacts for other countries.

The impact of the US-China Trade War led to the weakening 

of international trade and investment trends due to declining 

global demand in response to high policy uncertainty 

and increased tariff levels. The trade war that took place 

between China and the United States caused uncertainty in 

trade policies and the imposition of high trade tariffs which 

resulted in the weakening of the manufacturing sector in 

the two countries and also weighed on market sentiment 

and investor optimism during 2019.

The increase in trade tariffs had an impact on the increase 

in trade costs. The manufacturing sector in the United 

States demonstrated weakening and to overcome this the 

US government made tax cuts and changed the pattern 

of government spending; moreover, the Fed further cut 

interest rates by 75 basis points since mid-2019.

In line with the United States, the economic performance 

of the European region had been identified to be relatively 

declining, due to the low economic and business sentiment 

and the decline in export performance. The decline in exports 

was due to the uncertainty of brexit and escalation of world 

trade tension. Furthermore consumption activity in Japan 

slowed as consumer confidence weakened and purchasing 

power declined. The decline in purchasing power caused 

a decline/slowdown in production activity followed by a 

decline in the rate of economic growth.
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*) IMF is reported to be making negative projection for global 

economic growht for 2020; nevertheless, until the preparation of 

this report, the official report has yet to be released.

Indonesia's economic growth in 2019 remained relatively 

positive, even though it was not as good as that of the 

previous years. In 2019, Indonesia’s economy only grew to 

the level of 5.0% or a decrease of 0.2% compared to the 

growth realized in 2018. Such growth level was considered 

to be positive considering the global economic slowdown in 

that year. This slowdown made some countries experience 

negative growth such as Singapore, Germany, Hong Kong 

and the United Kingdom. Several countries even officially 

underwent recession, such as Mexico and Turkey, after two 

quarters of negative economic growth.

Pertumbuhan Ekonomi Global (2014-2021)
Global Economic Growth (2014-2021)
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  Sumber / Source: WEO IMF, EIU, JP Morgan, 2020

*) IMF dikabarnya membuat proyeksi negatif untuk pertumbuhan 

ekonomi global 2020, tapi sampai dengan tulisan ini dibuat laporan 

resmi belum keluar.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 relatif masih 

bagus, tapi tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Pada 

tahun 2019 Indonesia hanya mencapai pertumbuhan 5,0% 

atau menurun 0,2% dibandingkan dengan tahun 2018. Hal 

ini masih menunjukkan hal yang baik di tengah perlambatan 

ekonomi global di tahun tersebut. Perlambatan ini membuat 

beberapa negara mengalami pertumbuhan negatif seperti 

Singapura, Jerman, Hong Kong dan Inggris. Bahkan 

beberapa negara resmi masuk ke jurang resesi seperti 

negara Meksiko dan Turki setelah dua kuartal mengalami 

pertumbuhan ekonomi negatif.

%

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2020
Indonesia’s Economic Growth 2015-2020
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 	S ource: BPS, EIU, Ministry of Finance, PT SMI (2020)
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Indonesia’s economic activity was slightly supported due 

to the general election event that took place in 2019. The 

policy to combine presidential, legislative, and regional head 

election was the right step as it provided an impetus for 

economic turnover, both at the center and in the regions.

Domestic demand, especially in terms of household 

consumption, continued to be the main driver of economic 

growth in 2019 with a contribution of around 54% of total 

GDP. On the other hand, export performance did not show 

an improvement due to the pressure of trade war on world 

trade. However, this was not supported by an increase in 

public purchasing power. This was indicated by the inflation 

rate of 2.72% by December 2019 which was below the 

government's target of 3.5%. On the other hand, low 

inflation occurred because there was no significant price 

volatility in the market.

Bank Indonesia was area of this condition; hence, in 2019 

there were a number of policies issued to reduce the BI 

7-Day Repo Rate which aimed to encourage and stimulate 

the market through the provision of bank loans. During 

2019, Bank Indonesia had reduced interest rates, at least, 

to 100 basis points. At the beginning of the year the 

economic performance was still relatively good because it 

was supported by campaign and election activities, making 

Pada tahun 2019 Indonesia cukup terbantu dengan adanya 

acara lima tahun besar yang membantu pergerakan ekonomi 

nasional. Kebijakan untuk menggabungkan kegiatan 

pemilihan presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah 

merupakan langkah tepat karena memberikan dorongan 

perputaran perekonomian baik di pusat maupun di daerah.

Permintaan domestik terutama dari sisi konsumsi rumah 

tangga masih menjadi penggerak utama pertumbuhan 

ekonomi pada 2019 dengan kontribusi sekitar 54% dari total 

PDB. Di lain pihak kinerja ekspor masih belum menunjukkan 

peningkatan dikarenakan tekanan perang dagang terhadap 

perdagangan dunia. Namun, hal ini kurang didukung oleh 

peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini diindikasikan 

dengan tingkat inflasi sebesar 2,72% pada Desember 2019. 

Nilai ini berada di bawah target pemerintah, yaitu 3,5%. Di 

sisi lain, inflasi rendah dapat terjadi karena tidak ada gejolak 

harga yang signifikan terjadi di pasar.

Perkembangan 7-Day (Reverse) Repo Rate Bank Indonesia
Development of 7-Day (Reverse) Repo Rate of Bank Indonesia

  Sumber / Source: Bank Indonesia (2020)
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Kondisi ini telah disadari oleh Bank Indonesia sehingga 

di tahun 2019 ada banyak sekali kebijakan penurunan 

suku bunga BI 7 Days Repo Rate yang bertujuan untuk 

mendorong pasar agar lebih bergairah melalui pemberian 

kredit perbankan. Selama tahun 2019 setidaknya Bank 

Indonesia telah menurunkan suku bunga hingga 100 basis 

poin. Pada awal tahun kinerja ekonomi masih relatif baik 

karena ditopang oleh kegiatan kampanye dan aktivitas 
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pemilu dan pilkada sehingga suku bunga tetap di tahan 

pada 6,00%. Namun, sejak bulan Juli Bank Indonesia mulai 

menurunkan sebesar 25 basis poin. Dan terus menurun 

hingga akhir tahun mencapai 5,00%. 

Tinjauan Industri Properti

Secara umum pertumbuhan  harga, supply dan permintaan 

terhadap properti di Indonesia mengalami perlambatan yang 

cukup signifikan dibandingkan dengan dengan periode 

sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah perlambatan 

ekonomi Indonesia dalam kurun waktu belakangan ini. 

Adapun, dengan kondisi COVID-19 sektor properti akan 

mengalami penurunan yang cukup drastis di masa yang 

akan datang.

Perlambatan harga properti di Indonesia secara konsisten 

mengalami perlambatan selama  4 triwulan terakhir di tahun 

2019. Perlambatan tersebut disebabkan oleh terjadinya 

penurunan harga apartemen sewa dan perlambatan harga 

sewa lahan industri, convention hall dan pergudangan. 

Berikut adalah grafik yang menjelaskan pertumbuhan indeks 

harga properti secara keseluruhan di Indonesia. 

Pertumbuhan Triwulanan Indeks Harga Properti Komersial
Quarterly Growth of Commercial Property Price Index

  Sumber / Source: Bank Indonesia (2020)

the interest rate to remain at 6.00%. However, since July, 

Bank Indonesia began to reduce interest rate by 25 basis 

points and continued to decline until the end of the year 

reaching 5.00%. 

OVERVIEW ON PROPERTY INDUSTRY 
CONDITION
In general, the growth of prices, supply, and demand for 

property in Indonesia experienced a significant slowdown 

compared to the previous period. One of the reasons was 

the slowdown in the Indonesian economy in the recent 

period. Meanwhile, due to COVID-19, the property sector 

will contiune to experience a drastic decline in the future.

Property prices in Indonesia has consistently slowed 

down over the last four quarters of 2019. The slowdown 

was caused by a decline in rental apartment prices and a 

slowdown in rental prices for industrial land, convention 

halls and warehousing. The following graph describes the 

overall growth in property price index in Indonesia.

 



Analisis dan Pembahasan Manajemen 
Management Discussion and Analysis

102 Laporan Tahunan 2019

Penurunan harga apartemen sewa mencapai 1,61% pada 

Q4 2019 dibandingkan dengan pada kuartal yang sama 

tahun 2018, penyebabnya adalah penurunan tingkat 

hunian rata-rata di Jakarta. Di lain pihak, perlambatan harga 

lahan industri disebabkan oleh minimnya transaksi pasar 

lahan industri. Pada banyak kesempatan disebutkan bahwa 

industri manufaktur Indonesia memang mengalami stagnan 

bahkan menurun sehingga perusahaan tidak banyak 

melakukan ekspansi menyebabkan permintaan akan lahan 

tidak banyak. Sementara itu, permintaan akan convention 

hall kembali normal setelah selesainya permintaan atas 

kegiatan pertemuan dan kongres politik dalam rangka 

mendukung hajatan politik di tahun sebelumnya.

Sejalan dengan perlambatan yang terjadi pada harga 

properti, hal yang sama juga terjadi pada pasokan properti 

komersial di mana terjadi perlambatan yang cukup signifikan. 

Hal ini terjadi disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan 

pada supply dari lahan industri (Bodebek dan Banten), 

convention hall, hotel dan warehouse complex (Jakarta 

Selatan). Perlambatan lahan industri disebabkan oleh 

terbatasnya lahan di kawasan Jabodebek sehingga minat 

investor cenderung mengembangkan kawasan industri ke 

arah timur Pulau Jawa.

  Sumber / Source: Bank Indonesia (2020)

Pertumbuhan Triwulanan Indeks Supply Properti Komersial
Quarterly Growth of Commercial Property Supply Index

The decline in rental apartment prices reached 1.61% in 

Q4 2019 compared to the same quarter in 2018, due to 

a decrease in the average occupancy rate in Jakarta. On 

the other hand, the slowdown in industrial land prices was 

caused by the lack of industrial land market transactions. 

On many occasions it was mentioned that the Indonesian 

manufacturing industry had stagnated and even declined 

so that companies did not expand much; therefore, causing 

the demand for land to be siginifcantly lacking. Meanwhile, 

demand for convention halls returned to normal after the 

completion of requests for political meetings and congresses 

in the context of supporting political events in the previous 

year.

In line with the slowdown in property prices, the same 

happened to the supply of commercial property where there 

was a significant slowdown. This was due to slowing growth 

in supply of industrial land (Bodebek and Banten), convention 

hall, hotel, and warehouse complex (South Jakarta). The 

slowdown in industrial land was caused by the limited land 

in the Greater Jakarta area so that investor’s interest tended 

to develop industrial areas in eastern region of Java.
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Permintaan properti komersial juga mengalami perlambatan. 

Hal tersebut disebabkan oleh penurunan permintaan 

pada apartemen, hotel, lahan industri, dan convention 

hall. Perlambatan pertumbuhan apartemen sewa yang 

signifikan dipengaruhi oleh kondisi keamanan khususnya 

di Jakarta dan berakhirnya beberapa kontrak tenaga kerja  

asing (ekspatriat). Selain itu, menurunnya convention 

hall disebabkan oleh berakhirnya penyelenggaraan pesta 

demokrasi di tahun 2018 dan aktivitas demonstrasi yang 

cukup meningkat belakangan, membuat pelaku usaha 

dan pemerintah menahan kegiatan MICE di Jakarta. Di 

lain pihak, secara tahunan perlambatan pertumbuhan 

permintaan properti komersial disebabkan oleh perlambatan 

permintaan lahan industri di sejumlah wilayah, khususnya 

Bodebek, Semarang dan Medan. 

  Sumber / Source: Bank Indonesia (2020)

Pertumbuhan Triwulanan Indeks Demand Properti Komersial
Quarterly Growth of Commercial Property Demand Index

Melihat kondisi perekonomian dan pasar properti pada 

pembahasan sebelumnya diperkirakan demand terhadap 

perekonomian akan semakin menurun setidaknya sampai 

dengan akhir tahun. Hal ini disebabkan oleh Indonesia 

masih belum mengalami titik terbawah kontraksi ekonomi 

yang diperkirakan akan terjadi pada kuartal ketiga tahun 

ini. Diperkirakan dengan semakin turunnya perekonomian 

dan bisnis akan menyebabkan banyak perusahaan 

yang menyelesaikan masa sewa ke depannya. Ini dapat 

menyebabkan oversupply dan harga sewa yang semakin 

turun di masa yang akan datang.

Demand for commercial property also slowed due to a 

decrease in demand for apartments, hotels, industrial 

estates, and convention halls. Significant slowdown in 

the growth of rental apartments was affected by security 

conditions, especially in Jakarta, and the expiration of 

several expatriate labor contracts. In addition, the decline in 

the convention hall was caused by the completion of the 

democratic event in 2018 and the considerable increase of 

demonstration activities in recent times, causing businesses 

and government to withhold MICE activities in Jakarta. On 

the other hand, the slowing annual growth in demand for 

commercial property was caused by slowing demand for 

industrial land in a number of regions, particularly Bodebek, 

Semarang, and Medan.

 

Observing the conditions of the economy and the property 

market in the previous discussion, it is estimated that demand 

against the economy will decline at least until the end of 

the year. This estimation was taken as Indonesia still has 

not experienced the lowest point of economic contraction 

which is expected to occur in the third quarter of this year. 

It is estimated that, with the decline in the economy and 

business, many companies will complete the rental period in 

the future. This can cause oversupply and lower rental rates 

in the upcoming years.
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OVERVIEW ON LMAN’s REVENUE SEGMENT
LMAN’s revenue from main operations consists of income 

from asset utilization activities and income from advisory 

services. LMAN also obtained other income from fund 

placement activities in banks (treasury income).

(in billion Rupiah)

In 2019, LMAN recorded revenue from main operations of 

Rp715.73 billion consisting of Rp715.35 billion from asset 

utilization activities and Rp382 million from advisory services.

Revenue from main operations experienced negative growth 

of -32.58% which as maily due to negative growth of toll-

fee revenues at Badak LNG Plant of -41.38%.

 

(in billion Rupiah)

The negative growth of toll-fee revenues in Badak LNG Plant 

was the impact of several factors, such as the decline in LNG 

production and sales performance, the strengthening of the 

Rupiah (IDR) exchange rate against the US Dollar (USD), and 

issues related to requests for waivers for the imposition of 

toll-fee tariffs to PT Pertamina Hulu Mahakam.

Tinjauan Segmen Pendapatan LMAN
Pendapatan LMAN dari operasi utama terdiri dari pendapatan 

dari aktivitas pendayagunaan aset dan pendapatan dari jasa 

konsultasi/advisory. LMAN juga memperoleh pendapatan 

lain-lain dari aktivitas penempatan dana di perbankan 

(pendapatan treasuri).

(dalam miliar rupiah)

Segmen Segmen Pendapatan /  
Revenue Segment

2017 2018 2019

Pedapatan dari Operasi Utama / Revenue from Main 
Operations

340,49 1.061,53 715,73 

Pendapatan BLU Lainnya / Other BLU Revenues 950,51 1.859,23 3.456,67 

Pada tahun 2019, LMAN mencatatkan pendapatan dari 

operasi utama sebesar Rp715,73 miliar yang terdiri dari 

Rp715,35 miliar pendapatan dari aktivitas pendayagunaan 

aset dan Rp382 juta dari aktivitas jasa konsultasi. 

Pendapatan dari operasi utama mengalami pertumbuhan 

negatif sebesar -32,58% yang mayoritas diakibatkan oleh 

pertumbuhan negatif pendapatan toll-fee di Kilang LNG 

Badak sebesar -41,38%. 

(dalam miliar rupiah)

Segmen Pendapatan Accrual Basis /  
Accrual Basis Revenue Segment

2018 2019 Perubahan (%)

Kilang LNG Badak - Toll Fee / LNG Badak Plant - Toll 
Fee

1.013,37 594,07 -41,38%

Kilang LNG Badak - Non Toll Fee / LNG Badak Plant - 
Non-Toll Fee

2,87 0,08 -97,20%

Kilang Gas Arun - Toll Fee / Arun Gas Refinery - Toll 
Fee

9,68 7,53 -22,20%

Kilang Gas Arun - Non Toll Fee / Arun Gas Refinery - 
Non-Toll Fee

21,90 111,16 407,49%

Properti eks HTBI / Property of ex-HTBI 3,06 5,77 88,41%

Properti eks PPA / Property of ex-PPA 0,48 1,78 275,59%

Properti eks Pertamina / Property of ex-Pertamina 24,71 30,02 21,50%

Pertumbuhan negatif pendapatan toll-fee di Kilang LNG 

Badak merupakan dampak dari beberapa faktor seperti 

penurunan kinerja produksi dan penjualan LNG, penguatan 

kurs Rupiah (IDR) terhadap Dollar (USD), dan isu terkait 

permohonan waiver atas pengenaan tarif toll-fee kepada  

PT Pertamina Hulu Mahakam.
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LNG sales performance that grew negatively was seen in 

the number of LNG sales volume in Million Million British 

Thermal Unit (MMBTU), which in total was recorded to 

decrease by 42.27%.

The negative growth included a decrease in bills to PT 

Pertamina Hulu Mahakam for gas sales for the WBx and NR 

contracts by -73.76%. The contribution of negative growth 

was also evident from the sales of PSC ENI Muara Bakau B.V. 

which grew negatively by 34.21% and sales of PSC Chevron 

Rapak Ltd which grew negatively by 15.74%.

Positive growth in a relatively insignificant level was seen in 

LNG sales growth of PSC PT Pertamina Hulu Sanga Sanga 

of 2.98%.

(in MMBTU)

The negative growth of Badak LNG Plant toll fee revenue could 

not be compensated by the positive growth performance in 

the main operating income in other segments even though 

several segments recorded significant performance jumps 

such as revenue from the non-toll Arun Gas Refinery which 

showed a growth of 407.49%, revenue from utilization 

of property assets of ex-PPA which grew by 275.59%, 

and income from utilization of assets of ex-HTBI that grew 

positively by 88.41%.

Positive revenue growth from Arun Gas Refinery iwass 

dominated by utilization by PT Pertamina (Persero) and its 

subsidiaries, among others, for regasification activities by PT 

Perta Arun Gas.

Kinerja penjualan LNG yang tumbuh negatif terlihat pada 

jumlah volume penjualan LNG dalam ukuran Million Million 

British Termal Unit (MMBTU) yang secara total tercatat turun 

sebesar 42,27%. 

Pertumbuhan negatif tersebut termasuk dengan penurunan 

tagihan kepada PT Pertamina Hulu Mahakam atas penjualan 

gas untuk kontrak WBx dan NR sebesar -73,76%. Kontribusi 

pertumbuhan negatif juga terlihat dari penjualan PSC ENI 

Muara Bakau B.V. yang tumbuh negatif 34,21% serta 

penjualan PSC Chevron Rapak Ltd yang tumbuh negatif 

15,74%. 

Pertumbuhan positif dalam tingkat yang tidak terlalu 

signifikan terlihat pada pertumbuhan penjualan LNG untuk 

PSC PT Pertamina Hulu Sanga Sanga sebesar 2,98%.

(dalam MMBTU)

Counterparty (MMBTU) 2018 2019 Perubahan (%)

ENI Muara Bakau B.V. 229.115.309 150.741.000 -34,21%

PT Pertamina Hulu Mahakam 76.782.073 20.150.753 -73,76%

Chevron Rapak, Ltd. 15.771.732 13.288.931 -15,74%

PT Pertamina Hulu Sanga Sanga 3.391.832 3.493.069 2,98%

Total 325.060.945 187.673.753 -42,27%

Pertumbuhan negatif pendapatan toll fee Kilang LNG Badak 

belum mampu dikompensasi oleh kinerja pertumbuhan 

positif pada pendapatan operasi utama pada segmen lain 

walaupun beberapa segmen mencatatkan lonjakan kinerja 

yang signifikan seperti pendapatan dari Kilang Gas Arun non 

toll fee yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 407,49%, 

pendapatan dari pendayagunaan aset properti eks PPA 

yang tumbuh sebesar 275,59%, serta pendapatan dari 

pendayagunaan aset eks HTBI yang tumbuh positif sebesar 

88,41%.

Pertumbuhan positif pendapatan dari Kilang Gas Arun 

didominasi oleh pendayagunaan oleh PT Pertamina (Persero) 

dan subsidiaries-nya antara lain untuk aktivitas regasifikasi 

oleh PT Perta Arun Gas. 
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Sementara itu, pertumbuhan pendapatan dari 

pendayagunaan aset eks PPA didominasi oleh sewa aset 

berupa apartemen di Puri Casablanca dan pendayagunaan 

aset eks HTBI didominasi oleh sewa aset eks HTBI batch I 

yang diserahkelolaan di tahun 2016. Beberapa pendapatan 

bersifat recurring yang berasal dari skema pembayaran sewa 

secara bertahap atau periodik.

Pendapatan Lain dari Penempatan Dana dan Selisih 

Kurs

Pada tahun 2019, LMAN mencatatkan kinerja pendapatan 

dari penempatan dana di instrumen perbankan sebesar 

Rp3,456 triliun. Kinerja tersebut tumbuh sebesar 85,92% dari 

kinerja pendapatan dari penempatan dana di 2018 sebesar 

Rp1,859 triliun. Pertumbuhan ini mayoritas disebabkan 

oleh penyesuaian timeline pendanaan pengadaan tanah 

PSN yang mengakibatkan dana tersebut masih berada di 

rekening LMAN dan menghasilkan pendapatan. 

Sebagai konsekuensi dari adanya pendapatan dalam bentuk 

mata uang asing, LMAN juga mencatatkan adanya selisih 

kurs. Pada tahun 2019, tercatat beban selisih kurs bersih 

sebesar Rp3,24 miliar. Nilai tersebut tumbuh negatif sebesar 

-150,96% dari pendapatan selisih kurs bersih sebesar 

Rp6,36 miliar di tahun 2018.

Beban Operasional 

Pada tahun 2019, LMAN mencatatkan beban operasional 

sebesar Rp1,56 triliun. Secara year on year, terdapat 

pertumbuhan beban operasional sebesar 1,84% dari figur 

tahun 2018 sebesar Rp1,531 triliun. Secara common size, 

beban operasional tercatat sebesar 40,48% dari total 

pendapatan. Mayoritas beban operasional dikontribusikan 

oleh beban penyusutan/amortisasi sebesar 93,67% yang 

diikuti dengan beban pegawai sebesar 3,37% dan beban 

barang/jasa sebesar 1,14%.

Meanwhile, revenue growth from utilization of assets of ex-

PPA was dominated by asset leases in the form of apartments 

in Puri Casablanca and utilization of assets of ex-HTBI was 

dominated by leases of ex-HTBI batch I assets that were 

handed over in 2016. Some of the revenue was recurring 

from the gradual or periodic rental payment scheme.

Other Income from Fund Placement and Difference in 

Foreign Exchange

In 2019, LMAN recorded revenue performance from 

placement of funds in banking instruments amounting to 

Rp3.456 trillion. This performance grew by 85.92% from 

the revenue performance from placement of funds in 2018 

which was recorded at Rp1.859 trillion. The majority of this 

growth was due to adjustments to the PSN land acquisition 

funding timeline which resulted in the funds still being in 

LMAN’s account and generating revenue.

As a consequence of the income in foreign currency, LMAN 

also recorded foreign exchange differences. In 2019, the net 

exchange rate difference was recorded at Rp3.24 billion. 

This value grew negatively by -150.96% of the net foreign 

exchange income of Rp6.36 billion in 2018.

Operating Expenses

In 2019, LMAN recorded operating expenses of Rp1.56 

trillion. On a year-on-year basis, there was a growth in 

operating expenses of 1.84% from Rp1.531 trillion recorded 

in 2018. In common size, operating expenses were recorded 

at 40.48% of total revenue. The majority of operating 

expenses were contributed by depreciation/amortization 

expenses of 93.67%, followed by personnel expenses of 

3.37% and goods/services expenses of 1.14%.
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Tinjauan Keuangan
Uraian mengenai kinerja keuangan berdasarkan Laporan 

Keuangan LMAN yang disajikan sesuai dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum 

di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 

Desember 2019.  

Realisasi Anggaran 

Uraian / Description

2018 2019 Perubahan 
2018/2019 
/ Changes 
2018/2019

(%)

Anggaran / 
Budget

Realisasi / 
Realization

Realisasi / 
Realization 

(%)
Anggaran / Budget

Realisasi / 
Realization

Realisasi / 
Realization 

(%)

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH / STATE REVENUE AND GRANTS

Pendapatan dari 
Pengelolaan BMN 
pada Pengelola Barang 
/ Income from BMN 
Management with 
Asset Manager

355.101.750.000 944.213.288.248 265,90% 646.068.000.000 770.883.894.730 119,32% 81,94%

Pendapatan Jasa 
Layanan Perbankan 
BLU / Income from 
BLU Banking Service

195.504.270.000 1.823.173.142.137 932,55% 365.127.000.000 3.450.741.356.838 945,08% 86,76%

Pendapatan dari 
Pemindahtanganan 
BMN Lainnya / Income 
from Transfer of Other 
BMN

- 13.350.000 - - 17.000.000 - -

Pendapatan BLU 
Penyedia Barang dan 
Jasa Lainnya / Income 
from BLU Provider of 
Goods and Services

- 195.650.000 - - 186.000.000 - -

Komisi, Potongan, 
dan/atau Bentuk 
Lain Sebagai Akibat 
dari Pengadaan 
Barang/Jasa oleh 
BLU / Commission, 
Deduction, and/or 
Other Forms of Results 
of Goods/Services 
Procurement by BLU

- - - - 98.493.172 - -

Pendapatan 
Pengelolaan Dana 
Khusus Lainnya 
/ Income from 
Management of Other 
Special Funds

- 21.457.776.670 - - - - -

Penerimaan Kembali 
Belanja Tahun 
Anggaran Yang Lalu / 
Refund of Expenditure 
of Previous Fiscal Year

- 47.509.371 - - - - -

TOTAL PNBP 550.606.020.000 2.789.100.716.426 506,55% 1.011.195.000.000 4.221.926.744.740 417,52% 83,65%

BELANJA / EXPENDITURE

Belanja Barang / 
Goods Expenditure

79.730.228.000 66.473.483.002 83,37% 102.394.747.000 98.256.029.589 95,96% 28,43%

Belanja Modal / 
Capital Expenditure

23.822.772.000 1.949.803.540 8,18% 24.177.617.000 23.976.265.612 99,17% 1,49%

TOTAL BELANJA / 
TOTAL EXPENDITURE

103.553.000.000 68.423.286.542 66,08% 126.572.364.000 122.232.295.201 96,57% 22,23%

SURPLUS/(DEFISIT) 
LRA / SURPLUS/
(DEFICIT) LRA

447.053.020.000 2.720.677.429.884 608,58% 884.622.636.000 4.099.694.449.539 463,44% 97,88%

FINANCIAL OVERVIEW
Discussion on financial performance is based on LMAN’s 

Financial Statements which were presented based on the 

Statements of Financial Accountign Standards generally 

applicable in Indonesia, for the year ended on December 31, 

2019. 

Budget Realization
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Pendapatan

Pada tahun 2019, LMAN mencatatkan pendapatan sebesar 

Rp 4,22 triliun atau terealisasi 417, 52% dari dari target 

pendapatan. Capaian tersebut ditopang oleh tingginya 

pendapatan dari penempatan dana pada perbankan yang 

mencapai 945,08% dari target. 

Tingginya tingkat pendapatan dari jasa perbankan 

disebabkan oleh adanya penyesuaian jadwal realisasi 

disbursement atas dana investasi untuk pengadaan tanah 

PSN. Sementara itu pendapatan dari pengelolaan aset 

mencatatkan kinerja 119,32% dari target. 

Pada tahun 2019 terdapat capaian pendapatan yang tidak 

ditargetkan seperti pendapatan dari jasa advisory (jasa 

konsultasi) yang tersaji pada pendapatan BLU penyedia 

barang dan jasa lainnya sebesar Rp186 juta. Selain itu, LMAN 

juga menyajikan pendapatan non-operasional yang berasal 

dari pemindahtanganan bongkaran BMN sebesar Rp17 juta 

serta denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp98.49 juta. 

Pada tahun 2019 terdapat capaian pendapatan yang tidak 

ditargetkan seperti pendapatan dari jasa advisory (jasa 

konsultasi) yang tersaji pada pendapatan BLU penyedia 

barang dan jasa lainnya sebesar Rp186 juta. Selain itu, 

Lembaga juga menyajikan pendapatan non-operasional 

yang berasal dari pemindahtanganan bongkaran BMN 

sebesar Rp17 juta serta denda keterlambatan pekerjaan 

sebesar Rp98,49 juta.

Belanja

Pada tahun 2019 LMAN mencatatkan total belanja 

sebesar Rp122,23 miliar mencapai 96,57% dari anggaran 

yang tersedia. Sebesar 95,96% capaian realisasi belanja 

dikontribusikan oleh belanja barang dan sebesar 99,17% 

merupakan realisasi anggaran belanja modal.

Posisi Keuangan

Total Aset

Pada tahun 2019 total aset LMAN tercatat sebesar Rp80,87 

triliun mengalami penurunan 25,87% dibanding tahun 2018 

yang tercatat sebesar Rp109,08 triliun. Penurunan total aset 

LMAN terjadi karena adanya penyerahan aset tanah PSN 

perolehan tahun 2017-2018 kepada Kementerian atau 

Lembaga selaku instansi yang memerlukan tanah. 

Revenue

In 2019, LMAN’s revenue was recorded at Rp 4.22 trillion or 

realized by 417.52% of the revenue target. This achievement 

was supported by high income from fund placements in 

banks which reached 945.08% of the target.

The high level of income from banking services was due 

to the adjustments of disbursement realization schedule 

for investment funds for PSN land acquisition. Meanwhile 

revenue from asset management recorded a performance of 

119.32% of the target.

In 2019, there were non-targeted revenue achievements 

such as income from advisory services presented in the BLU 

revenue of other goods and service providers amounting to 

Rp186 million. In addition, LMAN presented non-operating 

income originating from the removal of BMN’s dismantling 

of Rp17 million as well as fine for delays in work of Rp98.49 

million.

In 2019 there were non-targeted revenue achievements 

such as income from advisory services presented in the BLU 

revenue of other goods and service providers amounting 

to Rp186 million. In addition, the Agency presented non-

operating income originating from the removal of BMN 

dismantling amounting to Rp17 million as well as penalties 

for work delays amounting to Rp88.49 million.

Expenditure

In 2019, LMAN recorded a total expenditure of Rp122.23 

billion, reaching 96.57% of the available budget. 95.96% 

of the expenditure realization was contributed by the goods 

expenditure and 99.17% was the realization of the capital 

expenditure budget.

Financial Position

Total Assets

In 2019, LMAN’s total assets were recorded at Rp80.87 

trillion, a decrease of 25.87% from Rp109.08 trillion 

recorded in 2018. This decrease was due to the handover of 

land assets for PSN obtained in 2017-2018 to the Ministry or 

Institution as an agency requiring land.
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Aset Lancar

Pada tahun 2019 aset lancar LMAN tercatat sebesar Rp8,21 

triliun meningkat meningkat 96,87% dibanding tahun 2018 

yang tercatat sebesar Rp4,17 triliun. 

Aset Tetap

Pada tahun 2019 aset tetap LMAN tercatat sebesar 

Rp101,322 miliar dengan nilai akumulasi penyusutan Rp4,82 

miliar. Aset tetap LMAN mengalami meningkat 16,96% 

dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp86,63 miliar. 

Aset Tak Berwujud

Pada tahun 2019 aset tak berwujud LMAN tercatat sebesar 

Rp562,79 juta yang terdiri dari ATB berupa website dan 

kajian blueprint teknologi informasi sebesar Rp388,64 juta 

dan software untuk kepentingan pengelolaan keuangan 

sebesar Rp174,15 juta. Aset tak berwujud LMAN meningkat 

44,81% dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar 

Rp388,64 juta.

Performa Aset Kelolaan 

Pada tahun 2019, aset kelolaan LMAN (sebelum akumulasi 

penyusutan) mengalami pertumbuhan sebesar 0,30% 

dari Rp29,173 triliun menjadi Rp29,26 triliun. Mayoritas 

pertumbuhan dikontribusi oleh aset eks PPA sebesar 68,65% 

dan aset eks HTBI sebesar 1,43%. Aset kelolaan non kilang 

tercatat mengalami pertumbuhan positif 4,25% dari sebesar 

Rp2,049 triliun menjadi Rp2,136 triliun. Pertumbuhan aset 

kelolaan non kilang berasal dari tambahan penyerahkelolaan 

aset eks PPA serta upgrade aset eks PPA dan aset eks HTBI.

Apabila memasukkan nilai akumulasi penyusutan, aset 

kelolaan tercatat tumbuh negatif 8,63% sebagai implikasi 

tingginya penyusutan aset kilang LNG.

(dalam miliar rupiah)

Akun / Account 31/12/2018 31/12/2019

Aset Kelolaan / Managed Assets

- aset kelolaan eks PPA / assets under management of ex-PPA 113,78 191,89 

- aset kelolaan eks Pertamina / assets under management of ex-Pertamina 28.510,63 28.511,71 

- aset kelolaan eks HTBI / assets under management of ex-HTBI 548,37 556,20 

Akumulasi Penyusutan / Accumulated Depreciation

- aset kelolaan eks PPA / assets under management of ex-PPA (20,55) (26,55)

- aset kelolaan esks Pertamina / assets under management of ex-Pertamina (12.707) (14.160)

- aset kelolaan eks HTBI / assets under management of ex-HTBI (3,59) (6,25)

Current Assets

In 2019, LMAN’s current assets were recorded at Rp8.21 

trillion, an increase of 96.87% from Rp4.17 trillion recorded 

in 2018. 

Fixed Assets

In 2019, LMAN’s fixed assets were recorded at Rp101.322 

billion, with accumulated depreciation amounting to Rp4.82 

billion. LMAN’s fixed assets grew by 16.96% from Rp86.63 

billion recorded in 2018. 

Intangible Assets

In 2019, LMAN’s intangible assets were recorded at Rp562.79 

million, consisting of intangible assets in the form of website 

and review of information technology blueprint amounting 

to Rp388.64 million and software for financial management 

amounting to Rp174.15 million. LMAN’s intangible assets 

grew by 44.81% from Rp388.64 million recorded in 2018. 

Performance of Managed Assets 

In 2019, the assets under management of LMAN (before 

accumulated depreciation) experienced a growth of 0.30% 

from Rp29.173 trillion to Rp29.26 trillion. The majority of 

the growth was contributed by ex-PPA assets amounting to 

68.65% and ex-HTBI assets of 1.43%. Non-refinery assets 

under management recorded a positive growth of 4.25% 

from Rp2.049 trillion to Rp2.136 trillion. The growth of non-

refinery assets under management came from the additional 

transfer of ex-PPA assets and upgrading of ex-PPA assets 

and ex-HTBI assets. Including the accumulated depreciation 

value, the assets under management recorded a negative 

growth of 8.63% as an implication of the high depreciation 

of LNG plant assets.

(in billion Rupiah)
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Untuk aset tetap yang digunakan sendiri, tercatat 

pertumbuhan year on year sebesar 16,96% dari Rp86,63 

miliar di tahun 2018 menjadi Rp10,32 miliar di tahun 2019. 

Sementara itu pertumbuhan aset lancar tercatat tumbuh 

sebesar 96,87% secara year on year dari Rp4,169 miliar 

di tahun 2018 menjadi Rp8,208 miliar di tahun 2019. 

Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh pertumbuhan investasi 

jangka pendek sebesar 135% dan kas badan layanan umum 

sebesar 44,57%. Pertumbuhan kas dan investasi jangka 

pendek tersebut menghasilkan pertumbuhan akumulasi 

surplus sebesar 104,10% dari Rp3,938 triliun menjadi 

Rp8,038 triliun.

Pada tahun 2019, dana kelolaan LMAN tumbuh negatif 

3,98% yang dikontribusi pertumbuhan negatif dana 

pengadaan tanah PSN sebesar 4,06% dan dana upgrade 

aset sebesar 1,18%.

Dana Kelolaan Badan Layanan Umum 

Pada tahun 2019, dana kelolaan Badan Layanan Umum 

(BLU) LMAN tercatat sebesar Rp45,74 triliun mengalami 

penurunan 3,98% dibanding tahun 2018 yang tercatat 

sebesar Rp 47,64 triliun. 

•	 Proyek Strategis Nasional

	 Pada tahun 2019, posisi dana kelolaan LMAN untuk 

aktivitas pendanaan tanah Proyek Strategis Nasional 

(PSN) sebesar Rp44,35 triliun mengalami penurunan 

4,06% dibanding tahun Rp46,23 triliun. 

	 Di tahun 2019, terdapat selisih antara posisi dana 

kelolaan pendanaan tanah PSN di neraca dengan total di 

rekening sebesar Rp54,42 miliar. Selisih tersebut terdiri 

dari:

1.	 Jasa layanan perbankan (bunga deposito atau jasa 

giro) yang belum dipindahbukukan ke rekening 

operasional penerimaan hingga tanggal pelaporan 

31 Desember 2019 sebesar Rp54,12 miliar. Nominal 

tersebut telah disahkan sebagai pendapatan pada 

tahun 2019.

2.	 Kelebihan pembayaran jasa giro dari PT BTN (Persero) 

Tbk sebesar Rp297.53 juta

•	 Manajemen Aset

	 Pada tahun 2019, posisi dana kelolaan LMAN untuk 

aktivitas Manajemen Aset sebesar Rp1,39 triliun 

mengalami penurunan 1,18% dibanding tahun Rp1,41 

triliun. 

For self-used fixed assets, year-on-year growth was recorded 

at 16.96%, from Rp86.63 billion in 2018 to Rp10.32 billion 

in 2019. Meanwhile, current asset growth was recorded 

at 96.87% year-on-year, from Rp4.169 billion in 2018 to 

Rp8.208 billion in 2019. This growth was contributed by 

135% short-term investment growth and 44.57% cash 

for public service entities. The cash growth and short-term 

investment resulted in an accumulated surplus growth of 

104.10%, from Rp3.938 trillion to Rp8.038 trillion.

In 2019, LMAN’s managed funds grew negatively by 3.98% 

which was contributed by negative growth of PSN’s land 

acquisition funds by 4.06% and asset upgrade funds by 

1.18%.

Managed Funds of Public Service Agency

In 2019, the managed funds of Public Service Agency (BLU) 

LMAN were recorded at Rp45.74 trillion, a decrease of 

3.98% from Rp47.64 trillion recorded in 2018. 

•	 National Strategic Projects

	 The position of LMAN’s managed funds for funding 

activity for the National Strategic Projects in 2019 

reached Rp44.35 trillion, a decrease of 4.06% from 

Rp46.23 trillion recorded in 2018. 

	 In 2019, there was a difference of Rp54.42 billion 

between the position of managed funds of PSN land 

funding in the balance sheet and the total in the account. 

The difference consists of:

1.	 Banking services (deposit interest or current account 

services) that were not transferred to the receiving 

operational account until the reporting date of 

December 31, 2019, amounting to Rp54.12 billion. 

This amount was validated as revenue in 2019.

2.	 Excess payment of current account services from  

PT BTN (Persero) Tbk amounting to Rp297.53 million

•	 Asset Management

	 The position of LMAN’s managed funds for asset 

management activity in 2019 reached Rp1.39 trillion, 

a decrease of 1.18% from Rp1.41 trillion recorded in 

2018. 
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Aset Lain-Lain

Pada tahun 2019 aset lain-lain LMAN tercatat sebesar 

Rp41,01 triliun menurun 41,35% dibanding tahun 2018 

sebesar Rp69,92 triliun. 

Aset Eks Kelolaan PT PPA

Pada tahun 2019, aset kelolaan PT PPA tercatat sebesar 

Rp191,89 miliar meningkat 68,65% dibanding tahun 2018 

yang tercatat sebesar Rp113,78 miliar. 

	

Pada pemeriksaan atas laporan keuangan 2018, BPK 

menemukan adanya kelebihan pembayaran menggunakan 

dana kelolaan manajemen aset atas upgrade/renovasi 11 

unit apartemen di Puri Casablanca senilai Rp124,57 juta atas 

kelebihan pembayaran tersebut, LMAN telah melakukan 

penagihan kepada kontraktor pelaksana upgrade melalui 

surat per tanggal 8 April 2019. 

Adapun LMAN telah menerima pelunasan pada tanggal 12 

dan 15 April 2019. Penerimaan atas pengembalian tersebut 

tersaji sebagai pengurang atas line item pengunaan dana di 

tahun 2019.

Pada pemeriksaan atas laporan keuangan 2019, BPK 

menemukan adanya kekurangan realisasi volume pekerjaan 

sehingga terdapat kelebihan pembayaran menggunakan 

dana kelolaan manajemen aset atas upgrade/renovasi 20 

unit apartemen di Puri Casablanca senilai Rp238,13 juta. 

LMAN telah melakukan penagihan atas kelebihan 

pembayaran tersebut kepada kontraktor pelaksana upgrade. 

Hingga tanggal laporan keuangan diotorisasi, kelebihan 

pembayaran tersebut belum dikembalikan kepada LMAN.

Pada rekening dana kelolaan untuk aktivitas manajemen aset 

terdapat hasil pengelolaan dana (treasuri) berupa jasa giro 

yang belum dipindahkan ke rekening operasional hingga 

31 Desember 2019 sebesar Rp3,36 miliar. Nominal tersebut 

telah disahkan sebagai pendapatan pada tahun 2019.

Other Assets

In 2019, LMAN’s other assets were recorded at Rp41.01 

trillion, a decrease of 41.35% from Rp69.92 trillion recorded 

in 2018. 

Managed Assets ex-PT PPA

In 2019, the managed assets of PT PPA reached Rp191.89 

billion, an increase of 68.65% from Rp113.78 billion 

recorded in 2018. 

	

In the audit of the 2018 financial statements, BPK found that 

there was an overpayment using the managed funds of asset 

management for the upgrade/renovation of 11 apartment 

units in Puri Casablanca valued at Rp124.57 million. For the 

overpayment, LMAN had billed the upgrading contractor via 

a letter dated April 8, 2019.

LMAN received the settlement of payment on April 12 and 

15, 2019. Receipts for these returns were presented as a 

deduction from line items for the use of funds in 2019.

In the audit of the 2019 financial statements, BPK found that 

there was a lack of realization of the work volume so that 

there was an overpayment using the managed funds of asset 

management for the upgrade/renovation of 20 apartment 

units in Puri Casablanca valued at Rp238.13 million.

LMAN had already collected the overpayment from the 

upgrading contractor. Until the financial statement date 

is authorized, the overpayment has not been returned to 

LMAN.

In the managed funds account for asset management 

activities, there was a result of the management of funds 

(treasury) in the form of demand deposits that have not 

been transferred to the operational account as of December 

31, 2019 amounting to Rp3.36 billion. The amount was 

validated as revenue in 2019.
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Berdasarkan penyerahkelolannya, rincian aset eks PPA 

adalah sebagai berikut:

Tahun Penyerahan /  
Year of Handover

Uraian / Description Gross Value
Akumulasi Penyusutan / 

Accumulated Depreciation

2019
87 aset (ruko, apartemen, dan tanah) / 87 assets 
(shophouses, apartments, and land)

64.722.339.651 - 

2018
12 unit aset di Taman Anggrek, Slipi, dan Kelapa 
Gading / 12 units of assets in Taman Anggrek, 
Slipi, and Kelapa Gading

12.772.544.000     1.835.166.941 

2017
106 unit apartemen di Puri Casablanca / 106 
apartment units in Puri Casablanca

114.390.593.219   24.713.312.516 

Total 191.885.476.870   26.548.479.457 

LMAN belum melakukan penyusutan atas:

•	 Aset eks PPA yang diterima penyerahkelolannya di 

tahun 2019 karena masih menunggu data/dokumen 

pendukung dari unit pengelola sebelumnya, dan 

•	 2 unit aset penyerahkelolaan tahun 2018 karena belum 

terdapat data/dokumen untuk melakukan perhitungan 

penyusutan. 

Pengklasifikasian atas Aset eks PPA yang dihasilkan dari 

pelaksanaan upgrade didasarkan pada kebijakan internal 

yang tertuang pada Peraturan Direktur Utama Lembaga 

Manajemen Aset Negara nomor 9/LMAN/2019 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusutan Aset Kelolaan Lembaga 

Manajemen Aset Negara Berupa Apartemen/Kondominium.

Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT PPA

Posisi Akumulasi Penyusutan Aset eks Kelolaan PT PPA pada 

pengelolaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp26,55 

miliar.  Akumulasi penyusutan aset eks kelolaan PT PPA yang 

tersaji pada neraca belum termasuk penyusutan atas aset 

yang diserahkelolakan melalui Keputusan Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara Nomor 342/KN/2018 (sebanyak 2 aset) 

dan 394/KN/2019 (seluruh 87 aset). Hal tersebut disebabkan 

karena LMAN belum memperoleh data/dokumen pendukung 

untuk penyusutan di antaranya laporan penilaian dan 

dokumen alas hak kepemilikan.

Based on the transfer, the details of the ex-PPA assets are 

as follows:

LMAN has not made any depreciation for:

•	 Ex-PPA assets received by the management in 2019 

because they were still waiting for supporting data/

documents from the previous management unit, and

•	 2 units of management-transfer assets in 2018 because 

there was no data/document to calculate depreciation.

The classification of ex-PPA assets resulting from the 

implementation of the upgrade was based on an internal 

policy set forth in the Regulation of President Director 

of State Asset Management Agency No. 9/LMAN/2019 

regarding Technical Guidelines for Depreciation of Managed 

Assets of State Asset Management Agency in the form of 

Apartments/Condominiums.

Accumulated Depreciation of Managed Assets ex- 

PT PPA

The position of Accumulated Depreciation of Managed 

Assets ex-PT PPA as of December 31, 2019 was Rp26.55 

billion. The accumulated depreciation of managed assets 

ex-PT PPA presented on the balance sheet did not include 

the depreciation on assets that are handed over through the 

Decree of Director General of State Assets Management No. 

342/KN/2018 (amounting to 2 assets) and No. 394/KN/2019 

(amounting to 87 assets). This is because LMAN had not 

yet obtained supporting data/documents for depreciation 

including valuation reports and documents on ownership 

rights.
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Aset Eks Pertamina

Pada tahun 2019 aset eks Pertamina tercatat sebesar 

Rp28,51 triliun tidak mengalami perubahan dari tahun 

sebelumnya. Mutasi tambah Aset eks Pertamina pada tahun 

2019 merupakan pekerjaan upgrade (fisik dan non fisik) 

serta perolehan peralatan di Kilang LNG Arun.

Pada tanggal 20 Agustus 2019, LMAN memperoleh 

tambahan aset kelolaan yang berasal dari Aset eks Pertamina 

berupa tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin yang 

terletak di Ciperna, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. 

Penyerahkelolaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 276/KN/2019. 

Sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan, 

berita acara serah terima belum ditetapkan sehingga LMAN 

belum menyajikan perolehan aset tersebut di neraca.

Gross value aset adalah sebesar Rp16,7 miliar dengan 

estimasi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 

sebesar Rp5,3miliar. Nilai yang termuat pada Kepdirjen 276 

sebesar Rp12,11 miliar  merupakan nilai buku aset setelah 

penyusutan pada tanggal 31 Desember 2018.

Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina

Pada tahun 2019 akumulasi penyusutan aset Pertamina 

sebesar Rp14,16 triliun meningkat 11,48% dibanding tahun 

2018 sebesar Rp12,73 triliun. 

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset eks Pertamina pada 

tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian / Description Nominal (Rp)

Posisi per 31 Desember 2018 / Position as of December 31, 2018 12.707.702.891.510

Pembebanan penyusutan aset Kilang LNG Badak dan Kilang Gas Arun / Depreciation of assets of Badak 
LNG Plant and Arun Gas Refinery

1.452.424.964.224

Pembebanan penyusutan aset properti eks Pertamina / Depreciation of property assets of ex-Pertamina 54.579.048

POSISI PER 31 DESEMBER 2019 / POSITION AS OF DECEMBER 31, 2019 14.160.182.434.781

Aset Lain-Lain Bendahara Umum Negara (BUN)

Pos Aset Lain-lain BUN menyajikan aset tanah dari penugasan 

pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional 

(PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 

dan aset kelolaan yang berasal dari eks Hak Tanggungan 

Bank Indonesia (eks Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan 

Usaha).

Assets ex-Pertamina 

In 2019, the ex-assets of Pertamina reached Rp28.51 trillion, 

unchanged from the previous year. Additional transfer of ex-

Pertamina Assets in 2019 were upgrade work (physical and 

non-physical) and acquisition of equipment at the Arun LNG 

Plant.

On August 20, 2019, LMAN obtained additional managed 

assets from ex-Pertamina Assets in the form of land, 

buildings, and equipment and machinery located in Ciperna, 

Cirebon City, West Java Province.

The handover was stipulated in the Decree of Director 

General of State Assets Management No. 276/KN/2019. 

Until the date of preparation of the financial statements, the 

minutes of the handover have not been determined; hence, 

LMAN has not presented the acquisition of these assets on 

the balance sheet.

Gross value of the assets was Rp16.7 billion with an 

estimated accumulated depreciation as of December 31, 

2019 of Rp5.5 billion. The value contained in the Decree of 

Director General No. 276 of Rp.12.11 billion was the book 

value of assets after depreciation on December 31, 2018.

Accumulated Depreciation of Assets Ex-Pertamina 

In 2019, the accumulated depreciation of Pertamina's assets 

was Rp14.16 trillion, increased by 11.48% from Rp12.73 

trillion recorded in 2018. 

Transfer of Accumulated Depreciation of ex-Pertamina 

assets in 2019 was as follows:

Other Assets of State General Treasury (BUN)

The post of Other Assets BUN presents land assets from the 

assignment of land acquisition funding for National Strategic 

Projects (PSN) pursuant to the Presidential Regulation No. 

102 of 2016 and managed assets originating from former 

Bank Indonesia Mortgage Rights (ex-Bank with Suspended 

Operations/Suspended Business Activities).
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Posisi Aset Lain-lain BUN pada tanggal 31 Desember 2019 

adalah sebesar Rp556,20 miliar yang seluruhnya merupakan 

aset eks HTBI. Aset Tanah PSN yang pada pelaporan keuangan 

semester I dan triwulan III menjadi bagian dari penyajian 

Aset Lain-Lain BUN telah dihentikan pengakuannya.

1.	 Aset Tanah Proyek Strategis Nasional 

	 Aset tanah infrastruktur PSN yang diperoleh melalui 

pembayaran langsung dari LMAN kepada pihak yang 

berhak diakui sebagai aset sesuai ketentuan pasal 69 

ayat (1) PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata 

Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis 

Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah 

oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. 

	 Aset tanah infrastruktur PSN yang diperoleh melalui 

skema dana talangan dan telah lolos verifikasi Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diakui 

sebagai aset berdasarkan kebijakan pada surat Menteri 

Keuangan nomor S-282/MK.06/2018 tanggal 16 April 

2018 hal Kebijakan Penyajian Aset dan Kewajiban terkait 

Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 

Lembaga Manajemen Aset Negara. 

	 Kebijakan penyajian aset dan kewajiban tersebut 

didasarkan pada PMK Nomor 5/PMK.06/2019 tanggal 02 

Januari 2019, tentang Perubahan atas PMK Nomor 21/

PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan 

Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan 

Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen 

Aset Negara.

	 Hingga tanggal 31 Desember 2019, LMAN merealisasikan 

pembayaran, baik melalui skema pembayaran langsung 

dan skema penggantian dana badan usaha untuk 

71 (tujuh puluh satu) proyek infrastruktur sebesar 

Rp46.851.032.829.928,00. 

	 Sebesar Rp782.702.715.823,00 dari jumlah tersebut 

merupakan pembayaran atas cost of fund. Sebesar 

Rp327.798.231.638,00 dari total cost of fund dibayarkan 

pada tahun 2019.

The position of Other Assets BUN as of December 31, 2019 

was Rp556.20 billion, all of which were assets of former 

HTBI. The PSN Land Assets which, in the first and third 

quarter of financial reporting were part of the presentation 

of Other Assets BUN, had been derecognized.

1.	 National Strategic Project Land Assets

	 PSN infrastructure land assets obtained through direct 

payment from LMAN to the entitled party are recognized 

as assets according to the provisions of article 69 

paragraph (1) of PMK No. 21/PMK.06/2017 regarding 

Funding Procedures for Land Procurement for National 

Strategic Projects and Management of Resulting Assets 

from Land Procurement by State Asset Management 

Agency.

	 PSN infrastructure land assets obtained through the 

bailout scheme and have passed the verification of the 

Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) 

are recognized as assets based on the policy stipulated in 

the letter of Minister of Finance No. S-282/MK.06/2018 

dated April 16, 2018 regarding Presentation Policy of 

Asset and Liabilities related to the National Strategic 

Project (PSN) Infrastructure Land at State Asset 

Management Agency.

	 The policy on the presentation of assets and liabilities is 

based on PMK No. 5/PMK.06/2019 dated January 2, 2019, 

regarding Amendment to PMK No. 21/PMK.06/2017 

regarding Funding Procedures for Land Procurement 

for National Strategic Projects and Management of 

Resulting Assets from Land Procurement by State Asset 

Management Agency.

	 As of December 31, 2019, LMAN realized payments, both 

through direct payment schemes and business entity fund 

replacement schemes, for 71 (seventy-one) infrastructure 

projects with total value of Rp46,851,032,829,928.

	 As much as Rp782,702,715,823 of the abovementioned 

amount represented the payment of the cost of funds. 

As much as Rp327,798,231,638 of the total cost of 

funds were paid in 2019.
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•	 Proyek Jalan Tol / Toll Road Project

APBN/P / 
Revised State 

Budget

Tahun Realisasi / 
Year of Realization

Penggantian Dana 
Badan Usaha / 

Business Entity Fund 
Replacement

Pembayaran Langsung 
/ Direct Payment Total

2016 2017 11.722.231.996.179 - 11.722.231.996.179 

2018 1.524.731.997.315 - 1.524.731.997.315 

2019 243.551.509.228 - 243.551.509.228

2017 2018 17.103.308.046.574 - 17.103.308.046.574 

2019 2.827.578.191.941 - 2.827.578.191.941

2018 2019 7.579.041.225.366 - 7.579.041.225.366

Total 41.000.442.966.603  - 41.000.442.966.603  

•	 Proyek Bendungan / Dam Project

APBN/P / 
Revised State 

Budget

Tahun Realisasi / 
Year of Realization

Penggantian Dana 
Badan Usaha / 

Business Entity Fund 
Replacement

Pembayaran Langsung / 
Direct Payment Total

2017 2018  926.921.962.734  871.703.450.944  1.798.625.413.678 

2019  57.088.865.920  367.493.291.185  424.582.157.105 

2018 2019 - 1.027.853.513.742  1.027.853.513.742 

Total    984.010.828.654 2.267.050.255.871  3.251.061.084.525 

•	 Proyel Pelabuhan / Port Project

APBN/P / 
Revised State 

Budget

Tahun Realisasi / 
Year of Realization

Penggantian Dana 
Badan Usaha / 

Business Entity Fund 
Replacement

Pembayaran Langsung / 
Direct Payment Total

2017 2018 - 120.450.425.905          120.450.425.905 

2019 -  365.995.793.437  365.995.793.437 

Total   -  486.446.219.342  486.446.219.342 

•	 Proyek Jalur Kereta Api / Railroad Project

APBN/P / 
Revised State 

Budget

Tahun Realisasi / 
Year of Realization

Penggantian Dana 
Badan Usaha / 

Business Entity Fund 
Replacement

Pembayaran Langsung / 
Direct Payment Total

2017 2018 -  469.643.853.528  469.643.853.528 

2019 -  658.574.602.207  658.574.602.207 

Total   -  1.128.218.455.735  1.128.218.455.735 

•	 Proyek Irigrasi / Irrigation Project

APBN/P / 
Revised State 

Budget

Tahun Realisasi / 
Year of Realization

Penggantian Dana 
Badan Usaha / 

Business Entity Fund 
Replacement

Pembayaran Langsung / 
Direct Payment Total

2017 2019 -  105.159.044.199  105.159.044.199 

Total    105.159.044.199  105.159.044.199 
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Dari hasil verifikasi BPKP yang telah diakui sebagai aset 

(sebelum pemindahan catatan ke K/L) dan kewajiban 

pada LMAN, terdapat jenis tanah yang penggantian dana 

talangannya masih memerlukan kebijakan/persetujuan dari 

regulator terkait. Jenis-jenis tanah tersebut adalah sebagai 

berikut:

a.	 Tanah Wakaf

	 Sebesar Rp17,4 miliar dari hasil verifikasi BPKP 

merupakan tanah wakaf yang telah dilepaskan haknya 

kepada Pemerintah melalui penggunaan dana talangan 

namun belum terbit izin perubahan status harta benda 

wakaf dari Menteri Agama Republik Indonesia (vide 

pasal 41 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) atau 

pejabat yang menerima pendelegasian kewenangan.

b.	 Tanah Kas Desa

	 Sebesar Rp217,50 miliar dari hasil verifikasi BPKP 

merupakan tanah kas desa yang telah dilepaskan haknya 

kepada Pemerintah melalui penggunaan dana talangan 

namun belum terbit izin tertulis terkait pelepasan hak 

kepemilikan dari Bupati/Walikota dan Gubernur (vide 

pasal 15 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa).

c.	 Tanah Kehutanan

	 Sebesar Rp34,62 miliar dari hasil verifikasi BPKP 

merupakan perolehan tanah hutan produksi yang 

dikelola oleh Perum Perhutani. Nilai tersebut merupakan 

nilai tegakan/tanaman yang dihasilkan dari inventarisasi 

dan valuasi tegakan dengan mengacu pada peraturan 

internal Perum Perhutani. 

d.	 Tanah Instansi (Barang Milik Negara/Daerah)

	 Sebesar Rp24,39 miliar dari hasil verifikasi BPKP 

merupakan tanah instansi (Barang Milik Negara/Daerah) 

yang belum dapat diproses penggantiannya karena 

pelepasan objek tanah tidak diberikan Ganti Kerugian 

dalam bentuk uang namun dalam bentuk tanah dan/

atau bangunan (relokasi) khususnya terkait objek 

pengadaan tanah yang telah berdiri bangunan yang 

dipergunakan secara aktif untuk penyelenggaraan 

tugas pemerintahan. (vide pasal 46 Undang-undang RI 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan Umum).

From the results of the BPKP verification that has been 

recognized as assets (before moving records to the K/L) 

and liabilities to LMAN, there were types of land where the 

replacement of the bailout still required policy/approval from 

the relevant regulator. The types of land are as follows:

a.	 Wakaf Land

	 As much as Rp17.4 billion from the results of BPKP 

verification is wakaf land that had been released its 

rights to the Government through the use of bailout 

funds but had not yet issued permission to change the 

status of wakaf property from the Minister of Religion of 

the Republic of Indonesia (vide article 41 of Law No. 41 

of 2004 regarding Wakaf) or the authorized officials.

b.	 Village Treasury Land

	 As much as Rp217.50 billion from the results of BPKP 

verification is the village treasury land that had been 

relinquished its rights to the government through the 

use of bailout funds but had not yet issued written 

permission related to the release of ownership rights 

from the Regent/Mayor and Governor (vide article 15 

of the Regulation of Minister of Trade No. 4 of 2007 

regarding Guidelines for the Management of Village 

Assets).

c.	 Forestry Land

	 As much as Rp34.62 billion from the results of BPKP 

verification was the acquisition of production forest land 

managed by Perum Perhutani. This value was the value 

of the plant produced from the inventory and valuation 

of the stand in reference to the internal regulations of 

Perum Perhutani.

d.	 Agency Land (State/Regional-Owned Assets)

	 As much as Rp24.39 billion from the results of BPKP 

verification was agency land (State/Regional-Owned 

Assets) that had not been able to be reimbursed because 

the disposal of the land was not given compensation 

in the form of money but in the form of land and/or 

buildings (relocation), especially in relation to the object 

of land procurement that has been built buildings that 

are used actively for carrying out governmental tasks 

(vide article 46 of the Law of the Republic of Indonesia 

No. 2 of 2012 regarding Land Procurement for Public 

Interest).
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e.	 Ruas Jalan Tol yang Belum Berstatus PSN

	 Terdapat 2 ruas tol yaitu Pasuruan – Probolinggo 

(Paspro) dan Krian – Legundi – Bunder (KLBM) yang baru 

ditetapkan sebagai PSN melalui Perpres No 58 Tahun 

2017. Sebagian dari nilai hasil verifikasi tahap II pada 

ruas tersebut merupakan dana talangan yang dibayarkan 

oleh BUJT sebelum ditetapkannya Perpres 58.

Pada Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK RI 

di tahun 2018 terdapat temuan terkait kejelasan status 

dan mekanisme penggantian dana badan usaha yang telah 

digunakan untuk membayar pengadaan tanah sebelum 

proyek yang bersangkutan ditetapkan sebagai PSN. Sebagai 

upaya penyelesaian atas temuan tersebut, LMAN telah 

menyampaikan surat kepada Kepala BPJT Kementerian 

PUPR sebagai tanggapan atas pendapat hukum dari Jasa 

Pengacara Negara yaitu surat nomor S-600/LMAN/2019 

tanggal 18 Maret 2019 yang pada substansinya adalah:

1.	 LMAN tidak dapat melakukan pengembalian dana badan 

usaha yang digunakan untuk membayar pengadaan 

tanah sebelum ditetapkannya proyek Paspro dan KLBM 

sebagai PSN.

2.	 LMAN menawarkan opsi (a) penyediaan dana untuk 

penggantian sebelum penetapan sebagai PSN 

dilakukan melalui anggaran Kementerian PUPR atau (b) 

perhitungan dana badan usaha yang digunakan sebagai 

komponen investasi BUJT.

Pada pemeriksaan laporan keuangan 2018, BPK 

merekomendasikan agar pencatatan aset tanah PSN 

dilakukan pada kementerian yang menjadi instansi yang 

memerlukan tanah. Penyajian atas koreksi tersebut dilakukan 

pada LK BLU tahun 2019 berdasarkan kebijakan pada surat 

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a.n. Direktur 

Jenderal Perbendaharaan nomor S-484/PB/2019 tanggal  

07 Mei 2019 dan nomor S-512/PB/2019 tanggal 10 Mei 

2019. 

e.	 Toll Roads that have not had the PSN Status

	 There were 2 toll roads, namely Pasuruan – Probolinggo 

(Paspro) and Krian – Legundi – Bunder (KLBM) which 

have recently been designated as PSN through 

Presidential Regulation No. 58 of 2017. Part of the value 

of the results of the phase II verification on these sections 

was the bailout paid by Toll Road Agency before the 

stipulation of the Presidential Regulation No. 58.

In the Audit with Specific Purposes (PDTT) of BPK RI in 2018, 

there were findings related to the clarity of the status and 

mechanism for replacing business entity funds that had 

been used to pay for land acquisition before the relevant 

project was determined as PSN. In an effort to resolve these 

findings, LMAN delivered a letter to the Head of BPJT of 

the Ministry of PUPR in response to the legal opinion of the 

State Attorney Service, namely letter No. S-600/LMAN/2019  

dated March 18, 2019 which substantially contained the 

following:

1.	 LMAN could not refund the business entity used to pay 

for land acquisition prior to the stipulation of the Paspro 

and KLBM projects as PSN.

2.	 LMAN offered options (a) the provision of funds for 

replacement before the determination as PSN is carried 

out through the budget of the Ministry of PUPR, or 

(b) the calculation of business entity funds used as a 

component of BUJT investment.

At the audit for the 2018 financial statements, the BPK 

recommended that the recording of PSN's land assets be 

carried out at the ministries which became the agencies that 

needed the land. Presentation of the correction was made 

in the 2019 Financial Statements of BLU in accordance with 

the policy stipulated in the letter of Director of Accounting 

and Financial Reporting on behalf of the Director General 

of Treasury No. S-484/PB/2019 dated May 7, 2019 and No. 

S-512/PB/2019 dated May 10, 2019.
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Guna menindaklanjuti rekomendasi tersebut telah dilakukan 

penyerahan nilai pencatatan yang dituangkan dalam berita 

acara sebagai berikut:

•	 Tanah PSN yang Telah Dibayarkan oleh LMAN / PSN Land that had been Paid by LMAN

Nomor BA /  
BA Number

Tanggal / Date Proyek / Project K/L Nominal (Rp)

BA-12/LMAN/2019
08 Mei 2019 /  
May 8, 2019

Jalur KA dan pelabuhan / 
Railroad and port

Kementerian Perhubungan / 
Ministry of Transportation

590.094.279.433

BA-13/LMAN/2019
08 Mei 2019 /  
May 8, 2019

Jalan tol wilayah I (Jawa) /  
Toll road region I (Java)

Kementerian PUPR / Ministry of 
Public Works and Public Housing

24.852.465.294.423

BA-14/LMAN/2019
08 Mei 2019 /  
May 8, 2019

Jalan tol wilayah II (Luar Jawa) 
/ Toll road region II (outside 
of Java)

Kementerian PUPR / Ministry of 
Public Works and Public Housing

5.732.745.477.261

BA-15/LMAN/2019
08 Mei 2019 /  
May 8, 2019

Bendungan / Dam
Kementerian PUPR / Ministry of 
Public Works and Public Housing

1.798.625.413.678

TOTAL 32.973.930.464.795

Atas tanah PSN yang telah dibayarkan LMAN di tahun 

2018 sebesar Rp32,98 triliun telah terbit penetapan status 

penggunaan melalui KMK sebagai berikut:

NOMOR KMK K/L Nominal (Rp)

KMK-76/KM.6/2020 Kementerian PUPR / Ministry of Public Works and Public Housing 32.383.836.185.362

KMK-79/KM.6/2020 Kementerian Perhubungan / Ministry of Transportation 590.094.279.433

TOTAL 32.973.930.464.795

Pada pemeriksaan laporan keuangan 2019, BPK 

merekomendasikan agar pencatatan aset tanah PSN 

dilakukan pada kementerian yang menjadi instansi yang 

memerlukan tanah. Penyajian atas koreksi tersebut dilakukan 

pada LK BLU tahun 2019 berdasarkan kebijakan pada surat 

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a.n. Direktur 

Jenderal Perbendaharaan nomor S-409/PB/2020 tanggal 08 

Mei 2020 hal Penyesuaian Laporan Keuangan Tahun 2019 

untuk Penyajian Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN). 

To follow up on these recommendations, submission of the 

recording values as outlined in the official report was as 

follows:

For the PSN land that LMAN had paid in 2018 in the amount 

of Rp32.98 trillion, the stipulation of usage status through 

the KMK issued as follows:

At the audit for the 2019 financial statements, the BPK 

recommended that the recording of PSN's land assets be 

carried out at the ministries which became the agencies that 

needed the land. Presentation of the correction was made 

in the 2019 Financial Statements of BLU in accordance 

with the policy stipulated in the letter of Director General 

of Treasury No. S-409/PB/2020 dated May 8, 2020 

regarding Adjustments to the 2019 Financial Statements for 

Presentation of National Strategic Project Land (PSN).
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Guna menindaklanjuti rekomendasi tersebut telah dilakukan 

penyerahan nilai pencatatan yang dituangkan dalam berita 

acara sebagai berikut:

•	 Tanah PSN yang Telah Dibayarkan oleh LMAN / PSN Land that had been Paid by LMAN

Nomor BA /  
BA Number

Tanggal / Date Proyek / Project K/L Nominal (Rp)

BA-09/LMAN/2020
11 Mei 2020 / 
May 11, 2020

Jalan tol wilayah I (Jawa) /  
Toll road region I (Java)

Kementerian PUPR / Ministry of 
Public Works and Public Housing

5.591.738.203.299

BA-11/LMAN/2020
11 Mei 2020 / 
May 11, 2020

Jalan tol wilayah II (Luar Jawa) 
/ Toll road region II (outside 
of Java)

Kementerian PUPR / Ministry of 
Public Works and Public Housing

750.448.769.119

BA-13/LMAN/2020
11 Mei 2020 / 
May 11, 2020

Infrastruktur Sumber Daya Air / 
Water resource infrastructure

Kementerian PUPR / Ministry of 
Public Works and Public Housing

1.553.710.836.700

BA-15/LMAN/2020
11 Mei 2020 / 
May 11, 2020

Jalur KA dan pelabuhan / 
Railroad and port

Kementerian Perhubungan 1.024.570.395.644

TOTAL 8.920.468.204.762

•	 Tanah PSN yang Telah Dibayarkan oleh LMAN / PSN Land that had been Paid by LMAN

Nomor BA /  
BA Number

Tanggal / Date Proyek / Project K/L Nominal (Rp)

BA-10/LMAN/2020
11 Mei 2020 /  
May 11, 2020

Jalan tol wilayah I (Jawa) /  
Toll road region I (Java)

Kementerian PUPR / Ministry of 
Public Works and Public Housing

2.469.990.187.856

BA-12/LMAN/2020
11 Mei 2020 /  
May 11, 2020

Jalan tol wilayah II (Luar Jawa) 
/ Toll road region II (outside 
of Java)

Kementerian PUPR / Ministry of 
Public Works and Public Housing

356.278.202.969

BA-13/LMAN/2020
11 Mei 2020 /  
May 11, 2020

Infrastruktur Sumber Daya Air / 
Water resource infrastructure

Kementerian PUPR / Ministry of 
Public Works and Public Housing

5.369.941.290

TOTAL 2.831.638.332.115

Atas tanah PSN yang telah dibayarkan LMAN di tahun 

2018 sebesar Rp13,88 triliun telah terbit penetapan status 

penggunaan dengan rincian sebagai berikut:

1.	 sebesar Rp1,02 triliun kepada Kementerian Perhubungan 

melalui KMK Nomor 85/KM.6/2020 untuk proyek 

infrastruktur pelabuhan dan jalur perkeretapian 

(termasuk LRT Jabodebek). Nilai tersebut sesuai berita 

acara penyerahan nilai aset nomor BA-15/LMAN/2020. 

2.	 sebesar Rp12,85 triliun kepada Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat melalui KMK Nomor 

86/KM.6/2020 untuk proyek infrastruktur jalan tol, 

bendungan, dan jalur irigasi. Nilai tersebut terdiri dari:

a.	 Nilai yang diserahkan pada awal 2019 sebesar 

Rp4,96 triliun berdasarkan BA-16 (satker jalan tol 

wilayah I), BA-17 (satker jalan tol wilayah II), dan 

BA-18 (infrastruktur SDA). Pada tabel berikut dimuat 

pada kolom LHV 2017-2018 dibayar 2019.

To follow up on these recommendations, submission of the 

recording values as outlined in the official report was as 

follows:

For the PSN land that LMAN had paid in 2018 in the amount 

of Rp13.88 trillion, the stipulation of usage status has been 

issued with the following details:

1.	 as much as Rp1.02 trillion was paid to the Ministry 

of Transportation under KMK No. 85/KM.6/2020 for 

port and railroad infrastructure projects (including LRT 

Jabodebek). This value was in accordance with the 

minutes of transfer of asset No. BA-15/LMAN/2020.

2.	 as much as Rp12.85 trillion  was paid to the Ministry 

of Public Works and Public Housing under KMK No. 86/

KM.6/2020 for toll road, dam and irrigation channel 

infrastructure projects. This value consisted of:

a.	 The value submitted at the beginning of 2019 was 

Rp4.96 trillion based on BA-16 (region I toll road 

work unit), BA-17 (region II toll road work unit), 

and BA-18 (water resource infrastructure). In the 

following table, it is contained in the 2017-2018 LHV 

column paid in 2019.
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b.	 Nilai yang diserahkan pada periode penyusunan 

laporan keuangan 2019 di tahun 2020  sebesar 

Rp6,30 triliun  berdasarkan BA-9 (satker jalan tol 

wilayah I), BA-11 (satker jalan tol wilayah II), dan BA-

18 (infrastruktur SDA).

Proyek / Project 
LHV 2019 dibayar 

2019 / 2019 LHV paid 
in 2019

LHV 2017-2018 dibayar 
2019 / 2017-2018 LHV 

paid in 2019

Pembayaran Langsung 
2019 / Direct Payment 

in 2019
Total PSP

Jalan tol wilayah I (Jawa) / 
Toll road region I (Java)

5.748.028.970.532 4.106.990.949.938 97.002.343.701 9.952.022.264.171 

Jalan tol wilayah II (Luar 
Jawa) / Toll road region II 
(outside of Java)

497.155.658.185 828.207.478.433 - 1.325.363.136.618 

Infrastruktur Sumber 
Daya Air / Water resource 
infrastructure

53.204.987.574 21.435.732.000 1.500.505.849.126 1.575.146.568.700 

TOTAL 6.298.389.616.291 4.956.634.160.371 1.597.508.192.827 12.852.531.969.489 

Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia

Pada tahun 2019 aset eks hak tanggungan Bank Indonesia 

sebesar Rp556,20 miliar menurun 1,43% dibanding tahun 

2018 sebesar Rp548,37 miliar. 

Pada tahun 2019, LMAN memperoleh aset hasil 

renovasian Gedung Danadyaksa Cikini yang sedang 

dalam pendayagunaan oleh BLU Lembaga Pengelola 

Dana Pendidikan. Penyerahan dilakukan pada tanggal 22 

November 2019 dengan nilai sebesar Rp5,61 miliar.

Nilai Aset eks HTBI berdasarkan klasifikasinya adalah aset 

berupa tanah dengan total nilai Rp459, 57 miliar, aset berupa 

bangunan dengan total nilai Rp96,22 miliar dan pekerjaan 

dalam penyelesaian dengan nilai sebesar Rp406,18 miliar. 

Kewajiban Jangka Pendek

Pada tahun 2019 total kewajiban jangka pendek LMAN 

tercatat sebesar Rp5,69 triliun menurun. 27,3% dibanding 

tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp7,82 triliun. 

Kewajiban Jangka Panjang 

Pada tahun 2019 total kewajiban jangka Panjang LMAN 

tercatat sebesar Rp59,73 triliun menurun. 25,99% dibanding 

tahun 2018 sebesar Rp80,70 triliun. 

b.	 The value submitted in the 2019 financial statements 

preparation period in 2020 was Rp6.30 trillion based 

on BA-9 (region I toll road work unit), BA-11 (region 

II toll road work unit), and BA-18 (water resource 

infrastructure).

Ex-Assets of Bank Indonesia Mortgage Rights 

In 2019, the ex-assets of Bank Indonesia mortgage rights 

(HTBI) reached Rp555.20 billion, decreased by 1.43% from 

Rp548.37 billion recorded in 2018. 

LMAN obtained assets from the renovation of Danadyaksa 

Cikini Building in 2019 which is currently being utilized by 

BLU Education Fund Management Agency. Handover was 

conducted on November 22, 2019 with a value of Rp5.61 

billion.

The value of ex-Assets HTBI based on their classification are 

assets in the form of land with a total value of Rp459.57 

billion, assets in the form of buildings with a total value of 

Rp96.22 billion and construction in progress with a value of 

Rp406.18 billion.

Short-Term Liabilities

In 2019, LMAN’s total short-term liabilities were recorded 

at Rp5.69 trillion, a decrease of 27.3% from Rp 7.82 trillion 

recorded in 2018. 

Long-Term Liabilities

In 2019, LMAN’s total long-term liabilities were recorded at 

Rp59.73 trillion, a decrease of 25.99% from Rp80.70 trillion 

recorded in 2018. 
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Ekuitas

Pada tahun 2019 Ekuitas LMAN tercatat sebesar Rp15,46 

triliun menurun 24,83% dibanding tahun 2018 sebesar 

Rp20,56 triliun. 

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas per 31 Desember 2018 – 2019

Cash Flows Statements as of December 31, 2018-2019

Uraian / Description 2018 2019
Perubahan / 
Change (%)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI / CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES  

Arus Masuk Kas / Cash Inflow    

Pendapatan Sewa/Kerja SamaKerjasama / Income from 
Rental/Cooperation 

              944.408.938.248               771.069.894.730 -22,5%

Pendapatan Treasuri / Income from Treasury           1.823.220.651.508           3.450.741.356.838 47,2%

Jumlah Arus Kas Masuk / Total Cash Inflow           2.767.629.589.756           4.221.811.251.568 34,4%

Arus Keluar Kas / Cash Outflow    

Pembayaran Pegawai / Payment of Employees                 24.180.001.549                 53.071.578.675 54,4%

Pembayaran Barang dan Jasa / Payment of Goods and 
Services

                22.407.473.175                 21.732.776.353 -3,1%

Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan / Payment 
of Inventory Goods

596.813.950 488.933.300 -22,1%

Pembayaran Pemeliharaan / Payment of Maintenance                   6.116.865.047                   8.212.703.895 25,5%

Pembayaran Perjalanan Dinas / Payment of Office Travel                 13.174.864.281                 14.750.037.366 10,7%

Jumlah Arus Kas Keluar / Total Cash Outflow                 66.476.018.002                 98.256.029.589 32,3%

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI / NET 
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

          2.701.153.571.754           4.123.555.221.979 34,5%

Sumber / Source: Laporan Keuangan LMAN / LMAN Financial Report

Pada tahun 2019, arus kas bersih dari aktivitas operasi 

tercatat sebesar Rp4,123 triliun yang mana nilai tersebut 

tumbuh sebesar 52,66%. Nilai tersebut dikontribusikan dari 

arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp4,22 triliun. 

Di tahun 2019, komposisi pendapatan dari operasi utama 

dan penempatan dana adalah sebesar 18,26% dan 81,74%.

Uraian / Description 2018 2019
Perubahan / 
Change (%)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI / CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES  

Arus Masuk Kas / Cash Inflow    

Penjualan atas aset / Sales of Assets                         13.350.000                         17.000.000 21,5%

Denda keterlambatan konstruksi / Fine for Construction 
Delay

-                          98.493.172 100,0%

Jumlah Arus Kas Masuk / Total Cash Inflow                         13.350.000                       115.493.172 88,4%

Arus Keluar Kas / Cash Outflow    

Perolehan/Pengeluaran Setelah Perolehan atas Peralatan 
dan Mesin / Receipt/Expenses After Receipt of Equipment 
and Machinery

                  1.317.715.040                       806.926.200 -63,3%

Equity

In 2019, LMAN’s Equity was recorded at Rp15.46 trillion, a 

decrease of 24.83% from Rp20.56 trillion recorded in 2018. 

Cash Flows Statements

In 2019, the amount of Net Cash Flows from Operating 

Activities was recorded at Rp4.123 trillion, an increase of 

52.66%. This value was contributed by cash inflows from 

operating activities amounting to Rp4.22 trillion. In 2019, 

the composition of revenue from main operations and fund 

placements was 18.26% and 81.74%, respectively.
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Uraian / Description 2018 2019
Perubahan / 
Change (%)

Perolehan/Pengeluaran Setelah Perolehan atas Gedung dan 
Bangunan / Receipt/Expenses After Receipt of Buildings

                      433.082.500                 22.995.192.912 98,1%

Perolehan/Pengeluaran Setelah Perolehan atas Aset Tak 
Berwujud / Receipt/Expenses After Receipt of Intangible 
Assets

                      196.471.000                       174.146.500 -12,8%

Perolehan Aset Tetap Renovasi / Receipt of Fixed Assets 
Renovation

- - -

Perolehan/Pengeluaran Setelah Perolehan atas Aset 
Kelolaan / Receipt/Expenses After Receipt of Managed 
Assets

                11.908.277.761                 16.608.319.662 28,3%

Perolehan Aset Tanah PSN / Receipt of PSN Land Assets         21.251.698.468.616         13.877.102.365.133 -53,1%

Jumlah Arus Kas Keluar / Total Cash Outflow         21.265.554.014.917         13.917.686.950.407 -52,8%

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI /  
NET CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

      (21.265.540.664.917)       (13.917.571.457.235) -52,8%

Sumber / Source: Laporan Keuangan LMAN / LMAN Financial Report

Pada tahun 2019 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 

tercatat sebesar Rp13,92 triliun menurun 52,8% 

dibanding tahun 2018 sebesar Rp21,27 triliun. Mayoritas 

dikontribusikan oleh pendanaan tanah PSN yang menurun 

sebesar Rp13,877 triliun,  pengeluaran setelah perolehan 

untuk  mengalami penurunan aset kelolaan Rp16,61 miliar 

dan perolehan aset tetap dan aset tak berwujud yang 

digunakan sendiri menurun sebesar Rp23,98 miliar.

Uraian / Description 2018 2019
Perubahan / 
Change (%)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN / CASH FLOWS FROM FUNDING ACTIVITIES  

Arus Masuk Kas / Cash Inflow    

Penerimaan pengembalian dana kelolaan / Receipt of 
repayment of managed funds

- 131.000 

SP2D Pencairan Dana Investasi untuk Pendanaan Tanah 
PSN / SP2D Disbursement of Investment Funds for PSN 
Land Funding

        31.152.730.000.000         12.000.000.000.000 -159,6%

Pengembalian surplus BLU / Repayment of BLU surplus             3.900.000.000.000 100,0%

Jumlah Arus Kas Masuk / Total Cash Inflow         31.152.730.000.000         15.900.000.131.000 -95,9%

Arus Keluar Kas / Cash Outflow     -

Penyetoran surplus BLU / Deposit of BLU surplus                                          -           3.900.000.000.000 -

Penyetoran pendapatan ke kas negara / Deposit of 
revenue to state treasury

                        13.350.000                         17.000.000 21,5%

Jumlah Arus Kas Keluar / Total Cash Outflow                         13.350.000           3.900.017.000.000 100,0%

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN / 
NET CASH FLOWS FROM FUNDING ACTIVITIES

        31.152.716.650.000         11.999.983.131.000 -159,6%

Sumber / Source: Laporan Keuangan LMAN / LMAN Financial Report

Pada tahun 2019 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 

tercatat sebesar Rp11,10 triliun menurun 159,6% dibanding 

tahun 2018 sebesar Rp31,15 triliun yang mayoritas 

dikontribusikan penerimaan dana investasi dari APBN 

sebesar Rp12 triliun. Termasuk dalam arus kas pendanaan 

In 2019, the amount of Net Cash Flows from Investing 

Activities was recorded at Rp13.92 trillion, a decrease of 

52.8% from Rp21.27 trillion recorded in 2018. The majority 

was contributed by PSN land funding which decreased by 

Rp13.877 trillion, expenditures after the acquisition to 

experience a decrease in managed assets of Rp16.61 billion, 

and the acquisition of fixed assets and intangible assets for 

own use decreased by Rp23.98 billion.

In 2019, the amount of Net Cash Flows from Funding 

Activities was recorded at Rp11.10 trillion, a decrease of 

159.6% from Rp31.15 trillion recorded in 2018. The majority 

of which was contributed by the receipt of investment funds 

from the State Budget of Rp12 trillion. Included in this 
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ini adalah arus kas keluar dan masuk atas setoran surplus ke 

Rekening Kas Umum Negara dan pengembaliannya sebesar 

Rp3,9 triliun.

Uraian / Description 2018 2019
Perubahan / 
Change (%)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS / CASH FLOWS FROM TRANSITORY ACTIVITIES 
Arus Masuk Kas / Cash Inflow    

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (security deposit) / 
Receipt of Third-Party Calculation (security deposit)

                  2.399.118.638                       599.188.135 -300,4%

Penerimaan Kas yang Belum Menjadi Hak LMAN / Receipt 
of Cash that Have Not Been Acquired by LMAN

-                       338.530.877 -

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (tunjangan purna 
jabatan) / Receipt of Third-Party Calculation (post-
employment benefits)

                        533.545.393 100,0%

Jumlah Arus Kas Masuk / Total Cash Inflow                   2.399.118.638                   1.471.264.405 -63,1%

Arus Keluar Kas / Cash Outflow     -

Kelebihan transfer jasa layanan perbankan / Excess of 
transfer for banking services

131.000 - -

Pengembalian kelebihan jasa layanan perbankan / 
Repayment of excess of banking services

                      501.091.416                       145.000.000 -245,6%

Jumlah Arus Kas Keluar / Total Cash Outflow                       501.222.416                       145.000.000 -245,7%

ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS / 
NET CASH FLOWS FROM TRANSITORY ACTIVITIES

                  1.897.896.222                   1.326.264.405 -43,1%

Sumber / Source: Laporan Keuangan LMAN / LMAN Financial Report

Pada tahun 2019 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 

tercatat sebesar Rp1,37 miliar menurun 43,1% dibanding 

tahun 2018 sebesar Rp1,90 miliar. 

Uraian / Description 2018 2019
Perubahan / 
Change (%)

KENAIKAN/PENURUNAN KAS / INCREASE/DECREASE 
IN CASH

        12.590.227.453.059           2.207.293.160.148 -470,4%

SALDO AWAL KAS DAN DANA KELOLAAN / 
BEGINNING BALANCE OF CASH AND MANAGED 
FUNDS

        38.986.873.737.332         51.577.101.190.391 24,4%

Koreksi Saldo Kas / Correction of Cash Balance - - -

SALDO AKHIR KAS / END BALANCE OF CASH         51.577.101.190.391         53.784.394.350.539 4,1%

     

Rincian Saldo Akhir Kas antara lain: / Details of End Balance of Cash, as follows:  

Saldo Akhir Kas BLU / End Balance of BLU Cash           1.345.865.104.170           1.945.772.531.573 30,8%

Saldo AKhir Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas / End 
Balance of Other Cash and Cash Equivalents

                  2.823.898.638                   3.616.617.649 21,9%

Investasi Jangka Pendek BLU / Short-Term Investments 
BLU

          2.592.473.339.265           6.092.243.361.401 57,4%

Saldo Akhir Dana Pihak Ketiga / End Balance of Third 
Party Funds

                        533.545.393 100,0%

Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU / End Balance of Managed 
Funds BLU

        47.635.938.848.318         45.742.228.294.523 -4,1%

TOTAL         51.577.101.190.391         53.784.394.350.539 4,1%

Sumber / Source: Laporan Keuangan LMAN / LMAN Financial Report

funding cash flow were cash outflows and inflows of surplus 

deposits to the State General Cash Account and a refund of 

Rp3.9 trillion.

In 2019, the amount of Net Cash Flows from Transitory 

Activities was recorded at Rp1.37 billion, a decrease of 

43.1% from Rp1.90 billion recorded in 2018. 
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Pada tahun 2019 saldo kas akhir dana kelolaan BLU tercatat 

sebesar Rp53,78 triliun meningkat 4,1% dibanding tahun 

2018 sebesar Rp51,58 triliun. 

Rasio-rasio keuangan

Beberapa rasio keuangan penting untuk tahun 2019 adalah 

sebagai berikut:

No Rasio Nilai

a Rasio Kas (Cash Ratio) 9,51x

b Rasio Lancar (Current Ratio) 9,54x

c Periode Penagihan Piutang (Collection Period)   45 hari 

d Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2,44%

e Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) 2,10%

f Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 35,79%

g
Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional / Ratio of Non-Tax State Revenue to 
Operating Expenses

277,93%

Ukuran likuiditas LMAN tercatat sangat baik dengan rasio 

kas dan rasio lancar tercatat > 9x yang menunjukkan 

kemampuan LMAN untuk membayar kewajiban jangka 

pendeknya. Dari sisi operasi utama berupa pengelolaan 

aset, LMAN mencatatkan kinerja perputaran aset tetap 

dan aset kelolaan yang cukup baik yaitu sebesar 2,44% 

dibandingkan benchmark BLU pada sektor sejenis sebesar 

1%. Namun demikian terdapat kinerja yang masih memiliki 

ruang perbaikan di sisi imbalan atas aset tetap dan aset 

kelolaan sebesar 2,1% yang masih cukup jauh dibandingkan 

benchmark optimum industri sebesar 9%. Benchmark 

optimum industri di sini menggunakan indikator optimum 

BLU pengelola kawasan pada Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor 28/PB/2018.

Catatan Penting Lainnya dan Ikhtisar 
Perjanjian Penting 
a.	 Kebijakan Pembiayaan Investasi kepada LMAN

	 Dalam APBN-P TA 2015 terdapat kebijakan 

pengalokasian pembiayaan investasi dalam rangka 

mendukung pembentukan BLU manajemen aset 

pada pos pembiayaan non-utang Pemerintah. Alokasi 

tersebut dimasukkan sebagai komponen Dana Investasi 

Pemerintah dengan nominal alokasi sebesar Rp1,5 

triliun. 

	 Pemberian alokasi tersebut ditujukan untuk mendukung 

pelaksanaan fungsi manajemen aset oleh LMAN 

dengan cara memberikan nilai tambah dalam rangka 

In 2019, the end balance of managed funds of BLU was 

recorded at Rp53.78 trillion, an increase of 4.1% from 

Rp51.58 trillion recorded in 2018. 

Financial Ratios

Several key financial ratios in 2019 were as follows:

LMAN’s liquidity measure was very good with a cash ratio 

and a current ratio of > 9x, showing LMAN’s ability to pay its 

short-term liabilities. In terms of main operations in the form 

of asset management, LMAN recorded a relatively good 

performance of turnover of fixed assets and managed assets 

at 2.44% compared to the BLU benchmark in similar sectors 

at 1%. However, there was several performances that still 

have room for improvement in terms of return on fixed 

assets and managed assets of 2.1%, which was still quite 

far compared to the industry’s optimum benchmark of 9%. 

The industry optimum benchmark here uses the optimum 

indicator for the area manager’s BLU in the Regulation of 

Director General of Treasury No. 28/PB/2018.

Other Significant Notes and Highlights on 
Significant Agreements 
a.	 Policy on Investment Financing to LMAN

	 In the Revised State Budget of 2015 Budget Year, there 

is a policy for allocating investment financing in order 

to support the establishment of an asset management 

BLU on the Government’s non-debt financing post. The 

allocation is included as a component of the Government 

Investment Fund with a nominal allocation of Rp1.5 

trillion.

	 The allocation is intended to support the implementation 

of the asset management function by LMAN by providing 

added value in the context of utilizing assets, securing, 
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pendayagunaan aset, pengamanan, dan peningkatan 

status aset menjadi free and clear serta untuk mendukung 

permodalan awal pelaksanaan fungsi landbank. 

Sementara bagi Pemerintah, alokasi ini diharapkan 

dapat mendukung pemisahan fungsi regulator dan 

operator aset sehingga meningkatkan optimalisasi, 

efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan aset negara, 

meningkatkan PNBP, serta menunjang pemenuhan 

kebutuhan aset di masa datang.

	 Pada tahun 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 

102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, 

LMAN memperoleh penugasan untuk menjadi satuan 

kerja pada lingkungan Bendahara Umum Negara yang 

melakukan pendanaan atas pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum.

	 Dalam rangka pelaksanaan penugasan tersebut, pada 

APBNP TA 2016. LMAN mendapatkan alokasi anggaran 

pembiayaan investasi sebesar Rp16 triliun. Pada APBN-P 

TA 2017, alokasi yang diperoleh adalah sebesar Rp32,05 

triliun. Pada APBN TA 2018, LMAN kembali memperoleh 

alokasi untuk pendanaan pengadaan tanah PSN sebesar 

Rp35,40 triliun dengan pencairan dari Rekening Kas 

Umum Negara sebesar Rp31,15 triliun. 

	 Pada tahun 2019, LMAN memperoleh alokasi 

pembiayaan investasi untuk pengadaan tanah PSN 

sebesar Rp22 triliun. Adapun nominal yang dicairkan 

sebesar Rp12 triliun.

b.	 Penebusan Aset eks Hak Tanggungan Bank 

Indonesia (HTBI)

	 Dalam upaya mengatasi krisis perbankan yang terjadi 

pada tahun 1997-1998, Bank Indonesia melaksanakan 

kebijakan pemberian dana talangan kepada sejumlah 

bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang disebut 

dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) qq. Pemerintah 

RI menerima penyerahan hak tagih (cessie) BLBI tersebut. 

Atas penyerahan ini, Pemerintah menerbitkan Surat 

Utang Negara sebesar Rp144,5 triliun untuk pembayaran 

BLBI kepada 18 Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan 

and enhancing the status of assets to be free and clear 

and to support the initial capital implementation of 

the landbank function. While for the Government, this 

allocation is expected to support the separation of the 

functions of regulators and asset operators so as to 

increase optimization, effectiveness and accountability in 

managing state assets, increase PNBP, and support the 

fulfillment of asset needs in the future.

	 In 2016, through Presidential Regulation No. 102 of 

2016 regarding Funding of Land Procurement for 

Development in the Public Interest in the context of the 

Implementation of National Strategic Projects, LMAN 

was assigned to become a work unit in the State General 

Treasurer environment which financed land acquisition 

for public use.

	 In the framework of the implementation of the 

assignment, in the Revised State Budget of 2016 Budget 

Year, LMAN received an investment budget allocation of 

Rp16 trillion. In the Revised State Budget of 2017 Budget 

Year, the allocation was Rp32.05 trillion. In the State 

Budget of 2018 Budget Year, LMAN received another 

allocation to fund PSN land acquisition amounting to 

Rp35.40 trillion with disbursements from the State 

General Treasury Account of Rp31.15 trillion.

	 In 2019, LMAN obtained an investment financing 

allocation for the acquisition of PSN land amounting to 

Rp22 trillion. The nominal disbursed amounted to Rp12 

trillion.

b.	 Redemption of Ex-Assets of Bank Indonesia 

Mortgage Rights (HTBI)

	 In an effort to overcome the banking crisis that 

occurred in 1997-1998, Bank Indonesia implemented 

a policy of providing bailout funds to a number of 

banks experiencing liquidity problems called Bank 

Indonesia Liquidity Assistance (BLBI). The Indonesian 

Bank Restructuring Agency (IBRA) qq. the Government 

of the Republic of Indonesia accepted the submission of 

the BLBI cessie. Upon this submission, the government 

issued Government Bonds amounting to Rp144.5 

trillion for BLBI payments to 18 Banks with Suspended 
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Usaha (BBO/BBKU). Pada perkembangannya, pasca 

Februari 1999, BI masih menyalurkan bantuan likuiditas 

dan fasilitas lainnya kepada 20 (dua puluh) bank yang 

kemudian berdasarkan keputusan Pemerintah dan DPR 

menjadi burden sharing BI. 

	

	 Perjanjian penyaluran bantuan likuiditas tersebut 

memiliki perjanjian yang bersifat asesoir yaitu pengikatan 

hak tanggungan untuk 69 sertifikat hak atas tanah (HTBI) 

dan 21 sertifikat hak atas tanah lainnya yang tidak diikat 

dengan HTBI sehingga secara keseluruhan terdapat 90 

sertifikat aset. 

	 Penguasaan atas 90 sertifikat hak atas tanah berada 

pada BI. Atas penyaluran bantuan likuditas dan fasilitas 

pasca Februari 1999 tersebut. BI tidak melakukan 

penyerahan hak tagih kepada Pemerintah. Berdasarkan 

kewenangannya sesuai Pasal 37A huruf b Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 40 huruf a 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang 

BPPN, BPPN mengambil alih dan menjalankan segala hak 

dan wewenang sehingga mendudukkan Pemerintah c.q 

BPPN sebagai Pemegang Saham termasuk RUPS bank 

beku yang berada dalam penanganan. Berdasarkan 

Keppres 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas 

dan Pembubaran BPPN, dan sesuai Pasal 6 Keppres 

dimaksud, bahwa dengan berakhirnya tugas BPPN maka 

segala kekayaan menjadi kekayaan negara yang dikelola 

oleh Menteri Keuangan, namun untuk 90 sertifikat hak 

atas tanah yang berada pada penguasaan BI dimaksud 

belum menjadi aset yang berada dalam penguasaan 

Pemerintah.

	 Selanjutnya, sesuai rekomendasi BPK untuk melakukan 

upaya guna memperoleh dokumen kepemilikan 

berupa 90 sertifikat aset properti yang masih dalam 

penguasaan BI, Kementerian Keuangan melakukan 

upaya recovery HTBI tersebut, terdapat 2 skema yang 

dapat dilakukan yaitu skema pelaksanaan lelang atas 

aset yang diikat HTBI dan skema pembayaran hak 

tanggungan oleh Pemerintah kepada BI dalam hal 

aset HTBI akan digunakan untuk penyelenggaraan 

Pemerintahan. Skema tersebut merupakan bagian dari 

kesepakatan Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan 

c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Dewan 

Gubernur Bank Indonesia yang dituangkan dalam Nota 

Operations/Suspended Business Activities (BBO/BBKU). 

In its development, after February 1999, Bank Indonesia 

still distributed liquidity assistance and other facilities to 

20 (twenty) banks which, based on the decision of the 

government and House of Representative, then became 

Bank Indonesia’s burden sharing.

	 The liquidity assistance distribution was made under an 

agreement of an association nature, namely binding 

of mortgage rights for 69 land rights certificates (HTBI) 

and 21 other land rights certificates not bound by HTBI; 

hence, there were 90 asset certificates in total.

	 Bank Indonesia had the right to control these 90 land rights 

certificates. For the distribution of liquidity assistance 

and facilities after February 1999, Bank Indonesia did 

not hand over claim rights to the government. Based on 

its authority in accordance with Article 37A letter b of 

the Law No. 10 of 1998, in conjunction with Article 40 

letter a of the Government Regulation No. 17 of 1999 

regarding IBRA, IBRA took over and exercised all rights 

and authority so as to place the Government cq. IBRA as 

the shareholders, including the GMS of suspended banks 

under management. Based on the Presidential Decree 

No. 15 of 2004 regarding Termination of Duties and 

Disbandment of IBRA and in accordance with Article 6 of 

the Presidential Decree referred to, with the termination 

of the duties of IBRA, all assets became state’s assets 

managed by the Minister of Finance, except the 90 

certificates of land rights that were in the possession of 

Bank Indonesia referred to did not become assets under 

the control of the government.

	 Furthermore, according to BPK’s recommendation to 

make efforts to obtain ownership documents in the 

form of 90 certificates of property assets that were still 

in the possession of Bank Indonesia, the Ministry of 

Finance made efforts to recover HTBI. There were 2 (two) 

schemes that could be carried out, namely the auction 

scheme for assets bound by HTBI and mortgage right 

payment scheme by the government to Bank Indonesia 

in the case of HTBI assets be used for the administration 

of the government. The schemes were part of the 

government agreement cq. Ministry of Finance cq. the 

Directorate General of State Assets Management with 

the Board of Governors of Bank Indonesia as outlined 
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Kesepahaman Nomor 17/1/NKlDpG/2015 dan MoU-1/

KN/2015.

	 Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah 

melakukan pembayaran hak tanggungan kepada 

BI untuk mendapatkan 23 sertifikat hak atas tanah. 

Kebijakan ini sejalan dengan rekomendasi BPK pada 

Laporan Hasil Pemeriksaan pada LKPP TA 2012 yaitu 

“Dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan negara 

yang berasal dari kekayaan eks BPPN maka Menteri 

keuangan perlu melakukan upaya untuk memperoleh 

dokumen kepemilikan berupa 90 sertifikat aset properti 

yang masih dalam penguasaan BI”. 

	 Pelaksanaan pembayaran HTBI dilakukan setelah adanya 

penyerahkelolaan kekayaan negara lain-lain kepada 

LMAN per 09 Juni 2016 sebagaimana ditetapkan 

dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

Nomor 204/KN/2016 untuk 23 sertifikat hak atas tanah 

dengan nilai sebesar Rp26.734.113.000,00. Realisasi 

pembayaran dilakukan pada tanggal 21 Juni 2016 

dengan menggunakan alokasi Dana Investasi Pemerintah 

dari APBNP TA 2015.

	 Pada tahun 2017, LMAN kembali melakukan akuisisi 

atas aset eks BBO/BBKU yang diikat Hak Tanggungan 

Bank Indonesia yang berlokasi di DKI Jakarta sebanyak 

4 sertifikat dengan nilai penebusan sebesar  sebesar 

Rp53,30 miliar.

	 Pada tahun 2017, LMAN kembali melakukan akuisisi 

atas aset eks BBO/BBKU yang diikat Hak Tanggungan 

Bank Indonesia yang berlokasi di DKI Jakarta sebanyak 

4 sertifikat dengan nilai penebusan sebesar  sebesar 

Rp53,30 miliar. Atas aset-aset tersebut telah terbit nilai 

wajar hasil penilaian pada semester I 2018.

c.	 Penyerahkelolaan Aset Bendahara Umum Negara/

Pengelola Barang

	 Sesuai mandat awal pendiriannya, LMAN menerima 

penyerahkelolaan aset BUN pada Pengelola Barang 

dari DJKN. Tata cara penyerahkelolaan aset diatur 

dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

nomor KEP-21/KN/2016 yang mengatur tata cara 

penyerahkelolaan aset Pengelola Barang kepada  

LMAN.

in the Memorandum of Understanding No. 17/1/

NKlDpG/2015 and MoU-1/KN/2015.

	 The policy taken by the Government was to pay 

mortgage rights to Bank Indonesia to obtain 23 land 

rights certificates. This policy was in line with BPK’s 

recommendations in the Audit Reports on LKPP of 2012 

Budget Year, namely “In implementing the management 

of state assets originating from ex-IBRA assets, the 

Minister of Finance needs to make efforts to obtain 

ownership documents in the form of 90 certificates 

of property assets that are still in the control of Bank 

Indonesia “.

	 HTBI payment was carried out after the transfer of other 

state’s assets to LMAN as of June 9, 2016 as stipulated 

in the Decree of Director General of State Assets 

Management No. 204/KN/2016 for 23 certificates of land 

rights with a value of Rp26,734,113,000. The payment 

was made on June 21, 2016 using the allocation of the 

Government Investment Fund from the Revised State 

Budget of 2015 Budget Year.

	 In 2017, LMAN re-acquired the assets of ex-Banks with 

Suspended Operations/Suspended Business Activities 

bound by Bank Indonesia Mortgage Rights located in 

DKI Jakarta with 4 certificates with a redemption value 

of Rp53.30 billion.

	 In 2017, LMAN re-acquired the assets of ex-Banks with 

Suspended Operations/Suspended Business Activities 

bound by Bank Indonesia Mortgage Rights located in 

DKI Jakarta with 4 certificates with a redemption value 

of Rp53.30 billion. The fair value of the valuation results 

had been issued in the first semester of 2018.

c.	 Management-Transfer of Assets of State General 

Treasurer/Goods Operator

	 In accordance with its initial mandate, LMAN received the 

transfer of BUN assets to the Asset Manager from DJKN. 

The procedure for the transfer of assets is regulated in the 

Decree of Director General of State Assets Management 

No. KEP-21/KN/2016 which regulates the procedure for 

the management-transfer of assets of Asset Manager to 

LMAN.
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	 Penyerahkelolaan ditetapkan dalam keputusan Dirjen 

serta dituangkan dalam berita acara serah terima antara 

unit teknis di DJKN kepada LMAN. Sesuai dengan KEP-

21 tersebut, penyerahkelolaan tidak berarti mengubah 

kepemilikan aset. Penyerahkelolaan mengalihkan 

pencatatan akuntansi aset tersebut ke dalam laporan 

keuangan LMAN.

a.	 Aset eks Pertamina

	 Aset yang menjadi portofolio pertama LMAN adalah 

aset Bendahara Umum Negara eks Pertamina yang 

terdiri dari kilang gas Arun di Lhokseumawe, kilang 

gas Badak di Bontang dan properti tanah di Jalan 

Terogong Jakarta Selatan. Penyerahkelolaan aset eks 

Pertamina tersebut dilaksanakan pada bulan April 

2016.

Legalitas:

•	 Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

Nomor 114/KN/2016 tentang Penyerahkelolaan 

Barang Milik Negara yang berasal dari Aset eks 

Pertamina kepada Lembaga Manajemen Aset 

Negara.

•	 Berita acara serah terima BMN yang berasal 

dari aset eks Pertamina yang akan dikelola oleh 

Lembaga Manajemen Aset Negara BAST-01/

KN.3/2016 dan BAST-01/LMAN/2016.

	 Pada tahun 2017, LMAN memperoleh 

penyerahkelolaan aset eks Pertamina yaitu aset 

properti di Jalan Dipati Ukur, Bandung

Legalitas:

•	 Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

Nomor 212/KN/2017 tentang Penyerahkelolaan 

Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset eks 

Pertamina kepada Lembaga Manajemen Aset 

Negara.

•	 Berita Acara Serah Terima nomor BAST-11/

LMAN/2017.

	 Pada semester I 2018, LMAN memperoleh 

penyerahkelolaan 3 aset eks Pertamina yaitu aset 

properti di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, Jalan 

Surabaya, Jakarta Pusat; dan Jalan Kapten Tendean, 

Jakarta Selatan.

	 The management-transfer was stipulated in the decree 

of the Director General and set forth in the minutes 

of handover between the technical units at DJKN to 

LMAN. In accordance with KEP-21, the management-

transfer does not mean changing ownership of assets. 

The management-transfer transferred the accounting 

records of these assets into the financial statements of 

LMAN.

a.	E x-Pertamina Assets

	 Assets that became LMAN’s first portfolio are 

the assets of the former State General Treasurer 

consisting of Arun gas refinery in Lhokseumawe, 

Badak gas refinery in Bontang, and land property on 

Jalan Terogong, South Jakarta. The management-

transfer of the ex-assets of Pertamina was carried out 

in April 2016.

Legality:

•	 Decree of the Director General of State Assets 

Management No. 114/KN/2016 regarding 

Management-transfer of State-Owned Assets 

from ex-Pertamina Assets to the State Asset 

Management Agency.

•	 Minutes of handover of BMN originating from 

ex-Pertamina assets to be managed by the State 

Asset Management Agency BAST-01/KN.3/2016 

and BAST-01/LMAN/2016.

	 In 2017, LMAN obtained the management-transfer 

of ex-assets of Pertamina, namely a property asset on 

Jalan Dipati Ukur, Bandung.

Legality:

•	 Decree of the Director General of State Assets 

Management No. 212/KN/2017 regarding 

Management-transfer of State-Owned Assets 

Originating from Ex-Pertamina Assets to the 

State Asset Management Agency.

•	 Minutes of Handover No. BAST-11/LMAN/2017.

	 In the first semester of 2018, LMAN obtained the 

Management-transfer of 3 ex-assets of Pertamina, 

namely property assets on Jalan Agus Salim, Central 

Jakarta; Jalan Surabaya, Central Jakarta; and Jalan 

Kapten Tendean, South Jakarta.
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Legalitas:

•	 Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

Nomor 164/KN/2018 tentang Penyerahkelolaan 

Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset eks 

Pertamina kepada Lembaga Manajemen Aset 

Negara.

•	 Berita Acara Serah Terima nomor BAST-3/

LMAN/2018 tanggal 07 Agustus 2018.

	 Pada semester II 2018, Lembaga memperoleh 

penyerahkelolaan aset eks Pertamina berupa tanah, 

bangunan, dan peralatan mesin yang berlokasi di 

Ciperna, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Hingga 

tanggal pelaporan, belum terdapat serah terima 

aset yang dituangkan dalam berita acara. Atas 

konsiderasi tersebut, LMAN belum menyajikan aset 

yang menjadi objek serah kelola pada neraca.

Legalitas:

	 Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

Nomor 276/KN/2019 tentang Penyerahkelolaan 

Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset eks 

Pertamina kepada Lembaga Manajemen Aset 

Negara.

b.	 Aset eks HTBI

	 Aset eks Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan 

Usaha yang dibebani Hak Tanggungan Bank 

Indonesia (HTBI) diakui sebagai kekayaan negara 

yang dikelola oleh Menteri Keuangan sesuai 

ketentuan pada Keppres Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional. 

	 Pada praktiknya, aset tersebut belum dikuasai 

sepenuhnya dan memerlukan pengeluaran dana 

tertentu oleh Pemerintah untuk memperoleh 

penguasaan sepenuhnya. Pada tahap pertama LMAN 

melakukan akuisisi atas dokumen alas hak untuk 17 

aset eks HTBI dengan menggunakan dana investasi 

dari APBN-P TA 2015. Akuisisi tersebut dilaksanakan 

pada bulan Juni 2016.

Legalitas:

•	 Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

Nomor 204/KN/2016 tentang Penyerahkelolaan 

Kekayaan Negara Lain yang Dikelola oleh 

Legality:

•	 Decree of the Director General of State Assets 

Management No. 164/KN 2018 regarding 

Management-transfer of State-Owned Assets 

Originating from ex-Pertamina Assets to the 

State Asset Management Agency.

•	 Minutes of Handover No. BAST-3/LMAN/2018 on 

August 7, 2018.

	 In the second semester of 2018, the Agency obtained 

the management-transfer of ex-assets of Pertamina 

in the form of land, buildings, and machineries 

located in Ciperna, Cirebon City, West Java Province. 

Until the reporting date, there has been no asset 

handover outlined in official minutes. Due to these 

considerations, LMAN has not presented assets that 

are subject to management in the balance sheet.

	L egality:

	 Decree of the Director General of State Assets 

Management No. 276/KN/2019 regarding 

Management-transfer of State-Owned Assets 

Originating from Ex-Pertamina Assets to the State 

Asset Management Agency.

b.	E x-HTBI Assets

	 The ex-assets of Banks with Suspended Operations/

Suspended Business Activities charged with Bank 

Indonesia Mortgage Rights (HTBI) are recognized as 

state’s assets managed by the Minister of Finance 

pursuant to the Presidential Regulation No. 15 

of 2004 regarding Termination of Duties and 

Disbandment of Indonesian Bank Restructuring 

Agency.

	 In practice, these assets have not been fully 

controlled and require a certain expenditure of funds 

by the government to gain complete control. In the 

first stage, LMAN made an acquisition of documents 

on the rights to 17 ex-HTBI assets using investment 

funds from the Revised State Budget of 2015 Budget 

Year. The acquisition was carried out in June 2016.

Legality:

•	 Decree of the Director General of State Assets 

Management No. 204/KN/2016 regarding 

Management-transfer of Other State’s Assets 
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Menteri Keuangan kepada Lembaga Manajemen 

Aset Negara.

•	 MoU Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia 

Nomor MoU-1/KN/2015 dan 17/I/NK/DpG/2015.

•	 Berita acara serah terima dokumen aset nomor 

18/3/DPA/BAST.

	 Pada  tahun 2017, LMAN melakukan akuisisi atas 

dokumen alas hak untuk 4 SHGB aset eks HTBI di 

Jalan Matraman, Jalan Slamet Riyadi I Nomor 1, dan 

Jalan Slamet Riyadi I Nomor 7 (eks Bank Intan) dan 

Rasuna Said (eks Bank Uppindo).

Legalitas:

•	 KEP-178/KN/2017 tentang Penyerahkelolaan 

Kekayaan Negara Lain yang Dikelola oleh 

Menteri Keuangan kepada Lembaga Manajemen 

Aset Negara.

•	 Berita Acara Kesepakatan Teknis Pembayaran 

HT dalam Rangka Penyelesaian Aset Properti eks 

Bank Intan dan eks Bank Uppindo nomor BA-21/

KN.5/2017 dan 19/6/DPLF/BAST/B.

	 Pada tahun 2017 tersebut, Pengelola Barang 

melakukan penarikan atas aset eks HTBI di 

Perumahan Permata Semeru, Semarang.

Legalitas:

•	 KEP-475/KN/2016 tentang Penarikan Kembali 

Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset 

Properti eks Bank Beku Operasi/Bank Beku 

Kegiatan Usaha dari Lembaga Manajemen Aset 

Negara.

•	 Berita Acara Serah Terima nomor BAST-12/

LMAN/2017.

	 Pada tahun 2018, Pengelola Barang melakukan 

penarikan atas aset (2 SHGB) di Jalan Matraman dan 

Jalan Slamet Riyadi I Nomor 1, Jakarta Timur.

Legalitas:

•	 KEP-165/KN/2018 tentang Penarikan Kembali 

Barang Milik Negara yang Dikelola oleh Menteri 

Keuangan dari Lembaga Manajemen Aset 

Negara.

•	 Berita Acara Serah Terima nomor BA-01/

LMAN/2018 tanggal 03 Agustus 2018.

Managed by the Minister of Finance to the State 

Asset Management Agency.

•	 MoU between the Ministry of Finance and Bank 

Indonesia No. MoU-1/KN 2015 and 17/I/NK/DpG 

2015.

•	 Minutes of asset document handover No. 18/3/

DPA/BAST.

	 In 2017, LMAN made an acquisition of documents 

on the rights to 4 SHGB of ex-HTBI assets on Jalan 

Matraman, Jalan Slamet Riyadi I No. 1, and Jalan 

Slamet Riyadi I No. 7 (ex- Bank Intan) and Rasuna 

Said (ex-Bank Uppindo).

	 Legality:

•	 KEP-178/KN/2017 regarding Management-

transfer of Other State’s Assets Managed by 

the Minister of Finance to the State Asset 

Management Agency.

•	 Minutes of HT Payment Technical Agreement 

in the Framework of Settlement of Ex-Assets 

of Bank Intan and Bank Uppindo No. BA-21/

KN.5/2017 and 19/6/DPLF/BAST/B.

	 In 2017, the Asset Manager made a withdrawal of 

the ex-assets of HTBI at Permata Semeru Residence, 

Semarang.

	L egality:

•	 KEP-475/KN/2016 regarding Withdrawal of 

State-Owned Assets Originating from ex- Assets 

of Banks with Suspended Operations/Suspended 

Business Activities from the State Asset 

Management Agency.

•	 Minutes of Handover No. BAST-12/LMAN/2017.

	

	 In 2018, the Asset Manager made a withdrawal of 

assets (2 SHGB) on Jalan Matraman and Jalan Slamet 

Riyadi I No. 1, East Jakarta.

Legality:

•	 KEP-165/KN/2018 regarding Withdrawal of 

State-Owned Assets Managed by the Minister 

of Finance from the State Asset Management 

Agency.

•	 Minutes of Handover No. BA-01/LMAN/2018 on 

August 3, 2018.



1312019 Annual Report

c.	 Aset eks Kelolaan PT PPA

	 Pada tahun 2017, LMAN menerima penyerahkelolaan 

aset properti residensial berupa 106 unit apartemen 

di Puri Casablanca Jakarta.

Legalitas:

•	 KEP-410/KN/2016 tentang Penyerahkelolaan 

Kekayaan Negara Lain yang Berasal dari Aset 

Properti eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada 

Lembaga Manajemen Aset Negara.

•	 Berita acara serah terima aset properti eks kelolaan 

PT PPA (Persero) kepada Lembaga Manajemen 

Aset Negara nomor BA-01/KN.5/2017.

	 Pada tahun 2018, LMAN menerima penyerahkelolaan 

aset eks PPA berupa 10 unit apartemen dan 2 unit 

ruko.

Legalitas:

•	 KEP-432/KN/2018 tentang Penyerahkelolaan 

Kekayaan Negara Lain yang Berasal dari Aset 

Properti eks Kelolaan PT PPA (Persero) kepada 

Lembaga Manajemen Aset Negara.

•	 Berita acara serah terima aset properti eks kelolaan 

PT PPA (Persero) kepada Lembaga Manajemen 

Aset Negara nomor BA-30/KN.5/2018.

	 Pada tahun 2019, LMAN menerima penyerahkelolaan 

aset eks PPA berupa 87 unit aset berupa tanah, ruko, 

dan apartemen dengan rincian legalitas sebagai 

berikut:

Legalitas:

•	 KEP-394/KN/2019 tentang Penyerahkelolaan 

Kekayaan Negara Lain yang Berasal dari Aset 

Properti eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA 

(Persero) kepada Lembaga Manajemen Aset 

Negara.

•	 Berita acara serah terima aset properti eks kelolaan  

PT PPA (Persero) kepada Lembaga Manajemen 

Aset Negara nomor BA-23/KN.5/2019.

d.	 Pengembangan/Upgrade atas Aset Kelolaan

	 Beberapa aset kelolaan LMAN dapat didayagunakan 

dengan kondisi as is, namun demikian terdapat aset 

memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk dapat 

didayagunakan/dioptimalisasi. Termasuk dalam bentuk 

pengembangan aset properti adalah pengeluaran untuk 

membawa aset kepada service condition sehingga 

memenuhi kriteria penggunaan tertinggi dan terbaik 

c.	E x-Assets Managed by PT PPA

	 In 2017, LMAN received the management-transfer 

of residential property assets in the form of 106 

apartment units in Puri Casablanca, Jakarta.

Legality:

•	 KEP-410/KN/2016 regarding Management-

Transfer of Other State’s Assets from Ex-Property 

Assets Managed by PT PPA (Persero) to the State 

Asset Management Agency.

•	 Minutes of handover of ex-property assets 

managed by PT PPA (Persero) to the State Asset 

Management Agency No. BA-01/KN.5/2017.

	 In 2018, LMAN received the management-transfer of 

ex-PPA assets in the form of 10 apartment units and 

2 shop houses.

Legality:

•	 KEP-432/KN/2018 regarding Management-

Transfer of Other State’s Assets from Ex-Property 

Assets Managed by PT PPA (Persero) to the State 

Asset Management Agency.

•	 Minutes of handover of ex-property assets 

managed by PT PPA (Persero) to the State Asset 

Management Agency No. BA-30/KN.5/2018.

	 In 2019, LMAN received the management-transfer of 

ex-PPA assets in the form of 87 units of assets in the 

form of land, shop houses, and apartments with the 

details of legality as follows:

Legality:

•	 KEP-394/KN/2019 regarding Management-

Transfer of Other State’s Assets from Ex-Property 

Assets of IBRA and PT PPA (Persero) to the State 

Asset Management Agency.

•	 Minutes of handover of ex-property assets 

managed by PT PPA (Persero) to the State Asset 

Management Agency No. BA-23/KN.5/2019.

d.	 Development/Upgrade of Managed Assets 

	 Several managed assets of LMAN can be utilized with 

the condition as is, however there are assets that require 

further development to be utilized/optimized. Included 

in the form of development of property assets are 

expenditures to bring assets to service conditions so as to 

meet the highest and best use criteria, namely physically 

possible, legally permissible, and financially feasible and 
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(highest and best use) yaitu physically possible, legally 

permissible, dan financially feasible dan pengeluaran 

setelah perolehan (subsequent expenditure) yang dapat 

memperpanjang umur ekonomis aset serta memberi 

tambahan manfaat ekonomi di masa mendatang. 

Bentuk pengeluaran untuk pengembangan aset properti 

investasi dapat berupa pengeluaran untuk aspek fisik 

maupun aspek non-fisik. Pengembangan tersebut 

dilakukan dengan menggunakan alokasi Dana Investasi 

Pemerintah yang bersumber dari APBN-P TA 2015. 

Seluruh pengeluaran menggunakan dana investasi 

tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai aset.

e.	 Pendanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Proyek 

Strategis Nasional

	 Sesuai mandat yang diberikan dalam Perpres Nomor 

102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah 

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam 

rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan PMK 

Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan 

Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan 

Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN 

sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 209/

PMK.06/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 

Nomor 21/PMK.06/2017, LMAN melakukan pendanaan 

atas Proyek Strategis Nasional (PSN).

	 Lingkup proyek yang didanai dengan alokasi APBN-P 

TA 2016 adalah proyek jalan tol. Seluruh proyek yang 

masuk dalam pipeline tahun 2016 telah dilakukan 

pembayaran uang ganti kerugiannya oleh badan usaha 

pemilik konsesi (Badan Usaha Jalan Tol/BUJT) melalui 

skema dana talangan. Dengan demikian pendanaan dari 

LMAN bersifat penggantian atau reimbursement atas 

dana talangan yang telah dibayarkan BUJT. 

	 Untuk alokasi pada APBN-P TA 2017 dan 2018, lingkup 

proyek yang pendanaan pengadaan tanahnya dilakukan 

oleh LMAN bertambah menjadi jalan tol, bendungan, 

pelabuhan, dan jalur kereta api. Mulai tahun 2018, 

LMAN juga mulai melaksanakan skema pendanaan 

melalui pembayaran langsung kepada pihak yang 

berhak tanpa didanai terlebih dahulu oleh badan usaha 

(dana talangan).

expenditures after acquisition (subsequent expenditure) 

that can extend economic life assets and provide 

additional economic benefits in the future. The form of 

expenditure for developing investment property assets 

can be in the form of expenditures for physical as well as 

non-physical aspects. The development was carried out 

using the allocation of Government Investment Funds 

sourced from the Revised State Budget of 2015 Budget 

Year. All expenditures using these investment funds are 

capitalized into asset values.

e.	F unding of Land Procurement for National Strategic 

Project Infrastructure

	 In accordance with the mandate given in the Presidential 

Regulation No. 102 of 2016 regarding Funding of Land 

Procurement for Development in the Public Interest 

in the framework of the Implementation of National 

Strategic Projects, and PMK No. 21/PMK.06/2017 

regarding Procedures for Funding of Land Procurement 

for National Strategic Projects and Asset Management of 

Land Procurement Result by LMAN as amended by PMK 

No. 209/PMK.06/2019 regarding Third Amendment to 

PMK No. 21/PMK.06/2017, LMAN carries out funding 

for the National Strategic Projects (PSN).

	 The scope of projects funded by the allocation in the 

Revised State Budget of 2016 Budget Year is a toll 

road project. All projects included in the 2016 pipeline 

have been compensated by the concession holder (Toll 

Road Agency/BUJT) through the bailout scheme. Thus, 

funding from LMAN is a replacement or reimbursement 

of the bailout funds that have been paid by BUJT.

	 For allocations in the Revised State Budget of 2017 and 

2018 Budget Years, the scope of projects financed by 

LMAN for land acquisition has increased to become toll 

roads, dams, ports and railway lines. Starting in 2018, 

LMAN has also begun implementing funding schemes 

through direct payments to entitled parties without prior 

funding from a business entity (bailout funds).
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f.	 Ikhtisar Perjanjian Penting Pendayagunaan Aset 

eks Pertamina

•	 Pendayagunaan Aset Kilang Gas Arun

1.	 PT PHE NSO NSB

	 Pendayagunaan aset di Kilang Gas Arun oleh PT 

Pertamina Hulu Energi adalah untuk mengolah 

gas yang berasal dari lapangan North Sumatera 

Offshore (NSO) dan North Sumatera Block 

(NSB). Pada perjanjian tersebut pendayagunaan 

aset dibebankan dengan skema toll fee yaitu 

penagihan kepada mitra dilakukan setelah gas 

yang diolah menggunakan aset LMAN terjual 

kepada pembeli dari mitra. Penagihan didasarkan 

atas berita acara penjualan yang disampaikan 

oleh mitra kepada LMAN. Dasar pendayagunaan 

oleh LMAN adalah sebagai berikut:

Dasar Pendayagunaan / Basis of Utilization PRJ-245/LMAN/2019

Toll Fee Tariff
USD 0,0386/MMBTU Pembayaran toll fee berdasarkan laporan / USD 
0.0386/MMBTU toll fee payment based on report

Tanggal Mulai / Start Date 01 Oktober 2015 / October 1, 2015

Tanggal Berakhir / End Date
s.d. terbitnya perjanjian pendayagunaan paling lambat 30 Juli 2019 / 
until the issuance of utilization agreement no later than July 30, 2019

2.	 PT Medco E&P Malaka

	 Terdapat 2 (dua) perjanjian pendayagunaan aset 

oleh PT Medco E&P Malaka yaitu:

a.	 Pendayagunaan tanah di area Kilang Gas 

Arun untuk pembangunan fasilitas unloading 

condensate dan handling sulfur.

Dasar Pendayagunaan / Basis of Utilization
LOI S-1627/LMAN/2018 tanggal 16 Juli 2018 / LOI S-1627/
LMAN/2018 dated July 16, 2018

Objek Pendayagunaan / Object of Utilization 12 unit aset / units of asset

Jangka Waktu / Period 13 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 08 Agustus 2018 / August 8, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 07 Agustus 2031 / August 7, 2031

b. 	 Pendayagunaan peralatan dan mesin untuk 

storage, handling, dan lifting kondensat.

Dasar Pendayagunaan / Basis of Utilization
LOI S-1627/LMAN/2018 tanggal 16 Juli 2018 / LOI S-1627/
LMAN/2018 dated July 16, 2018

Objek Pendayagunaan / Object of Utilization 12 unit aset / units of asset

Jangka Waktu / Period 13 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 08 Agustus 2018 / August 8, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 07 Agustus 2031 / August 7, 2031

f.	 Highlights of Significant Agreements for the 

Utilization of Ex-Pertamina Assets

•	 Utilization of Assets of Arun Gas Refinery

1.	 PT PHE NSO NSB

	 The utilization of assets in the Arun Gas Refinery 

by PT Pertamina Hulu Energi is to process gas from 

the North Sumatra Offshore (NSO) and North 

Sumatra Block (NSB) fields. In the agreement, 

the utilization of assets is charged with a toll fee 

scheme, which is billing to partners done after 

the gas is processed using LMAN assets is sold 

to buyers from partners. Billing is based on sales 

minutes submitted by partners to LMAN. The 

basis of utilization by LMAN are as follows:

2.	 PT Medco E&P Malaka

	 There are 2 (two) asset utilization agreements by 

PT Medco E&P Malaka, namely:

a.	 Utilization of land in the Arun Gas Refinery 

area for the construction of facilities for 

condensate unloading and sulfur handling.

b. 	 Pendayagunaan peralatan dan mesin untuk 

storage, handling, dan lifting kondensat.
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3. 	 PT Wijaya Karya (Persero) TBK 

	 Pendayagunaan aset oleh PT Wijaya Karya 

(Persero) Tbk Proyek PLTMG Arun adalah untuk 

keperluan kantor di community area Kilang Gas 

Arun.

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

S-493/LMAN/2019 tanggal 22 Februari 2019 / S-493/LMAN/2019 dated February 22, 
2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

1 (satu) unit rumah di community area Kilang Gas Arun Jl Sungai Gerong No. 80 / 1 
(one) unit of house in the community area of Kilang Gas Arun Jl Sungai Gerong No. 80

Tanggal Mulai / Start Date 01 Januari 2019 / January 1, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 30 Juni 2020 / June 30, 2020

Objek Pendayagunaan
1 (satu) unit rumah di community area Kilang Gas Arun Jl Sungai Gerong No. 82 / 1 
(one) unit of house in the community area of Kilang Gas Arun Jl Sungai Gerong No. 82

Tanggal Mulai / Start Date 01 Januari 2019 / January 1, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 31 Desember 2019 / December 31, 2019

4. 	 PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi 

	 Pendayagunaan aset oleh PT Wijaya Karya 

Rekayasa Konstruksi untuk keperluan rumah 

tinggal staf.

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

S-552/LMAN/2019 tanggal 05 Maret 2019 / S-552/LMAN/2019 dated March 5, 2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

1 (satu) unit rumah di community area Kilang Gas Arun Jl Sungai Gerong No. 86 / 1 
(one) unit of house in the community area of Kilang Gas Arun Jl Sungai Gerong No. 86

Tanggal Mulai / Start Date 01 April 2019 / April 1, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 31 Desember 2019 / December 31, 2019

5. 	 PT Perta Arun Gas

	 PT PAG mendayagunakan aset di Kilang Gas Arun 

untuk kepentingan regasifikasi. Pendayagunaan 

didasarkan atas perjanjian sebagai berikut:

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-119/LMAN/2017 tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana telah diubah dengan PRJ-
108/LMAN/2018 tanggal 28 Desember 2018 / PRJ-119/LMAN/2017 dated December 18, 
2017, as amended through PRJ-108/LMAN/2018 dated December 28, 2018

Jangka Waktu 3 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 01 Januari 2018 / January 1, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 31 Desember 2020 / December 31, 2020

3. 	 PT Wijaya Karya (Persero) TBK 

	 The utilization of assets by PT Wijaya Karya 

(Persero) Tbk in Arun PLTMG Project is for 

office needs in the community area of Arun Gas 

Refinery.

4. 	 PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi 

	 Pendayagunaan aset oleh PT Wijaya Karya 

Rekayasa Konstruksi untuk keperluan rumah 

tinggal staff.

5. 	 PT Perta Arun Gas

	 PT PAG utilizes assets in the Arun Gas Refinery 

for regasification purposes. Utilization is based 

on the following agreement:
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6.  	PT PLN (Persero) 

	 Pendayagunaan aset tanah di Kilang Gas Arun 

oleh PT PLN untuk pembangunan PLTGU/MGU 

Arun II 250 MW dan Gardu Induk 275/150 kV.

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-02/LMAN/2016 tanggal 11 Agustus 2016 / PRJ-02/LMAN/2016 dated August 11, 2016

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Tanah seluas 114.000 m2 di Desa Blang Lancang, Kecamatan Muara Satu, Kota 
Lhokseumawe, Provinsi Aceh / Land with an area of 114,000 m2 in Desa Blang Lancang, 
Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh Province

Jangka Waktu / Period 5 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 31 Desember 2015 / December 31, 2015

Tanggal Berakhir / End Date 30 Desember 2020 / December 30, 2020

	 Selain perjanjian tersebut, LMAN dan PT PLN 

(Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara 

melakukan perpanjangan pendayagunaan atas 

aset tanah seluas 47.793 m2 (45.893 m2 + 1.900 

m2) di area Kilang LNG Arun yang dituangkan 

dalam letter of intent sebagai berikut:

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

LOI S-1706/LMAN/2019 tanggal 08 Agustus 2019 / LOI S-1706/LMAN/2019 dated August 
8, 2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Tanah seluas 47.793 m2 di Desa Blang Lancang dan di jalan Batuphat, Kecamatan Muara 
Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh / Land with an area of 47,793 m2 in Desa Blang 
Lancang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh Province

Jangka Waktu / Period 15 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 01 Agustus 2018 / August 1, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 31 Juli 2033 / July 31, 2033

7. 	 TSK Electronica Y Electricidad SA

	 TSK Electronica Y Electricidad SA 

mendayagunakan aset properti berupa rumah di 

community area Kilang Gas Arun Lhokseumawe. 

Terdapat 2 (dua) perjanjian yang masih efektif 

hingga tanggal pelaporan yaitu:

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-7/LMAN/2018 tanggal 02 Juli 2018 / PRJ-7/LMAN/2018 dated July 2, 2018

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Rumah di Jalan Sungai Gerong No. 1, Batuphat, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh / 
House at Jalan Sungai Gerong No. 1, Batuphat, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh

Jangka Waktu / Period 3 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 14 April 2018 / April 14, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 15 April 2020 / April 15, 2020

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-25/LMAN/2019 tanggal 25 Maret 2019 / PRJ-25/LMAN/2019 dated March 25, 2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Rumah di Jalan Sungai Gerong No. 2, Batuphat, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh / 
House at Jalan Sungai Gerong No. 2, Batuphat, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Tanggal Mulai / Start Date 14 April 2019 / April 14, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 15 April 2020 / April 15, 2020

6.  	PT PLN (Persero) 

	 The utilization of land assets in the Arun Gas 

Refinery by PT PLN is for the construction of the 

250 MW Arun II PLTGU/MGU and 275/150 kV 

substations.

	 In addition to the agreement, LMAN and PT PLN 

(Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara 

extend the utilization of 47,793 m2 (45,893 m2 + 

1,900 m2) land assets in the Arun LNG Plant area 

as outlined in the letter of intent as follows:

7. 	 TSK Electronica Y Electricidad SA

	 TSK Electronica Y Electricidad SA utilizes 

property assets in the form of houses in the 

Arun Lhokseumawe Gas Refinery community 

area. There are 2 (two) agreements that are still 

effective until the reporting date, namely:
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8. 	 Pendayagunaan Aset Oleh PT Pertamina Gas

	 PT Pertamina Gas mendayagunakan aset tanah 

Kilang Arun untuk kepentingan pembangunan 

jalur pipanisasi gas dari Arun ke Belawan.

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-4/LMAN/2018 tanggal 21 Desember 2018 / PRJ-4/LMAN/2018 dated December 21, 
2018

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

a.	 Tanah pada ruas Poin B ke Poin A dengan panjang 35 km dan lebar 2 m di Kabupaten 
Aceh Utara / Land on point B to Point A with length of 35 km and width of 2 m in 
Kabupaten Aceh Utara

b.	 Tanah di KM15 pada jalur Poin A – Poin B dengan luas 13 m x 25 m / Land in KM15 on 
point A - Point B with an area of 13 m x 25 m

c.	 Tanah di Poin B dengan luas 22 m x 8 m / Land in Point B with an area of 22 m x 8 m

Jangka Waktu / Period 5 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 30 Desember 2015 / December 30, 2015

Tanggal Berakhir / End Date 29 Desember 2020 / December 29, 2020

9.	 Pendayagunaan Aset Oleh PT Patriot Nusantara 

Aceh

	 Pendayagunaan aset oleh PT Patriot Nusantara 

Aceh di kompleks perkantoran eks PT Arun NGL 

yang digunakan sebagai gedung operasional.

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-10/LMAN/2018 tanggal 10 September 2018 / PRJ-10/LMAN/2018 dated September 10, 
2018

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Administration Building seluas 1.512 m2 dan Administration Annex seluas 1.652 m2 / 
Administration Building with an area of 1,512 m2 and Administration Annex with an area 
of 1,652 m2

Jangka Waktu / Period 5 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 19 Februari 2018 / February 19, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 18 Februari 2023 / February 18, 2023

	 Karena kesulitan keuangan yang dialami oleh 

PT Patriot Nusantara Aceh, LMAN sedang 

memproses pengakhiran atas perjanjian tersebut.

10. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)

	 Pendayagunaan aset oleh RCTI di komplek Arun 

yang digunakan untuk Menara Telekomunikasi 

(Telecommunication Tower). 

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

LOI S-1515/LMAN/2019 tanggal 17 Juli 2019 / LOI S-1515/LMAN/2019 dated July 17, 2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Lahan seluas 3x3 m untuk Menara Telekomunikasi / Land with an area of 3x3 m for a 
Telecommunication Tower

Jangka Waktu / Period 5 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 01 Desember 2019 / December 1, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 31 November 2024 / November 31, 2024

8. 	 Asset Utilization by PT Pertamina Gas

	 PT Pertamina Gas utilizes the land assets of Arun 

Refinery for the development of gas pipeline 

from Arun to Belawan.

9.	 Asset Utilization by PT Patriot Nusantara Aceh

	 The utilization of assets by PT Patriot Nusantara 

Aceh in the former PT Arun NGL office complex 

that is in the form of an operational building.

	 Due to financial difficulties experienced by  

PT Patriot Nusantara Aceh, LMAN is in the process 

of terminating the agreement.

10. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)

	 The utilization of assets by RCTI in the Arun 

complex is for a Telecommunication Tower.
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11. Proyek LPG Arun oleh PT Pertamina (Persero)

	 PT Pertamina (Persero) mendayagunakan aset 

di area Kilang Gas Arun untuk revitalisasi 

terminal LPG Arun untuk proyek LPG Arun (LPG 

transhipment).

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

LOI S-2455/LMAN/2018 tanggal 24 Oktober 2018 / LOI S-2455/LMAN/2018 dated October 
24, 2018

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Tanah seluas 63.888,46 m2 dan 28 unit Peralatan dan Mesin di Komplek Kilang Gas 
Arun, Lhokseumawe / Land with an area of 63,888.46 m2 and 28 units of equipment and 
machinery in the Arun Gas Refinery Complex, Lhokseumawe

Jangka Waktu / Period 15 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 2019

Tanggal Berakhir / End Date 2024

12.	Komitmen Pendayagunaan Aset di Community 

Area Kilang Gas Arun 

	 Hingga 31 Desember 2019, terdapat 76 perikatan 

yang diterbitkan terkait pendayagunaan aset di 

community area Kilang Gas Arun. Penerbitan 

perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut atas 

Berita Acara Komitmen yang terbit pada tahun 

2018.

•	 Pendayagunaan Aset Kilang LNG Badak

1.	 Chevron Rapak Ltd.

	 Pendayagunaan aktiva LNG Badak ini ditujukan 

untuk keperluan pemrosesan gas dari lapangan 

gas Rapak menjadi LNG. Pendayagunaan 

didasarkan pada:

•	 surat Menteri Keuangan nomor S-301/

MK.6/2015 tanggal 18 September 2015 

hal Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik 

Negara berupa Aktiva LNG Badak untuk 

Proyek Indonesia Deepwater Development 

(IDD) Chevron, dan

•	 surat Menteri Keuangan nomor S-111/

MK.6/2016 tanggal 25 Mei 2016 hal 

Pemanfaatan BMN Kilang LNG Badak untuk 

Proyek IDD Chevron.

2.	 ENI Muara Bakau B.V

	 Pendayagunaan kilang gas Badak ini ditujukan 

untuk keperluan pemrosesan gas yang diangkat 

dari lapangan gas Jangkrik menjadi LNG. 

Persetujuan atas pendayagunaan didasarkan 

pada:

11. LPG Arun Project by PT Pertamina (Persero)

	 PT Pertamina (Persero) utilizes assets in the Arun 

Gas Refinery area to revitalize the Arun LPG 

terminal for Arun LPG project (LPG transhipment).

12.	Commitment of Asset Utilization in the 

Community Area of Arun Gas Refinery 

	 As of December 31, 2019, there were 76 

commitments issued regarding the utilization of 

assets in the Arun Gas Refinery community area. 

The issuance of the commitments is a follow-

up to the Minutes of Commitment published in 

2018.

•	 Utilization of Badak LNG Plant Assets

1.	 Chevron Rapak Ltd.

	 The utilization of assets of Badak LNG is intended 

for the purpose of processing gas from the Rapak 

gas field into LNG. Utilization is based on:

•	 letter of the Minister of Finance No. S-301/

MK.6/2015 dated September 18, 2015 

regarding Approval for the Utilization of 

State-Owned Assets in the form of Badak LNG 

Assets for the Chevron Indonesia Deepwater 

Development (IDD) Project, and

•	 letter of the Minister of Finance No. S-111/

MK.6/2016 dated May 25, 2016 regarding 

the Utilization of BMN of Badak LNG Plant 

for the Chevron IDD Project.

2.	 ENI Muara Bakau B.V

	 The utilization of Badak gas refinery is intended 

for the purpose of processing gas lifted from 

the Jangkrik gas field into LNG. Approval for 

utilization is based on:
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•	 surat Menteri Keuangan nomor S-110/

MK.6/2015 tanggal 04 Mei 2015 hal 

Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik 

Negara berupa Aktiva LNG Badak untuk 

Proyek ENI Jangkrik

•	 surat Menteri Keuangan nomor S-112/

MK.6/2016 tanggal 25 Mei 2016 hal 

Pemanfaatan BMN Kilang LNG Badak untuk 

Proyek ENI Jangkrik. 

3.	 PT Pertamina Hulu Makam

	 Pendayagunaan aktiva LNG Badak ini ditujukan 

untuk keperluan pemrosesan gas dari wilayah 

kerja Mahakam menjadi LNG. Pendayagunaan 

didasarkan pada surat Menteri Keuangan 

nomor S-355/MK.6/2017 tanggal 29 September 

2017 hal Persetujuan Pemanfaatan Barang 

Milik Negara berupa Aktiva LNG Badak untuk 

Proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) 

Chevron. 

4.	 PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga

	 Pendayagunaan aktiva kilang LNG Badak untuk 

gas bumi dari wilayah kerja Sanga-Sanga 

didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor 

S-490/MK.6/2018 tanggal 26 Oktober 2018 hal 

Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Negara 

Berupa Aktiva Kilang LNG Badak untuk Gas Bumi 

dari Wilayah Kerja Sanga-Sanga. 

5.	 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region IX 

Kalimantan

	 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region IX 

Kalimantan mendayagunakan aset di community 

area Kilang LNG Badak untuk keperluan gedung 

kantor operasional Bank Mandiri Cabang 

Bontang.

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization
PRJ-8/LMAN/2018 tanggal 08 Juli 2018 / PRJ-8/LMAN/2018 dated 
July 8, 2018

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Tanah dan bangunan di community area Kilang LNG Badak / Land 
and buildings in Badak LNG Plant community area

Jangka Waktu / Period 3 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 01 Januari 2018 / January 1, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 31 Desember 2020 / December 31, 2020

•	 letter of the Minister of Finance No. S-110/

MK.6/2015 dated May 4, 2015 regarding 

Approval for the Utilization of State-Owned 

Assets in the form of Badak LNG Assets for 

the ENI Jangkrik Project

•	 letter of the Minister of Finance No. S-112/

MK.6/2016 dated May 25, 2016 regarding 

Utilization of BMN of Badak LNG Plant for the 

ENI Jangkrik Project.

3.	 PT Pertamina Hulu Makam

	 The utilization of assets of Badak LNG is intended 

for the purpose of processing gas from the 

Mahakam working area into LNG. Utilization 

is based on the letter of Minister of Finance 

No. S-355/MK.6/2017 dated September 29, 

2017 regarding Approval for the Utilization of 

State-Owned Assets in the form of Badak LNG 

Assets for the Chevron Indonesia Deepwater 

Development (IDD) Project. 

4.	 PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga

	 The utilization of assets of Badak LNG plant 

for natural gas from the Sanga-Sanga working 

area is based on the letter of Minister of Finance 

No. S-490/MK.6/2018 dated October 26, 2018 

regarding Approval for the Utilization of State-

Owned Assets in the Form of Badak LNG Plant 

Assets for Natural Gas from Sanga-Sanga Work 

Area. 

5.	 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region IX 

Kalimantan

	 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region IX 

Kalimantan utilizes assets in Badak LNG Plant 

community area for the needs of Bank Mandiri 

operational offices in the Bontang Branch.
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6.	 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Area 

Samarinda

	 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Area 

Samarinda mendayagunakan aset di community 

area Kilang LNG Badak untuk keperluan fasilitas 

ATM.

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization PRJ-12/LMAN/2019

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Tanah dan bangunan di community area Kilang LNG Badak / Land and 
buildings in Badak LNG Plant community area

Jangka Waktu / Period 3 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 01 Januari 2018 / January 1, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 31 Desember 2020 / December 31, 2020

	

	 Selain pendayagunaan di atas PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk Kantor Area Samarinda juga 

mendayagunakan bangunan rumah tinggal 

di community area Kilang LNG Badak untuk 

kepentingan rumah dinas kepala kantor cabang.

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization PRJ-11/LMAN/2019

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Tanah dan bangunan di community area Kilang LNG Badak / Land and 
buildings in Badak LNG Plant community area

Jangka Waktu / Period 3 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 01 Januari 2018 / January 1, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 31 Desember 2020 / December 31, 2020

7.	 PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara

	 PT BPD Kaltim Kaltara mendayagunakan aset 

properti di area Kilang LNG Badak yang berlokasi 

di Jalan Simon Tampubolon, Satimpo, Bontang 

Selatan, Bontang, Kalimantan Timur untuk 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-04/LMAN/2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Tanah termasuk parkir seluas 730 m2 dan bangunan seluas 2 m2 Jalan Simon Tampubolon, 
Satimpo, Bontang Selatan, Bontang, Kalimantan Timur / Land, including parking area of 
730 m2 and building area of 2 m2 on Jalan Simon Tampubolon, Satimpo, South Bontang, 
Bontang, East Kalimantan

Jangka Waktu / Period 3 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 01 Januari 2018 / January 1, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 31 Desember 2020 / December 31, 2020

Status Lunas / Settled

6.	 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Samarinda Area 

Office

	 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Samarinda 

Area Office utilizes assets in Badak LNG Plant 

community area for ATM facilities.

	 In addition to the above utilization, PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk Samarinda Area Office also 

utilizes residential buildings in Badak LNG Plant 

community area for the benefit of the branch’s 

official residence.

7.	 PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara

	 PT BPD Kaltim Kaltara utilizes property assets 

in Badak LNG Plant area located on Jalan 

Simon Tampubolon, Satimpo, Bontang Selatan, 

Bontang, East Kalimantan for Automated Teller 

Machines (ATMs).
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8.	 PT BNI (Persero) Kantor Cabang Bontang

	 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Bontang mendayagunakan aset di 

community area Kilang LNG Badak untuk 

keperluan fasilitas ATM.

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

LoI S-1550/LMAN/2019 tanggal 22 Juli 2019 / LoI S-1550/LMAN/2019 dated July 22, 2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Tanah dan bangunan di community area Kilang LNG Badak / Land and buildings in Badak 
LNG Plant community area

Jangka Waktu / Period 3 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 01 Januari 2018 / January 1, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 31 Desember 2020 / December 31, 2020

•	 Pendayagunaan Aset Kilang. LNG Badak

1.	 Jakarta Intercultural School

	 LMAN bekerja sama dengan Yayasan Jakarta 

Intercultural School dalam pendayagunaan aset 

eks Pertamina berupa tanah yang digunakan 

untuk sekolah.

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-3/LMAN/2018 tanggal 28 Febuari 2018 / PRJ-3/LMAN/2018 dated February 28, 2018

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Tanah di Jalan Terogong Raya Nomor 33, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, 
Jakarta Selatan / Land at Jalan Terogong Raya No. 33, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan 
Cilandak, South Jakarta

Jangka Waktu / Period 15 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 28 Februari 2018 / February 28, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 28 Februari 2033 / February 28, 2033

2.	 Kerjasama Manajemen (KSM) dengan Co&Co

	 Pada tahun 2019, LMAN menandatangani 

kesepakatan kerja sama manajemen (KSM) 

atas properti eks Pertamina yang berlokasi di 

Jalan Dipati Ukur, Bandung. Aset tersebut akan 

digunakan untuk co-working space, ruang 

kantor, digital fabrication laboratory, dan food 

court. Skema pendapatan yang diusulkan adalah 

gross revenue sharing. 

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

LoI S-2950/LMAN/2019 tanggal 16 Desember 2019 / LoI S-2950/LMAN/2019 dated 
December 16, 2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Jalan Dipati Ukur Nomor 33, Bandung Jawa Barat / Jalan Dipati Ukur No. 33, Bandung, 
West Java

Revenue Sharing Gross revenue sharing 90% : 10%

Jangka Waktu / Period 5 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 01 Januari 2021 / January 1, 2021

Tanggal Berakhir / End Date 31 Desember 2025 / December 31, 2025

8.	 PT BNI (Persero) Tbk Bontang Branch Office

	 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Bontang mendayagunakan aset di 

community area Kilang LNG Badak untuk 

keperluan fasilitas ATM.

•	 Pendayagunaan Aset Kilang. LNG Badak

1.	 Jakarta Intercultural School

	 LMAN collaborates with Yayasan Jakarta 

Intercultural School to utilize ex-Pertamina assets 

in the form of land used for schools.

2.	 Management Cooperation (KSM) with Co&Co

	 In 2019, LMAN signed a management 

cooperation (KSM) agreement for ex-Pertamina 

property located on Jalan Dipati Ukur, Bandung. 

These assets will be used for co-working space, 

office space, digital fabrication laboratory, and 

food court. The proposed revenue scheme is 

gross revenue sharing.
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g.	I khtisar Perjanjian Penting Pendayagunaan Aset 

Properti Eks HTBI

•	 Laidin

	 Pendayagunaan aset properti eks HTBI di Jalan 

Kolonel Sugiono, Medan dilakukan oleh Sdr. Laidin 

untuk keperluan kantor dan lembaga pendidikan.

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-01/LMAN/2017 tanggal 24 Januari 2017 dan addendum PRJ-04/LMAN/2018 tanggal 
28 Maret 2018 / PRJ-01/LMAN/2017 dated January 24, 2017, and addendum PRJ-04/
LMAN/2018 dated March 28, 2018

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Baru, Medan, Sumatera Utara / 
Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Baru, Medan, North Sumatera

Jangka Waktu / Period 3 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 19 April 2017 / April 19, 2017

Tanggal Berakhir / End Date 18 April 2020 / April 18, 2020

•	 PT Sari Burger Indonesia

	 PT Sari Burger Indonesia mendayagunakan aset 

properti eks HTBI yang berlokasi di Ruko Pondok 

Indah Plaza 1 untuk keperluan gerai franchise Burger 

King.

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-113/2017 tanggal 23 September 2017/ PRJ-113/2017 dated September 23, 2017

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Pondok Indah Plaza I Blok UA, Persil Nomor 1 Jakarta Selatan / Pondok Indah Plaza I Block 
UA, Persil No. 1, South Jakarta

Jangka Waktu / Period 5 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 31 Desember 2016 / December 31, 2016

Tanggal Berakhir / End Date 30 Desember 2021 / December 30, 2021

•	 PT Bank Sinarmas Tbk

	 PT Bank Sinarmas Tbk mendayagunakan aset properti 

eks HTBI yang berlokasi di Ruko Pondok Indah Plaza 

2 untuk keperluan kantor bank.

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-719/2017 tanggal 22 Mei 2017/ PRJ-719/2017 dated May 22, 2017

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Pondok Indah Plaza 2 Blok BA, Persil Nomor 11, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan 
/ Pondok Indah Plaza 2 Block BA, Persil No. 11, Jalan Metro Pondok Indah, South Jakarta

Jangka Waktu / Period 5 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 16 Mei 2017 / May 16, 2017

Tanggal Berakhir / End Date 16 Mei 2022 / May 16, 2022

g.	 Highlights of Significant Agreements for the 

Utilization of Ex-HTBI Assets

•	 Laidin

	 The utilization of ex-HTBI assets on Jalan Kolonel 

Sugiono, Medan, was carried out by Laidin for office 

and educational institutions.

•	 PT Sari Burger Indonesia

	 PT Sari Burger Indonesia utilizes ex-HTBI assets 

located in Ruko Pondok Indah Plaza 1 for the purpose 

of Burger King franchise outlet.

•	 PT Bank Sinarmas Tbk

	 PT Bank Sinarmas Tbk utilizes ex-HTBI assets located 

in Ruko Pondok Indah Plaza 2 for the purpose of 

bank office.
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•	 BLU Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan 

(LPDP)

	 Badan Layanan  Umum Lembaga Pengelola Dana 

Pendidikan (BLU LPDP) mendayagunakan aset 

properti eks HTBI yang berlokasi di Jalan Cikini Raya 

untuk keperluan kantor.

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-105/LMAN/2018

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Jalan Cikini Raya Nomor 91 A s.d. D, Jakarta Pusat / Jalan Cikini Raya No. 91 A – D, 
Central Jakarta

Jangka Waktu / Period 5 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 18 Oktober 2018 / October 18, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 17 Oktober 2023 / October 17, 2023

•	 PT Bangkit Nata Mandiri Sejahtera

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-118/LMAN/2017 tanggal 08 November 2017 / PRJ-118/LMAN/2017 dated November 
8, 2017

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Ruko Majapahit Permai Blok B Nomor 4-6, Jakarta Pusat / Ruko Majapahit Permai Block B 
No. 4-6, Central Jakarta

Jangka Waktu / Period 10 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 08 November 2017 / November 8, 2017

Tanggal Berakhir / End Date 08 November 2027 / November 8, 2027

•	 Puskesmas Kecamatan Gambir 

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-7/LMAN/2019 tanggal 11 Februari 2019 / PRJ-7/LMAN/2019 dated February 11, 2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Tanah seluas 73 m2 dan bangunan seluas 221 m2 di Jalan Kyai Caringin Blok A No. 6, 
Cideng, Gambir, Jakarta Pusat / Land with an area of 73 m2 and building area of 221 m2 
on Jalan Kyai Caringin Block A No. 6, Cideng, Gambir, Central Jakarta

Jangka Waktu / Period 2 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 01 Desember 2018 / December 1, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 30 November 2020 / November 30, 2020

•	 PT Mitra Global Indoplast

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-19/LMAN/2019 tanggal 14 Februari 2019 / PRJ-19/LMAN/2019 dated February 14, 
2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Tanah seluas 164 m2 dan bangunan seluas 481 m2 Kompleks Pertokoan Taman Kedoya 
Blok A No. 3-A dan 3-B Kebon Jeruk, Jakarta Barat/ Land with an area of 164 m2 and 
building area of 481 m2 Shopping Complex Taman Kedoya Block A No. 3-A and 3-B 
Kebon Jeruk, west Jakarta 

Jangka Waktu / Period 5 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 17 Februari 2019 / February 17, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 16 Februari 2024 / February 16, 2024

•	 BLU Education Fund Management Agency 

(LPDP)

	 Public Service Agency of Education fund Management 

(BLU PLDP) utilizes ex-HTBI assets located on Jalan 

Cikini Raya for the purpose of office.
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•	 PT Mitra Tehnik Elektroindo

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ Akta Nomor 28 tanggal 13 September 2018 / PRJ Deed No. 28 dated September 13, 
2018

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Tanah seluas 100 m2 dan bangunan seluas 400 m2 di Kompleks Pertokoan Plaza Glodok 
Blok A-15 dan A-17 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Mangga Besar / Land with an area 
of 100 m2 and building area of 400 m2 in Shopping Complex Plaza Glodok Block A-15 and 
A-17, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Mangga Besar

Jangka Waktu / Period 5 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 01 Januari 2019 / January 1, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 31 Desember 2023 / December 31, 2023

•	 Poman Tambunan

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-1/LMAN/2019 tanggal 23 Januari 2019 / PRJ-1/LMAN/2019 dated January 23, 2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Tanah seluas 75 m2 dan bangunan seluas 150 m2 di Kompleks Pertokoan Bintaro Blok D-50, 
Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan / Land with an area of 75 m2 and building area of 150 
m2 in Shopping Complex Bintaro Block D-50, Kec. Pondok Aren, South Tangerang

Jangka Waktu / Period 3 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 20 Desember 2018 / December 20, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 19 Desember 2021 / December 19, 2021

Tanggal Berakhir (baru) 19 Agustus 2019 / August 19, 2019

•	 Koperasi Orientasi Kewirausahaan Cemerlang

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

LoI S-2932/LMAN/2019 tanggal 13 Desember 2019 / LoI S-2932/LMAN/2019 dated 
December 13, 2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Tanah seluas 75 m2 dan bangunan seluas 150 m2 di Kompleks Pertokoan Bintaro Blok D-50, 
Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan / Land with an area of 75 m2 and building area of 150 
m2 in Shopping Complex Bintaro Block D-50, Kec. Pondok Aren, South Tangerang

Jangka Waktu / Period 5 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 30 Januari 2020 / January 30, 2020

Tanggal Berakhir / End Date 29 Januari 2025 / January 29, 2025

•	 PT Matahari Makmur Abadi 

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-9/LMAN/2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Kompleks Majapahit Permai No. 18, 20, 22 Blok B/105 Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat 
/ Majapahit Permai Complex No. 18, 20, 22 Block B/105 Petojo Selatan, Gambir, Central 
Jakarta 

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Tanggal Mulai / Start Date 22 Februari 2019 / February 22, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 21 Januari 2020 / January 21, 2020

•	 PT Venus Ceramica Indonesia

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-115/LMAN/2019 tanggal 27 Mei 2019 / PRJ-115/LMAN/2019 dated May 27, 2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Jalan Agus Salim Ruko THD Blok A 16-17 Purwodinatan Semarang Jawa Tengah /  
Jalan Agus Salim Ruko THD Block A 16-17, Purwodinatan, Semarang, Central Java

Jangka Waktu / Period 10 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 01 November 2019 / November 1, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 31 Oktober 2029 / October 31, 2029
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•	 Hernando Yudha Setiawan

	 Pendayagunaan aset eks HTBI di Jalan Gereja Ayam 

No 11 Jakarta Pusat dilakukan oleh Sdr. Hernado 

Yudha Setiawan untuk keperluan rumah makan dan 

kantor.

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

LOI S-1440/LMAN/2019 tanggal 09 Juli 2019 / LOI S-1440/LMAN/2019 dated July 9, 2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Jalan Gereja Ayam No. 11 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat / 
Jalan Gereja Ayam No. 11 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Central Jakarta

Jangka Waktu / Period 5 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 14 September 2019 / September 14, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 13 September 2024 / September 13, 2024

•	 Eddi

	 Pendayagunaan aset property eks HTBI Jalan Gatot 

Subroto No 81 Medan.

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

LOI S-2206/LMAN/2019 tanggal 03 Oktober 2019 / LOI S-2206/LMAN/2019 dated 
October 3, 2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Jalan Gatot Subroto No 81 Medan

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Tanggal Mulai / Start Date 17 November 2019 / November 17, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 16 November 2020 / November 16, 2020

H. 	Ikhtisar Perjanjian Penting Pendayagunaan Aset 

Properti Eks HTBI

•	 Jhon Louis Saccone

Dasar Pendayagunaan /   
Basis of Utilization

PRJ-31/LMAN/2018

Objek Pendayagunaan /   
Object of Utilization

Apartemen Puri Casablanca Tower Cattleya Unit 07.08 / Puri Casablanca Apartment, 
Tower Cattleya Unit 07.08

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Dasar Pendayagunaan /   
Basis of Utilization

LoI S-1445/LMAN/2019 tanggal 10 Juli 2019 / LoI S-1445/LMAN/2019 dated July 10, 2019

Objek Pendayagunaan /   
Object of Utilization

Apartemen Puri Casablanca Tower Cattleya Unit 07.08 / Puri Casablanca Apartment, 
Tower Cattleya Unit 07.08

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

•	 Mohhamed Bakar I Albarnawi

Dasar Pendayagunaan /   
Basis of Utilization

LOI S-2377/LMAN/2018 tanggal 12 Oktober 2018 / LOI S-2377/LMAN/2018 dated October 
12, 2018

Objek Pendayagunaan /   
Object of Utilization

Apartemen Puri Casablanca Tower Cattleya Unit 20.01 / Puri Casablanca Apartment, Tower 
Cattleya Unit 20.01

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Tanggal Mulai / Start Date 1 November 2018 / November 1, 2018

Tanggal Berakhir / End Date 1 November 2019 / November 1, 2019

•	 Hernando Yudha Setiawan

	 The utilization of ex-HTBI assets at Jalan Gereja Ayam 

No. 11, Central Jakarta, was carried out by Hernado 

Yudha Setiawan for the purposes of restaurants and 

offices.

•	 Eddi

	 The utilization of ex-HTBI assets at Jalan Gatot 

Subroto No. 81 Medan.

H. 	Highlights of Significant Agreements for the 

Utilization of Ex-HTBI Assets
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•	 Saif Mazi B Alharbi

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization
LOI S-2698/LMAN/2018 tanggal 15 November 2018 / LOI S-2698/
LMAN/2018 dated November 15, 2018

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Apartemen Puri Casablanca Tower Cattleya Unit 07.05 / Puri Casablanca 
Apartment, Tower Cattleya Unit 07.05

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization
LOI S-2747/LMAN/2019 tanggal 29 November 2019 / LOI S-2747/
LMAN/2019 dated November 29, 2019

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Apartemen Puri Casablanca Tower Cattleya Unit 07.05 / Puri Casablanca 
Apartment, Tower Cattleya Unit 07.05

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

•	 Diedrich Fick

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization
LOI S-2954/LMAN/2018 tanggal 13 Desember 2018 / LOI S-2954/
LMAN/2018 dated December 13, 2018

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Apartemen Puri Casablanca Tower Cattleya Unit 20.09 / Puri Casablanca 
Apartment, Tower Cattleya Unit 20.09

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Tanggal Mulai / Start Date 5 Januari 2019 / January 5, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 5 Januari 2020 / January 5, 2020

•	 Asheesh Anand

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization
LOI S-1319/LMAN/2019 tanggal 21 Juni 2019 / LOI S-1319/LMAN/2019 
dated June 21, 2019

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Apartemen Puri Casablanca Tower Cattleya Unit 17.08 / Puri Casablanca 
Apartment, Tower Cattleya Unit 17.08

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Tanggal Mulai / Start Date 26 Juni 2019 / June 26, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 25 Juni 2020 / June 25, 2020

•	 Bjorn Marcel Armin Heidrich 

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization
PRJ-8/LMAN/2019 tanggal 19 Februari 2019 / PRJ-8/LMAN/2019 dated 
February 19, 2019

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Apartemen Puri Casablanca Tower Cattleya Unit 21.01 / Puri 
Casablanca Apartment, Tower Cattleya Unit 21.01

Jangka Waktu / Period 2 tahun / years

Tanggal Mulai / Start Date 25 Januari 2019 / January 25, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 24 Januari 2021 / January 24, 2021

•	 Bernadina Maria Langitan

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization
PRJ-114/LMAN/2019 tanggal 27 Mei 2019 / PRJ-114/LMAN/2019 dated 
May 27, 2019

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Apartemen Puri Casablanca Tower Cattleya Unit 30.09 / Puri Casablan-
ca Apartment, Tower Cattleya Unit 30.09

Jangka Waktu / Period bulan 6 / 6 months

Tanggal Mulai / Start Date Juni 2019 10 / June 2019 10

Tanggal Berakhir / End Date Desember 2019 09 / December 2019 09
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•	 Dinasti Brian Harahap

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization
PRJ-06/LMAN/2019 tanggal 11 Februari 2019 / PRJ-08/LMAN/2019 
dated February 11, 2019

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Apartemen Puri Casablanca Tower Cattleya Unit 07.01 / Puri 
Casablanca Apartment, Tower Cattleya Unit 07.01

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Tanggal Mulai / Start Date 25 Februari 2019 / February 25, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 24 Februari 2020 / February 24, 2020

•	 Irma Anindyta Chandra

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization
LOI S-1339/LMAN/2019 tanggal 21 Juni 2019 / LOI S-1339/LMAN/2019 
dated June 21, 2019

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Apartemen Puri Casablanca Tower Cattleya Unit 07.09 / Puri Casablanca 
Apartment, Tower Cattleya Unit 07.09

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Tanggal Mulai / Start Date 10 Juli 2019 / July 10, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 09 Juli 2020 / July 9, 2020

•	 Khalid Radhi

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization
LOI S-1465/LMAN/2019 tanggal 12 Juli 2019 / LOI S-1465/LMAN/2019 
dated July 12, 2019

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Apartemen Puri Casablanca Tower Bougenvill Unit 05.08 / Puri 
Casablanca Apartment, Tower Bougenvill Unit 05.08

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Tanggal Mulai / Start Date 15 Juli 2019 / July 15, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 14 Juli 2020 / July 14, 2020

•	 Komisi Pemberantasan Korupsi / Corruption Eradication Commission

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization PKS-03/PL.03.00/21/07/2019

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Apartemen Puri Casablanca Unit A20-01&A20-06 / Puri Casablanca 
Apartment, Unit A20-01&A20-06

Jangka Waktu / Period 6 bulan / months

Tanggal Mulai / Start Date 22 Juli 2019 / July 22, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 22 Desember 2019 / December 22, 2019

•	 Herlina Andarwati

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization LOI S-1565/LMAN/2019

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Apartemen Puri Casablanca Tower Cattleya Unit 06.08 / Puri 
Casablanca Apartment, Tower Cattleya Unit 06.08

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Tanggal Mulai / Start Date 18 Agustus 2019 / August 18, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 17 Agustus 2020 / August 17, 2020

•	 Aayush Bhargava

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization LOI S-1885/LMAN/2019

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Apartemen Puri Casablanca Tower Cattleya Unit 06.05 / Puri 
Casablanca Apartment, Tower Cattleya Unit 06.05

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Tanggal Mulai / Start Date 25 Agustus 2019 / August 25, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 24 Agustus 2020 / August 24, 2020
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•	 Naif Owaid G Alanazi

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization LOI S-2037/LMAN/2019

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Apartemen Puri Casablanca Tower Bougenvill Unit 05.06 / Puri Casa-
blanca Apartment, Tower Bougenvill Unit 05.06

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Tanggal Mulai / Start Date 16 September 2019 / September 16, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 15 September 2020 / September 15, 2020

•	 Faizal Abdilaziz D Alfurayh

Dasar Pendayagunaan /  Basis of Utilization LOI S-2533/LMAN/2019

Objek Pendayagunaan /  Object of Utilization
Apartemen Puri Casablanca Tower Bougenvill Unit 05.08 / Puri 
Casablanca Apartment, Tower Bougenvill Unit 05.08

Jangka Waktu / Period 1 tahun / year

Tanggal Mulai / Start Date 21 November 2019 / November 21, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 20 November 2020 / November 20, 2020

I. 	 Perjanjian Pengelolaan Kilang LNG Badak dengan 

Pertamina (Persero)

	 Pada akhir tahun 2018, LMAN selaku wakil Pemerintah 

dalam kepemilikan Kilang LNG Badak melakukan 

perjanjian dengan PT Pertamina (Persero) guna mengatur 

hak dan kewajiban para pihak terkait dengan penunjukan 

PT Pertamina (Persero) sebagai mitra pengelolaan Kilang 

LNG Badak. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan 

surat Menteri Keuangan nomor S-598/MK.6/2018 

tanggal 20 Desember 2018.

Dasar / Basis PRJ-107/LMAN/2018 tanggal 28 Desember 2018 / PRJ-107/LMAN/2018 dated December 28, 2018

Jangka Waktu / 
Period

Mulai berlaku sejak 01 Januari 2019 dan akan tetap berlaku selama masih adanya perjanjian KSO, perjanjian 
pemanfaatan lain, perjanjian pemrosesan gas, atau perjanjian-perjanjian pengoperasian yang belum berakhir 
serta sepanjang tidak terdapat kebijakan nasional Pemerintah yang tertuang dalam suatu undang-undang 
yang menyebabkan perjanjian ini berakhir lebih awal (vide pasal 10 angka 1) / Took effect on January 1, 2019 
and will continue to apply as long as there are JO agreements, other utilization agreements, gas processing 
agreements, or operational agreements that have not yet ended, and as long as there is no government 
national policy stipulated in a law that causes this agreement have early termination (vide article 10 no. 1)

J. 	 Perjanjian Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor 

LMAN

	 Pekerjaan konstruksi renovasi gedung LMAN di Jalan 

Diponegoro Nomor 64 Jakarta Pusat, dengan perikatan 

sebagai berikut :

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-03/PPK.1/LMAN/2019 tanggal 14 Januari 2019 & Adendum Nomor : ADD-01/PPK.01/
LMAN/2019 / PRJ-03/PPK.1/LMAN/2019 dated January 14, 2019 and Adendum No. ADD-01/
PPK.01/LMAN/2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Renovasi Gedung LMAN yang berada di Jalan Diponegoro Nomor 64 Jakarta Pusat / 
Renovation of LMAN Building located at Jalan Diponegoro No. 64, Central Jakarta

Kontraktor / Contractor PT Rancang Bangun Mandiri

Jangka Waktu / Period 290 hari kalender / calendar days

Tanggal Mulai / Start Date 14 Januari 2019 / January 14, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 30 Oktober 2019 / October 30, 2019

	

I. 	A greement for Badak LNG Plant Management with 

PT Pertamina (Persero)

	 At the end of 2018, LMAN, as the government’s 

representative in the ownership of Badak LNG Plant, 

entered into an agreement with PT Pertamina (Persero) 

to regulate the rights and liabilities of the parties related 

to the appointment of PT Pertamina (Persero) as a 

partner to manage Badak LNG Plant. The appointment 

was made based on the letter of Minister of Finance No. 

S-598/MK.6/2018 dated December 20, 2018.

J. 	A greement for Renovation Work of LMAN Office 

Building

	 LMAN building renovation construction work on Jalan 

Diponegoro No. 64, Central Jakarta, with the following 

agreements:
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	 Pekerjaan jasa design and build interior gedung LMAN 

LMAN di Jalan Diponegoro Nomor 64 Jakarta Pusat, 

dengan perikatan sebagai berikut:

Dasar Pendayagunaan /  
Basis of Utilization

PRJ-04/PPK.1/LMAN/2019 tanggal 30 September 2019 / PRJ-04/PPK.1/LMAN/2019 dated 
September 30, 2019

Objek Pendayagunaan /  
Object of Utilization

Jasa design and build Interior Gedung LMAN yang berada di Jalan Diponegoro Nomor 64 
Jakarta Pusat / Interior design and build services for LMAN Building located at Jalan Diponegoro 
No. 64, Central Jakarta

Kontraktor / Contractor PT Quadratura Indonesia

Jangka Waktu / Period 90 hari kalender / calendar days

Tanggal Mulai / Start Date 30 September 2019 / September 30, 2019

Tanggal Berakhir / End Date 28 Desember 2019 / December 28, 2019

ASPEK PEMASARAN
Strategi Pemasaran

Dalam rangka menjalankan misinya yakni mengelola aset 

kelolaan untuk menghasilkan manfaat finansial dan non 

finansial bagi negara serta menggerakkan optimalisasi 

aset negara untuk meningkatkan nilai tambah aset (added 

value), Lembaga Manajemen Aset Negara memiliki dua 

jenis layanan yakni layanan pemanfaatan aset kelolaan dan 

layanan konsultasi manajemen aset. 

Untuk memasarkan layanannya tersebut, LMAN telah 

melaksanakan strategi pemasaran yang juga akan 

dilaksanakan pada periode mendatang dengan perbaikan 

maupun pengembangan di berbagai aspek.  Adapun strategi 

dimaksud mencakup dua kategori besar yakni:

A.	 Pemasaran Offline

	 Pemasaran layanan LMAN secara offline dilakukan 

secara berkesinambungan dan masih efektif untuk 

diimplementasikan. Pemasaran offline yang telah 

dilakukan dan akan dilanjutkan pelaksanaannya di 

periode mendatang dengan lebih intensif meliputi:

·	 Pemasaran dengan menggunakan jasa agen 

properti.

	 Penggunaan jasa agen properti sangat efektif dalam 

pemasaran layanan pemanfaatan aset kelolaan 

LMAN yang berupa unit apartemen. Sebagian besar 

mitra kerjasama sewa apartemen kelolaan LMAN 

berasal dari penggunaan jasa agen properti. 

·	 Pemasaran dengan menggunakan media cetak.

	 LMAN melakukan pencetakan media pemasaran 

dalam bentuk antara lain brosur, spanduk, poster 

maupun booklet yang berisi informasi mengenai 

	 Work on interior design and build services for LMAN 

building at Jalan Diponegoro No. 64, Central Jakarta, 

with the following agreements:

MARKETING ASPECT
Marketing Strategy

In order to carry out its mission of managing assets to 

produce financial and non-financial benefits for the country 

and driving state’s assets optimization to increase the added 

value of assets, the State Asset Management Agency has 

two types of services namely managed asset utilization 

services and asset management advisory services.

To market these services, LMAN has implemented a 

marketing strategy that will also be implemented in the 

coming period with improvements and developments in 

various aspects. The intended strategy includes two broad 

categories namely:

A.	O ffline Marketing

	 Marketing of LMAN services offline is carried out 

continuously and is still effective to be implemented. 

Offline marketing that has been carried out and will 

continue to be implemented in the coming period more 

intensively includes:

•	 Marketing using the services of a property 

agent

	 The use of property agent services is highly effective 

in marketing services of utilization of LMAN’s 

managed assets in the form of apartment units. Most 

of LMAN’s managed apartment rental partners are 

from the use of property agent services.

•	 Marketing using print media

	 LMAN conducts marketing using printed media in the 

form of brochures, banners, posters, and booklets. 

containing information about each of these services. 
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masing – masing layanan tersebut. Selain itu LMAN 

juga menggunakan surat penawaran resmi yang 

disampaikan kepada calon pengguna layanan LMAN.

·	 Pemasaran dengan memanfaatkan word of 

mouth.

	 Salah satu strategi marketing yang dimanfaatkan 

oleh LMAN dalam memasarkan layanannya adalah 

dengan menggunakan word of mouth, dimana 

pengguna layanan yang sudah merasakan benefit 

atas kerjasamanya dengan LMAN menyampaikan 

rekomendasi maupun review positif atas layanan 

LMAN kepada pihak lain yang diharapkan juga akan 

menjadi calon pengguna layanan maupun mitra 

LMAN nantinya. Dalam rangka pemasaran melalui 

word of mouth ini, LMAN juga memastikan bahwa 

mitra kerjasamanya mendapatkan pelayanan yang 

prima dan mendapatkan value yang ditawarkan 

LMAN secara optimal. 

·	 Pemasaran melalui penyelenggaraan event.

	 LMAN memiliki event-event yang diselenggarakan 

untuk diikuti oleh pihak eksternal LMAN, hal ini 

juga merupakan salah satu media pemasaran yang 

cukup efektif untuk memperkenalkan dan sekaligus 

memasarkan layanan LMAN kepada instansi lain, 

korporasi maupun masyarakat luas yang merupakan 

calon pengguna layanan LMAN. Event yang akan 

diselenggarakan di tahun yang akan datang 

secara khusus untuk tujuan pemasaran layanan 

pemanfaatan aset kelolaan adalah showcase aset – 

aset kelolaan LMAN. 

B.	 Pemasaran Digital/Online 

	 Selain pemasaran yang dilakukan secara offline, LMAN 

juga melakukan strategi pemasaran digital/online dalam 

memasarkan layanan yang dimiliki. Pemasaran secara 

digital/online memiliki beberapa keunggulan terutama 

dalam hal efisiensi sumber daya. 

	 Pemasaran digital/online ini sangat efektif dan interaktif 

untuk menjangkau calon pengguna layanan LMAN 

secara lebih luas baik dalam aspek lokasi maupun 

demografi. Strategi pemasaran digital/online yang 

telah dilakukan LMAN dan akan dilanjutkan serta 

dikembangkan pelaksanaannya di periode mendatang 

yakni:

In addition, LMAN also uses an official offer letter 

submitted to prospective LMAN service users.

•	 Marketing using word of mouth

	

	 One marketing strategy utilized by LMAN in 

marketing its services is to use word of mouth, 

where service users who have benefited from their 

collaboration with LMAN deliver recommendations 

and positive reviews of LMAN services to other 

parties who are also expected to become potential 

service users and partners LMAN later. In the context 

of marketing through word of mouth, LMAN also 

ensures that its partners get the best service and get 

the value offered by LMAN optimally.

•	 Marketing through organizing events

	 LMAN has events that are held by involving its 

external parties. This is also one of the most effective 

marketing media to introduce and simultaneously 

market LMAN services to other agencies, 

corporations, and the wider community who are 

prospective users of LMAN services. The event that 

will be held in the coming year specifically for the 

purpose of marketing the service for the utilization of 

managed assets is the showcase of LMAN’s managed 

assets.

B.	 Digital/Online Marketing

	 In addition to marketing conducted offline, LMAN carries 

out digital/online marketing strategies in marketing its 

services. Digital/online marketing has several advantages, 

especially in terms of resource efficiency.

	 This digital/online marketing is highly effective and 

interactive to reach prospective users of LMAN services 

more broadly both in location and demographic aspects. 

Digital/online marketing strategies that have been carried 

out by LMAN and will be continued and developed in the 

coming periods are:
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·	 Pemasaran melalui website

	 Website merupakan salah satu sumber informasi 

bagi masyarakat luas yang membutuhkan informasi 

atas layanan yang diselenggarakan LMAN. Sehingga 

website LMAN ini merupakan salah satu media 

untuk memasarkan layanan pemanfaatan aset 

kelolaan dan layanan konsultasi manajemen aset 

yang diselenggarakan LMAN. Pada website LMAN 

dicantumkan nomor yang dapat dihubungi untuk 

mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai 

layanan LMAN. 

·	 Pemasaran melalui media sosial

	 LMAN melakukan upaya pemasaran melalui media 

sosial dengan menyampaikan informasi tentang 

layanan pemanfaatan aset kelolaan dan layanan 

konsultasi manajemen aset dengan lebih cepat dan 

menjangkau lebih banyak orang. Kedepannya LMAN 

akan mengembangkan strategi pemasaran yang 

lebih luas melalui konten di berbagai platform media 

sosial seperti Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, 

Youtube. 

·	 Pemasaran melalui marketplace.

	 Untuk memperluas cakupan pemasarannya pada 

pasar yang lebih spesifik, LMAN melakukan 

pemasaran dengan memanfaatkan marketplace 

properti yang ada saat ini, baik yang berbayar 

maupun tidak. Di periode mendatang LMAN akan 

melakukan pemasaran melalui marketplace dengan 

lebih masif dan intensif.

·	 Pemasaran melalui kerjasama dengan platform 

penyedia jasa sewa properti

	 LMAN bekerjasama dengan salah satu platform 

penyedia jasa sewa properti dan akan dikembangkan 

juga untuk potensi kerjasama dengan platform 

lainnya di tahun yang akan datang khusus untuk 

layanan pemanfaatan aset kelolaan

·	 Pemasaran melalui email

	 Dengan menggunakan database yang telah disusun 

pada periode sebelumnya, pada tahun 2020 juga 

akan dilakukan pemasaran melalui metode email 

blasting dari email resmi LMAN yang berisi informasi 

tentang layanan pemanfaatan aset kelolaan dan 

layanan konsultasi manajemen aset.

•	 Marketing through website

	 Website is one source of information for the wider 

community who need information on services 

provided by LMAN. Hence, LMAN’s website is one 

of the media used to market the managed assets 

and asset management advisory services organized 

by LMAN. LMAN’s website includes a number that 

can be contacted to get more information about its 

services.

•	 Marketing through social media

	 LMAN conducts marketing efforts through social 

media by delivering information about asset 

management services and asset management 

advisory services more quickly in order to reach more 

people. In the future, LMAN will develop a broader 

marketing strategy through contents on various 

social media platforms, such as Facebook, Instagram, 

Linkedin, Twitter, and Youtube.

•	 Marketing through marketplace

	 To expand its marketing coverage to more specific 

markets, LMAN conducts marketing by utilizing the 

existing property marketplace, both paid and free. 

In the coming period, LMAN will conduct marketing 

through the marketplace more massively and 

intensively.

•	 Marketing through collaboration with property 

rental service provider platforms

	 LMAN cooperates with one of the platforms of rental 

property providers and will be developed also for 

potential collaboration with other platforms in the 

coming year specifically for the service of managed 

assets utilization.

•	 Marketing through e-mail

	 By using a database compiled in the previous period, 

in 2020, marketing activities will also be carried out 

through the email blasting method from the official 

LMAN’s email which contains information about the 

service of utilization of managed assets and asset 

management advisory services.
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Branding Layanan

Di tahun 2019 LMAN sudah melakukan proses pembentukan 

brand untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan strategi 

pemasaran atas pemanfaatan aset kelolaan LMAN dan 

layanan jasa konsultasi manajemen aset. 

Sejalan dengan sejumlah strategi pemasaran yang telah 

disebutkan, LMAN akan menggunakan brand AESIA dalam 

strategi pemasarannya di waktu yang akan datang. 

Dalam membangun brand imagenya, LMAN melalui AESIA 

juga akan melakukan langkah–langkah market sounding 

terlebih dahulu kepada masyarakat dan khususnya 

calon pengguna layanannya. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan brand awareness masyarakat terhadap AESIA 

sebagai wajah baru dari layanan pemanfaatan aset kelolaan 

dan layanan konsultasi manajemen aset yang ditawarkan 

LMAN. Dengan menggunakan brand AESIA, diharapkan 

dapat meningkatkan fleksibilitas LMAN dalam melakukan 

penetrasi pasar.

Pangsa Pasar

Dengan portfolio aset kelolaan yang sangat beragam, maka 

pangsa pasar dari layanan pemanfaatan aset kelolaan LMAN 

juga terdiri dari beberapa segmentasi antara lain untuk aset 

kelolaan properti berupa ruko atau aset komersial lainnya 

memiliki target market mencakup para pelaku usaha mikro, 

kecil dan menengah (UMKM), korporasi, BUMN, BUMD, 

maupun Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah 

Daerah.  

Adapun untuk aset kelolaan LMAN yang bersifat residensial 

(apartemen), mengingat aset apartemen yang siap 

dipasarkan merupakan apartemen pada kelas menengah ke 

atas, maka segmen yang menjadi target utama pemasaran 

layanan pemanfaatan aset kelolaan LMAN tersebut adalah 

dari kalangan perorangan pada tingkat ekonomi tertentu 

yakni kelas menengah ke atas. 

Walaupun bukan berarti LMAN menutup kemungkinan 

upaya pemasaran pada segmen yang lebih luas di waktu 

yang akan datang. Karena pada prakteknya, pengguna 

layanan pemanfaatan aset kelolaan LMAN yang berupa 

apartemen ini juga ada yang berasal dari Kementerian dan 

Lembaga maupun entitas lainnya.

Service Branding

In 2019, LMAN carried out a brand formation process to be 

used in the context of implementing a marketing strategy 

for the utilization of LMAN's managed assets and asset 

management advisory services.

In line with a number of marketing strategies that have been 

mentioned, LMAN will use the AESIA brand in its marketing 

strategy in the future.

In building its image brand, LMAN through AESIA will also 

take market sounding steps first to the public and especially 

prospective users of its services. This was done to increase 

public brand awareness of AESIA as a new face of utilization 

of LMAN's managed assets and asset management advisory 

services. By using the AESIA brand, it is expected to increase 

LMAN's flexibility in penetrating the market.

Market Share

With a very diverse portfolio of managed assets, the market 

share of LMAN's managed asset utilization services also 

consists of several segments, among others, for property 

managed assets in the form of shophouses or other 

commercial assets having a target market including micro, 

small, and medium enterprises (MSMEs), corporations, 

SOEs, Regional-Owned Enterprises, as well as Ministries and 

Institutions and Local Governments.

As for the LMAN managed residential assets (apartments), 

given the apartment assets that are ready to be marketed 

are apartments in the upper middle class, the segments that 

are the main target of marketing the service utilization of 

the LMAN managed assets are from individuals at certain 

economic levels, namely the middle-upper class.

Nonetheless, it does not mean that LMAN is closing the 

possibility of marketing efforts in a wider segment in the 

future. Because in practice, there are also users of LMAN’s 

managed assets in the form of apartments from Ministries 

and Institutions and other entities.
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Untuk layanan konsultasi manajemen aset yang ditawarkan 

LMAN, segmen pasar yang dituju adalah dari korporasi, 

BUMN, BUMD, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah 

Daerah, maupun unit – unit satuan yang berada di bawahnya.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
Model Bisnis 

Model bisnis adalah dasar pemikiran bagaimana sebuah 

bisnis diciptakan, diberikan, dan ditangkap nilainya oleh 

suatu organisasi. Penerapan dan implementasi model bisnis 

yang tepat dapat memberikan manfaat signifikan terhadap 

suatu organisasi dengan terciptanya sebuah proses bisnis 

yang efektif dan efisien. 

Model bisnis LMAN merupakan sebuah gambaran terstruktur 

yang menjelaskan rasionalitas LMAN dalam menciptakan, 

menyampaikan, dan menangkap values melalui metode 

pelaksanaan optimalisasi aset Bendahara Umum Negara 

(BUN) yang ada pada Pengelola Barang1; dan aset BMN yang 

ada pada Pengguna Barang2. 

Dalam penyusunan model bisnis LMAN, digunakan 

pendekatan melalui konsep Model Bisnis Kanvas (Canvas 

Business Model)3. Di dalam Model Bisnis Kanvas, terdapat 

9 (sembilan) bagian/blok yang menjelaskan proses bisnis 

yaitu (1) customer segments, (2) value propositions, (3) 

channels, (4) customer relationships, (5) revenue streams, (6) 

key resources, (7) key activities, (8) key partners, dan (9) cost 

structure. 

Bagian customer segments, value propositions, channels 

dan customer relationships menggambarkan proses 

penyampaian deliverables (layanan-layanan) LMAN kepada 

konsumen. Outcome dari proses dimaksud akan tercermin 

pada bagian revenue streams yang merupakan gambaran 

pendapatan/benefit yang akan didapat oleh LMAN.  

For asset management advisory services offered by LMAN, 

the target market segments are from corporations, SOEs, 

Regional-Owned Enterprises, Ministries and Institutions, 

Local Governments, as well as units below it.

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY
Business Model

Business model is the rationale for how a business is 

created, provided, and captured by an organization. The 

implementation of the right business model can provide 

significant benefits to an organization by creating an 

effective and efficient business process.

LMAN’s business model is a structured vision that explains 

the rationality of LMAN in creating, conveying, and 

capturing values through the implementation method of 

optimizing the assets of the State General Treasurer (BUN) in 

the Property Manager1; and BMN assets in the Goods User2.

In preparing the business model, LMAN uses an approach 

through the concept of the Canvas Business Model. In the 

Canvas Business Model3, there are 9 (nine) sections/blocks 

that describe business processes, namely (1) customer 

segments, (2) value propositions, (3) channels, (4) customer 

relationships, (5) revenue streams, (6) ) key resources, (7) key 

activities, (8) key partners, and (9) cost structure.

The sections of customer segments, value propositions, 

channels, and customer relationships describe the process 

of delivering LMAN’s services to consumers. The outcome of 

this process will be reflected in the revenue streams section, 

which is an illustration of the revenue/benefits that will be 

obtained by LMAN.

1.	 Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung 
jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolan 
Barang Mlik Negara/Daerah. 

2.	 Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan 
Barang Milik Negara/Dearah. 

3.	 Model bisnis Kanvas (Kanvas business model)  dikembangkan oleh 
Osterwalder dan Pigneur, adalah sebuah manajemen strategi bisnis yang 
memungkinkan kita untuk menggambarkan, mendesain, kemudian 
mengerucutkan beberapa aspek bisnis menjadi satu startegi bisnis yang 
utuh.

1.	 Property Manager is an official who is authorized and responsible 
for establishing policies and guidelines as well as carrying out the 
management of State/Regional-Owned Property. 

2.	 Goods User is an official who holds the authority to Use State/Regional-
Owned Property. 

3.	 Canvas Business Model, developed by Osterwalder and Pigneur, is a 
business strategy management that allows us to describe, design, and 
reduce several aspects of the business into one complete business 
strategy.
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Di sisi lain, bagian key resources, key activities dan key partners 

menunjukkan rangkaian sumber daya, aktivitas kunci, dan 

mitra yang dibutuhkan LMAN untuk menyampaikan values 

kepada konsumen secara efektif dan efisien. 

Selanjutnya, bagian cost structure akan menggambarkan 

biaya yang harus dialokasikan LMAN untuk memenuhi 

kebutuhan terhadap sumber daya, pelaksanaan aktivitas 

kunci, dan pembinaan hubungan dengan mitra. 

      

Sesuai dengan arsitektur bisnis yang telah disusun, bisnis 

utama yang dijalankan oleh LMAN terbagi menjadi 3 (tiga) 

bagian besar yaitu: 

1.	 Operator pengelola barang dalam rangka optimalisasi 

aset/manajemen aset negara (property management);

2.	 Penyedia jasa konsultasi asset solution bagi Kementerian/

Lembaga Negara (K/L), Lembaga Sosial/Keagamaan, 

Badan Layanan Umum (BLU) dan BLU Daerah, serta 

Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) dalam 

rangka optimalisasi aset Barang Milik Negara; dan 

3.	 Pengelola tanah untuk kebutuhan Proyek Strategis 

Nasional atau PSN (Special Land Bank).

Berdasarkan pembagian bisnis utama LMAN tersebut di 

atas dan analisa SWOT yang telah dilakukan, selanjutnya 

disajikan Kanvas Model Bisnis untuk masing-masing bisnis 

LMAN sebagai berikut.  

Model Bisnis Property Management dan Asset  

Solution

Dalam menjalankan bisnis manajemen properti dan jasa 

konsultasi solusi aset (asset solution), konsumen yang 

dilayani oleh LMAN terbagi menjadi 3 (tiga) golongan besar, 

yaitu Property Owners dan End-Users. Oleh karena itu, dalam 

menjalankan bisnis manajemen properti dan jasa konsultasi 

solusi aset (asset solution), LMAN mengadopsi model bisnis 

Multi-Sided Platforms. Penjabaran komponen-komponen 

Kanvas Model Bisnis untuk bisnis ini adalah:

a.	 Customer Segment

	 Sesuai dengan penjelasan perihal konsumen yang 

dilayani oleh LMAN dalam bisnis manajemen properti 

dan jasa konsultasi asset solution, segmen konsumen 

yang dilayani oleh LMAN terbagi menjadi 3 (tiga)  

yaitu:

On the other hand, the key resources, key activities, and 

key partners sections show the series of resources, key 

activities, and partners required by LMAN to deliver values 

to consumers effectively and efficiently.

Furthermore, the cost structure section describes the 

costs that must be allocated by LMAN to meet resource 

requirements, carry out key activities, and build relationships 

with partners.

In accordance with the business architecture that has been 

compiled, the main business carried out by LMAN is divided 

into 3 (three) major parts, namely:

1.	 Operators managing goods in order to optimize assets/

state asset management (property management);

2.	 Asset solution consulting service providers for Ministries/

State Institutions (K/L), Social/Religious Institutions, 

Public Service Agencies (BLU) and Regional BLUs, as well 

as State/Regional-Owned Enterprises (BUMN/D) in order 

to optimize the State-Owned assets or goods; and

3.	 Land manager for the needs of the National Strategic 

Project or PSN (Special Land Bank).

Based on the division of LMAN’s main business above and 

the SWOT analysis that has been carried out, the Business 

Model Canvas for each LMAN’s business is presented as 

follows.

Property Management and Asset Solution Business 

Models

In running the property management business and asset 

solution advisory services, consumers served by LMAN 

are divided into 3 (three) major groups, namely Property 

Owners and End-Users. Therefore, in running the property 

management business and asset solution advisory services, 

LMAN adopts the Multi-Sided Platforms business model. 

The description of the components of the Business Model 

Canvas for this business is as follows:

a.	C ustomer Segment

	 In accordance with the explanation regarding consumers 

served by LMAN in the property management business 

and asset solution advisory services, the consumer 

segments served by LMAN are divided into 3 (three), 

namely:
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1)	 Property Owners, yaitu K/L, Pemerintah Daerah, 

BLU/BLU Daerah, dan BUMN/D yang diberikan 

kewenangan sebagai pengelola Barang Milik Negara 

(BMN), serta perusahaan swasta dan/atau lembaga 

sosial/keagamaan  yang memiliki bukti kepemilikan 

atau hak guna aset;

2)	 End Users, yaitu organisasi/lembaga/badan usaha/

pemerintah daerah/individu yang akan menyewa 

aset, partner Kerjasama Operasional (KSO) dan Kerja 

Sama Sumber Daya Manusia atau Manajemen (KSM), 

serta Kementerian/Lembaga Negara (K/L), Lembaga 

Sosial/Keagamaan, Badan Layanan Umum (BLU) dan 

BLU Daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah 

(BUMN/D) yang akan menggunakan jasa konsultasi 

asset solution. 

b.	 Value Propositions

	 Berdasarkan identifikasi segmen konsumen yang 

dilayani oleh LMAN melalui bisnis Property Management 

dan jasa konsultasi asset solution, maka beberapa value 

propotitions yang dapat ditawarkan untuk masing-

masing segmen konsumen adalah sebagai berikut:

1)	 Property Owners 

•	 Solusi total pengembangan aset untuk aset 

negara dengan status non-free and clear melalui 

penerapan konsep LMAN Asset Management 

Cycle;

•	 Penggunaan terbaik (highest and best use), 

penyusunan studi kelayakan, dan/atau concept 

development bagi aset Negara;

•	 Penambahan nilai (added value) bagi aset Negara;

•	 Adanya financial dan non-financial benefit yang 

berasal dari aktivitas optimalisasi aset negara 

yang efektif. 

2)	 End Users

•	 Penerapan harga yang dapat disesuaikan dengan 

tujuan dan karakteristik dari masing-masing 

konsumen dan jenis aset;

•	 Variasi jenis dan lokasi aset yang dapat 

dikerjasamakan melalui beberapa opsi seperti 

Kerjasama Operasional, Kerjasama Manajemen, 

sewa komersial dan sewa non komersial (cost 

saving activity). 

1)	 Property Owners, namely K/L, Regional Government, 

BLU/Regional BLU, and BUMN/D which are given the 

authority to manage State-Owned Assets (BMN), 

as well as private companies and/or social/religious 

institutions that have proof of ownership or asset use 

rights;

2)	 End Users, namely organizations/institutions/

business entities/local governments/individuals who 

will lease assets, partners of Joint Operations (JO) 

and Human Resources or Management Cooperation 

(KSM), and Ministries/State Institutions (K/L), Social/

Religious Institutions, Public Service Agencies (BLU) 

and Regional BLUs, as well as State/Regional-Owned 

Enterprises (BUMN/D) which will use asset solution 

advisory services.

b.	 Value Propositions

	 Based on the identification of the consumer segments 

served by LMAN through the Property Management 

business and asset solution advisory services, several 

value propositions that can be offered for each consumer 

segment are as follows:

1)	 Property Owners

•	 Total asset development solutions for state 

assets with non-free and clear status through 

the application of the LMAN Asset Management 

Cycle concept;

•	 The highest and best use, preparation of 

feasibility studies, and/or concept development 

for state assets;

•	 Added value to state assets;

•	 There are financial and non-financial benefits 

derived from effective optimization of state 

assets.

2)	 End Users

•	 Application of prices that can be adjusted to the 

objectives and characteristics of each consumer 

and the type of asset;

•	 Variations in the types and locations of assets 

that can be cooperated through several options 

such as Operational Cooperation, Management 

Cooperation, commercial leases and non-

commercial leases (cost saving activity).
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c.	 Channel

	 Proses penyampaian value propositions yang ditawarkan 

oleh LMAN kepada segmen konsumen yang dilayani 

membutuhkan saluran/media sebagai touch point yang 

efektif dan tepat sasaran. Beberapa saluran/media yang 

digunakan oleh LMAN adalah sebagai berikut:

1)	 Website LMAN yang memuat informasi profil, jenis 

layanan, daftar aset yang dapat dikerjasamakan 

dengan calon konsumen dan kontak yang dapat 

diakses oleh konsumen LMAN;

2)	 Iklan di media massa nasional maupun lokal;

3)	 Call Centre sebagai media pemberian informasi dan 

penanganan komplain dari konsumen LMAN;

4)	 E-mail Blast sebagai sarana penyampaian informasi 

terbaru terkait LMAN kepada konsumen;

5)	 Social Media melalui platform Facebook, Instagram 

dan Twitter;

6)	 Events sebagai sarana publikasi dan sosialisasi values 

yang ditawarkan LMAN kepada konsumen, dilakukan 

melalui kegiatan seminar, pelatihan dan workshop 

terkait dengan bisnis yang dilakukan LMAN;

7)	 Word of mouth sebagai sarana penyampaian 

informasi positif terkait LMAN melalui success story 

sharing dan media gathering.

d.	 Customer Relationship

	 Dalam menjaga hubungan dengan segmen konsumen 

yang dilayani oleh LMAN dalam jangka panjang, 

diperlukan beberapa kegiatan dan media sebagai 

berikut:

1)	 Stakeholder Gathering, dilakukan dalam skala grup 

(per triwulan) dan skala nasional (per tahun) untuk 

mendapatkan feedback dari seluruh konsumen 

LMAN terkait dengan values yang diberikan oleh 

LMAN kepada konsumen. 

2)	 Property Campaigns, berupa pelaksanaan kunjungan 

dan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga, Badan 

Layanan Umum dan Pemerintah Daerah selaku 

pengelola BMN untuk mendapatkan masukan 

perbaikan terhadap layanan yang diberikan oleh 

LMAN

3)	 Newsletter, merupakan media untuk menyampaikan 

informasi kepada konsumen dan masyarakat umum 

mengenai kinerja dan strategi pengelolaan aset yang 

dilakukan LMAN

c.	C hannel

	 The process of delivering value propositions offered 

by LMAN to the customer segments served requires 

channels/media as an effective and targeted touch 

point. Some of the channels/media used by LMAN are as 

follows:

1)	 LMAN website containing profile information, types 

of services, a list of assets that can be cooperated 

with potential customers and contacts that can be 

accessed by LMAN customers;

2)	 Advertising in national and local mass media;

3)	 Call Center as a medium for providing information 

and handling complaints from LMAN consumers;

4)	 E-mail Blast as a means of conveying the latest 

information related to LMAN to consumers;

5)	 Social Media through Facebook, Instagram and 

Twitter platforms;

6)	 Events as a means of publication and socialization of 

values offered by LMAN to consumers, carried out 

through seminars, trainings and workshops related 

to LMAN’s business;

7)	 Word of mouth as a means of conveying positive 

information related to LMAN through success story 

sharing and media gatherings.

d.	C ustomer Relationship

	 In maintaining long-term relationships with consumer 

segments served by LMAN, several activities and media 

are required as follows:

1)	 Stakeholder Gathering, conducted on a group scale 

(quarterly) and a national scale (per year) to get 

feedback from all LMAN customers regarding the 

values provided by LMAN to consumers.

2)	 Property Campaigns, in the form of conducting visits 

and outreach to Ministries/Institutions, Public Service 

Agencies and Local Governments as BMN managers 

to get input on improvements to services provided by 

LMAN

3)	 Newsletter, is a medium for conveying information 

to consumers and the general public about the 

performance and asset management strategies 

implemented by LMAN
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4)	 Customer Support untuk menindaklanjuti adanya 

permintaan informasi atau adanya komplain dari 

konsumen sehingga dapat diselesaikan dalam jangka 

waktu yang singkat

5)	 On-Lease Support berupa dedicated service yang 

diberikan kepada penyewa aset kelolaan LMAN 

apabila ditemukan gangguan (mechanical-electrical, 

konstruksi, ataupun arsitektur) pada bangunan aset 

yang disewa. 

6)	 Training, berupa pemberian pelatihan, workshop 

dan seminar bagi Kementerian/Lembaga, Badan 

Layanan Umum dan Pemerintah Daerah dalam hal 

pengelolaan aset BMN.

7)	 Personalization, dilakukan dengan penyampaian 

values baik dalam hal property management dan jasa 

konsultasi asset solution, yang disesuaikan dengan 

karakteristik dan kebutuhan dari masing-masing 

konsumen.

8)	 Co-creation, dilakukan dengan pengembangan 

bersama aset Kementerian/Lembaga, Badan Layanan 

Umum dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan 

peningkatan nilai dari aset (value enhancement).      

e.	 Revenue Streams

	 Hasil dari rangkaian kegiatan penyampaian value 

propositions yang dimiliki LMAN kepada segmen 

konsumen yang dituju melalui berbagai saluran 

dan program retensi konsumen diharapkan dapat 

menghasilkan outcome berupa manfaat soliadan benefit 

bagi LMAN. Beberapa aliran pendapatan dan benefit 

yang diterima oleh LMAN adalah:

1)	 Lease/rent charge, profit sharing, dan upfront 

payment. Pendapatan dimaksud didapat LMAN 

melalui aktivitas bisnis Property Management. 

2)	 Asset solution fee, merupakan pendapatan yang 

didapat LMAN dari aktivitas bisnis jasa konsultasi 

solusi aset (asset solution) berupa fee yang diterima 

per proyek yang dikerjakan.

3)	 Yield, merupakan pendapatan yang didapat LMAN 

melalui aktivitas investasi berupa penyertaan modal 

dan investasi obligasi untuk proyek-proyek PSN yang 

dilakukan oleh BUMN ataupun badan usaha swasta. 

4)	 Cash management, merupakan pendapatan LMAN 

yang didapat dari aktivitas treasury management. 

Sumber dana dari aktivitas treasury management 

4)	 Customer Support to follow up on requests for 

information or complaints from consumers so that 

they can be resolved in a short time

5)	 On-Lease Support in the form of dedicated services 

provided to tenants of assets under management of 

LMAN if interference is found (mechanical-electrical, 

construction, or architectural) in the leased asset 

building.

6)	 Training, in the form of providing training, workshops 

and seminars for Ministries/Institutions, Public Service 

Bodies and Local Governments in terms of BMN asset 

management.

7)	 Personalization, carried out by delivering good 

values in terms of property management and asset 

solution consulting services, which are tailored to the 

characteristics and needs of each customer.

8)	 Co-creation, carried out by jointly developing the 

assets of Ministries/Institutions, Public Service Bodies 

and Local Governments to create value enhancement 

of assets (value enhancement).

   

e.	R evenue Streams

	 The results of a series of activities to deliver value 

propositions owned by LMAN to the targeted consumer 

segments through various channels and consumer 

retention programs are expected to produce outcomes 

in the form of solo benefits and benefits for LMAN. 

Some of the streams of income and benefits received by 

LMAN are:

1)	 Lease/rent charge, profit sharing, and upfront 

payment. The income referred to is obtained by 

LMAN through the Property Management business 

activities.

2)	 Asset solution fee, is the income that LMAN obtains 

from the asset solution consulting service business 

activities in the form of fees received per project 

worked on.

3)	 Yield, is the income that LMAN obtains through 

investment activities in the form of equity and bond 

investment for PSN projects carried out by BUMN or 

private business entities.

4)	 Cash management, is income obtained from treasury 

management activities. The source of funds from 

treasury management activities comes from LMAN 
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berasal dari dana LMAN yang didapat dari alokasi 

APBN dan kas dari aktivitas operasional LMAN.

f.	 Key Activities

	 Proses pembentukan dan penyampaian values LMAN 

kepada segmen konsumen tersebut di atas memerlukan 

aktivitas-aktivitas kunci yang harus dilakukan untuk 

memastikan seluruh values dapat dibentuk dan diterima 

oleh seluruh segmen konsumen secara efektif dan 

efisien. Dalam hal ini, aktivitas kunci yang dilakukan oleh 

LMAN adalah: 

1)	 Asset Portofolio Management

	 Pelaksanaan Asset Portofolio Management 

dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna aset, 

mengoptimalkannya, sehingga dapat memberikan 

kontribusi dan menciptakan siklus pertumbuhan aset 

kelolaan LMAN. Pengelolaan portofolio aset kelolaan 

dilaksanakan berpedoman LMAN Asset Management 

Cycle yang terdiri dari 7 tahapan, yaitu requisition, 

conceptualization, pre-development, development, 

optimalization, monitoring, dan evalution.  

2)	 Value Enhancement/Asset Recycling

	 Aktivitas value enhancement dan asset recycling 

adalah aktivitas yang dilakukan LMAN untuk 

meningkatkan nilai aset negara yang dikelola 

baik atas aset kelolaan LMAN maupun atas aset 

pada Kementerian/Lembaga dan satuan kerja 

dengan status pola pengelolaan keuangan BLU. 

Dalam hal ini, LMAN dapat mengusulkan dan/atau 

melaksanakan pengembangan nilai atas setiap aset 

melalui kegiatan pemanfaatan, konstruksi/renovasi, 

penyelesaian tunggakan masa lampau, pengamanan 

atas fisik maupun legal aset, serta pengembangan 

atas kawasan sehingga nilai monetisasi atau 

komersialisasi atas aset meningkat. Outcome dari 

aktivitas value enhancement/asset recycling adalah 

penggunaan terbaik untuk masing-masing aset 

negara yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga 

dan BLU lain.   

3)	 Asset Acquisition/Asset Leveraging

	 Aktivitas Asset Acquisition/Asset Leveraging adalah 

aktivitas pengembangan portofolio aset kelolaan 

LMAN melalui akuisisi aset baru atau peningkatan 

nilai aset kelolaan eksisting dengan akuisisi aset 

baru yang berkaitan dengan fungsi bangunan 

aset eksisting. Outcome yang diharapkan dari 

aktivitas Asset Acquisition/Asset Leveraging adalah 

funds obtained from the state budget allocation and 

cash from LMAN operational activities.

f.	K ey Activities

	 The process of forming and delivering LMAN values to 

the consumer segments mentioned above requires key 

activities that must be carried out to ensure that all values 

can be formed and accepted by all consumer segments 

effectively and efficiently. In this case, the key activities 

performed by LMAN are:

1)	 Asset Portfolio Management

	 The implementation of Asset Portfolio Management 

is intended to increase the usability of assets, 

optimize them, so as to contribute and create a 

growth cycle for LMAN assets under management. 

The management of the managed asset portfolio is 

carried out based on the LMAN Asset Management 

Cycle which consists of 7 stages, namely requisition, 

conceptualization, pre-development, development, 

optimization, monitoring, and evaluation.

2)	 Value Enhancement/Asset Recycling

	 Value enhancement and asset recycling activities 

are activities carried out by LMAN to increase the 

value of state assets that are managed both on 

assets under management of LMAN and on assets at 

Ministries/Institutions and work units with the status 

of BLU financial management patterns. In this case, 

LMAN can propose and/or develop the value of each 

asset through utilization, construction/renovation, 

settlement of past arrears, safeguarding physical and 

legal assets, and development of areas so that the 

monetization or commercialization value of assets 

increases. The outcome from value enhancement/

asset recycling activities is the best use for each state 

asset managed by the Ministry/Agency and other 

BLUs.

3)	 Asset Acquisition/Asset Leveraging

	 Asset Acquisition/Asset Leveraging is the activity of 

developing a portfolio of assets under management 

by LMAN through the acquisition of new assets 

or increasing the value of existing assets under 

management by acquiring new assets related to the 

building function of existing assets. The expected 

outcome from Asset Acquisition/Asset Leveraging 
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peningkatan nilai portofolio aset kelolaan LMAN 

secara keseluruhan baik dari sisi jumlah aset maupun 

nilai pasar aset.

4)	 Asset Solution in State Property Management

	 Dalam aktivitas solusi aset dalam pengelolaan properti 

pemerintah, LMAN secara proaktif memberikan 

jasa konsultasi pengelolaan aset yang berada di 

Kementerian/Lembaga, BLU dan BUMN dan/atau 

BUMD. Jasa solusi aset yang diberikan berupa 

Feasibility Study, Highest and Best Use (HBU) Analysis 

dan Concept Development Analysis. Outcome yang 

diharapkan dari aktivitas ini adalah pengembangan 

terbaik bagi masing-masing aset di Kementerian/

Lembaga, BLU dan BUMN dan/atau BUMD. 

g.	 Key Resources

	 Keberhasilan pelaksanaan key activities yang dilakukan 

LMAN dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya kunci 

sebagai input (masukan) bagi proses pelaksanaan key 

activities. Adapun key resources yang dimiliki LMAN 

adalah: 

1)	 LMAN Business Model, yaitu proses bisnis yang 

dihasilkan dari model bisnis LMAN sebagai BLU yang 

memiliki fleksibilitas dan akses pasar yang lebih baik 

untuk melakukan optimalisasi aset BMN, baik yang 

berada di DJKN maupun di Kementerian/Lembaga 

dan BLU lain, serta BUMN dan/atau BUMN. Selain 

itu, LMAN sebagai BLU menerapkan Government, 

Risk and Compliance (GRC) System yang menjamin 

proses bisnis LMAN dilakukan dengan prudent dan 

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.  

2)	 Government Support berupa pengalokasian 

anggaran pembiayaan investasi pada APBN yang 

dilakukan setiap tahun, penajaman dan relaksasi 

regulasi dan penyerahkelolaan barang milik Negara 

dan/atau kekayaan Negara lain yang berasal dari 

pengelola barang kepada LMAN.

3)	 Human Capital berupa tenaga ahli dan tenaga 

professional yang merupakan spesialis di bidang 

property management, asset solution dan special 

land bank. 

4)	 Office Infrastructure berupa ketersediaan sarana dan 

prasarana kantor seperti ruang kantor, komputer 

dan analytical software terkini serta jaringan internet 

kecepatan tinggi. 

5)	 Macro Economy and Commercial Property Database 

yang berasal dari berbagai sumber yang kredibel 

activity is an increase in the overall asset portfolio 

value under LMAN, both in terms of total assets and 

asset market value.

4)	 Asset Solution in State Property Management

	 In asset solution activities in government property 

management, LMAN proactively provides asset 

management consulting services at Ministries/

Institutions, BLU and BUMN and/or BUMD. Asset 

solution services provided are in the form of 

Feasibility Study, Highest and Best Use (HBU) Analysis 

and Concept Development Analysis. The expected 

outcome from this activity is the best development 

for each asset in the Ministry/Institution, BLU and 

BUMN and/or BUMD.

g.	K ey Resources

	 The success of the implementation of key activities carried 

out by LMAN is influenced by the availability of key 

resources as input for the key activities implementation 

process. The key resources owned by LMAN are:

1)	 LMAN Business Model, which is a business process 

resulting from the LMAN business model as a BLU that 

has flexibility and better market access to optimize 

BMN assets, both at DJKN and other Ministries 

/ Institutions and BLUs, as well as BUMN and / or 

BUMN. In addition, LMAN as a BLU implements a 

Government, Risk and Compliance (GRC) System 

which ensures that LMAN business processes 

are carried out prudently and in accordance with 

applicable laws and regulations.

2)	 Government Support in the form of an annual 

allocation of investment financing in the APBN, 

sharpening and relaxing regulations and transferring 

State property and/or other State assets originating 

from goods managers to LMAN.

3)	 Human Capital in the form of experts and 

professionals who are specialists in the fields of 

property management, asset solutions and special 

land banks.

4)	 Office Infrastructure in the form of the availability 

of office facilities and infrastructure such as office 

space, computers and the latest analytical software 

as well as high speed internet networks.

5)	 Macro Economy and Commercial Property Database 

from various credible sources such as Bloomberg, 
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seperti Bloomberg, Badan Pusat Statistik, Colliers 

International dan JLL International.

6)	 Financial Flexibility, dimana LMAN sebagai BLU 

memiliki fleksibilitas dalam mengakses sumber dana 

yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis, 

berbeda dengan proses pengelolaan aset BMN di 

Kementerian/Lembaga. 

h.	 Key Partnership

	 Dalam melaksanakan proses bisnis, LMAN memerlukan 

mitra-mitra kunci yang dapat mendukung proses 

pembentukan dan penyampaian values kepada segmen 

konsumen yang dituju sebagai berikut:

1)	 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia 

sebagai Lembaga Negara di bidang legislatif, 

menjalankan fungsi penyusunan Undang-Undang, 

penganggaran dan pengawasan.

2)	 Regulator, dalam hal ini adalah Direktorat-Direktorat 

di Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 

Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Negara dan Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. 

3)	 Auditor, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian 

Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

4)	 Bank dan investor eksternal

5)	 Marketing channel seperti agen properti, pengelola 

kawasan properti dan lain-lain

6)	 Vendor pembangunan seperti konsultan perencana, 

kontraktor, konsultan pengawas dan lain-lain.

7)	 Kementerian/Lembaga di luar Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia

8)	 Notaris, pengacara dan perusahaan asuransi umum

9)	 Vendor teknologi informasi           

i.	 Cost Structure

	 Berdasarkan pembahasan Key Activities, Key Resources 

dan Key Partnership, maka struktur biaya yang harus 

dialokasikan LMAN adalah:

1)	 Capital Expenditure berupa biaya akuisisi, renovasi 

dan pengamanan aset

2)	 Operational Expenditure berupa biaya remunerasi 

tenaga kerja, pemeliharaan aset, pemasaran, biaya 

pengurusan dokumen legalitas, biaya langganan 

basis data, operatorship fee, biaya konsultan dan 

biaya pelatihan pegawai. 

the Central Bureau of Statistics, Colliers International 

and JLL International.

6)	 Financial Flexibility, where LMAN as a BLU has 

flexibility in accessing sources of funds needed to 

support business processes, in contrast to the BMN 

asset management process in Ministries/Institutions.

h.	K ey Partnership

	 In carrying out business processes, LMAN requires key 

partners who can support the process of forming and 

conveying values to the targeted consumer segments as 

follows:

1)	 The People’s Representative Council (DPR) of the 

Republic of Indonesia as a State Institution in the 

legislative field, carries out the functions of drafting 

laws, budgeting and monitoring.

2)	 Regulators, in this case are Directorates in the Ministry 

of Finance of the Republic of Indonesia such as the 

Directorate General of State Assets, Directorate 

General of Budget, Directorate General of State 

Treasury and Directorate General of Financing and 

Risk Management.

3)	 Auditors, namely the Inspectorate General of the 

Ministry of Finance, the Audit Board and the Financial 

and Development Supervisory Agency

4)	 Banks and external investors

5)	 Marketing channels such as property agents, 

property area managers and others

6)	 Development vendors such as planning consultants, 

contractors, supervisory consultants and others.

7)	 Ministries/Institutions outside the Ministry of Finance 

of the Republic of Indonesia

8)	 Notaries, lawyers, and general insurance companies

9)	 Information technology vendors

i.	C ost Structure

	 Based on the discussion of Key Activities, Key Resources 

and Key Partnerships, the cost structure that must be 

allocated by LMAN is:

1)	 Capital Expenditure in the form of acquisition, 

renovation and asset protection costs

2)	 Operational Expenditure in the form of labor 

remuneration, asset maintenance, marketing, 

legality document processing fees, database 

subscription fees, operatorship fees, consultant fees 

and employee training fees.
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Analisis SWOT

Analisis Situasi (SWOT) / Situation Analysis (SWOT)

Faktor 
Internal / 
Internal 
Factors

Strengths Weaknesses

1.	 Alokasi anggaran khusus untuk pengembangan aset.
2.	 SDM yang sebagian besar spesialis, profesional muda 

(millenials) dan hybrud (PNS dan non PNS).
3.	 Fleksibilitas pengelolaan keuangan.
4.	 Tersedia payung hukum untuk aktivitas bisnis yang 

dijalankan.
5.	 LMAN 7-asset cycle.
6.	 Tata kelola organisasi yang baik.
7.	 Internalisasi nilai dan buaya HI-SPEED EMPIRE.
8.	 Ketersediaan basis data sebagai dasar analisa bisnis.

1.	 Sebagian besar aset berstatus non free and clear.
2.	 Keterbatasan jumlah tenaga ahli tertentu.
3.	 Sistem IT di LMAN belum settled.
4.	 Belum adanya Sistem Pengendalian Internal (masih 

dalam tahap pengembangan). Dalam hal ini termasuk 
sistem pengendalian biaya dan budget control.

5.	 Pengalaman LMAN di industri properti < 2 tahun.
6.	 Branding LMAN belum cukup kuat.
7.	 SOP Link dan sinergi internal belum optimal.
8.	 Pola komunikasi regulator masih kurang efektif.
9.	 Belum cukup trust.
10.	Pengembangan SDM belum optimal.

1.	 Allocation of a special budget for asset development
2.	 HR, mostly specialists, young professionals (millennials) 

and hybruds (PNS and non PNS)
3.	 Flexibility in financial management
4.	 There is a legal umbrella for business activities carried 

out
5.	 LMAN 7-asset cycle
6.	 Good organizational governance
7.	 Internalization of HI-SPEED EMPIRE values and culture
8.	 Availability of databases as a basis for business analysis 

1.	 Most of the assets are in non free and clear status
2.	 Limited number of certain experts
3.	 The IT system at LMAN has not been settled
4.	 The absence of an Internal Control System (still under 

development). In this case, including cost control 
systems and budget control

5.	 LMAN's experience in property industry <2 years
6.	 LMAN branding is not strong enough
7.	 SOP Links and internal synergies are not optimal
8.	 The communication pattern of regulators is still 

ineffective
9.	 Inadequate trust
10.	Human resource development is not optimal 

Faktor 
Eksternal /  
External 
Factors

Opportunities Threats

1.	 Katalis optimalisasi aset under-utilized menjadi aset 
komersial.

2.	 Dukungan pimpinan tertinggi dan stakeholders yang 
sangat baik.

3.	 Segmen pasar yang dilayani bersifat niche market.
4.	 Trust stakeholders dan masyarakat yang cukup tinggi.
5.	 Peluang value enhancement dari aktivitas land-funding
6.	 Pengembangan portofolio treasury dengan berbagai 

produk finansial.
7.	 Proyeksi industri properti 2019 baik dan meningkat.
8.	 Asset solution/advisory.
9.	 Perkembangan industri 4.0.

1.	 Asupan aset tidak berpola dan terjadwal.
2.	 Regulasi pengelolaan BMN yang belum sesuai dengan 

kebutuhan bisnis.
3.	 Beberapa unit melaksanakan memiliki tugas dan dungsi 

serupa tanpa pengaturan kriteria (overlapping fungsi).
4.	 Beragam persepsi atas hak dan kewajiban satuan kerja 

BLU.
5.	 Varian tugas LMAN terlalu banyak (segmentasi tidak 

terfokus).
6.	 Faktor eksternalitas dalam menjalankan proses bisnis 

tidak dapat dikontrol oleh LMAN (eg penilaian aset).
7.	 Currency risk dari aktivitas treasury yang dilakukan 

LMAN.
8.	 Adanya counter-party risk mengingat LMAN dalam 

menjalankan proses bisnisnya memiliki beberapa mitra 
utama seperti konsultan dan kontraktor.

1.	 Optimization catalyst for under-utilized assets into 
commercial assets

2.	 Excellent support from top leaders and stakeholders
3.	 The market segments served are niche markets
4.	 Trust from stakeholders and society are quite high
5.	 Value enhancement opportunities from land-funding 

activities
6.	 Development of a treasury portfolio with various 

financial products
7.	 Projections for the property industry in 2019 are good 

and increasing
8.	 Asset solution/advisory
9.	 Industrial development 4.0 

1.	 Asset intake is not patterned and scheduled
2.	 BMN management regulations that are not in accordance 

with business needs
3.	 Some units carry out similar tasks and functions without 

setting criteria (overlapping function)
4.	 Various perceptions of the rights and obligations of the 

BLU work units
5.	 Too many LMAN job variants (unfocused segmentation)
6.	 Externality factors in carrying out business processes 

cannot be controlled by LMAN (eg asset valuation)
7.	 Currency risk from treasury activities carried out by 

LMAN
8.	 There is counter-party risk considering that LMAN in 

carrying out its business processes has several main 
partners such as consultants and contractors 

Sumber / Source: LMAN 
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Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan 

bertujuan umum (general purpose financial statement) yang 

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi 

anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, 

dan perubahan ekuitas BLU sebagai LMAN pelaporan yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Laporan keuangan ini telah disusun dengan menerapkan 

standar pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(PSAP) nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

Badan Layanan Umum.

Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi 

Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun 

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 

pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan 

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/

Lembaga. LMAN menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi (SAKTI). 

Aplikasi SAKTI digunakan untuk menghasilkan laporan 

keuangan satuan kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

Untuk kepentingan pelaporan aset kepada Pengelola 

Barang, LMAN menggunakan aplikasi SIMAK-BMN yang 

merupakan sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, 

persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca 

dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial 

lainnya. LMAN tidak menggunakan SIMAK-BMN dalam 

penatausahaan aset kelolaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam 

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah 

penuh, kecuali dinyatakan lain.

HIGHLIGHTS OF ACCOUNTING POLICIES
Approach to the Preparation of Financial Statements

This financial statement is a general purpose financial 

statement which presents information on financial position, 

budget realization, excess budget balance, cash flow, 

operating results, and changes in equity of BLU LMAN which 

is a beneficial reporting for users in making and evaluating 

decisions regarding resource allocation.

This financial statement has been prepared by applying 

the standards in the Statement of Government Accounting 

Standards (PSAP) No. 13 regarding Presentation of Financial 

Statements of Public Service Agency.

This financial statement is produced through the Institutional 

Accounting System (SAI), which is a series of manual and 

computerized procedures ranging from data collection, 

recording, and summarizing, to reporting of financial 

position and financial operations at the Ministry/Institution. 

LMAN uses an Institutional-Level Financial Application 

System (SAKTI).

The SAKTI application is used to produce financial statement 

of work units, consisting of Budget Realization Statements 

(LRA), Balance Sheets, Operational Statements (LO), Equity 

Change Statements (LPE), Cash Flow Statements (LAK), and 

Changes to the Budget Over Balance Statements (LPSAL).

For the purpose of reporting assets to the Assets Manager, 

LMAN uses the SIMAK-BMN application, which is a system 

that produces information on fixed assets, inventories, and 

other assets for the preparation of balance sheets and reports 

on state-owned assets and other managerial reports. LMAN 

does not use SIMAK-BMN in administrating the managed 

assets.

The preparation of financial statements is in accordance 

with Government Accounting Standards as regulated 

in Government Regulation No. 71 of 2010 regarding 

Government Accounting Standards. The financial statements 

are presented in full amount of Rupiah unless stated 

otherwise.
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Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan ini adalah basis akrual kecuali penyusunan LRA 

dan LAK yang disusun berbasis kas. Basis akrual adalah basis 

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa 

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi 

yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya 

pada saat kas atau setara kas diterima/dibayar. Penggunaan 

basis akuntansi ini sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan 

keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan pada laporan 

keuangan ini adalah menggunakan nilai perolehan historis. 

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya 

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan 

untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat 

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan 

Pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan ini menggunakan 

mata uang Rupiah sebagai mata uang fungsional laporan 

keuangan.

Transaksi yang didenominasikan atau dinyatakan dalam 

mata uang asing ditranslasi. 

PERUBAHAN KETENTUAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERPENGARUH 
SIGNIFIKAN
Sebagai organisasi yang berkembang LMAN selalu berupaya 

untuk beradaptasi dan mendorong terciptanya lingkungan 

usaha yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

LMAN selaku badan layanan umum. Penyesuaian tata kelola 

yang dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan senantiasa dilakukan, baik peraturan yang 

ditetapkan oleh pihak eksternal LMAN maupun peraturan 

yang ditetapkan di lingkungan internal LMAN. 

Basis of Accounting

The accounting basis underlying the preparation of 

these financial statements is the accrual basis except the 

preparation of LRA and LAK which are prepared on a cash 

basis. An accrual basis is an accounting basis that recognizes 

the effects of transactions and other events when they 

occur, without regard to when cash or cash equivalents are 

received or paid. While the cash basis is an accounting basis 

that recognizes the effects of transactions or other events 

when cash or cash equivalents are received/paid. The use 

of this accounting basis is in accordance with Government 

Accounting Standards (SAP) that have been established 

by Government Regulation No. 71 of 2010 regarding 

Government Accounting Standards.

Basis of Measurement 

Measurement is the process of determining the value of 

money to recognize and include each item in the financial 

statements. The basis of measurement applied in this 

financial statement is the historical cost. Assets are recorded 

at the expense/use of economic resources or at the fair value 

of the consideration given to obtain the asset. Liabilities 

are recorded at the fair value of economic resources used 

by the government to fulfill the liabilities concerned. 

The measurement of financial statement items uses the 

Indonesian Rupiah as the functional currency of the financial 

statements.

Transactions denominated or stated in foreign currencies are 

translated.

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS WITH 
SIGNIFICANT IMPACT

As a developing organization, LMAN always strives to adapt 

and encourage the creation of a business environment 

that can support the implementation of LMAN's duties 

and functions as a public service body. Adjustments to 

governance as outlined in the provisions of the legislation 

are always carried out, both the regulations set by LMAN 

external parties and the regulations set in the internal 

environment of LMAN.
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Peraturan Eksternal

LMAN secara proaktif terlibat dalam penyempurnaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan 

oleh pihak eksternal LMAN, baik berdasarkan penugasan 

pimpinan maupun berdasarkan inisiatif yang diusulkan 

dari LMAN sendiri. Pada tahun 2019 terdapat beberapa 

penyempurnaan peraturan perundang-undangan eksternal 

yang dapat berpengaruh secara signifikan dalam proses 

bisnis, antara lain:

1.	 Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus 

Law)

	 RUU Cipta Kerja merupakan salah satu RUU yang 

diinisiasi oleh Pemerintah dengan metode penyusunan 

secara Omnibus Law untuk meningkatkan kesempatan 

lapangan kerja dan penguatan investasi. Menjadi salah 

satu bagian dalam RUU tersebut mengenai simplifikasi 

proses pengadaan tanah, khususnya untuk tanah-tanah 

berkarakteristik khusus seperti tanah kawasan hutan, 

tanah kas desa, tanah wakaf, dan tanah Barang Milik 

Negara/Daerah (BMN/D).

	 Melalui RUU dimaksud, LMAN secara aktif mengusulkan 

dilakukannya harmonisasi mekanisme pelepasan aset 

tanah karakteristik khusus, yang pada saat ini secara 

External Regulations

LMAN is proactively involved in perfecting the provisions of 

the laws and regulations set by LMAN external parties, both 

based on the assignment of leaders and based on initiatives 

proposed from LMAN itself. In 2019 there were several 

improvements to external laws and regulations that could 

significantly influence business processes, including:

1.	 Draft of Employment Law (Omnibus Law)

	

	 The Draft of Employment Law is one of the law drafts 

initiated by the government using the Omnibus 

Law preparation method to increase employment 

opportunities and strengthen investment. One of the 

parts in the draft concerns with the simplification of the 

land acquisition process, particularly for lands with special 

characteristics, such as forest land, village treasury land, 

wakaf land, and State/Regional-Owned Asset (BMN D) 

land.

	 Through the draft, LMAN actively proposes to harmonize 

the mechanism of releasing special characteristic land 

assets, which at present there are de facto differences 

Sumber / Source: Koleksi LMAN / LMAN Collection
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de facto terdapat perbedaan pengaturan peraturan 

perundang-undangan sektoral dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan UU No. 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum.

	 Harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral 

dan simplifikasi proses pemberian ganti kerugian tanah 

karakteristik khusus sangat penting dilakukan mengingat 

hingga saat ini pelaksanaan fungsi pendanaan 

pengadaan tanah LMAN untuk Proyek Strategis Nasional 

(PSN) terkendala akibat perbedaan pelaksanaan aturan 

tersebut.

	 Disamping itu, dalam proses konsultasi publik oleh 

Pemerintah Daerah di awal proses pelaksanaan 

pengadaan tanah penting untuk melibatkan pihak 

yang berwenang memberikan izin pelepasan aset 

tanah karakteristik khusus, sehingga dalam proses 

pelaksanaannya nanti terdapat persamaan persepsi dan 

percepatan proses perizinan.

2.	 RUU Pertanahan

	 Terdapat 2 (dua) substansi penting dalam RUU 

Pertanahan yang terkait erat dengan pelaksanaan tugas 

dan fungsi LMAN, khususnya di bidang pengelolaan 

aset, yaitu:

a.	 Penambahan LMAN Pemerintah sebagai subjek 

pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun (SHMSRS), dengan pertimbangan bahwa 

saat ini LMAN mengelola lebih dari 100 (seratus) 

unit aset apartemen dan pada tahun 2017 LMAN 

telah melakukan balik nama 106 (seratus enam) unit 

SHMSRS apartemen atas nama Pemerintah RI c.q. 

Kementerian Keuangan.

b.	 Penghapusan batas waktu penyelesaian aset-aset 

eks BLBI yang telah habis jangka waktu sertifikat 

kepemilikannya, untuk selanjutnya diusulkan oleh 

Badan Pertanahan Nasional menjadi tanah negara 

bebas yang merupakan objek reforma agraria. Hal 

tersebut menjadi krusial karena terdapat banyak 

sekali aset eks BLBI dengan nilai yang sangat signifikan 

yang sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden 

Nomor 15 Tahun 2004, aset tersebut menjadi aset 

negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, tanpa 

memperhitungkan jangka waktu sertifikat hak atas 

tanah dimaksud.

in the regulation of sectoral laws and the provisions 

of Law No. 2 of 2012 regarding Land Procurement for 

Development in the Public Interest.

	 Harmonization of sectoral laws and simplification of the 

process of granting compensation for land with special 

characteristics is highly significant considering that, up to 

present, the implementation of LMAN’s land acquisition 

funding function for the National Strategic Project (PSN) 

is constrained due to differences in the implementation 

of these rules.

	 In addition, in the public consultation process by the 

Regional Government at the beginning of the process 

of implementing land acquisition it is important to 

involve the authorized parties to issue permits for the 

release of special characteristic land assets, so that in 

the implementation process there will be a common 

perception and acceleration of the licensing process.

2.	 Draft of Land Law

	 There are 2 (two) important substances in the Land Law 

Draft that are closely related to the implementation of 

LMAN's tasks and functions, particularly in the field of 

asset management, namely:

a.	 The addition of the Government LMAN as the 

subject of the Certificate of Ownership of Flat Units 

(SHMSRS), with the consideration that currently 

LMAN manages more than 100 (one hundred) units 

of apartment assets and in 2017 LMAN has carried 

out name transfer for 106 (one hundred and six) units 

of SHMSRS apartments on behalf of the Government 

of the Republic of Indonesia cq. Ministry of Finance.

b.	 The abolition of the deadline for the settlement of 

ex-BLBI assets whose certificate of ownership has 

expired, is further proposed by the National Land 

Agency to become free state land which is the object 

of agrarian reform. This is crucial because there are 

a lot of ex-BLBI assets with a very significant value in 

accordance with the provisions of Presidential Decree 

No. 15/2004, these assets become state’s assets 

managed by the Minister of Finance, without regard 

to the term of the said land rights certificate.
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3.	 RPP Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

	

	 Sebagai organisasi yang berkembang, LMAN selalu 

melakukan inovasi-inovasi dalam proses kerja maupun 

pengembangan ruang lingkup pengelolaan aset kelolaan 

LMAN. Untuk dapat menunjang pengembangan tugas 

dan fungsi LMAN sesuai dengan tuntutan kebutuhan aset 

dan kemajuan teknologi informasi, LMAN mengusulkan 

perubahan ruang lingkup pengelolaan aset yang diatur 

dalam Pasal 97 PP No. 27 Tahun 2014.

	 Pembentukan LMAN selaku badan layanan umum 

(BLU) yang bertugas menjadi operator pengelolaan aset 

pada Kementerian Keuangan diprakarsai berdasarkan 

ketentuan Pasal 97 PP No. 27 Tahun 2014, dimana 

Pengelola Barang dapat membentuk BLU dalam rangka 

pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan 

BMN.

	 Dalam perkembangannya, ruang lingkup pemanfaatan 

dan pemindahtanganan BMN menjadi terlalu sempit 

dan membatasi ruang gerak LMAN untuk melakukan 

optimalisasi aset kelolaan dan pemberian jasa layanan 

konsultansi manajemen aset. Untuk itu, LMAN telah 

mengusulkan kepada Kantor Pusat DJKN dan Biro 

Hukum Sekretariat Jenderal untuk melakukan perubahan 

Pasal 97 dengan memperluas ruang lingkup pengelolaan 

aset oleh LMAN. Atas usulan tersebut telah diakomodir 

dalam RPP Perubahan PP No. 27 Tahun 2014 sehingga 

memperluas tujuan Pengelola Barang dalam membentuk 

BLU tidak hanya dalam rangka pemanfaatan dan 

pemindahtanganan namun pengelolaan tertentu atas 

BMN. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai ruang 

lingkup pengelolaan tersebut, akan diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Menteri Keuangan.

4.	 Perpres tentang Pengganti Perpres No. 102 Tahun 

2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam 

Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

	

	 Perpres No. 102 Tahun 2016 merupakan aturan yang 

mengamanatkan pelaksanaan pendanaan pengadaan 

tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Menteri 

Keuangan dalam hal ini dilaksanakan oleh LMAN. Sesuai 

3.	 RPP Amendment to Government Regulation No. 27 of 

2014 regarding Management of State/Regional-Owned 

Assets

	 As a developing organization, LMAN always carries out 

innovations in work processes as well as developing 

the scope of LMAN's managed assets management. 

To be able to support the development of LMAN's 

tasks and functions in accordance with the demands 

of asset requirements and information technology 

advancements, LMAN proposes changes in the scope of 

asset management as regulated in Article 97 Government 

Regulation No. 27 of 2014.

	 The formation of LMAN as a public service agency (BLU) 

tasked with being an asset management operator at the 

Ministry of Finance was initiated based on the provisions 

of Article 97 of Government Regulation No. 27 of 2014, 

where the Property Manager can form a BLU in the 

context of implementing BMN utilization and transfer.

	 In its development, the scope of utilization and handover 

of BMN became too narrow and limited the scope of 

LMAN's space to optimize the managed assets and the 

provision of advisory services on asset management. For 

this reason, LMAN has proposed to the DJKN Head Office 

and the General Secretariat Legal Bureau to amend 

Article 97 by expanding the scope of asset management 

by LMAN. The proposal has been accommodated in RPP 

Amendment to Government Regulation No. 27 of 2014 

so as to broaden the objectives of Property Managers 

in forming BLU not only in the context of the utilization 

and transfer but certain management of BMN. Further 

provisions regarding the scope of management will be 

further stipulated in a Regulation of the Minister of 

Finance.

4.	 Presidential Regulation concerning the Substitution 

to Presidential Regulation No. 102 of 2016 regarding 

Funding of Land Procurement for Development for 

Public Interest in the Context of National Strategic 

Project Implementation

	 The Presidential Regulation No. 102 of 2016 mandates 

the implementation of land acquisition funding for 

the National Strategic Project (PSN) by the Minister of 

Finance, which in this case is implemented by LMAN. In 
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dengan arahan Menteri Keuangan untuk melakukan 

percepatan dan penyederhanaan proses pembayaran 

ganti kerugian pengadaan tanah, LMAN mengusulkan 

dilakukannya perubahan mekanisme pengadaan tanah 

PSN yang menitikberatkan pada tanggung jawab 

masing-masing instansi yang terlibat dalam proses 

pengadaan tanah.

	 Urgensi perubahan Perpres tersebut adalah sebagai 

berikut:

1.	 Penyederhanaan dokumen persyaratan dan 

penyederhanaan proses pembayaran ganti kerugian, 

melalui:

a.	 Penegasan tugas dan tanggung jawab masing-

masing instansi yang terlibat dalam proses 

pendanaan pengadaan tanah.

b.	 Pengembalian fungsi BPKP sebagai aparat 

pengawas intern pemerintah dalam proses 

pengawasan pelaksanaan pengadaan tanah, 

dimulai dari tahapan perencanaan sampai 

dengan penyerahan hasil pengadaan tanah.

c.	 Adanya opsi penggunaan APIP, baik BPKP, Itjen, 

maupun SPI, untuk membantu dalam proses 

penelitian administrasi.

d.	 Adanya alternatif dokumen persyaratan berupa 

sertifikat atas nama Pemerintah RI dalam rangka 

pengembalian dana talangan, dan

e.	 Relaksasi pertimbangan penggunaan mekanisme 

dana talangan dalam proses pengadaan tanah 

PSN.

2.	 Penguatan fleksibilitas pengelolaan dana pengadaan 

tanah melalui pembentukan dana jangka panjang di 

LMAN yang merupakan hasil akumulasi alokasi dana 

berikut hasil penempatannya menjadi dana jangka 

panjang. 

5.	 Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang 

Badan Layanan Umum

	 RPMK tentang Badan Layanan Umum merupakan 

rancangan PMK yang diinisiasi oleh Direktorat PK BLU, 

DJPB. RPMK ini dimaksudkan untuk mengganti beberapa 

PMK yang mengatur ke-BLU-an secara parsial.

accordance with the direction of the Minister of Finance 

to accelerate and simplify the process of payment for 

compensation for land acquisition, LMAN proposes to 

change the PSN land acquisition mechanism that focuses 

on the responsibilities of each agency involved in the 

land acquisition process.

	 The urgency of changing the Presidential Regulation is as 

follows:

1.	 Simplifying the requirements document and the 

compensation payment process, through:

a.	 Affirmation of duties and responsibilities of each 

agency involved in the land acquisition funding 

process.

b.	 Return of BPKP's function as the government's 

internal supervisory apparatus in the process 

of supervising the implementation of land 

acquisition, starting from the planning stage to 

the handover of the results of land acquisition.

c.	 Options for using APIP, both BPKP, Inspectorate 

General, and Internal Audit, to assist in the 

administrative research process.

d.	 An alternative requirement document in the form 

of a certificate on behalf of the Government of 

the Republic of Indonesia in the framework of 

returning bailout funds, and

e.	 Relaxation of consideration of the use of the 

bailout mechanism in the PSN land acquisition 

process.

2.	 Strengthening the flexibility in managing land 

acquisition funds through the establishment of 

long-term funds in LMAN, which is the result of the 

accumulation of fund allocations and placement 

results into long-term funds.

5.	 Draft of Regulation of Minister of Finance (RPMK) 

regarding Public Service Agency

	 RPMK on Public Service Agency is a PMK draft initiated 

by BLU PK Directorate, DJPB. This RPMK is intended to 

partially replace several PMKs that regulate BLU.
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	 Adapun beberapa materi yang diatur dalam RPMK 

tersebut antara lain:

a.	 syarat substansi, teknis, dan administrasi penetapan 

satuan kerja pemerintah sebagai BLU.

b.	 pengaturan mengenai dewan pengawas BLU, 

pejabat pengelola, pegawai, dan satuan pengawas 

intern BLU.

c.	 pengaturan mengenai pengelolaan keuangan 

BLU, termasuk di dalamnya adalah ambang batas 

fleksibilitas, penggunaan PNBP BLU, dan pelaporan 

keuangan BLU.

d.	 pengaturan mengenai pengelolaan aset pada BLU 

yang saat ini telah diatur dalam PMK No. 136/

PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan 

Layanan Umum.

6.	 RPMK tentang Pengelolaan Aset LMAN

	 LMAN merupakan BLU di lingkungan Kementerian 

Keuangan yang dibentuk secara khusus untuk melakukan 

pengelolaan aset-aset BMN/kekayaan negara lain pada 

Pengelola Barang. RPMK ini diinisiasi oleh LMAN untuk 

diusulkan kepada Kantor Pusat DJKN selaku regulator. 

	 Penyusunan PRMK tentang Pengelolaan Aset LMAN ini 

didasari oleh 2 (dua) hal utama, yaitu:

a.	 Tujuan utama dibentuknya LMAN adalah untuk 

mengoptimalkan BMN/aset negara yang tidak 

dapat dilakukan oleh satuan kerja pemerintah biasa, 

sehingga diperlukan adanya fleksibilitas pengaturan 

yang berbeda dengan ketentuan pengelolaan BMN 

pada umumnya.

b.	 Terbatasnya ruang lingkup pengelolaan aset pada 

ketentuan eksisting bagi LMAN, baik ketentuan 

pengelolaan BMN maupun ketentuan pengelolaan 

aset pada BLU.

	 Penyusunan RPMK ini merupakan bagian dari penjabaran 

ketentuan perubahan Pasal 97 PP No. 27 Tahun 

2014, dimana LMAN dapat dimungkinkan melakukan 

pengelolaan tertentu yang berbeda dengan ketentuan 

pengelolaan BMN pada umumnya, hal ini diperlukan 

untuk fleksibilitas pengelolaan aset agar aset yang 

dikelola LMAN dapat teroptimalisasikan.

	 Several materials regulated in the RPMK include:

a.	 substantial, technical, and administrative 

requirements for the determination of government 

work units as BLU.

b.	 arrangements regarding BLU supervisory board, 

managing officers, employees, and internal audit 

unit.

c.	 arrangements regarding BLU financial management, 

including the flexibility threshold, use of BLU PNBP, 

and BLU financial reporting.

d.	 arrangements regarding asset management at the 

BLU which is currently regulated in PMK No. 136/

PMK.05/2016 regarding Asset Management in 

Public Service Agency.

6.	 RPMK concerning LMAN’s Asset Management

	 LMAN is a BLU within the Ministry of Finance specifically 

formed to manage BMN assets/other state’s assets in the 

Asset Manager. This RPMK is initiated by LMAN to be 

proposed to the DJKN Head Office as a regulator.

	 The preparation of the PRMK regarding LMAN’s Asset 

Management is based on 2 (two) main issues, namely:

a.	 The main objective of establishing a LMAN is to 

optimize BMN/state’s assets that cannot be carried 

out by ordinary government work units, so that 

flexibility in regulation is needed that is different 

from the general BMN management provisions.

b.	 Limited scope of asset management in the existing 

provisions for LMAN, both the BMN management 

provisions and the asset management provisions at 

BLU.

	 The preparation of this RPMK is part of the elaboration of 

the amendment to Article 97 of Government Regulation 

No. 27 of 2014, where LMAN can potentially perform 

certain management that is different from the general 

BMN management provisions, this is needed for flexibility 

in asset management so that the assets managed by 

LMAN can be optimized.
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7.	 RPMK tentang Perubahan PMK No. 21/PMK.06/2017 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendanaan Pengadaan 

Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan 

Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen 

Aset Negara

	 Pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) PMK yang ditetapkan 

sebagai penyempurnaan substansi pendanaan 

pengadaan tanah bagi PSN oleh LMAN, yakni:

a.	 Perubahan I PMK No. 5/PMK.06/2019

	 Latar belakang perubahan adalah rekomendasi 

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK 

Tahun 2018 yang merekomendasikan agar LMAN 

mencatat nilai ganti kerugian pengadaan tanah yang 

telah dibayarkan oleh badan usaha terlebih dahulu 

sebagai kewajiban pemerintah.

	 Adapun substansi utama perubahan adalah sebagai 

berikut:

1.	 terhadap nilai ganti kerugian badan usaha yang 

belum dikembalikan oleh LMAN dicatat sebagai 

kewajiban pada akhir tahun anggaran.

2.	 nilai kewajiban tersebut dicatat sebesar nilai yang 

tercantum dalam Laporan Hasil Verifikasi BPKP.

3.	 dalam hal belum terdapat Laporan Hasil Verifikasi 

BPKP, maka kewajiban tersebut dicatat secara 

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK).

b.	 Perubahan II PMK No. 100/PMK.06/2019

	 Latar belakang perubahan kedua ini didasari adanya 

kebutuhan penegasan fleksibilitas penggunaan 

alokasi dana pengadaan tanah yang bersumber dari 

BA BUN 999.03 dan rekomendasi BPK atas LK BUN 

2018 yang merekomendasikan untuk menyerahkan 

aset hasil pengadaan tanah kepada Kementerian/

Lembaga yang menggunakan aset tersebut untuk 

pembangunan PSN.

	 Substansi utama perubahan PMK tersebut antara 

lain:

1.	 fleksibilitas penggunaan alokasi dana LMAN 

untuk pendanaan pengadaan tanah yang dapat:

a)	 digunakan lintas tahun anggaran. dan

b)	 dilakukan penyesuaian alokasi.

7.	 RPMK concerning Amendment to PMK No. 21/

PMK.06/2017 regarding Procedures for Implementing 

Land Acquisition Funding for National Strategic Projects 

and Management of Assets resulting from Land 

Acquisition by the State Asset Management Institute

	 In 2019, there were 3 (three) PMK determined as a 

refinement of the substance of land acquisition funding 

for PSN by LMAN, namely:

a.	 Amendment I to PMK No. 5/PMK.06/2019

	 The background of the amendment was the 

recommendation of Audit with Specific Purposes 

(PDTT) of BPK in 2018 which recommended that 

LMAN recorded the value of compensation for land 

acquisition paid by the business entity in advance as 

a government obligation.

	 The main substances of the amendment were as  

follows:

1.	 the compensation for the loss of business entities 

that have not been returned by LMAN is recorded 

as a liability at the end of the fiscal year.

2.	 the value of the liability is recorded at the value 

stated in the BPKP Verification Result Report.

3.	 in the event that there is no BPKP Verification 

Result Report yet, the liability shall be adequately 

recorded in the Notes to the Financial Statements 

(CaLK).

b.	 Amendment II to PMK No. 100/PMK.06/2019

	 The background of the second amendment was 

based on the need for affirmation of flexibility in the 

use of land acquisition fund allocations sourced from 

BA BUN 999.03 and BPK's recommendation for LK 

BUN 2018 which recommends the transfer of assets 

from land acquisition to the Ministry/Institution using 

these assets for PSN development.

	 The main substances of the amendment included:

1.	 flexibility in using LMAN's fund allocation for 

land acquisition funding that can:

a)	 be used across fiscal years, and

b)	 adjust the allocation.
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2.	 Pengubahan skema penggunaan sementara aset 

hasil pengadaan tanah menjadi skema penetapan 

status penggunaan aset hasil pengadaan tanah, 

berikut mekanisme dan dokumen persyaratan.

c.	 Perubahan III PMK No. 209/PMK.06/2019

	 Adapun perubahan ketiga ini dilatarbelakangi adanya 

rekomendasi BPK terkait dengan perbaikan tata 

kelola skema penggunaan dana yang bersumber dari 

investasi pemerintah. Substansi utama perubahan 

dalam PMK No. 209/PMK.06/2019 adalah:

1.	 Pembentukan dana jangka panjang 

yang merupakan akumulasi dari alokasi 

dana pengadaan tanah PSN berikut hasil 

pengelolaanya.

2.	 Menghapus mekanisme KSO aset hasil pengadaan 

tanah, dengan pertimbangan aset tersebut 

ditetapkan status penggunaannya kepada 

Kementerian/Lembaga sehingga kewenangan 

optimalisasi aset berada pada Kementerian/

Lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

pengelolaan BMN.

Peraturan Internal

Selain terlibat proaktif melakukan penyempurnaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan pada eksternal 

LMAN, LMAN senantiasa melakukan penyesuaian, 

penguatan struktur kelembagaan, dan inovasi-inovasi dalam 

melaksanakan proses bisnis di internal LMAN dengan tetap 

menjaga tata kelola pemerintahan yang baik yang ditetapkan 

dalam Peraturan/Keputusan Direktur Utama LMAN.

Selama tahun 2019 terdapat penyesuaian dan pembentukan 

Peraturan/Keputusan Direktur Utama yang berpengaruh 

signifikan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi LMAN 

di beberapa aspek sebagai berikut:

1.	 Sumber daya manusia

	 Penguatan regulasi dalam bidang sumber daya manusia, 

yakni terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia 

yang berasal dari tenaga profesional non- Pegawai 

Negeri Sipil dan tenaga pendukung, pemberian 

manfaat asuransi bagi pejabat pengelola dan pegawai, 

pelaksanaan pengelolaan dana pensiun melalui lembaga 

keuangan, dan asuransi purna jabatan.

2.	 changing the temporary use scheme of the assets 

obtained from the land acquisition into a scheme 

for determining the status of the use of the assets 

obtained from the land acquisition, along with 

the mechanism and requirement documents.

c.	 Amendment III to PMK No. 209/PMK.06/2019

	 The third change was motivated by the existence 

of BPK recommendations related to improving the 

governance of the use of funds from government 

investment. The main substances of the amendment 

in PMK No. 209/PMK.06/2019 were:

1.	 Formation of long-term funds which is the 

accumulation of PSN land acquisition fund 

allocation and the results of its management.

2.	 Elimination of the JO mechanism of assets resulting 

from land acquisition, with the consideration that 

the status of use is determined to the Ministry/

Institution so that the authority to optimize the 

assets rests with the relevant Ministry/Institution 

in accordance with the laws and regulations in 

the field of BMN management.

Internal Regulations

Aside from being proactively involved in improving the 

provisions of the laws and regulations on its external 

side, LMAN always makes adjustments, strengthens 

the institutional structure, and conducts innovations in 

carrying out business processes in the internal LMAN while 

maintaining good governance established in the Regulations/

Decrees of the President Director.

During 2019, there were adjustments and formation of 

Regulations/Decrees of the President Director which had a 

significant influence in the process of carrying out the duties 

and functions of LMAN in the following aspects:

1.	 Human resources

	 Strengthening of regulations in the field of human 

resources is related to the management of human 

resources from non-Civil Servants and supporting 

professionals, providing insurance benefits for managing 

officers and employees, implementing pension fund 

management through financial institutions, and 

providing post-employment insurance.
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	 Penetapan regulasi dimaksud antara lain dengan 

penetapan:

a.	 Perdirut No. 1/LMAN/2019 tentang Pedoman 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Yang Berasal 

Dari Tenaga Profesional Non Pegawai Negeri Sipil 

Pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

b.	 Perdirut No. 2/LMAN/2019 tentang Pengelolaan 

Tenaga Pendukung Berupa Satpam, Pengemudi, 

Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Pada Badan 

Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.

c.	 Perdirut No. 10/LMAN/2019 tentang Program 

Pensiun Bagi Sumber Daya Manusia di Lingkungan 

Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset 

Negara.

d.	 Perdirut No. 11/LMAN/2019 tentang Asuransi Bagi 

Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Layanan 

Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.

e.	 Perdirut No. 15/LMAN/2019 tentang Asuransi Purna 

Jabatan Bagi Pejabat Pengelola, Ketua dan Anggota 

Dewan Pengawas di Lingkungan Badan Layanan 

Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.

f.	 Perdirut No. 7/LMAN/2019 tentang Kode Etik dan 

Kode Perilaku Sumber Daya Manusia di Lingkungan 

Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset 

Negara.

2.	 Pengelolaan keuangan

	 Penguatan regulasi dalam bidang pengelolaan keuangan 

di lakukan dengan menetapkan beberapa ketentuan 

sebagai berikut:

a.	 Perdirut No. 9/LMAN/2019 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusutan Aset Kelolaan Lembaga Manajemen 

Aset Negara Berupa Apartemen/Kondominium.

b.	 Perdirut No. 14/LMAN/2019 tentang Tata Cara 

Penggunaan Virtual Account Untuk Transaksi 

Penyetoran Security Deposit di Lingkungan Badan 

Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.

c.	 Kepdirut No. 115/LMAN/2019 tentang Tata Cara 

Perhitungan dan Analisis Rasio Keuangan Pada 

Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset 

Negara.

	 Determination of the concerned regulations is carried 

out, among others, through:

a.	 Regulation of President Director No. 1/LMAN/2019 

regarding Guidelines for Management of Human 

Resources from Professional Non-Civil Servants in the 

State Asset Management Agency.

b.	 Regulation of President Director No. 2/LMAN/2019 

regarding Management of Supporting Staff, 

including Security Guards, Drivers, Cleaning Officers, 

and Sub-Divisions in the Public Service Agency of 

State Asset Management.

c.	 Regulation of President Director No. 10/LMAN/2019 

regarding Pension Programs for Human Resources 

within the Public Service Agency of State Asset 

Management.

d.	 Regulation of President Director No. 11/LMAN/2019 

regarding Insurance for Human Resources within the 

Public Service Agency of State Asset Management.

e.	 Regulation of President Director No. 15/LMAN/2019 

regarding Post-Employment Insurance for Managing 

Officers, Chairman, and Members of Supervisory 

Board in the Public Service Agency of State Asset 

Management.

f.	 Regulation of President Director No. 7/LMAN/2019 

regarding Code of Ethics and Code of Conduct of 

Human Resources within the Public Service Agency 

of State Asset Management.

2.	 Financial management

	 Strengthening of regulations in the field of financial 

management is carried out by determining the following 

provisions:

a.	 Regulation of President Director No. 9/LMAN/2019 

regarding Technical Guidelines for Depreciating 

Managed Assets of State Asset Management Agency 

in the Form of Apartments/ Condominiums.

b.	 Regulation of President Director No. 14/LMAN/w019 

concerning Procedures for Using Virtual Accounts 

for Security Deposit Transactions within the Public 

Service Agency of State Asset Management.

c.	 Regulation of President Director No. 115/LMAN/2019 

regarding Procedures for Calculation and Analysis of 

Financial Ratios in the Public Service Agency of State 

Asset Management.
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d.	 Kepdirut No. 117/LMAN/2019 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Badan 

Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.

3.	 Mekanisme pendanaan pengadaan tanah PSN

	 Dalam rangka pelaksanaan pendanaan pengadaan 

tanah telah ditetapkan mekanisme pelayanan melalui 

gerai yang pelaksanaannya diatur dalam Perdirut No. 

6/LMAN/2019 tentang Mekanisme Gerai Layanan Dan 

Petunjuk Teknis Penelitian Administrasi Dalam Rangka 

Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis 

Nasional di Lingkungan Lembaga Manajemen Aset 

Negara.

4.	 Proses pre-development aset

	 Terkait dengan proses pre-development aset yang 

dilaksanakan oleh LMAN telah ditetapkan Perdirut No. 

12/LMAN/2020/2019 tentang Pedoman Pengadaan 

Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun 

(Design and Build) Pada Badan Layanan Umum Lembaga 

Manajemen Aset Negara.

5.	 Proses optimalisasi aset

	 Dalam rangka mendukung percepatan optimalisasi aset 

kelolaan LMAN, LMAN telah menetapkan berbagai 

kebijakan antara lain:

a.	 Perdirut No. 3/LMAN/2019 tentang Pendayagunaan 

Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara di 

Lingkungan Lembaga Manajemen Aset Negara.

b.	 Perdirut No. 4/LMAN/2019 tentang Petunjuk 

Teknis Penghitungan Cost Saving Dalam Rangka 

Pendayagunaan Aset Kelolaan Lembaga Manajemen 

Aset Negara.

c.	 Perdirut No. 5/LMAN/2019 tentang Penerapan Faktor 

Penyesuaian Nilai Kompensasi Tetap dan/atau Imbal 

Hasil Atas Pendayagunaan Aset Kelolaan Lembaga 

Manajemen Aset Negara.

d.	 Perdirut No. 13/LMAN/2019 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Seleksi Pemilihan Calon Mitra Kerja 

Sama Operasional Atau Kerja Sama Sumber Daya 

Manusia dan/atau Manajemen Aset Kelolaan Badan 

Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.

d.	 Regulation of President Director No. 117/LMAN/2019 

regarding Accounting and Financial Reporting 

Systems in the Public Service Agency of State Asset 

Management.

3.	 Funding mechanism for PSN land acquisition

	 In the framework of implementing land acquisition 

funding, a service mechanism has been established 

through outlets of which the implementation is regulated 

through Regulation No. 6/LMAN/2019 regarding 

Mechanism of Service Outlets and Administrative 

Research Technical Guidelines in the Framework of Land 

Procurement Funding for National Strategic Projects 

within the State Asset Management Agency.

4.	 Asset pre-development process

	 Regarding the asset pre-development process carried 

out, LMAN has determined the Regulation of President 

Director No. 12/LMAN/2020/2019 regarding Guidelines 

for Procurement of Design and Build Integrated 

Construction Work in the Public Service Agency of State 

Asset Management.

5.	 Asset optimization process 

	 In order to support the acceleration of LMAN's managed 

assets optimization, LMAN has established various 

policies including:

a.	 Regulation of President Director No. 3/LMAN/2019 

regarding Utilization of Managed Assets of State 

Asset Management Agency within the Environment 

of State Asset Management Agency.

b.	 Regulation of President Director No. 4/LMAN/2019 

regarding Technical Guidelines for Calculating Cost 

Saving in the Framework of Utilizing Managed Asset 

of State Asset Management Agency.

c.	 Regulation of President Director No. 5/LMAN/2019 

regarding Application of Adjustment Factors for Fixed 

Compensation Value and/or Returns on Utilization 

of Managed Assets of State Asset Management 

Agency.

d.	 Regulation of President Director No. 13/LMAN/2019 

regarding Procedures for the Selection of Prospective 

Operational Cooperation Partners or Human 

Resource Cooperation and/or Managed Assets of the 

Public Service Agency of State Asset Management.
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e.	 Kepdirut No. 25/LMAN/2019 tentang Pelimpahan 

Wewenang Direktur Utama Lembaga Manajemen 

Aset Negara Kepada Direktur Pengembangan 

dan Pendayagunaan Untuk Dan Atas Nama 

Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara 

Menandatangani Surat, Perjanjian, dan/atau Berita 

Acara Serah Terima.

f.	 Kepdirut No. 26/LMAN/2019 tentang Kategorisasi 

Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara 

Berupa Aktiva Kilang LNG Arun.

e.	 Decree of President Director No. 25/LMAN/2019 

regarding Delegation of Authority of the President 

Director of State Asset Management Agency to the 

Director of Development and Utilization for and 

on behalf of the President Director of State Asset 

Management Agency to Sign Letters, Agreements, 

and/or Minutes of Handover.

f.	 Decree of President Director No. 26/LMAN/2019 

regarding Categorization of Managed Assets of State 

Asset Management Agency in the Form of Assets of 

Arun LNG Plant.



Tata Kelola 
Perusahaan 
Good Corporate Governance

06

Sumber / Source: Koleksi LMAN / LMAN Collection



Tata Kelola Perusahaan 
Good Corporate Governance

174 Laporan Tahunan 2019

Good Governance LMAN
Good Governance LMAN

Sebagai badan layanan umum yang merepresentasikan 

Pemerintahan, LMAN senantiasa mengendepankan  prinsip-

prinsip  good governance atau tata kelola pemerintahan 

yang baik dalam menjalankan roda organisasi serta proses 

bisnis di setiap aspek pengelolaan aset negara. 

Oleh karenanya seluruh insan LMAN selalu menganut prinsip 

kehati-hatian  dalam koridor peraturan dan tata kelola 

pemerintahan yang baik guna menghindari berbagai pratik 

kecurangan seperti praktik korupsi, kolusi serta nepotisme 

(KKN) yang berpotensi memberikan dampak buruk dan 

merugikan kinerja LMAN. 

Implementasi Good Governance yang telah menjadi 

bagian dari budaya ini merupakan hal yang sangat krusial 

bagi LMAN untuk dijalankan secara konsisten dan penuh 

tanggung jawab, terutama dalam menjalankan perannya 

mendukung  pembangunan infrastruktur berstatus Proyek 

Strategis Nasional.

Peran LMAN dalam pembangunan infrastruktur akan terus 

diwujudkan secara nyata melalui komitmennya menjunjung 

tinggi integritas dan tata kelola yang baik, bersama dengan 

kementerian maupun lembaga terkait untuk menjalankan 

amanat sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah 

melakukan pendanaan pembebasan lahan proyek strategis 

nasional. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur 

akan segera terlaksana, dan pemerataan pembangunan 

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

Prinsip-Prisip Good Governance
Dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang 

baik,  LMAN berpedoman pada United Nation Development 

Program (UNDP) yang menyebutkan bahwa karakteristik 

(prinsip) good governance terdiri dari:

Prinsip Good Governance 
/ Good Governance 

Principles
Keterangan / Description

Participation Setiap warga negara mempunyai suara dalam 
pembuatan keputusan, baik secara langsung 
maupun melalui intermediasi institusi legitimasi 
yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini 
dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan 
berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Every citizen has a voice in decision making, 
both directly and through the intermediation of 
legitimate institutions that represent their interests. 
This participation is built on the basis of freedom 
of association and speaking, and participating 
constructively.

As a public service agency that represents the government, 

LMAN always prioritizes the principles of good governance 

in carrying out its organizational and business processes in 

every aspect of state’s asset management.

Hence, all personnel of LMAN consistently nurtures the 

precautionary principle in the proper corridor of law and 

good governance in order to avoid various fraud practices, 

such as corruption, collusion, and nepotism, which have the 

potentials to bring negative impact and cause loss to LMAN’s 

performance.

The implementation of good governance which has become 

a culture in LMAN is highly crucial to be carried out in a 

consistent manner with full responsibility, specifically in 

conducting its role to support the development of National 

Strategic Project infrastructure.

LMAN’s role in infrastructure development will be 

continuously realized through its commitment to upholding 

integrity and good governance, together with the ministries 

and other related institutions, to implement its mandate an 

agency appointed by the government to conduct funding 

for land acquisition for national strategic projects. To that 

end, infrastructure development will be achieved and 

welfare equity and improvement for the public in general 

will be realized.

GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES

In implementing good governance, LMAN refers to the 

United Nation Development Program (UNDP) which states 

that the characteristics (principles) of good governance 

consist of:
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Prinsip Good Governance 
/ Good Governance 

Principles
Keterangan / Description

Rule of Law Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan 
tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-
hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

The legal framework must be fair and be 
implemented indiscriminately, including laws 
relating to human rights.

Transparency Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus 
informasi. Seluruh proses pemerintahan Lembaga 
dan informasi dapat diakses oleh pihak yang 
berkepentingan dan informasi yang tersedia harus 
memadai agar dapat dimengerti.

Transparency is built on the basis of freedom of 
information flow. The entire governance process 
of the Institute and information can be accessed 
by interested parties and the information available 
must be sufficient to be understood.

Responsiveness Lembaga-lembaga dan proses harus mencoba 
untuk melayani setiap stakeholders.

Institutions and processes must strive to serve every 
stakeholder.

Consensus Orientation Good Governance menjadi perantara kepentingan 
yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan 
terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik 
dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-
prosedur.

Good Governance mediates different interests to 
obtain the best choices for broader interests both 
in terms of policies and procedures.

Equity Semua warga negara baik laki-laki maupun 
perempuan mempunyai kesempatan untuk 
meningkatkan atau mempertahankan 
kesejahteraan mereka.

All citizens, both men and women, have the 
opportunity to improve or maintain their welfare.

Effectiveness and Efficiency Segala proses pemerintahan dan Lembaga 
membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga 
masyarakat dan dengan menggunakan sumber 
daya yang ada seoptimal mungkin.

All government processes and institutions produce 
results according to the needs of citizens and by 
using available resources as optimally as possible.

Accountability Pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta 
dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik 
kepada masyarakat ataupun kepada Lembaga yang 
berkepentingan.

Decision makers in the government, private sector 
and community organizations are responsible 
both to the community and to the institutions 
concerned.

Strategic Vision Para pemimpin dan public harus mempunyai 
perspektif good governance dan pengembangan 
manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan 
dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Leaders and the public must have a broad and 
far-reaching perspective of good governance and 
human development in line with what is needed 
for development.

Dasar Kebijakan Penerapan Good 
Governance LMAN
Penerapan Good Governance di lingkungan Lembaga 

Manajemen Aset Negara mengacu pada berbagai ketentuan 

dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku 

yakni:

•	 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

54/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Manajemen Aset Negara.

•	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah.

POLICY BASIS FOR GOOD GOVERNANCE 
IMPLEMENTATION AT LMAN
The implementation of good governance within the State 

Asset Managemnet Agency refers to a number of provisions 

as well as the prevailing laws and regulations, such as:

•	 Regulation of Minister of Finance of the Republic of 

Indonesia No. 54/PMK.01/2017 regarding Organization 

and Work Procedures of State Asset Management 

Agency.

•	 Government Regulation No. 8 of 2006 regarding 

Financial Reporting and Government Performance.
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•	 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah.

•	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2012 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian 

Keuangan.

•	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi  

Pemerintah.

•	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 

tanggal 21 Desember 2017, tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pada Badan Layanan Umum.

Fokus Implementasi Good Governance 
LMAN 2019
Pada tahun 2019, penerapan good governance LMAN 

berfokus pada penyusunan proses bisnis LMAN secara 

menyeluruh dalam rangka perbaikan berkelanjutan dalam 

menunjang efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan 

tugas dan fungsi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas 

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Penilaian Good Governance LMAN 
Secara berkala setiap tahunnya LMAN melakukan 

penilaian atau assessment terhadap penerapan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Proses penilaian ini sendiri dijadikan 

sebagai alat ukur guna mengetahui sejauh mana efektivitas 

implementasi good governance di lingkungan LMAN. 

Penilaian terhadap pelaksanaan good governance dilakukan 

untuk mengetahui kualitas penerapan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku dan dikaitkan dengan praktik-

praktik terbaik dalam menjalankan kegiatan pengelolaan 

aset negara. 

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja LMAN tahun 2019 dilakukan 

dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan 

realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing 

perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh 

data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) LMAN 

adalah sebesar 115,99%, nilai tersebut berasal dari capaian 

kinerja pada masing-masing perspektif:

•	 Presidential Regulation of the Republic of Indonesia 

No. 29 of 2014 regarding Performance Accountability 

System of Government Institutions.

•	 Regulation of Minister of Finance No. 42/PMK.01/2012 

regarding Guidelines for the Implementation of 

Performance Accountability Evaluation at Government 

Institutions within the Ministry of Finance.

•	 Regulation of Minister of State Apparatus Empowerment 

and Bureaucratic Reforms No. 53 of 2014 regarding 

Technical Guidelines on Work Agreement, Performance 

Reporting, and Review Procedure for Performance 

Report of Government Institutions.

•	 Regulation of Minister of Finance No. 200/PMK.05/2017 

dated December 21, 2017 regarding Internal Control 

System at Public Service Agency.

FOCUS OF GOOD GOVERNANCE 
IMPLEMENTATION IN 2019
In 2019, the implementation of LMAN’s good governance 

focused on compiling the overall LMAN’s business process 

in the context of continuous improvement in supporting 

effectiveness and efficiency in carrying out its duties 

and functions, so as to increase accountability based on 

applicable rules and regulations.

GOOD GOVERNANCE ASSESSMENT  
Every year, LMAN conducts an assessment on good 

governance implementation. The assessment process is used 

as a measurement tool to determine the effectiveness of the 

implementation of good governance within LMAN.

Assessment on the implementation of good governance 

is carried out to determine the quality of implementation 

based on applicable regulations and is associated with the 

best practices in carrying out activities of managing state’s 

assets.

Organizational Performance Achievement

The measurement of LMAN’s performance achievements 

in 2019 was carried out by comparing the targets (plans) 

and the realization of the Key Performance Indicators (KPIs) 

in each perspective. From the results of these performance 

measurements, it can be seen that the achievement of 

LMAN Organizational Performance Value (NKO) reached 

115.99%, derived from the performance achievements in 

each perspective:
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Stakeholder Customer Internal Process Learning & Growth

29,73%% 16,99% 35,17% 34,10%

Selama tahun 2019, LMAN memiliki 18 (delapan belas) IKU 

berstatus hijau dan 1 (satu) IKU berstatus kuning. Adapun 

indeks capaian dimaksud tergambarkan dalam grafik 

berikut:

Grafik Capaian Kinerja LMAN Tahun 2019

Graph of LMAN’s Performance Achievement in 2019

1 IKU

18 IKU

Dewan Pengawas LMAN
Dewan Pengawas LMAN secara garis besar menjalankan 

fungsi pengawasan terkait jalannya roda organisasi maupun 

terkait rencana maupun kebijakan strategis yang dijalankan 

oleh Direksi LMAN. Dewan Pengawas sendiri dibentuk 

dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan 

Pengawas Badan Layanan Umum, dan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 660/KMK.01/2018 tentang Pengangkatan 

Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Lembaga 

Manajemen Aset Negara (BLU LMAN).

During 2019, LMAN had 18 (eighteen) KPIs in green status 

and 1 (one) KPI in yellow status. The achievement index is 

described in the graph below:

SUPERVISORY BOARD OF LMAN
In general, the Supervisory Board of LMAN carries out 

supervisory duty on the implementation of organizational 

process at LMAN as well as on strategic plans and pokicies 

carried out by the Board of Directors of LMAN. The 

Supervisory Board of LMAN was established by referring to 

the Law of Republic of Indonesia No. 1 of 2004 regarding 

State Treasury, Government Regulation No. 74 of 2012 

regarding Financial Management of Public Service Agency, 

Regulation of Minister of Finance No. 95/PMK.05/2016 

regarding Supervisory Board of Public Service Agency, 

and Decree of Minister of Finance No. 660/KMK.01/2018 

regarding Appointment of Supervisory Board at the Public 

Service Agency of State Asset Management Agency (BLU 

LMAN).
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Adapun susunan Dewan Pengawas LMAN hingga 31 

Desember 2019 adalah sebagai berikut: 

Nama / Name Jabatan / Position Periode Jabatan / Term of Office

Isa Rachmatarwata
Ketua Dewan Pengawas Merangkap Anggota / 
Chairman and Member of Supervisory Board 

16 Agustus 2018 sampai dengan 15 Agustus 2023 / 
August 16, 2018 to August 15, 2023

Roberth Gonijaya
Anggota Dewan Pengawas / Member of 
Supervisory Board

16 Agustus 2018 sampai dengan 15 Agustus 2023 / 
August 16, 2018 to August 15, 2023

Boy Michael Eko Tjahyono
Anggota Dewan Pengawas / Member of 
Supervisory Board

16 Agustus 2018 sampai dengan 15 Agustus 2023 / 
August 16, 2018 to August 15, 2023

Masa kerja Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) 

tahun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai 

dengan tanggal 15 Agustus 2023, sesuai dengan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 669/KMK.01/2018 tentang 

Pengangkatan Dewan Pengawas pada Badan Layanan 

Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.

Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan 

dan memberikan nasihat kepada Direksi LMAN tentang 

pengelolaan LMAN, baik dari aspek layanan maupun 

pengelolaan keuangan. Pelaksanaan tugas tersebut 

dilaksanakan dengan cara, antara lain:

a.	 menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara 

periodik;

b.	 memberikan arahan dan pertimbangan di tataran 

strategis untuk peningkatan pelaksanaan mandat, 

kinerja keuangan, dan keberlangsungan organisasi 

LMAN kepada Direksi LMAN;

c.	 memberikan pertimbangan kepada Direksi LMAN dalam 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

d.	 memberikan pendapat dan saran kepada Direksi LMAN 

mengenai perbaikan Tata Kelola LMAN;

e.	 mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran 

kepada Direksi LMAN atas pelaksanaan rencana strategis 

bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;

f.	 memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas 

kebijakan-kebijakan strategis yang memiliki eksposur 

dan risiko tinggi terhadap organisasi LMAN, keuangan 

negara, dan dampak multiplier berskala nasional; 

g.	 memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan 

berkala LMAN antara lain laporan keuangan dan kinerja, 

termasuk laporan hasil audit satuan pengawasan  

intern;

The composition of LMAN’s Supervisory Board as of 

December 31, 2019 is as follows:

 

The term of office of the Supervisory Board is set for 5 

(five) years, from August 16, 2018 to August 15, 2023, in 

accordance with the Decree of Minister of Finance No. 669/

KMK.01/2018 regarding Appointment of Supervisory Board 

at the Public Service Agency of State Asset Management.

Duties and Functions of Supervisory Board

Duties, Obligations, and Authority of Supervisory 

Board

The Supervisory Board is tasked with supervising and 

providing advice to LMAN’s Board of Directors regarding the 

management of LMAN, both in terms of service and financial 

management. The implementation of the task is carried out, 

among others, in the following manner:

a.	 holding meetings of Supervisory Board regularly;

b.	 providing direction and consideration at the strategic 

level for improving the implementation of the mandate, 

financial performance and sustainability of organization 

to LMAN’s Board of Directors;

c.	 giving recommendations to LMAN’s Board of Directors in 

compliance with the prevailing laws and regulations;

d.	 providing opinions and suggestions to LMAN’s Board of 

Directors regarding improvement of LMAN’s Governance;

e.	 supervising and providing opinions and/or suggestions 

to LMAN’s Board of Directors on the implementation of 

business strategic plan and business plan and budget;

f.	 providing recommendations on strategic policies that 

have high exposure and risk to LMAN’s organizations, 

state’s finances, and the impact of national scale 

multipliers;

g.	 providing opinions and/or suggestions on LMAN’s 

periodic reports, including financial and performance 

reports as well as reports on the results of audits of the 

internal audit unit;
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h.	 memberikan persetujuan atas penunjukan kantor 

akuntan publik yang akan melaksanakan audit atas 

laporan keuangan berdasarkan/sesuai Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK);

i.	 menyusun program kerja tahunan pengawasan LMAN 

dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara dan Menteri Keuangan; dan

j.	 melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas 

berkewajiban untuk:

a.	 mengalokasikan waktu khusus secara rutin untuk 

mengawal dan memonitor agenda-agenda strategis;  

b.	 memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada 

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara dan Direksi LMAN mengenai rencana strategis 

bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang disusun 

oleh Direksi LMAN;

c.	 melaporkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara dan Menteri Keuangan, dalam hal terjadi gejala 

menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas 

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.	 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan 

Pengawas yang telah dilakukan kepada Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 

(dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

e.	 menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas 

melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara 

musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif 

kolegial.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan 

Pengawas berwenang untuk:

a.	 mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan LMAN, 

antara lain laporan keuangan dan kinerja;

b.	 mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan 

yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat 

pengawasan internal pemerintah dan Badan Pemeriksa 

Keuangan;

c.	 mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan 

oleh Direksi LMAN dalam pelaksanaan kegiatanya;

d.	 mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Direksi 

LMAN dan/atau Pegawai LMAN mengenai kebijakan dan 

pelaksanaan kegiatan LMAN;

h.	 giving approval for the appointment of a public 

accounting firm that will conduct audit activity of 

financial statements based on or in accordance with the 

Financial Accounting Standards (SAK);

i.	 preparing annual work programs of supervision of LMAN 

and submitting them to the Director General of State 

Assets Management and the Minister of Finance; and

j.	 carrying out other tasks based on the assignment 

in accordance with the provisions of the laws and 

regulations.

In carrying out their duties, the Supervisory Board of is 

obliged to:

a.	 allocate specific time on a regular basis to supervise and 

monitor strategic agendas;

b.	 provide opinions and suggestions in writing to the 

Minister of Finance cq. Director General of State Assets 

Management and LMAN’s Board of Directors regarding 

business strategic plans and business plans and budgets 

prepared by LMAN’s Board of Directors;

c.	 report to the Director General of State Assets 

Management and the Minister of Finance, in the 

event of symptoms of a decline in BLU performance 

and/or deviations from the provisions of the laws and 

regulations;

d.	 submit reports on the implementation of the Supervisory 

Board’s duties that have been carried out to the Director 

General of State Assets Management and the Minister of 

Finance, at least twice in 1 (one) year;

e.	 stipulate every decision of the Supervisory Board made 

in a Supervisory Board meeting by deliberation to reach 

consensus and is collegial in nature.

In carrying out their duties and obligations, the Supervisory 

Board of is authorized to:

a.	 obtain periodic reports on the management of LMAN, 

including financial and performance reports;

b.	 obtain a report on the results of supervision/inspection 

carried out by the internal inspection unit, the 

government’s internal audit apparatus and the Supreme 

Audit Board;

c.	 understand the policies and actions taken by LMAN’s 

Board of Directors in carrying out their activities;

d.	 obtain an explanation and/or data from LMAN’s Board 

of Directors and/or employees regarding the policies and 

implementation of LMAN activities;
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e.	 mengusulkan pengangkatan dan Pemberhentian 

Sekretaris Dewan Pengawas;

f.	 meminta Direksi LMAN untuk menghadirkan tenaga 

profesional dalam rapat Dewan Pengawas;

g.	 meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan 

intern pemerintah kepada Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara dan Menteri Keuangan; dan

h.	 melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan.

Rapat Dewan Pengawas LMAN 

Pada tahun 2019 Dewan Pengawas LMAN melakukan 

rapat sebanyak 14 kali rapat dalam menjalankan fungsi 

pengawasan terhadap jalannya roda organisasi serta rencana 

bisnis terkait pengelolaan aset yang sudah ditetapkan 

bersama. Berikut tingkat kehadiran rapat Dewan Pengawas 

LMAN sepanjang tahun 2019: 

Nama / Name Jabatan / Position
Kehadiran Rapat / 

Meeting Attendance
Jumlah Rapat /  
Total Meetings

Isa Rachmatarwata
Ketua Dewan Pengawas Merangkap Anggota / 
Chairman and Member of Supervisory Board 

14 14

Roberth Gonijaya
Anggota Dewan Pengawas / Member of Supervisory 
Board

14 14

Boy Michael Eko Tjahyono
Anggota Dewan Pengawas / Member of Supervisory 
Board

14 14

Agenda Rapat

Tanggal / Date Agenda Rapat / Meeting Agenda

21 Januari 2019 / 
January 21, 2019

-	 Laporan Capaian Kinerja 2018
-	 Rencana Kerja 2019

-	 Performance Achievement Report in 2018
-	 Work Plan 2019

18 Februari 2019 / 
February 18, 2019

-	 Penerapan Manajemen Risiko  
-	 Hasil Pemeriksaan BPK dengan Tujuan Tertentu

-	 Implementation of Risk Management
-	 Results of BPK’s Audit with Specific Objectives

12 Maret 2019 / 
March 12, 2019

-	 Laporan Pengelolaan Aset s.d. Februari 2019 -	 Report of Asset Management until February 2019

22 April 2019 / April 
22, 2019

-	 Laporan Capaian Kinerja sd Triwulan I -	 Performance Achievement Report until Quarter I

14 Mei 2019 / May 
14, 2019

-	 Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP terkait LMAN

-	 Progress Tindak Lanjut Temuan PDKK
-	 Pengelolaan Arun oleh LMAN

-	 Follow-up on BPK’s findings in LKPP in relation to 
LMAN

-	 Progress of Follow-up on PDKK Findings
-	 Arun Management by LMAN

20 Mei 2019 / May 
20, 2019

-	 Roadmap LMAN 2019-2029
-	 Tata Kelola LMAN

-	 LMAN Roadmap 2019-2029
-	 LMAN Governance

17 Juni 2019 / June 
17, 2019

-	 Update Perkembangan Terkini LMAN
-	 Re-purposing Mandat LMAN
-	 Advisory LMAN

-	 Update on Recent Development at LMAN
-	 Re-purposing of LMAN’s Mandate
-	 LMAN Advisory

15 Juli 2019 / July 15, 
2019

-	 Knowledge Sharing
-	 Update Tindak Lanjut Arahan Dewan Pengawas

-	 Penyampaian Capaian IKU Semester I 2019
-	 Update Issue Internal Organisasi

-	 Knowledge sharing
-	 Update on follow-up of Supervisory Board’s 

directives
-	 Submission of KPI Achievement in Semester I 2019
-	 Update on Organization’s Internal Issues

e.	 propose the appointment and dismissal of the Secretary 

of Supervisory Board;

f.	 request LMAN’s Board of Directors to bring professional 

personnel to a Supervisory Board’s meeting;

g.	 request a special audit by the government internal audit 

apparatus from the Director General of State Assets 

Management and the Minister of Finance; and

h.	 exercise other authority based on the provisions of the 

prevailing laws and regulations.

Meetings of Supervisory Board

In 2019, LMAN’s Supervisory Board held 14 meetings in the 

framework of supervisory function on the organizational 

process and business plans related to asset management 

that had been jointly determined. The following table 

describes the attendance rate of LMAN’s Supervisory Board 

throughout the year:

 

		

Meeting Agenda
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Tanggal / Date Agenda Rapat / Meeting Agenda

5 Agustus 2019 / 
August 5, 2019

-	 Sosialisasi Kode Etik dan Perilaku SDM

-	 Kebijakan Pengamanan Aset Kelolaan LMAN
-	 Usulan Skema Pendanaan Lahan Proyek Strategis 

Nasional (PSN) yang baru

-	 Socialization of Code of Conduct and Employee’s 
Behavior

-	 Policy for Securing LMAN’s Managed Assets
-	 Proposal of New Land Funding Scheme for 

National Strategic Projects (PSN)

24 Agustus 2019 / 
August 24, 2019

-	 Kebijakan LMAN terkait Target PNBP
-	 Pengelolaan Aset Kelolaan untuk Cost Saving
-	 Tata Kelola Penyerahan 184 Calon Aset Kelolaan

-	 LMAN’s policy related to PNBP Target
-	 Asset Management for Cost Saving
-	 Procedures for Handover of 184 Prospective 

Managed Assets

12 September 2019 / 
September 12, 2019

-	 Decommissioning Train A & B Kilang LNG Badak 
dan Isu Lingkungan Aset LNG Eks-Terminasi Arun

-	 Analisis Transaksi Pendapatan Denominasi US$

-	 Top Up Anggaran Triwulan IV Tahun 2019
-	 Review Kelayakan Skema Pengamanan 3 Aset 

Kelolaan LMAN

-	 Decommissioning Train A & B of Badak LNG Plant 
and Environmental Issues for Asset ex-Termination 
of LNG Arun

-	 Analysis on Revenue Transaction in USD 
Denomination

-	 Top Up of Budget for Quarter IV of 2019
-	 Review on the Feasibility of Scheme for Securing 3 

Managed Assets of LMAN

7 Oktober 2019 / 
October 7, 2019

-	 Capaian IKU LMAN Triwulan III Tahun 2019
-	 Draft Usulan Reorganisasi LMAN
-	 Pengadaan Tanah oleh LMAN dalam Skema 

Investasi Pemerintah

-	 LMAN’s KPI Achievement in Quarter III of 2019
-	 Draft of Proposal for LMAN’s Reorganization
-	 Land Procurement by LMAN in Government’s 

Investment Scheme

28 November 2019 / 
November 28, 2019

-	 Capaian IKU LMAN s.d. November Tahun 2019
-	 Progress Follow Up Tindak Lanjut atau 

rekomendasi Dewas
-	 Optimalisasi Aset Kilang LNG Arun & Bontang

-	 LMAN’s KPI Achievement up to November 2019
-	 Progress of Follow-Up on Supervisory Board’s 

Recommendations
-	 Optimization of Assets of Arun and Bontang LNG 

Plants

9 Desember 2019 / 
December 9, 2019

-	 Rencana Kerja 2020
-	 Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa pada BLU 

LMAN

-	 Work Plan 2020
-	 Governance of Procurement of Goods/Services at 

BLU LMAN

Dewan Pengawas menilai bahwa Lembaga telah berupaya 

melakukan beberapa inovasi untuk pengelolaan aset 

BMN baik yang idle maupun yang underutilized dengan 

mengimplementasikan “asset management cycle”. 

Model ini diharapkan menjadi jawaban bagi pengelolaan 

aset-aset negara yang belum dikelola secara optimal. 

Penerapan siklus ini secara konsisten dan berkelanjutan 

terhadap aset kelolaan merupakan merupakan terobosan 

baru dalam pengelolaan aset negara. 

Lebih lanjut, Lembaga juga perlu memperhatikan 

pengelolaan aset kilang LNG di Badak dan Arun, khususnya 

terkait dengan kebijakan/rencana strategis Lembaga dalam 

mengelola aset tersebut mengingat kedua aset tersebut 

sudah memasuki fase sunset. Adapun, pengelolaan aset 

kilang pasca kegiatan produksi diharapkan dapat menjadi 

contoh dalam pengelolaan aset yang sudah tidak berada di 

usia emas.

The Supervisory Board considers that the Agency has strived 

to carry out a number of innovations for better management 

of BMN assets, both idle and underutilized, by implementing 

the “asset management cycle”.

This model is expected to be the answer for the management 

of state assets that have not been optimum. The consistent 

and continuous application of this cycle to managed assets 

is a new breakthrough in the management of state’s  

assets.

Furthermore, the Agency also needs to pay attention to 

the management of LNG refinery assets in Badak and 

Arun, specifically related to the Agency’s policy/strategic 

plan in managing these assets, given that both assets have 

entered the sunset phase. Meanwhile, the management of 

refinery assets after production activities is expected to be 

an example in the management of assets that are no longer 

in the golden age.
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Di lain sisi, Lembaga perlu secara berkelanjutan 

menyempurnakan proses bisnis yang fleksibel dan tidak 

birokrasi namun tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip 

GRC. Lembaga memiliki konsultan untuk membantu dalam 

mengembangkan proses bisnis yang akuntabel, transparan, 

dan prudence.

Di sektor pendanaan pengadaan tanah PSN, Lembaga 

dituntut untuk mempercepat proses pendanaan pengadaan 

tanah PSN dimana hal tersebut memiliki dampak terhadap 

ketahanan badan usaha dalam melanjutkan proses 

pembangunan PSN. Percepatan proses pendanaan kiranya 

dapat disederhanakan dan dievaluasi secara berkala, namun 

tidak melepaskan prinsip kehati-hatian.

Adapun sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh 

Lembaga berdasarkan hasil pengawasan tahun 2019 adalah 

sebagai berikut:

1.	 Kebijakan penempatan dana kiranya dapat 

dikembangkan menjadi lebih komprehensif dengan 

mempelajari praktik bisnis yang ideal namun tetap 

memperhitungkan prinsip kehati-hatian.

2.	 Lembaga diharapkan meriviu peraturan terkait asuransi 

aset untuk kemudian diterapkan dimana hal tersebut 

dapat berguna sebagai salah satu upaya mitigasi risiko 

menjaga nilai aset.

3.	 Revisi regulasi terkait pelaksanaan pendanaan 

pengadaan tanah PSN kiranya dapat diinisiasi dan dapat 

diselesaikan segera guna memberikan efek akselerasi 

bagi pelaksanaan pendanaan tanah.

4.	 Lembaga kiranya dapat meriviu program internship. 

Program internship diharapkan dapat menurunkan 

beban kerja pegawai tanpa harus menambah beban gaji 

pegawai.

5.	 Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga agar 

dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.

6.	 Lembaga terus meningkatkan koordinasi dengan 

stakeholders Lembaga dalam upaya pelaksanaan tugas 

dan fungsinya.

On the other hand, the Agency needs to continuously refine 

business processes that are flexible and not bureaucratic 

but still consider GRC principles. The Agency have needs 

to have a consultant to assist in developing accountable, 

transparent, and prudent business processes.

In the PSN land acquisition financing sector, the Agency 

is required to accelerate the PSN land acquisition funding 

process which has an impact on the resilience of business 

entities in continuing the PSN development process. The 

acceleration of the funding process might be simplified 

and evaluated periodically while continuously taking into 

account the prudent principle.

A number of recommendations to be followed up by the 

Agency based on the results of supervision in 2019 are as 

follows:

1.	 Fund placement policies can be developed to be more 

comprehensive by learning ideal business practices while 

still taking into account the prudent principle.

2.	 The Agency is expected to review regulations related to 

asset insurance to be applied where they can be useful 

as one of the risk mitigation measures to maintain the 

value of assets.

3.	 Regulatory revisions related to the implementation 

of PSN land acquisition funding may be initiated and 

can be completed immediately in order to provide an 

accelerating effect for the implementation of land 

funding.

4.	 The Agency may review the internship program. The 

internship program is expected to reduce the workload 

of employees without having to increase the burden of 

employee salaries.

5.	 To evaluate the implementation of the tasks and 

functions of the Agency so that it is carried out routinely 

and continuously.

6.	 The Agency needs to continuously improve coordination 

with Agency’s stakeholders in an effort to carry out its 

tasks and functions.
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Program Pelatihan Dewan Pengawas LMAN 2019 

Dalam rangka menjalankan perannya sebagai pihak yang 

bertanggung jawab terhadap pengelolaan organisasi serta 

bisnis dibidang pengelolaan aset negara, Dewan Pengawas 

LMAN berupaya meningkatkan kompetensinya dengan 

mengikuti berbagai kegiatan untuk pelatihan, seminar 

maupun workshop baik yang diadakan pihak internal 

maupun eksternal. Berikut program pengembangan 

kompetensi yang diikuti oleh Dewan Pengawas LMAN 

sepanjang tahun 2019:

Nama / Name
Susunan Keanggotaan / 

Membership Composition
Kegiatan / Activity Tanggal dan Tempat / Date and Venue

Isa Rachmatarwata
Ketua merangkap Anggota / 
Chairman and Member

Studi Banding / 
Comparative Study

Belanda dan Prancis / The Netherlands and France 
5-10 November 2019 / November 5-10, 2019

Boy Michael Eko Tjahyono Anggota / Member 
Gastech Exhibition & 
Conference

Houston, Texas, USA 
14-21 September 2019 / September 14-21, 2019

Roberth Gonijaya Anggota / Member 
Studi Banding / 
Comparative Study

Seoul, Korea Selatan / South Korea
5-9 November 2019 / November 5-9, 2018

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas LMAN sepanjang 

2019

Ruang lingkup pengawasan Dewan Pengawas pada tahun 

2019 menitikberatkan pada aspek-aspek dasar pengelolaan 

governance, risk, compliance (GRC), inovasi, dan 

pengembangan Lembaga yang dapat mempercepat proses 

bisnis. Lebih lanjut, Dewan Pengawas telah mencermati dan 

memberikan arahan terhadap beberapa aspek-aspek dasar 

pengelolaan Lembaga, seperti pengelolaan aset properti, 

pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional 

(PSN), kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM), dan rencana 

strategis Lembaga kurun waktu 2017-2019. 

Hasil pengawasan Dewan Pengawas selama 1 tahun kepada 

Direksi dan stakeholders Lembaga, khususnya regulator 

terkait dengan capaian dan perkembangan Lembaga selama 

tahun 2019 dalam mengemban amanat yang diberikan 

oleh Pemerintah, telah disampaikan dalam bentuk Laporan 

Semester I tahun 2019 dan Laporan Semester II tahun 2019.   

Laporan terdiri atas reviu atas rencana strategis bisnis dan 

rencana bisnis anggaran LMAN, reviu atas kinerja layanan 

dan keuangan, reviu atas tata kelola dan akuntabilitas.

Supervisory Board Training Program in 2019

In order to carry out the role and responsibility to manage 

the organization and business in the field of state asset 

management, LMAN’s Supervisory Board seeks to improve 

their competence by participating in various activities for 

training, seminars, and workshops held both by internal 

and external parties. The following table describes the 

competency development programs attended by LMAN’s 

Supervisory Board throughout 2019:

Implementation of Supervisory Board’s Duties in 2019

The scope of supervision of the Supervisory Board in 2019 

focuses on the basic aspects of managing governance, risk, 

compliance (GRC), innovation, and Agency development 

that can accelerate business processes. Furthermore, the 

Supervisory Board has examined and provided guidance on 

a number of basic aspects of Agency management, such as 

property asset management, National Strategic Project (PSN) 

land acquisition funding, Human Resources (HR) policies, 

and Agency’s strategic plans of 2017-2019.

The results of supervision of the Supervisory Board on the 

Board of Directors and stakeholders of the Agency, especially 

regulators related to the achievements and developments of 

the Agency during 2019 in carrying out the mandate given 

by the Government, have been submitted in the form of the 

2019 Semester I Report and the 2019 Semester II Report. 

The report consists of review on LMAN’s business strategic 

plans and budget business plans, service and financial 

performance, governance, and accountability.
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Sepanjang tahun 2019 Dewan Pengawas telah melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi LMAN 

tentang pengelolaan LMAN, baik dari aspek pelayanan 

maupun pengelolaan keuangan. Pelaksanaan tugas  

pengawasan antara lain:

1.	 menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara 

periodik, minimal satu kali dalam satu bulan;

2.	 memberikan arahan dan pertimbangan di tataran 

strategis untuk peningkatan pelaksanaan mandat, 

kinerja keuangan, dan keberlangsungan organisasi 

LMAN kepada Direksi LMAN;

3.	 memberikan pertimbangan kepada Direksi LMAN dalam 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

4.	 memberikan pendapat dan saran kepada Direksi LMAN 

mengenai perbaikan Tata Kelola LMAN;

5.	 mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran 

kepada Direksi LMAN atas pelaksanaan rencana strategis 

bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;

6.	 memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas 

kebijakan-kebijakan strategis yang memiliki eksposur 

dan risiko tinggi terhadap organisasi LMAN, keuangan 

negara, dan dampak multiplier berskala nasional; 

7.	 memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan 

berkala LMAN antara lain laporan keuangan dan kinerja, 

termasuk laporan hasil audit satuan pengawasan i 

ntern;

8.	 melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan 

sesuai dngan ketentuan peraturan perundang-

undangan, seperti persetujuan atas usulan top up 

anggaran pada tahun berjalan. 

Direksi LMAN
Berdasarkan PMK Nomor 54/PMK.01/2017, Direktur Utama 

LMAN dibantu oleh 4 (empat) Direktur dan 14 (empat belas) 

Kepala Divisi. Berikut adalah komposisi Direktur LMAN 

hingga Desember 2019: 

Nama / Name Jabatan / Position Periode Jabatan / Term of Office

Rahayu Puspasari Direktur Utama / President Director
11 April 2018 s.d. 31 Desember 2019 /  
April 11, 2018 to December 31, 2019

Anton Listyanto
Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi /  
Finance and Organization Support Director

11 April 2018 s.d. 31 Desember 2019 /  
April 11, 2018 to December 31, 2019

Candra Giri Artanto
Direktur Operasional dan Manajemen Risiko /  
Operations and Risk Management Director

12 Maret 2019 s.d. 31 Desember 2019 /  
March 12, 2019 to December 31, 2019

Qoswara
Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan /  
Land Procurement and Funding Director

11 April 2018 s.d. 31 Desember 2019 /  
April 11, 2018 to December 31, 2019

Bimo Prihantoro
Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan / 
Development and Utilization Director

12 Maret 2019 s.d. 31 Desember 2019 /  
March 12, 2019 to December 31, 2019

Throughout 2019, the Supervisory Board has conducted 

supervision and provided advice to LMAN’s Board of 

Directors regarding LMAN’s management, both in terms of 

service and financial management. The implementation of 

supervisory duties includes:

1.	 holding Supervisory Board’s meetings regularly, at least 

once a month;

2.	 providing direction and consideration at the strategic 

level for improving the implementation of the mandate, 

financial performance and sustainability of LMAN’s 

organization to Board of Directors;

3.	 providing consideration to the Board of Directors in 

compliance with the laws and regulations;

4.	 providing opinions and suggestions to the Board of 

Directors regarding improvement of LMAN’s Governance;

5.	 supervising and providing opinions and/or suggestions 

to the Board of Directors on the implementation of 

business strategic plans and business plans and budgets;

6.	 providing considerations and recommendations on 

strategic policies that have high exposure and risk to 

LMAN’s organization, state’s finances, and the impact of 

a national scale multiplier;

7.	 providing opinions and/or suggestions on LMAN’s 

periodic reports including financial and performance 

reports as well as audit result reports of the internal audit 

unit;

8.	 carrying out other duties based on the assignment in 

accordance with provisions of the laws and regulations, 

such as approval for the proposed budget top up in the 

current year.

BOARD OF DIRECTORS OF LMAN
Based on PMK No. 54/PMK.01/2017, the President Director 

of LMAN is assisted by 4 (four) Directors and 14 (fourteen) 

Division Heads. The following table describes the composition 

of LMAN’s Board of Directors up to December 2019:
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Tugas dan Fungsi

Jabatan / Position Tugas dan Fungsi / Duties and Functions

Direktur Utama / 
President Director

1.	 Menetapkan Rencana Strategis Bisnis (Renstra), 
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Rencana Kerja 
Tahunan (RKT), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
LMAN

2.	 Mengoordinasikan perumusan kebijakan di bidang 
manajemen aset negara yang dikelola LMAN, 
pengelolaan dana investasi pemerintah di bidang 
aset negara, termasuk pendanaan pengadaan 
tanah untuk PSN.

3.	 Menetapkan rumusan kebijakan di bidang 
manajemen aset negara yang dikelola LMAN, 
pengelolaan dana investasi pemerintah di bidang 
aset negara, termasuk pendanaan pengadaan 
tanah untuk PSN.

4.	 Mengoordinasikan penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria di bidang manajemen 
aset negara yang dikelola LMAN, pengelolaan 
dana investasi pemerintah di bidang aset negara 
termasuk pendanaan pengadaan tanah untuk PSN.

5.	 Menetapkan penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria di bidang manajemen 
aset negara yang dikelola LMAN, pengelolaan 
dana investasi pemerintah di bidang aset negara 
termasuk pendanaan pengadaan tanah untuk PSN.

6.	 Mengoordinasikan pemberian bimbingan teknis 
dan evaluasi di bidang manajemen aset negara 
yang dikelola LMAN, pengelolaan dana investasi 
pemerintah di bidang aset negara termasuk 
pendanaan pengadaan tanah untuk PSN.

7.	 Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi 
LMAN.

8.	 Menyelenggarakan urusan tata usaha, 
kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga 
LMAN.

9.	 Mengoordinasikan penyusunan uraian jabatan, 
Standard Operating Procedures (SOP), Analisis 
Beban Kerja (ABK), mitigasi manajemen risiko di 
lingkungan LMAN. 

10.	Membina pegawai di lingkungan LMAN untuk 
meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. dan

11.	Menetapkan laporan berkala dan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
LMAN.

1.	 Establish Business Strategic Plans (Renstra), Business 
Plans and Budgets (RBA), Annual Work Plans (RKT), 
and Key Performance Indicators (IKU) of LMAN

2.	 Coordinate the formulation of policies in the field 
of state asset management managed by LMAN, 
management of government investment funds in 
the field of state assets, including land acquisition 
funding for PSN.

3.	 Establish policy formulation in the field of state asset 
management managed by LMAN, management of 
government investment funds in the field of state 
assets, including funding for land acquisition for 
PSN.

4.	 Coordinate the preparation of norms, standards, 
procedures and criteria in the field of state asset 
management managed by LMAN, management of 
government investment funds in the field of state 
assets including land acquisition funding for PSN.

5.	 Establish norms, standards, procedures and criteria 
in the field of state asset management managed 
by LMAN, management of government investment 
funds in the field of state assets including land 
acquisition funding for PSN.

6.	 Coordinate the provision of technical guidance and 
evaluation in the field of state asset management 
managed by LMAN, management of government 
investment funds in the field of state assets 
including land acquisition funding for PSN.

7.	 Coordinate the implementation of LMAN 
administration.

8.	 Organize administrative affairs, staffing, finance, 
and LMAN’s household.

9.	 Coordinate the preparation of job descriptions, 
Standard Operating Procedures (SOP), Workload 
Analysis (ABK), risk management mitigation in the 
LMAN environment.

10.	Foster employees in the LMAN environment to 
increase motivation and work performance, and

11.	Establish periodic reports and Government Agency 
Performance Accountability Report 

Direktur Keuangan 
dan Dukungan 
Organisasi / 
Finance and 
Organization 
Support Director

1.	 Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan 
dokumen perencanaan anggaran, RBA, Renstra, 
proposal Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP), menyusun dan mengelola Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta melaksanakan 
penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan 
laporan keuangan.

1.	 Prepare coordination materials and prepare budget 
planning documents, RBA, Strategic Plan, Non-
Tax State Revenue (PNBP) proposals, compile and 
manage the Budget Implementation Entry List 
(DIPA), and carry out accounting and financial 
report preparation.

Duties and Functions



Tata Kelola Perusahaan 
Good Corporate Governance

186 Laporan Tahunan 2019

Jabatan / Position Tugas dan Fungsi / Duties and Functions

2.	 Melaksanakan pengelolaan pendapatan dan 
belanja, kas, rekening, utang, piutang, dana investasi 
pemerintah yang dialokasikan ke LMAN termasuk 
pendanaan pengadaan tanah, pengelolaan dana 
lain yang bersumber dari Anggaran Penerimaan 
dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber lain 
berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, 
pengurusan pajak, penyusunan kebijakan 
pengelolaan investasi, monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan pengelolaan keuangan serta investasi, 
pelaksanaan investasi jangka panjang berdasarkan 
persetujuan Menteri Keuangan.

3.	 Melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN, 
kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, 
pengadaan barang dan jasa lingkup internal LMAN, 
pengembangan teknologi informasi, penyusunan 
dan evaluasi prosedur standar operasi, pengelolaan 
dan pemeliharaan perangkat keras, perangkat 
lunak, dan jaringan, serta monitoring, evaluasi 
dan pelaporan pengelolaan barang milik negara, 
kerumahtanggaan, dan teknologi informasi.

4.	 Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis 
sumber daya manusia, pelaksanaan pengelolaan 
sumber daya manusia, pengembangan organisasi, 
pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal, serta 
monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan 
sumber daya manusia dan pengelolaan kinerja.

2.	 Manage revenue and expenditure management, 
cash, accounts, debt, receivables, government 
investment funds allocated to LMAN including 
land acquisition funding, management of other 
funds sourced from the State Budget (APBN) 
or other sources based on the approval of the 
Minister of Finance, tax management, preparation 
of investment management policies, monitoring, 
evaluation, and reporting of financial and 
investment management, implementation of long-
term investments based on the approval of the 
Minister of Finance.

3.	 Carry out BMN management activities, household, 
facilities and infrastructure, procurement of goods 
and services internal scope of LMAN, development 
of information technology, preparation and 
evaluation of standard operating procedures, 
management and maintenance of hardware, 
software, and networks, as well as monitoring, 
evaluation and reporting management of state 
property, household, and information technology.

4.	 Prepare materials for the preparation of technical 
policies on human resources, implementation of 
human resource management, organizational 
development, performance management and 
internal compliance, as well as monitoring, 
evaluation and reporting of human resource 
management and performance management.

Direktur 
Operasional dan 
Manajemen Risiko 
/ Operations and 
Risk Management 
Director

1.	 Menyusun penyusunan program kerja penelitian 
dan analisis pasar properti, perencanaan kebutuhan 
dan pengembangan lahan/tanah, pelayanan 
konsultasi dan penilaian aset, pengelolaan 
manajemen resiko, serta monitoring dan evaluasi 
pengembangan lahan/tanah dan usaha.

2.	 Menyiapkan perencanaan pengamanan 
dan pengendalian aset, penyusunan skema 
pengamanan aset, koordinasi dan penyusunan 
skema kerja sama dengan pihak lain terkait 
pengamanan dan pengendalian aset, serta 
monitoring dan evaluasi kegiatan pengamanan dan 
pengendalian aset.

3.	 Melaksanakan perencanaan dan pengadaan aset, 
penyusunan standar minimum rehabilitasi dan/
atau rehabilitasi (upgrade), perencanaan dan 
pelaksanaan kontruksi aset, serta monitoring dan 
evaluasi proses pengadaan, rehabilitasi dan/atau 
renovasi (upgrade), dan pemeliharaan aset.

4.	 Mempersiapkan pelaksanaan penyusunan 
perjanjian, dokumentasi hukum, harmonisasi 
kebijakan dan peraturan perundang-undangan, 
pengurusan perijinan, penyusunan kajian dan 
pendapat hukum, monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan perjanjian.

1.	 Arrange the preparation of a work program of 
research and analysis of the property market, land 
needs and development planning, advisory services 
and asset valuation, risk management, as well 
as monitoring and evaluation of land / land and 
business development.

2.	 Prepare the plan for securing and controlling assets, 
compiling asset security schemes, coordinating and 
compiling cooperation schemes with other parties 
related to securing and controlling assets, as well 
as monitoring and evaluating asset security and 
control activities.

3.	 Carry out the planning and procurement of 
assets, preparation of minimum standards of 
rehabilitation and / or rehabilitation (upgrading), 
planning and implementing asset construction, 
as well as monitoring and evaluating the process 
of procurement, rehabilitation and/or renovation 
(upgrade), and asset maintenance.

4.	 Prepare the implementation of the preparation 
of the agreement, legal documentation, 
harmonization of policies and legislation, licensing, 
preparation of studies and legal opinions, 
monitoring and evaluation of the implementation 
of the agreement.
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Jabatan / Position Tugas dan Fungsi / Duties and Functions

Direktur 
Pengadaan dan 
Pendanaan Lahan / 
Land Procurement 
and Funding 
Director

1.	 Menyiapkan penyusunan usulan pendanaan lahan/
tanah, penyusunan daftar pengadaan lahan/tanah 
untuk PSN sebagaimana diatur dalam ketentuan 
perundang-undangan, pengelolaan basis data 
(database) kebutuhan lahan/tanah, pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendanaan 
pengadaan tanah/lahan. 

2.	 Menyiapkan verifikasi dokumen penagihan 
pengadaan lahan/tanah, perencanaan penarikan 
dana pengadaan lahan tanah, rekomendasi 
pembayaran tagihan pengadaan lahan/tanah, serta 
rekonsiliasi hasil pembayaran pendanaan lahan/
tanah 

3.	 Menyiapkan pengurusan sertifikasi tanah, 
administrasi pertanahan, pemberian bantuan 
hukum dan pendapat hukum, penanganan perkara 
serta litigasi.

1.	 Prepare land funding proposals and land acquisition 
lists for PSN as regulated in the provisions of the 
laws and regulations, manage database of land 
needs, conduct monitoring and evaluation of the 
implementation of funding for land procurement.

2.	 Prepare verification of land acquisition billing 
documents, plan for withdrawal of land acquisition 
funds, recommendations for payment of land 
acquisition bills, and reconciliation of the results of 
land funding payments

3.	 Prepare the management of land certification, land 
administration, provide legal assistance and legal 
opinion, handle cases and litigation.

Direktur 
Pengembangan 
dan 
Pendayagunaan / 
Development and 
Utilization Director

1.	 Menyiapkan pelaksanaan perencanaan dan 
pengembangan usaha dan aset.

2.	 Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan strategi 
komunikasi dan publikasi.

3.	 Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan strategi 
pemasaran aset. 

4.	 Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan dalam 
bentuk pendayagunaan dan kerja sama 
operasional aset termasuk pinjam pakai, dan 
pemindahtanganan aset, negosiasi pemanfaatan 
aset, penetapan tarif pemanfaatan aset.

5.	 Menyiapkan perencanaan pengamanan 
dan pengendalian aset, penyusunan skema 
pengamanan aset, koordinasi dan penyusunan 
skema kerja sama dengan pihak lain terkait 
pengamanan dan pengendalian aset

1.	 Prepare the implementation of planning and 
business and asset development.

2.	 Prepare the planning and implementation of 
communication and publication strategies.

3.	 Prepare the planning and implementation of asset 
marketing strategies.

4.	 Prepare the implementation of management in the 
form of utilization and operational cooperation 
of assets including lending use, and alienation of 
assets, negotiating the use of assets, setting tariffs 
for asset utilization.

5.	 Prepare the plan for securing and controlling 
assets, preparing the scheme for securing assets, 
coordinating and compiling a cooperation 
scheme with other parties related to securing and 
controlling assets

Rapat Direksi LMAN 

Pada tahun 2019 Direksi LMAN melakukan rapat sebanyak 

56 kali rapat sebagai upaya melakukan monitoring terhadap 

jalannya roda organisasi serta rencana bisnis terkait 

pengelolaan aset yang sudah ditetapkan bersama. Berikut 

tingkat kehadiran rapat Direksi LMAN sepanjang tahun 

2019: 

Nama / Name Jabatan / Position
 Kehadiran Rapat /

Meeting Attendance
 / Jumlah Rapat 
Total Meetings

Rahayu Puspasari Direktur Utama / President Director 54 56

Anton Listyanto
Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi / 
Finance and Organization Support Director

55 56

Candra Giri Artanto
Direktur Operasional dan Manajemen Risiko / 
Operations and Risk Management Director

54 56

Qoswara
Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan /  
Land Procurement and Funding Director

55 56

Bimo Prihantoro
Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan / 
Development and Utilization Director

54 56

Meetings of Board of Directors

In 2019, the Board of Directors held 56 meetings in an 

effort to monitor the running of the organization and 

business plans related to asset management that had been 

determined. The following table describes the attendance of 

the Board of Directors in meetings throughout 2019:
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Peningkatan kompetensi untuk Direksi LMAN

Dalam rangka menjalankan perannya sebagai pihak yang 

bertanggung jawab terhadap pengelolaan organisasi serta 

bisnis dibidang pengelolaan aset negara, Direktur LMAN 

berupaya meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti 

berbagai kegiatan untuk pelatihan, seminar maupun 

workshop baik yang diadakan pihak internal maupun 

eksternal. Berikut program pengembangan kompetensi 

yang diikuti oleh Direktur LMAN sepanjang tahun 2019:

Nama / Name Jabatan / Position
Program Pengembangan Kompetensi / 

Competency Development Program
Tanggal dan Tempat / Date 

and Venue

Rahayu Puspasari Direktur Utama / 
President Director

Character Building ESQ New Chapter 11-12 Mei 2019 / May 11-12, 
2019

Strategi Perencanaan Dokumentasi untuk Pengadaan 
Siap Audit versi Perpres No. 16 Tahun 2018 /  
Documentation Planning Strategy for Audit-Ready 
Procurement version Presidential Regulation No. 16 of 
2018

16 Mei 2019 / May 16, 2019

Building a Winning Culture Drive LMAN to Greatness 11 Juli 2019 / July 11, 2019

Human Capital National Conference: Manusia dalam 
Transformasi Digital Korporasi / Human Capital 
National Conference: Humans in Corporate Digital 
Transformation

20-21 November 2019 / 
November 20-21, 2019

Anton Listyanto Direktur Keuangan 
dan Dukungan 
Organisasi / Finance 
and Organization 
Support Director

Powerful Coaching & Counseling for Millenials 
Generation

26 Maret 2019 / March 26, 
2019

Character Building ESQ New Chapter 11-12 Mei 2019 / May 11-12, 
2019 

Strategi Perencanaan Dokumentasi untuk Pengadaan 
Siap Audit versi Perpres No. 16 Tahun 2018 /  
Documentation Planning Strategy for Audit-Ready 
Procurement version Presidential Regulation No. 16 of 
2018

16 Mei 2019 / May 16, 2019

Transformational Leadership 19-21 Juni 2019/ June 19-21, 
2019 

Building a Winning Culture Drive LMAN to Greatness 11 Juli 2019 / July 11, 2019

Human Capital National Conference: Manusia dalam 
Transformasi Digital Korporasi / Human Capital 
National Conference: Humans in Corporate Digital 
Transformation

20-21 November 2019 / 
November 20-21, 2019

Candra Giri Artanto Direktur Operasional 
dan Manajemen Risiko 
/ Operations and Risk 
Management Director

Strategi Perencanaan Dokumentasi untuk Pengadaan 
Siap Audit versi Perpres No. 16 Tahun 2018 /  
Documentation Planning Strategy for Audit-Ready 
Procurement version Presidential Regulation No. 16 of 
2018

16 Mei 2019 / May 16, 2019

Qoswara Direktur Pengadaan 
dan Pendanaan Lahan 
/ Land Procurement 
and Funding Director

Transformational Leadership 19-21 Juni 2019 / June 19-21, 
2019

Building a Winning Culture Drive LMAN to Greatness 11 Juli 2019 / July 11, 2019

Seminar Nasional Privatisasi Aset Negara dalam 
Perpindahan Ibukota /  National Seminar on 
Privatization of State’s Assets in Capital City Relocation

14 Oktober 2019 / October 
14, 2019 

Competency Development Program of Board of 

Directors

In order to carry out their role as the party responsible for 

managing the organization and business in the management 

of state’s assets, the Board of Directors of LMAN seeks 

to improve their competence by participating in various 

activities for training, seminars, and workshops held both by 

internal and external parties. The following table describes 

the competency development programs attended by the 

Board of Directors throughout 2019:
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Nama / Name Jabatan / Position
Program Pengembangan Kompetensi / 

Competency Development Program
Tanggal dan Tempat / Date 

and Venue

Bimo Prihantoro Direktur 
Pengembangan dan 
Pendayagunaan / 
Development and 
Utilization Director

Building a Winning Culture Drive LMAN to Greatness 11 Juli 2019 / July 11, 2019

Sistem Pengendalian Internal 
Sistem Pengendalian Internal di LMAN dilaksanakan 

melalui kegiatan pemantauan efektivitas implementasi dan 

kecukupan rancangan sesuai dengan KMK-32/KMK.09/2013 

tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan 

Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern.

Sistem Pengendalian Internal terdiri dari struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga 

dan mengarahkan jalannya organisasi agar bergerak sesuai 

dengan tujuan dan program organisasi dan mendorong 

efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem 

Pengendalian Internal yang handal dan efektif dapat 

memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun 

dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan 

maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan 

organisasi yang lebih efektif pula.

Fungsi dan Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai pengatur 

sumber daya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara 

maksimal guna memperoleh pengembalian (gains) yang 

maksimal pula dengan pendekatan perancangan yang 

menggunakan asas Cost-Benefit.

Tujuan penerapan SPI dalam organisasi adalah untuk 

menghindari adanya penyimpangan dari prosedur, laporan 

keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya dan 

kegiatan organisasi sejalan dengan hukum dan peraturan 

yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

terutama manajemen berusaha untuk menghindari risiko 

dari adanya penerapan suatu sistem.

Aspek Pemantauan Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern yang diaplikasikan oleh LMAN 

mengacu pada komponen-komponen sebagaimana yang 

ditetapkan oleh Committee of Sponsoring Organization of 

The Treadway Commission (COSO), yaitu:

INTERNAL CONTROL SYSTEM 
The Internal Control System in LMAN is implemented 

through monitoring the effectiveness of implementation and 

the adequacy of the design in accordance with KMK No. 32/

KMK.09/2013 regarding Framework for the Implementation 

of Internal Control and the Technical Guidelines for 

Monitoring Internal Control.

The Internal Control System consists of organizational 

structure, methods, and measures to maintain and direct 

the course of the organization to move in accordance 

with the goals and programs of the organization and 

encourage efficiency and compliance with management 

policies. A reliable and effective Internal Control System 

can provide good information for managers and board of 

directors to make the right decisions and policies to achieve 

organizational goals more effectively.

Functions and Objectives of Internal Control System

The Internal Control System functions as a regulator of 

existing resources so as to be able to function optimally 

in order to obtain maximum returns (gain) with a design 

approach that uses the principle of Cost-Benefit.

The purpose of implementing Internal Control System in 

the organization is to avoid any deviation from procedures, 

the financial statements produced by the company can be 

trusted and the activities of the organization are in line 

with the prevailing laws and regulations. This shows that a 

company, especially its management, strives to avoid the risk 

of implementing a system.

Monitoring Aspects of Internal Control System

The Internal Control System applied by LMAN refers to the 

components as determined by the Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO), namely:
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COSO Penjelasan / Description

1.	 Control environment 
(Lingkungan Pengendalian)

Manajemen dalam hal ini Board of Directors  
(BoD) harus menciptakan lingkungan 
pengendalian yang baik di lingkungan LMAN. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan 
Direktur Utama tentang Nilai-Nilai LMAN dan 
Peraturan Direktur Lembaga Manajemen Aset 
Negara Nomor 27/LMAN/2016 yang kemudian 
diubah dengan Peraturan Direktur Utama Nomor 
7/LMAN/2019 Tentang Kode Etik dan Kode 
Perilaku Sumber Daya Manusia di Lingkungan 
Lembaga Manajemen Aset Negara.

The management, in this case the Board of 
Directors (BoD), must create a good control 
environment in the LMAN environment. This is 
proven by the regulation of President Director 
on LMAN’s Values and the Regulation of Director 
of State Asset Management Agency No. 27/
LMAN/2016, amended by the Regulation of 
President Director No. 7/LMAN 2019 on Code of 
Conduct and Code of Human Resources Behavior 
within State Asset Management Agency.

2.	 Risk Assessment (Penaksiran 
Risiko)

Penaksiran risiko merupakan identifikasi 
Lembaga dan analisis terhadap risiko yang 
relevan sehingga dapat dilakukan pengelolaan 
terhadap risiko tersebut. LMAN menyadari 
pentingnya kegiatan penaksiran risiko, oleh 
karena itu LMAN telah memiliki Keputusan 
Direktur Utama LMAN nomor 44/LMAN/2018 
yang yang kemudian diubah dengan nomor 66/
LMAN/2019 tentang Penerapan Manajemen 
Risiko pada Lembaga Manajemen Aset Negara.

Risk assessment is the identification of Agency 
and analysis of relevant risks so that management 
can be carried out on those risks. LMAN is aware 
of the importance of risk assessment activities, 
therefore it has issued the Decree No. 44/
LMAN/2018, amended by No. 66/LMAN/2019 
on Application of Risk Management in State 
Asset Management Agency.

3.	  Control Activities (aktivitas 
pengendalian)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, 
prosedur dan aturan yang memberikan jaminan 
yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat 
tercapai. Dalam implementasinya, LMAN aktivitas 
pengendalian yang dilakukan LMAN adalah 
pemisahan fungsi antara divisi perbendaharaan 
dengan divisi anggaran, serta divisi perencanaan 
lahan dengan divisi pendanaan lahan.

Control activities are policies, procedures, and 
rules that provide adequate guarantees that 
the company's objectives can be achieved. In its 
implementation, control activities carried out by 
LMAN are the separation of functions between 
the treasury division and the budget division, as 
well as the land planning division and the land 
funding division.

4.	 Information and 
Communication (Informasi dan 
Komunikasi) 

Terkait dengan informasi dan komunikasi, setiap 
minggunya selalu diadakan rapat BoD untuk 
membahas permasalahan yang dihadapi oleh 
setiap unit dan dicarikan solusi pemecahannya. 

Regarding information and communication, 
every week a BoD meeting is held to discuss the 
problems faced by each unit and find solutions 
to solve them.

5.	 Monitoring (pemantauan) Pemantauan terkait pengendalian menjadi 
tugas unit Satuan Pengawasan Intern. Dalam 
implementasinya, Selama tahun 2019 SPI 
melakukan berbagai kegiatan asurans dalam 
bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan 
pemantauan kegiatan. 

Monitoring related to control is the duty of 
the Internal Audit Unit. In its implementation, 
during 2019, the Internal Audit Unit carried out 
various assurance activities in the form of review, 
evaluation, and monitoring of activities.

Pengendalian internal di LMAN sudah cukup berjalan dengan 

efektif. Setiap Dari top manajemen pun sudah sangat aware 

dengan pentingnya pengendalian intern. 

Untuk prosedur yang melibatkan berbagai divisi seperti proses 

KSO sewa yang melibatkan beberapa divisi (Pendayagunaan 

Property, Hukum dan Perjanjian serta Perbendaharaan) pun 

sudah dibuatkan semacam file untuk melakukan monitoring 

walaupun masih belum dalam bentuk Aplikasi. 

Internal control at LMAN has been quite effective. Each of the 

top management has been highly aware of the significance 

of internal control.

For procedures involving various divisions such as the JO 

lease process which involves several divisions (Property 

Utilization, Law and Agreement, and Treasury), a file for 

monitoring has been made even though it is still not in the 

form of Application.
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Pada tahun 2020 akan dibuatkan berbagai aplikasi untuk 

menunjang proses bisnis di LMAN yang dengan begitu maka 

proses pengendalian intern akan lebih baik lagi.

Pelaksanaan Pemantauan Sistem Pengendalian 

Internal 2019

Indeks implementasi sistem pengendalian internal pada 

tahun 2019 dapat tercapai sebesar 70 dari target sebesar 60 

dengan dapat disusunnya buku juknis/manual pengendalian 

internal, buku tata kelola/governance pengendalian internal 

dan buku mekanisme kerja/SOP pengendalian internal 

dalam rangka memastikan pelaksanaan proses bisnis 

dilakukan secara tepat sesuai ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta telah diajukannya 

usulan permintaan auditor dari Inspektorat Jenderal untuk 

pengisian tenaga Satuan Pengawas Internal (SPI) telah 

dibentuk SPI dengan KMK 470/KMK.01/2019 tanggal dan 

telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 26 Juli 2019.

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Pada tahun 2019, target capaian indikator kinerja utama 

LMAN terealisasi sebanyak 80 dari target sebanyak 60 atau 

mencapai 120%. 

Indikator Kinerja Utama /  
Key Performance Indicator

Target Realisasi / Realization
Persentase / 
Percentage

 Indeks implementasi sistem pengendalian internal  /  
Index of internal control system implementation

60 80 120%

Pengendalian dan Pengawasan yang 
efektif
Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan 

oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan 

untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan 

telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti 

prosedur atau ketentuan yang berlaku.

Selain dengan sistem pengawasan, LMAN juga menerapkan 

sistem Pengendalian atau tindakan korektif yang 

dilaksanakan apabila dari hasil pengawasan ditemukan 

adanya penyimpangan atau kendala. Pengawasan dan 

pengendalian dapat dikatakan efektif apabila pengawasan 

dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung 

tercapainya tujuan kegiatan.

In 2020, various applications will be made to support 

business processes in LMAN so that the internal control 

process will be even better.

Implementation of Monitoring of Internal Control 

System in 2019

The index of internal control system implementation in 2019 

reached 70 points out of the target of 60 points through the 

preparation of internal control technical guidelines/manuals, 

internal control governance books, and work internal control 

mechanism books/ SOPs in order to ensure that business 

processes are carried out appropriately in accordance with 

the prevailing laws and regulations as well as the proposed 

auditor’s request from the Inspectorate General for fulfilling 

the Internal Audit Unit which was formed under KMK No. 

470/KMK.01/2019. Socialization was carried out on July 26, 

2019.

Achievements of Key Performance Indicators

In 2019, the target achievement of LMAN’s key performance 

indicators was realized at 80 out of the target of 60 or 

reaching 120%.

 

EFFECTIVE CONTROL AND SUPERVISION

Supervision is an activity carried out by internal and external 

parties, which aims to ensure the implementation of works 

or activities have been carried out in accordance with plan 

and follow the procedures or applicable provisions.

In addition to the supervision system, LMAN implements 

a Control system or corrective action that is carried out 

if there are irregularities or obstacles found in the results 

of supervision. Supervision and control can be said to be 

effective if the supervision and control carried out is able 

to support the achievement of the objectives of the activity.
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Implementasi Tindakan Pengendalian dan Pengawasan 

2019

Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksa (TP) 

BPK atas LKPP dan LK BUN perlu diselesaikan sebagaimana 

yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap Kementerian 

atau Lembaga dan pengguna anggaran BUN diwajibkan 

menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi terkait TP 

BPK tersebut akhir bulan Maret, Juli, dan November. 

Pengukuran penyelesaian rekomendasi atas hasil pemeriksaan 

BPK adalah progress tindak lanjut yang dilakukan oleh unit 

eselon II atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK 

sesuai dengan action plan dan timeframe yang ditetapkan 

pemerintah dengan menggunakan 2 kriteria:

a.	 rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan 

rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. status 

rekomendasi BPK yang diusulkan selesai ditetapkan di 

forum pembahasan bersama DJPB, Itjen, Unit Eselon I 

terkait dan Auditor BPK.                                                                                                                                    

b.	 rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi 

yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam 

LHP.

Capaian Indikator Kinerja Utama  pada Sasaran 

Strategis pada Pengendalian dan Pengawasan yang 

efektif

Indikator Kinerja Utama /  
Key Performance Indicator

Target
Realisasi / 
Realization

Persentase / 
Percentage

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan auditor yang ditindaklanjuti 
/ Percentage of recommendations from auditors’ results that are 
followed up

90% 100% 111%

Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas Laporan 
Keuangan BA 15 / Percentage of completion of BPK’s follow-up 
findings on the BA 15 Financial Statements

90% 100% 111%

Telah selesai ditindaklanjuti temuan:

a.	 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018  Aset yang 

diserahkan DJKN kepada LMAN belum diberdayakan 

untuk memberi kontribusi pendapatan kepada LMAN.

b.	 Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2019 LMAN belum 

menetapkan status PPh Pasal 21 atas remunerasi pejabat 

pengelola dan pegawai yang telah ditanggung dan 

dibayarkan selama tahun 2017.

Implementation of Control and Supervision Activities 

in 2019

The Government’s follow-up on BPK’s Audit Findings (TP) on 

LKPP and LK BUN needs to be resolved as recommended 

by BPK. Each Ministry or Institution and BUN budget users 

are required to submit follow-up on the recommendations 

related to BPK TP at the end of March, July, and November.

Measurement of the completion of recommendations on 

the results of BPK’s audit is the progress of the follow-up 

conducted by echelon II units on the recommendations 

submitted by the BPK in accordance with the action plan 

and timeframe set by the government using 2 criteria:

a.	 the recommendations that are followed up are those 

proposed to be completed to the BPK. The status of BPK 

recommendations proposed to have been completed is 

determined in the discussion forum with DJPB, Itjen, the 

related Echelon I Unit, and BPK’s Auditor.

b.	 completed recommendations are those declared to be 

complete by BPK and are listed in the LHP.

Achievement of Key Performance Indicators on 

Strategic Targets for Effective Control and Supervision

Findings that have been completely followed-up:

a.	 2018 Audit Result Report (LHP) which stated that assets 

handed over by the DJKN to LMAN had not been utilized 

to provide revenue contribution to LMAN.

b.	 2019 Audit Result Report which stated that LMAN had 

not determined the status of Income Tax Article 21 on 

remuneration of managing officials and employees born 

and paid by the Agency during 2017.
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Manajemen Risiko 
LMAN telah membangun sistem manajemen risiko 

secara terukur dan profesional.  Manajemen risiko sangat 

penting sebagai upaya atau langkah pencegahan LMAN 

untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dihadapi 

yang dirumuskan dalam upaya mitigasi risiko. Mitigasi 

merupakan tindakan untuk menghilangkan potensi bahaya 

atau mengurangi probabilitas tingkat risiko. Mitigasi risiko 

dinyatakan selesai apabila rencana mitigasi suatu risiko 

sudah selesai dilaksanakan seluruhnya.

Jenis-Jenis Risiko dan Upaya Mitigasi LMAN 

Jenis Risiko /  
Risk Type

Mitigasi / Mitigation

Keuangan / Financial Risiko Keuangan berkaitan dengan kekayaan negara 
yang meliputi BMN yang dikelola LMAN, risiko ini 
dapat dimitigasi dengan peningkatan kualitas tata 
kelola keuangan negara 

Financial Risk is associated with state’s assets which 
include BMN managed by LMAN, this risk can be 
mitigated by improving the quality of state financial 
governance

Kebijakan / Policy Risiko ini berkaitan dengan perumusan dan penetapan 
kebijakan internal maupun eksternal organisasi. 
Mitigasi dilakukan dengan penyusunan kebijakan 
yang baik dengan penerapan good governance 
serta penyesuaian terhadap kondisi internal maupun 
eksternal

This risk is associated with the formulation and 
determination of internal and external policies of 
the organization. Mitigation measures are carried 
out by formulating good policies by applying good 
governance and adjusting to internal and external 
conditions

Hukum / Legal Risiko yang berkaitan dengan tuntutan gugatan 
hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi 
atau jabatan. 
Langkah mitigasi dilakukan dengan terus berkoordinasi 
dengan direktorat Hukum dan Humas DJKN maupun 
Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemenkeu, 
brainstorming dengan ahli hukum serta penggunaan 
konsultan hukum, penyusunan peraturan perundang-
undangan dan evaluasi yang berkelanjutan

This risk is associated with lawsuits and other legal 
efforts against the organization or position.

Mitigation measures are carried out by continuously 
coordinating with the Directorate of Legal and 
Public Relations of DJKN and the Legal Bureau 
of the Secretariat General of Ministry of Finance, 
brainstorming with legal experts, use of legal 
consultants, preparation of laws and regulations, and 
ongoing evaluation

Reputasi / Reputational Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat 
kepercayaan pernangku kepentingan eksternal 
terhadap organisasi. Langkah mitigasi yang dilakukan 
adalah menjalin hubungan baik dengan berbagai 
stakeholder dan media, siaran pers, dan acara 
kehumasan lainnya. 

This risk is associated with perceptions or levels of 
trust of external interests towards the organization. 
Mitigation measures are carried out by establishing 
good relations with various stakeholders and the 
media, press releases and other public relations events

Operasional / 
Operational

Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya 
proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau 
keselamatan kerja individu. Langkah mitigasi 
dilakukan menyesuaikan dengan proses bisnis yang 
terus berkembang, penguatan dan evaluasi SOP

This risk is associated with the malfunctioning of an 
organization's business processes, information systems, 
or individual work safety. Mitigation measures are 
carried out in accordance with the evolving business 
processes, strengthening and evaluation of SOPs

Kepatuhan / 
Compliance

Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan 
organisasi atau pihak eksternal terhadap peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan lain yang 
berlaku. Langkah mitigasi yang dilakukan adalah 
dengan dibentuknya Satuan Pengawas Internal yang 
bertujuan untuk menguatkan tingkat kepatuhan, 
adanya unit Kepatuhan Internal dalam penegakan 
kode etik

This risk is associated with non-compliance of 
the organization or external parties to the laws 
and regulations and other applicable provisions. 
Mitigation measures are carried out by establishing an 
Internal Audit Unit that aims to strengthen the level 
of compliance, and an Internal Compliance unit in 
enforcing the code of ethics

RISK MANAGEMENT 
LMAN has built a measured and professional risk 

management system. Risk management is crucial for LMAN 

as a prevention effort or measure to anticipate various risks 

faced, which are formulated in the risk mitigation efforts. 

Mitigation is an action to eliminate the potential danger or 

reduce the probability of the level of risk. Risk mitigation is 

declared complete if the risk mitigation plan has been fully 

implemented.

Types of Risks and Mitigation Efforts of LMAN
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2019 Risk Map 

Regarding the risks that have been identified, LMAN then 

conducts an analysis by considering the level of probability 

and level of impact. The level of likelihood and level of 

impact each consists of 5 categories; hence, there are 25 

types of combinations. After conducting an assessment of 

the identified risks and establishing risk tolerance, there are 

103 risks that are above risk tolerance with the following 

distribution:

Risk Matrix

LMAN has identified the risks that have the possibility 

to occur and have an impact in the form of obstruction 

of target achievement. As a result of initial identification, 

LMAN observes that there are 206 risks with varying degrees 

of probability, from ‘almost never occur’ to ‘almost always 

occur’.

Peta Risiko 2019 

Atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, LMAN kemudian 

melakukan analisa dengan mempertimbangkan level 

kemungkinan dan level dampak. Level kemungkinan 

dan level dampak masing-masing terdiri atas 5 kategori, 

sehingga terdapat 25 jenis kombinasi. Setelah dilakukan 

assessment atas risiko yang teridentifikasi dan menetapkan 

risk tolerance maka terdapat 103 risiko yang berada di atas 

risk tolerance dengan sebaran sebagai berikut:
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Risk Analysis  
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Sangat Tinggi /  
Very High

37 Risiko / Risks

Tinggi / High 24 Risiko / Risks

Sedang / Medium 42 Risiko / Risks

Jumah / Total 103 Risiko / Risks

Level Risiko / 
Risk Level

KDO Direktorat 
Keuangan dan 

Dukungan Organisasi 
/ KDO Directorate 

of Finance and 
Organization Support

OMR Direktorat 
Operasional dan 

Manajemen Risiko / 
OMR Directorate of 
Operations and Risk 

Management

LF Direktorat 
Pendanaan 
Lahan / LF 

Directorate of 
Land Funding

PP Direktorat 
Pengembangan dan 

Pendayagunaan / 
PP Directorate of 
Development and 

Utilization

Total

Above Risk 
Tolerance

37 24 22 20 103

Matriks Risiko

LMAN telah melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko apa 

saja yang dimungkinkan terjadi dan berdampak terhadap 

terhambatnya pencapaian tujuan. Hasil dari identifikasi awal, 

diketahui terdapat 206 risiko dengan level kemungkinan 

yang bervariasi, dari hampir pasti tidak terjadi hingga hampir 

pasti terjadi. 

Sumber / Source: LMAN 
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LMAN then conducts an assessment of the probability and 

impact levels of these risks by considering the Control System 

that has been implemented. The analysis results are outlined 

in a risk profile matrix. In the risk profile matrix there is also 

a decision to handle each risk and the unit responsible for 

monitoring and managing the risk.

Risk Management Implementation in 2019

In 2019, LMAN completed 103 risk mitigations of the target 

of 72 mitigations.

Key Performance Indicator Achievement

 

Evaluation on Risk Management Implementation in 

2019

Based on the Letter of President Director of LMAN No. ST-643/

LMAN/2019 dated August 5, 2019, LMAN’s Internal Audit 

Unit has reviewed the Risk Management implementation 

in LMAN for the first semester of 2019. The scope of this 

activity is the Risk Management Process Area, which consists 

of 7 stages, namely:

LMAN kemudian melakukan asessment terhadap 

kemungkinan dan dampak risiko-risiko tersebut dengan 

mempertimbangkan Sistem Pengendalian yang telah 

Dilaksanakan. Hasil Analisa tersebut dituangkan dalam 

sebuah matriks profil risiko. Dalam matriks profil risiko juga 

terdapat keputusan penanganan setiap risiko serta unit yang 

bertanggung jawab melakukan pemantauan dan mengelola 

risiko tersebut.

Matriks Analisis
Risiko 5x5

Risk Analysis  
Matrix 5x5
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Warna / 
Color

Tingkatan / 
Level

Level Risiko / 
Risk Level

Besaran Risiko 
/ Risk Severity

5
Sangat Tinggi / 

Very High
20 - 25

4 Tinggi / High 16 - 19

3
Sedang / 
Medium

12 - 15

2 Rendah / Low 6 - 11

1
Sangat Rendah / 

Very Low
1 - 5

Penerapan Manajemen Risiko 2019

Pada tahun 2019 telah selesai dilakukan sebanyak 103 

mitigasi risiko dari target sebanyak 72 mitigasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja / Performance Indicator Target Realisasi / Realization
Persentase / 
Percentage

Persentase implementasi manajemen risiko / 
Percentage of risk management implementation

70 (72 mitigasi / 
mitigations)

103 mitigasi / 
mitigations

111%

Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko 2019

Berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama LMAN nomor 

ST-643/LMAN/2019 tanggal 5 Agustus 2019, Satuan 

Pengawasan Intern LMAN telah melakukan reviu pengelolaan 

Manajemen Risiko di LMAN untuk periode semester I tahun 

2019. Ruang Lingkup dari kegiatan ini adalah atas Area 

Proses Manajemen Risiko yang terdiri atas 7 tahapan, yaitu:

Sumber / Source: LMAN 



Tata Kelola Perusahaan 
Good Corporate Governance

196 Laporan Tahunan 2019

a.	 Komunikasi dan konsultasi

b.	 Penerapan konteks

c.	 Identifikasi risiko

d.	 Analisis risiko

e.	 Evaluasi Risiko

f.	 Penanganan Risiko

g.	 Pemantauan dan Reviu

Berdasarkan hasil reviu, pendapat atas penerapan 

manajemen risiko LMAN pada Semester I tahun 2019 

telah cukup memadai yang berarti masih terdapat hal-hal 

yang masih perlu disesuaikan dan diperbaiki berdasarkan 

ketentuan yang berlaku.

Perkara Hukum dan Sanksi 
Administrasi 

Perkara Hukum 

No Perkara 
/ Lawsuit 
Number

Para Pihak / Parties

Obyek Perkara / 
Lawsuit Object

Status 
Perkara / 
Lawsuit 
Status

Potensi Kerugian /  
Loss Potential

Keterangan / DescriptionPenggugat/
Pelawan / 
Plaintiff

Tergugat/Terlawan / 
Defendant

Materiil / 
Material

Immateriil 
/ Non-

Material

Perkara 
Nomor 229/
Pdt.G/2019/
PN.Ckr 
Tentang 
Gugatan 
Pembatalan 
Penetapan 
Besarnya Ganti 
Rugi / Case 
Number 229/
Pdt.G/2019/
PN.Ckr 
regarding 
Claims to 
Cancel 
Determination 
of the 
Amount of 
Compensation

Firmauli Silalahi 
selaku kuasa 
hukum 22 warga 
masyarakat 
kelurahan 
Jatimulya / 
Firmauli Silalahi as 
the attorney for 
22 residents of 
Jatimulya village

•	 Kemenhub 
cq. Ditjen 
Perkeretaapian 
/ Ministry of 
Transportation 
cq. Directorate 
General of Train 
Transportation

•	 KJP Arianti, Junita
•	 LMAN
•	 Lurah Jatimulya
•	 Camat Tambun 

Selatan
•	 BPN Kab. Bekasi
•	 PT Adhi Karya

Pembatalan 
Penetapan UGR 
atas Tanah di 
wilayah Jatimulya 
yang terkena 
proyek LRT yang 
termasuk PSN 
/ Cancellation 
of UGR 
Determination of 
Land in Jatimulya 
area affected 
by LRT project, 
which  is included 
as PSN

Dalam tahap 
persidangan 
di PN 
Cikarang / In 
the trial stage 
at Cikarang 
District Court

Tidak ada / Nil Nama baik 
LMAN / 
LMAN’s 
reputation

Dalam case ini, 22 orang warga 
kelurahan Jatimulya Bekasi yang 
tanahnya terkena proyek Light Rail 
Transit (LRT) menggugat beberapa pihak 
yang diantaranya LMAN terkait nilai 
penetapan ganti kerugian. Gugatan 
diajukan ke PN Cikarang pada bulan 
Oktober 2019 dan sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2019, belum 
terdapat putusan berkekuatan hukum 
tetap. / In this case, 22 residents of 
Jatimulya village, Bekasi, whose land 
is affected by the Light Rail Transit 
(LRT) project, sued several parties 
including LMAN regarding the value 
of compensation determination. The 
lawsuit was filed with the Cikarang 
District Court in October 2019 and as 
of December 31, 2019, there was no 
permanent legal decision.

LPB/1019/K/
XI/2019/PMJ/
RESJU

LMAN Selvi, dkk. Ruko Jalan Raya 
Gading Indah 
No.8 Kav. A2-A3, 
Kelapa Gading. 

Dalam 
penyelidikan 
Polres Jakarta 
Utara / In the 
investigation 
of North 
Jakarta Police 
Station

Biaya-biaya 
untuk dah dari 
hasil optimalisasi 
/ Costs for 
optimization of 
the results

Nama baik 
LMAN / 
LMAN’s 
reputation

Berdasarkan Keputusan Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara Nomor 342/
KN/2018 tertanggal 12 Desember 2018 
(jo) BAST-30/KN.5/2018 tertanggal 
27 Desember 2018, LMAN diberikan 
tanggung jawab oleh DJKN untuk 
mengelola aset yang berlokasi di Jalan 
Raya Gading Indah No.8 Kav. A2-A3, 
Kelapa Gading. / Based on the Decree 
of Director General of State Assets 
Management No. 342/KN/2018 dated 
December 12, 2018 (jo.) BAST-30/
KN.5/2018 dated December 27, 2018, 
LMAN was given responsibility by DJKN 
to manage assets located at Jalan Raya 
Gading Indah No. 8 Kav. A2-A3, Kelapa 
Gading.

a.	 Communication and consultation

b.	 Application of context

c.	 Risk identification

d.	 Risk analysis

e.	 Risk Evaluation

f.	 Risk Management

g.	 Monitoring and Review

Based on the review results, the opinion on the 

implementation of risk management at LMAN in Semester 

I of 2019 was adequate. This means that there are several 

issues that need to continuously be adjusted and improved 

based on applicable regulations.

LEGAL CASES AND ADMINISTRATIVE 
SANCTIONS

Legal Cases 
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No Perkara 
/ Lawsuit 
Number

Para Pihak / Parties

Obyek Perkara / 
Lawsuit Object

Status 
Perkara / 
Lawsuit 
Status

Potensi Kerugian /  
Loss Potential

Keterangan / DescriptionPenggugat/
Pelawan / 
Plaintiff

Tergugat/Terlawan / 
Defendant

Materiil / 
Material

Immateriil 
/ Non-

Material

Pada saat dilakukan pengecekan 
lapangan, ternyata aset tersebut 
dikuasai oleh pihak lain. Upaya mediasi 
sudah pernah dilakukan namun tidak 
ditemukan kata sepakat. Akhirnya, 
pada bulan November 2019, LMAN 
melaporkan hal ini kepada Polres 
Jakarta Utara. Terkait hal ini, sampai 
dengan 31 Desember 2019 pihak Polres 
Jakarta Utara telah meminta keterangan 
terhadap LMAN (pelapor dan saksi-
saksi pelapor). / At the time of the field 
check, it turned out that the asset was 
controlled by another party. Mediation 
efforts were made but no agreement 
was found. Finally, in November 2019, 
LMAN reported this to the North 
Jakarta Police. Related to this, up to 
December 31, 2019, the North Jakarta 
Police had requested information from 
LMAN (reporting party and reporting 
witnesses).

Sanksi Administrasi

Pada tahun 2019, LMAN tidak mendapatkan saksi 

administrasi dari pihak manapun.

Kode Etik
Kode Etik merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan 

profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan 

hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga 

tidak baik bagi professional. LMAN sejatinya merupakan 

BLU Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga pegawai 

LMAN wajib juga terikat dengan kode etik Kemenkeu. 

Namun karena pegawai BLU LMAN juga memiliki pegawai 

Non PNS dan pegawai Honorer, maka LMAN merasa penting 

untuk menciptakan kode etik pegawai tersendiri namun 

tetap mengacu pada Kode Etik Pegawai Kementerian 

Keuangan.

Pedoman 

Sejak LMAN dibentuk menjadi suatu organisasi dalam 

bentuk BLU, pimpinan menyadari bahwa perlu adanya kode 

etik yang harus dijadikan acuan dalam sikap dan perilaku 

dari pejabat/pegawai LMAN. Oleh karena itu, LMAN telah 

menetapkan Keputusan Direktur Lembaga Manajemen Aset 

Negara Nomor 27/LMAN/2016 tentang Kode Etik Sumber 

Daya Manusia Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen 

Aset Negara. 

Administrative Sanction

In 2019, LMAN did not receive administrative sanctions from 

any parties.

CODE OF CONDUCT
The Code of Conduct is a system of norms, values and 

professional rules stipulated in writing, which expressly 

state what is good and also true, as well as what is untrue 

and improper for professionals. As a BLU of the Ministry of 

Finance, LMAN and all of its employees must also be bound 

by the Ministry of Finance’s code of ethics.

However, since several employees of BLU LMAN are also 

of Non-Civil Servant and Honorary employees, LMAN 

understands the significance of creating a separate code of 

conduct for its employees while continuously referring to the 

Ministry of Finance’s Code of Conduct.

Guidelines

Since LMAN’s establishment in the form of BLU, the leaders 

of LMAN realize the need for a code of ethics that should 

be used as a reference in the attitudes and behavior of 

LMAN officials/employees. Therefore, LMAN has stipulated 

the Decree of Director of State Asset Management 

Agency No. 27/LMAN/2016 regarding Code of Conduct of 

Human Resources at Public Service Agency of State Asset 

Management.
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Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, nilai 

etika, budaya dan perilaku yang terjadi di masyarakat maka 

dilakukan perubahan atas peraturan tersebut menjadi 

Peraturan Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara 

Nomor 7/LMAN/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku 

Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Layanan Umum 

Lembaga Manajemen Aset Negara. Peraturan ini berlaku 

bagi pejabat pengelola, pegawai, tenaga ahli LMAN dan 

Pegawai Honorer di Lingkungan LMAN.

Dalam peraturan dimaksud, terdapat nilai dasar SDM LMAN, 

nilai LMAN, dan budaya LMAN yang menjadi dasar kode etik 

pegawai LMAN, sanksi terhadap pelanggaran, pencegahan, 

penegakan dan evaluasi

Terkait peraturan Direktur Utama mengenai kode etik 

dan kode perilaku ini telah disosialisasikan kepada seluruh 

pejabat/pegawai LMAN pada bulan September 2019. 

Peraturan terkait kode etik dan kode perilaku ini kemudian 

dijadikan acuan dalam melakukan analisa atas segala macam 

informasi atas dugaan pelanggaran. 

Sumber informasi tersebut dapat berasal dari pengaduan 

internal, pengaduan eksternal atau temuan dari atasan, 

SPI dan/atau auditor yang kemudian dilakukan penelitian 

oleh atasan langsung yang laporannya disampaikan kepada 

Direktur Utama LMAN. 

Selanjutnya, DIrektur Utama LMAN akan membentuk majelis 

kode etik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 

pejabat/pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode 

etik. Keputusan majelis disampaikan kepada Direktur Utama 

dalam bentuk Laporan, kemudian Direktur Utama akan 

menerbitkan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman atau 

Surat Pernyataan Tidak Bersalah.

Sanksi

Sanksi yang diberikan kepada pejabat/pegawai yang 

melanggar kode etik dan kode perilaku di LMAN dapat 

dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu:

•	 Sanksi pelanggaran ringan

-- Sanksi moral

-- Teguran tertulis

-- Kegiatan sosial yang bersifat pengabdian kepada 

organisasi

However, along with the development of technology, ethical 

values, culture and behavior that occur in the community, 

changes were made into the Regulation of President Director 

of State Asset Management Agency No. 7 /LMAN/2019 

regarding Code of Conduct and Behavior for Human 

Resources within the Public Service Agency of State Asset 

Management. This regulation applies to all management 

officers, employees, experts, and contract employees within 

LMAN.

In the regulation referred to, there are basic values of LMAN 

HR, LMAN values, and LMAN culture which form the basis 

of LMAN employee code of ethics, sanctions for violations, 

prevention, enforcement, and evaluation.

The regulation of President Director regarding code of ethics 

and code of conduct has been disseminated to all LMAN’s 

officials/employees in September 2019. Regulations related 

to the code of ethics and code of conduct are then used as 

a reference in analyzing all kinds of information on alleged 

violations.

The source of information can come from internal 

complaints, external complaints or findings from superiors, 

Internal Audit, and/or auditors which are then conducted 

research by direct superiors whose reports are submitted to 

LMAN’s President Director.

Furthermore, LMAN’s President Director will form a code 

of ethics assembly and then conduct an examination of 

officials/employees suspected of violating the code of ethics. 

Decisions of the assembly are submitted to the President 

Director in the form of a report, then the President Director 

will issue a Decision for Sentencing or Statement of Not 

Guilty.

Sanctions

Sanctions given to officials/employees who violate the code 

of ethics and code of conduct in LMAN can be categorized 

into 3 types, namely:

•	 Sanctions for minor violations

-	 Moral sanction

-	 Written warning

-	 Social activities that are devoted to the organization
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•	 Sanksi pelanggaran sedang

-- Pembebasan dari jabatan selama 1 tahun dan 

dilakukan penyesuaian peringkat jabatan

-- Penurunan peringkat jabatan pada LMAN setingkat 

lebih rendah selama 1 tahun untuk pelaksana

-- Dihilangkan hak lemburnya selama 3 bulan untuk 

pegawai honorer

•	 Sanksi pelanggaran berat

-- 	Dilaporkan dan direkomendasikan untuk dapat 

diproses hukuman disiplin dan mutasi kepegawaian 

kepada pejabat unit eselon II di lingkungan Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara yang melaksanakan 

fungsi kepegawaian

-- 	Penurunan peringkat jabatan setingkat lebih rendah 

selama 3 tahun

-- Pembebasan dari jabatan secara permanen dan 

dilakukan penyesuaian peringkat jabatan pada 

peringkat jabatan pelaksana tertinggi untuk jabatan 

Direktur dan Kepala Divisi

-- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai SDM 

LMAN

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Sejak diberlakukannya Peraturan Direktur Utama Nomor 7/

LMAN/2019 yaitu pada bulan Juli 2019 sampai 31 Desember 

2019, tidak terdapat pejabat maupun pegawai LMAN yang 

dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik.

Sistem Pelaporan Pelanggaran/ 
Whistleblowing System (WBS)
LMAN selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam 

menjalankan kegiatan organisasi dan proses bisnis yang 

berpedoman pada ketentuan serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sebagai langkah pencegahan untuk 

menghindari praktek kecurangan LMAN memiliki sistem 

pelaporan atau Whistleblowing System (WBS) yang memiliki 

fungsi utama sebagai utama dalam mengelola pengaduan 

terkait indikasi gratifikasi, serta KKN. 

Prosedur Pelaporan

Pelaporan terkait dugaan pelanggaran harus disampaikan 

secara tertulis baik kepada Direktur Utama LMAN 

maupun atasan langsung. Dalam laporan tersebut harus 

menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan 

wajib menginformasikan identitas atau data terkait media 

komunikasi dengan pelapor. 

•	 Sanctions for moderate violations

-	 Exemption from office for 1 year and position rank 

adjustments

-	 Downgrading of positions at LMAN to be one level 

lower for 1 year for staff

-	 Revocation of overtime rights for 3 months for 

honorary employees

•	 Sanctions for serious violations

-	 Reported and recommended to be subject to 

disciplinary action and staffing transfer to echelon II 

unit officials within the Directorate General of State 

Assets Management that carry out the personnel 

function

-	 Downgrading of rank to a lower level for 3 years

-	 Exemption from office permanently and adjusting 

the rank of the highest executive position for the 

position of Director and Division Head

-	 Dismissal without respect as LMAN’s HR

Total Violations of Code of Conduct

Since the enactment of the Regulation of President Director 

No. 7/LMAN/2019, namely from July 2019 to December 31, 

2019, there have been no LMAN’s officials or employees 

sanctioned with violations of the code of conduct.

Whistleblowing System (WBS)

LMAN always prioritizes the prudent principle in carrying 

out organizational activities and business processes that are 

guided by the provisions as we;; as the laws and regulations 

in force. As a preventive measure to avoid fraud practices, 

LMAN has established a reporting system or Whistleblowing 

System (WBS) which has the main function to manage 

complaints related to indications of gratification, as well as 

Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).

Reporting Procedure

Reports related to alleged violations must be submitted 

in writing to both LMAN’s President Director and the 

direct supervisor. The report must mention the violations 

committed and the evidence, and must inform the identity 

or data related to communication media with the reporter/

whistleblower.
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Pelapor berhak untuk:

•	 Memperoleh perlindungan berupa kerahasiaan  

identitas

•	 Memberikan keterangan tanpa tekanan

•	 Mendapat penerjemah

•	 Bebas dari pertanyaan yang menjerat

•	 Mendapatkan informasi mengenai hasil keputusan 

penanganan kasus

•	 Mendapat nasihat hukum

Selain surat tertulis, pengadu juga dapat menyampaikan 

pengaduannya melalui saluran pengaduan (whistleblowing 

system) Kementerian Keuangan. Bilamana dari hasil 

verifikasi, pengaduan bukan termasuk kategori fraud, maka 

pengaduan akan dilimpahkan ke LMAN untuk ditangani 

langsung. Namun, apabila pengaduan tersebut termasuk 

dalam ketegori fraud, maka pengaduan akan ditindaklanjuti 

oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Untuk pengaduan yang masuk baik melalui surat manual 

maupun website pengaduan, akan diadministrasikan oleh 

unit Satuan Pengawasan Intern (SPI). Selain itu, SPI juga yang 

akan berhubungan dengan pengadu bilamana terdapat 

data atau informasi yang perlu untuk diklarifikasi. SPI juga 

yang akan melakukan pemantauan atas proses penyelesaian 

pengaduan yang diterima dan menginformasikannya 

kepada pengadu.

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses pada 

Tahun Buku Terakhir

Terdapat 1 pengaduan yang diterima selama periode 2019. 

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan kegiatan pengumpulan 

data dan informasi. Pada akhirnya, pengaduan tersebut 

tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan majelis kode etik 

karena berdasarkan analisis atas data-data yang diperoleh, 

pengaduan terkait pelanggaran kode etik tersebut tidak 

benar.

Whistleblower is entitled to:

•	 Obtain protection in the form of confidentiality of 

identity

•	 Provide information without any pressure

•	 Obtain the service of a translator

•	 Be free from tricky questions

•	 Obtain information regarding the outcome of the case 

handling decision

•	 Receive legal advice

In addition to written letters, whistleblower can also 

submit their complaints through the Ministry of Finance’s 

whistleblowing system. If the verification results declare 

that the complaint is not in the category of fraud, then the 

complaint will be submitted to LMAN to be handled directly. 

However, if the complaint is in the category of fraud, then 

the complaint will be followed up by the Inspectorate 

General of the Ministry of Finance.

Complaints received either through a manual letter or the 

complaint website will be administrated by the Internal 

Audit Unit. In addition, the Internal Audit Unit will contact 

the whistleblower if there is data or information that needs 

to be clarified. The Internal Audit Unit will also monitor the 

process of resolving complaints received and inform the 

whistleblower.

Total Incoming Complaints and Processed in the Last 

Fiscal Year

1 complaint was received during the 2019 period. Based on 

this, data and information collection activities were carried 

out. In the end, the complaint was not followed up with 

the establishment of a code of ethics council because, based 

on an analysis of the data obtained, complaints related to 

violations of the code of ethics were incorrect.
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Pelaporan LHKPN
LMAN berkomitmen menjalankan roda organisasi sesuai 

dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, 

diantaranya  dengan menghindari praktek korupsi. LMAN 

menyadari perilaku korupsitif ini berdampak buruk terhadap 

kelangsungan entitas secara berkelanjutan. Oleh karenanya 

seluruh pejabat LMAN diwajibkan untuk melaporkan harta 

kekayaannya atau Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN) sebagai komitmen pencegahan praktek 

korupsi. 

Kewajiban Pelaporan LHKPN bagi para pejabat di lingkungan 

secara khusus bertujuan untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik yang bebas dari penyalahgunaan  

wewenang dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Jumlah Pelaporan LHKPN 

Pada tahun 2019 pelaksanaan pelaporan LHKPN di 

lingkungan LMAN adalah sebagai berikut:

No. Nama / Name Tanggal Pelaporan / Reporting Date

1 Mahyarina Kusumawati 3 Maret 2020 / March 3, 2020

2 Widi Widayat 3 Maret 2020 / March 3, 2020

3 Anton Listyanto 3 Maret 2020 / March 3, 2020

4 Eka Kurniawati 3 Maret 2020 / March 3, 2020

5 Dwi Baskoro 3 Maret 2020 / March 3, 2020

LHKPN REPORTING
LMAN is committed to running the organization in 

accordance with the principles of good governance, 

including by avoiding corrupt practices. LMAN realizes that 

corrupt behavior has a negative impact on the business 

continuity of the Agency on an ongoing basis. Therefore, all 

LMAN’s officials are required to report their assets in a State 

Organizer Asset Report (LHKPN) as a commitment to prevent 

corrupt practices.

The obligation to report LHKPN for officials within LMAN 

specifically aims to realize good governance free from abuse 

of authority and practices of corruption, collusion, and 

nepotism.

Number of LHKPN Reporting

In 2019 the implementation of LHKPN reporting within 

LMAN is as follows:


